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Abstrak

Artikel ini membahas korupsi dan rent seeking sebagai persoalan ekonomi-politik yang secara sistematis
meningkatkan biaya pembangunan Indonesia. Korupsi dipahami bukan hanya sebagai pelanggaran hukum
yang menghasilkan kerugian keuangan negara, melainkan sebagai mekanisme yang mengubah insentif,
pilihan kebijakan, alokasi anggaran, persaingan usaha, kualitas pelayanan publik, dan kepercayaan
terhadap institusi. Rent seeking dipahami sebagai upaya memperoleh keuntungan melalui penguasaan
akses terhadap regulasi, lisensi, monopoli, pengadaan, konsesi, pembiayaan, serta keputusan politik,
tanpa penciptaan nilai produktif yang sebanding. Dengan menggabungkan ekonomi kelembagaan, teori
pilihan publik, ekonomi politik, dan literatur antikorupsi, artikel ini menunjukkan bahwa biaya pembangunan
akibat korupsi bersifat berlapis: biaya fiskal langsung, pembengkakan harga, penurunan mutu proyek, salah
alokasi investasi, distorsi regulasi, hilangnya produktivitas, peningkatan ketimpangan, kerusakan
lingkungan, dan erosi legitimasi negara. Dalam konteks Indonesia, risiko tersebut menjadi penting karena
skala pembangunan, desentralisasi, pengadaan publik, pengelolaan sumber daya alam, serta agenda
hilirisasi menciptakan ruang ekonomi yang besar sekaligus titik rawan rente. Artikel ini menegaskan bahwa
pemberantasan korupsi yang efektif harus bergeser dari pendekatan yang semata-mata berorientasi pada
penindakan menuju strategi ekosistem integritas: penguatan institusi, transparansi data, kompetisi yang
sehat, reformasi regulasi, pengawasan politik, perlindungan pelapor, profesionalisasi birokrasi, digitalisasi
yang dapat diaudit, dan partisipasi publik. Tujuan akhirnya bukan sekadar mengurangi kasus korupsi,
melainkan menurunkan biaya transaksi ekonomi dan mengubah sumber daya publik menjadi kapasitas
pembangunan yang lebih produktif, adil, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Korupsi; rent seeking; biaya pembangunan; ekonomi politik; tata kelola; institusi; pengadaan
publik; regulatory capture; investasi; Indonesia.

Catatan Ruang Lingkup dan Data

Artikel ini bersifat analitis-akademik dan menggunakan data publik yang tersedia hingga Agustus 2026.
Angka indeks digunakan sebagai indikator risiko, pengalaman, atau persepsi sesuai metodologi masing-
masing dan tidak diperlakukan sebagai ukuran absolut jumlah korupsi. Rujukan data kontemporer
mencakup publikasi KPK, BPS, OECD, dan World Bank. Analisis kasus disajikan terutama sebagai
mekanisme dan tipologi; penyebutan sektor tidak dimaksudkan untuk menuduh institusi atau pelaku
tertentu tanpa putusan hukum.
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Pendahuluan

Pembangunan pada dasarnya adalah proses mengubah sumber daya menjadi kapasitas manusia,
produktivitas, infrastruktur, dan institusi. Negara memungut pajak, mengelola kekayaan alam, menerbitkan
regulasi, dan membelanjakan anggaran dengan harapan bahwa setiap rupiah, setiap izin, dan setiap
keputusan publik menciptakan nilai sosial yang lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan. Korupsi
mengganggu proses transformasi tersebut. la membuat sebagian sumber daya berhenti sebelum mencapai
tujuan, mengalir ke tujuan yang salah, atau sampai kepada masyarakat dalam bentuk layanan yang lebih
mahal dan bermutu lebih rendah. Karena itu, persoalan korupsi tidak memadai bila dilihat hanya melalui
statistik perkara pidana. Perspektif pembangunan menuntut pertanyaan yang lebih luas: berapa besar nilai
yang hilang karena keputusan publik menjadi tidak efisien, berapa banyak proyek produktif yang tidak dipilih
karena proyek lain menawarkan rente lebih besar, dan berapa panjang waktu yang hilang karena warga
serta perusahaan harus menghadapi prosedur yang sengaja dibuat rumit untuk menciptakan peluang
pembayaran informal.

Rent seeking memperluas lensa analisis tersebut. Dalam ekonomi politik, rente adalah keuntungan yang
melebihi tingkat normal yang muncul karena kelangkaan, hak eksklusif, regulasi, kekuasaan pasar, atau
kendali atas keputusan publik. Tidak semua rente bersifat buruk. Paten, misalnya, dapat memberikan rente
sementara untuk mendorong inovasi. Masalah timbul ketika pelaku menggunakan sumber daya untuk
memperoleh atau mempertahankan rente melalui pengaruh politik, manipulasi aturan, kartel, pengaturan
tender, pembatasan masuk pasar, atau hubungan istimewa, bukannya melalui peningkatan produktivitas.
Aktivitas ini dapat legal, abu-abu, ataupun melanggar hukum. Korupsi merupakan salah satu instrumen rent
seeking, tetapi rent seeking tidak selalu dapat dijerat sebagai korupsi. Perbedaan ini penting karena
reformasi pembangunan tidak cukup hanya dengan menangkap penerima suap; negara juga perlu
memperbaiki struktur insentif yang membuat pemburuan rente menguntungkan.

Indonesia menyediakan konteks yang sangat penting untuk kajian ini. Perekonomian yang besar, wilayah
yang luas, desentralisasi, kekayaan sumber daya alam, ekspansi infrastruktur, transformasi digital, dan
hilirisasi industri membuka peluang pembangunan yang luar biasa. Namun skala ekonomi yang besar juga
berarti nilai keputusan publik sangat tinggi. Sebuah izin pertambangan, penetapan tata ruang, kuota impor,
proyek jalan, konsesi perkebunan, kontrak teknologi, atau perubahan tarif dapat memindahkan nilai
ekonomi dalam jumlah besar antara kelompok masyarakat. Semakin besar nilai yang diperebutkan,
semakin kuat insentif bagi aktor untuk mempengaruhi pengambil keputusan. Karena itu, integritas
kebijakan merupakan bagian dari kapasitas ekonomi negara, bukan sekadar agenda moral.

Data kontemporer memperkuat alasan untuk menempatkan integritas sebagai agenda pembangunan. KPK
melaporkan bahwa hasil Survei Penilaian Integritas 2025 berada pada skor 72,53 dan masih masuk kategori
rentan. Sementara itu, BPS mencatat Indeks Perilaku Anti Korupsi 2024 sebesar 3,85 pada skala nol sampai
lima, turun dari 3,92 pada 20283. Indikator-indikator ini memiliki metodologi yang berbeda dan tidak boleh
dibaca sebagai ukuran tunggal tingkat korupsi, tetapi keduanya mengingatkan bahwa pencegahan korupsi
memerlukan perhatian pada perilaku, sistem, dan risiko kelembagaan. OECD dalam Anti-Corruption and
Integrity Outlook 2026 juga menempatkan kerangka integritas publik Indonesia dalam konteks reformasi
yang lebih luas, termasuk strategi pencegahan korupsi dan proses konvergensi menuju standar tata kelola
internasional.

Artikel ini menggunakan istilah biaya pembangunan dalam arti yang lebih luas daripada kerugian keuangan
negara. Kerugian langsung memang penting, tetapi sering kali hanya puncak gunung es. Di bawahnya
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terdapat biaya pembiayaan yang meningkat karena risiko, biaya operasi yang bertambah karena perizinan
dan pembayaran informal, biaya kualitas akibat material yang dikurangi, biaya kesempatan karena proyek
alternatif tidak dipilih, biaya distribusi karena manfaat terkonsentrasi pada kelompok berkoneksi, dan biaya
institusional karena aturan kehilangan kredibilitas. Dalam jangka panjang, biaya yang paling mahal mungkin
adalah perubahan ekspektasi: ketika masyarakat percaya bahwa hubungan lebih penting daripada
kompetensi, investasi dalam pendidikan, inovasi, dan produktivitas menjadi relatif kurang menarik
dibanding investasi dalam koneksi.

Dengan demikian, hubungan korupsi dan pembangunan bersifat dinamis. Korupsi bukan hanya akibat
institusi lemabh; ia juga dapat memperlemah institusi lebih jauh. Rent seeking bukan hanya memanfaatkan
regulasi; ia dapat membentuk regulasi agar menciptakan rente baru. Akibatnya terbentuk lingkaran umpan
balik yang membuat reformasi sulit. Kebijakan antikorupsi yang efektif karena itu harus mengubah
ekuilibrium: meningkatkan probabilitas deteksi, menurunkan diskresi yang tidak terawasi, memperbesar
transparansi, memperkuat kompetisi, melindungi profesionalisme aparatur, dan membuat perilaku
berintegritas lebih rasional secara organisasi.

1. Korupsi sebagai Masalah Pembangunan, Bukan Sekadar Masalah Hukum

Bab ini menempatkan korupsi mengubah kualitas keputusan publik dan efektivitas konversi sumber daya
menjadi hasil pembangunan sebagai bagian dari persoalan pembangunan Indonesia. Fokus analisis bukan
pada sensasi kasus, melainkan pada mekanisme yang membuat sumber daya kehilangan kemampuan
menghasilkan nilai publik. Dalam konteks anggaran pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perlindungan
sosial, administrasi perizinan, dan pengadaan, persoalan utama adalah bagaimana kekuasaan, informasi,
dan insentif berinteraksi. Kerangka ini memungkinkan pembaca membedakan antara kesalahan
administratif, kebijakan yang secara sah dapat diperdebatkan, konflik kepentingan, dan perilaku yang
benar-benar mengubah keputusan demi keuntungan partikular. Dengan cara itu, agenda antikorupsi dapat
ditempatkan dalam bahasa manajemen pembangunan: risiko, kontrol, produktivitas, kualitas,
akuntabilitas, serta distribusi manfaat dan biaya.

Dalam kerangka pilihan publik, korupsi mengubah kualitas keputusan publik dan efektivitas konversi
sumber daya menjadi hasil pembangunan. Hal ini terjadi karena penyalahgunaan kewenangan, konflik
kepentingan, suap, gratifikasi, penggelapan, dan pengaturan keputusan memperbesar jarak antara tujuan
formal kebijakan dan praktik aktual. Ketika pola tersebut berulang, persoalan tidak lagi bersifat insidental,
melainkan menjadi karakter sistem. Aktor yang berintegritas menghadapi biaya lebih tinggi apabila
prosedur formal lambat sementara jalur informal memberikan keuntungan bagi pesaing. Dalam keadaan
seperti ini, seleksi ekonomi dapat bekerja secara terbalik: organisasi yang paling produktif belum tentu
memperoleh akses terbaik, sedangkan organisasi yang paling mampu mengelola kedekatan politik dapat
bertahan. Konsekuensinya terlihat pada anggaran pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perlindungan
sosial, administrasi perizinan, dan pengadaan. Konsep state capacity membantu menjelaskan bahwa mutu
institusi menentukan apakah energi ekonomi diarahkan pada penciptaan nilai atau pada perebutan
keuntungan yang sudah ada.

Mekanisme kerugian perlu ditelusuri dari keputusan awal sampai hasil akhir. Penyalahgunaan
kewenangan, konflik kepentingan, suap, gratifikasi, penggelapan, dan pengaturan keputusan
memperbesar jarak antara tujuan formal kebijakan dan praktik aktual. Pada tahap pertama, distorsi
mengubah siapa yang memperoleh akses. Pada tahap kedua, ia mengubah harga, kualitas, waktu, atau
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spesifikasi. Pada tahap ketiga, masyarakat menerima output yang tidak setara dengan sumber daya yang
telah dikeluarkan. Efek kumulatif ini menjelaskan mengapa pengukuran korupsi hanya melalui nilai uang
yang terbukti di pengadilan cenderung meremehkan biaya sosial. Dalam anggaran pendidikan, kesehatan,
infrastruktur, perlindungan sosial, administrasi perizinan, dan pengadaan, misalnya, satu keputusan yang
bias dapat menghasilkan rentetan biaya pemeliharaan, keterlambatan manfaat, dan hilangnya
kepercayaan. Di sinilah agency problem dan public value menjadi konsep penting untuk membaca
hubungan antara kekuasaan administratif dan efisiensi ekonomi.

Korupsi dan rent seeking juga menciptakan biaya kesempatan. Sumber daya yang digunakan untuk mencari
akses, memelihara hubungan, menyusun transaksi terselubung, atau mengatasi hambatan yang sengaja
diciptakan seharusnya dapat digunakan untuk riset, pelatihan pekerja, inovasi, perluasan kapasitas, atau
perbaikan mutu. Karena itu, kerugian pembangunan bukan hanya apa yang dicuri, tetapi juga apa yang tidak
pernah tercipta. Bila korupsi mengubah kualitas keputusan publik dan efektivitas konversi sumber daya
menjadi hasil pembangunan, maka masyarakat kehilangan dua kali: kehilangan sumber daya publik dan
kehilangan alternatif penggunaan yang lebih produktif. Kerangka integrity risk menuntut pembuat kebijakan
membandingkan hasil aktual dengan hasil yang secara wajar dapat dicapai dalam sistem yang lebih
berintegritas.

Dimensi distribusi sama pentingnya dengan dimensi efisiensi. Rente jarang tersebar secara acak; ia
cenderung mengalir kepada pihak yang memiliki informasi, jaringan, modal politik, atau kemampuan
menanggung biaya lobi. Sebaliknya, biaya sering disebarkan kepada pembayar pajak, konsumen, pekerja,
masyarakat lokal, atau generasi mendatang. Pola ini dapat mengubah ketimpangan ekonomi menjadi
ketimpangan politik karena kekayaan yang diperoleh dari rente kemudian dapat digunakan untuk
memperkuat akses terhadap keputusan berikutnya. Pada anggaran pendidikan, kesehatan, infrastruktur,
perlindungan sosial, administrasi perizinan, dan pengadaan, mekanisme seperti ini dapat membuat
kebijakan terlihat netral secara formal tetapi menghasilkan manfaatyang sangat terkonsentrasi. Karenaitu,
analisis social loss perlu disandingkan dengan analisis keadilan distributif.

Ada pula persoalan informasi. Pejabat publik biasanya memiliki informasi tentang jadwal kebijakan,
spesifikasi proyek, perubahan regulasi, atau prioritas anggaran yang belum dimiliki masyarakat.
Perusahaan memiliki informasi teknis dan biaya yang mungkin tidak diketahui pemerintah. Ketimpangan
informasi tersebut normal dalam organisasi modern, tetapi menjadi berbahaya ketika dikombinasikan
dengan konflik kepentingan dan pengawasan lemah. penyalahgunaan kewenangan, konflik kepentingan,
suap, gratifikasi, penggelapan, dan pengaturan keputusan memperbesar jarak antara tujuan formal
kebijakan dan praktik aktual dapat disamarkan sebagai keputusan teknis yang sah. Oleh sebab itu,
transparansi bukan sekadar mempublikasikan dokumen, melainkan memastikan data tersedia pada waktu
yang tepat, dalam format yang dapat dianalisis, dan dapat dikaitkan dengan penanggung jawab keputusan.

Reformasi yang efektif harus menghindari dua ekstrem. Ekstrem pertama adalah keyakinan bahwa
penambahan aturan selalu mengurangi korupsi. Aturan yang terlalu banyak justru dapat menciptakan titik
diskresi baru dan memperbesar nilai izin. Ekstrem kedua adalah deregulasi tanpa pengawasan, yang dapat
memindahkan rente dari birokrasi ke pelaku pasar dominan. Karena itu, mengintegrasikan penegakan
hukum dengan pengukuran kinerja pembangunan dan manajemen risiko integritas. Prinsipnya adalah
mengurangi ruang transaksi tersembunyi sambil mempertahankan kemampuan negara melindungi
kepentingan publik. Regulasi yang baik harus sederhana untuk dipatuhi, sulit dimanipulasi, dapat diaudit,
dan memiliki mekanisme koreksi ketika keputusan salah.
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Pendekatan pencegahan juga perlu memperhatikan desain organisasi. Pemisahan fungsi, rotasi pada
posisi berisiko, deklarasi konflik kepentingan, dokumentasi keputusan, dan audit berbasis data dapat
menurunkan peluang kolusi. Namun kontrol formal tidak akan efektif jika target organisasi mendorong
perilaku yang bertentangan. Sebagai contoh, target serapan anggaran yang terlalu menekankan kecepatan
tanpa kualitas dapat membuka ruang kompromi pengadaan; target investasi yang semata-mata kuantitatif
dapat mendorong kelonggaran evaluasi; target penerimaan yang tidak disertai akuntabilitas dapat
menciptakan tekanan transaksional. Karena itu, pengendalian integritas harus diintegrasikan dengan KPI
substantif, bukan ditempatkan sebagai lampiran administratif.

Peran kepemimpinan menentukan apakah sistem kontrol benar-benar bekerja. Pesan antikorupsi akan
kehilangan kredibilitas apabila pelanggaran oleh aktor berpengaruh diperlakukan berbeda dari pelanggaran
oleh pegawai biasa. Sebaliknya, organisasi membangun norma integritas ketika keputusan sulit dapat
dijelaskan, konflik kepentingan dibuka, pelapor dilindungi, dan hasil audit ditindaklanjuti. Dalam konteks
anggaran pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perlindungan sosial, administrasi perizinan, dan
pengadaan, tone at the top harus diterjemahkan menjadi praktik pada level menengah dan operasional.
Dengan demikian, integritas menjadi bagian dari rutinitas pengambilan keputusan, bukan sekadar slogan
komunikasi.

Teknologi dapat memperkuat reformasi dengan mengurangi biaya observasi. Data transaksi, waktu proses,
pola tender, perubahan kontrak, penggunaan aset, dan hubungan kepemilikan dapat dianalisis untuk
menemukan anomali. Akan tetapi, digitalisasi tidak identik dengan integritas. Sistem elektronik dapat
menyembunyikan bias dalam kode, membatasi akses kompetitor, atau mempertahankan pengecualian
manual yang tidak transparan. Karena itu, penerapan teknologi dalam area anggaran pendidikan,
kesehatan, infrastruktur, perlindungan sosial, administrasi perizinan, dan pengadaan harus didesain
dengan audit trail, kontrol akses, interoperabilitas, dan mekanisme pemeriksaan independen. Tujuannya
bukan mengganti penilaian manusia sepenuhnya, melainkan memperkecil ruang manipulasi dan
meningkatkan kemungkinan deteksi.

Pengalaman Indonesia juga mengingatkan bahwa reformasi antikorupsi berlangsung dalam ekonomi politik
nyata. Kelompok yang memperoleh rente memiliki sumber daya dan insentif untuk mempertahankan
aturan yang menguntungkan. Mereka dapat menggunakan argumen efisiensi, nasionalisme ekonomi,
perlindungan usaha, kebutuhan investasi, atau stabilitas untuk mempertahankan hak istimewa. Tidak
semua argumen tersebut keliru, tetapi kebijakan harus diuji melalui bukti: siapa penerima manfaatnya,
berapa lama dukungan diberikan, apa indikator kinerjanya, apakah ada pilihan yang lebih murah, dan
bagaimana mekanisme penghentiannya. Pertanyaan-pertanyaan ini mengubah diskusi dari niat kebijakan
menjadi akuntabilitas hasil.

Bagi dunia usaha, kepastian bahwa aturan berlaku setara sering lebih penting daripada sekadar sedikitnya
aturan. Sistem yang koruptif dapat tampak fleksibel karena hambatan dapat dinegosiasikan, tetapi
fleksibilitas semacam itu mahal dan tidak dapat diprediksi. Perusahaan baru dan UMKM biasanya paling
dirugikan karena mereka tidak memiliki jaringan atau skala untuk menyerap biaya transaksi. Akhirnya,
struktur pasar menjadi kurang dinamis, inovasi melambat, dan konsumen membayar harga lebih tinggi.
Oleh karena itu, upaya mengintegrasikan penegakan hukum dengan pengukuran kinerja pembangunan dan
manajemen risiko integritas memiliki dimensi produktivitas: ia membantu memindahkan kompetisi dari
kedekatan menuju kemampuan menghasilkan nilai.
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Implikasi paling penting adalah kebutuhan melihat keberhasilan antikorupsi melalui outcome
pembangunan. Penurunan jumlah keluhan, misalnya, belum tentu berarti integritas meningkat jika warga
menyerah melapor. Bertambahnya kasus penindakan dapat berarti penegakan lebih efektif, tetapi juga
dapat mencerminkan risiko yang tinggi. Demikian pula, skor persepsi perlu dibaca bersama data transaksi
dan kualitas layanan. Untuk tema ini, indikator yang relevan mencakup waktu layanan, jumlah penawar
efektif, variasi harga, mutu output, konsentrasi pemenang, frekuensi adendum, kepatuhan konflik
kepentingan, serta kepuasan pengguna. Kombinasi indikator memungkinkan pemerintah membedakan
antara kepatuhan administratif dan perbaikan substantif.

Pada akhirnya, korupsi mengubah kualitas keputusan publik dan efektivitas konversi sumber daya menjadi
hasil pembangunan. Reformasi tidak selesai ketika sebuah prosedur didigitalisasi atau seorang pelaku
dihukum. Keberhasilan terjadi ketika struktur insentif berubah sehingga mencari rente menjadi lebih mahal,
lebih mudah terdeteksi, dan kurang menguntungkan dibanding bersaing melalui produktivitas. Untuk
mencapai itu, mengintegrasikan penegakan hukum dengan pengukuran kinerja pembangunan dan
manajemen risiko integritas. Hubungan antara state capacity, public value, dan social loss perlu
diperlakukan sebagai bagian dari arsitektur pembangunan. Integritas dengan demikian bukan biaya
tambahan yang menghambat pembangunan, melainkan investasi kelembagaan yang menentukan berapa
besar manfaat yang benar-benar dihasilkan dari setiap sumber daya publik dan privat.

Implikasi bagi Manajemen Pembangunan

Bagi manajemen pembangunan, tema ini menuntut perubahan dari pengendalian berbasis dokumen
menuju pengendalian berbasis risiko dan hasil. Dokumen yang lengkap tidak membuktikan bahwa
keputusan telah menghasilkan manfaat terbaik; ia hanya membuktikan bahwa jejak administratif tertentu
tersedia. Karena penyalahgunaan kewenangan, konflik kepentingan, suap, gratifikasi, penggelapan, dan
pengaturan keputusan memperbesar jarak antara tujuan formal kebijakan dan praktik aktual, organisasi
publik perlu mengidentifikasi titik keputusan yang memiliki kombinasi nilai ekonomi tinggi, diskresi tinggi,
kompetisi rendah, dan transparansi rendah. Titik-titik tersebut harus memperoleh pengawasan lebih kuat
dibanding transaksi rutin bernilai rendah. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip materialitas dalam audit
dan risk-based management: sumber daya pengawasan yang terbatas ditempatkan pada lokasi yang
potensi kerugiannya paling besar. Dalam anggaran pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perlindungan
sosial, administrasi perizinan, dan pengadaan, pengukuran perlu menghubungkan kepatuhan prosedur
dengan manfaat yang benar-benar diterima pengguna. Dengan demikian, integritas tidak terpisah dari
efektivitas program.

Organisasi juga perlu membangun matriks risiko integritas yang hidup. Variabelnya dapat mencakup
konsentrasi kewenangan, frekuensiinteraksi dengan pihak eksternal, nilai keputusan, jumlah pengecualian
prosedur, konsentrasi pemasok, perubahan kontrak, keluhan, rotasi pejabat, dan hubungan kepemilikan.
Matriks tersebut tidak boleh digunakan untuk menuduh individu, melainkan untuk memprioritaskan
kontrol. Konsep state capacity dan agency problem membantu menjelaskan mengapa pengawasan yang
seragam sering tidak efisien. Area dengan risiko rendah cukup diawasi melalui kontrol otomatis, sedangkan
area dengan risiko tinggi memerlukan review independen, pemisahan fungsi, dokumentasi alasan
keputusan, dan audit berkala.
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Contoh Analitis dalam Konteks Indonesia

Bayangkan sebuah kebijakan pada area anggaran pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perlindungan
sosial, administrasi perizinan, dan pengadaan. Secara formal tujuan kebijakan dapat sangat baik:
mempercepat investasi, menyediakan layanan, atau membangun fasilitas. Namun apabila kriteria
penerima manfaat tidak transparan dan perubahan keputusan tidak didokumentasikan, nilai ekonomi dari
kebijakan itu dapat menjadi objek rent seeking. Pelaku yang memiliki akses lebih awal dapat menyesuaikan
strategi sebelum pesaing; pihak yang dekat dengan pengambil keputusan dapat mempengaruhi spesifikasi;
dan biaya yang timbul kemudian dibebankan kepada anggaran atau konsumen. Tidak setiap kejadian
seperti ini merupakan tindak pidana. Justru di situlah pentingnya konsep rent seeking: ia membantu
mendeteksi kerugian sosial yang dapat muncul sebelum atau di luar batas pembuktian pidana.

Sebaliknya, desain kebijakan dapat mengurangi rente tanpa mematikan diskresi yang diperlukan.
Pemerintah dapat mempublikasikan kriteria sebelum keputusan, membatasi perubahan setelah proses
berjalan, membuka data penerima manfaat, menerapkan mekanisme banding, dan mengevaluasi
outcome. Dalam area anggaran pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perlindungan sosial, administrasi
perizinan, dan pengadaan, prinsip yang relevan adalah bahwa setiap privilege harus memiliki tujuan publik
yang eksplisit, ukuran kinerja, periode evaluasi, serta mekanisme penghentian. Ini merupakan penerapan
praktis dari mengintegrasikan penegakan hukum dengan pengukuran kinerja pembangunan dan
manajemen risiko integritas. Dengan desain seperti itu, diskresi tetap tersedia untuk menghadapi kondisi
kompleks, tetapi alasan penggunaannya dapat diperiksa.

Arah Kebijakan

Arah kebijakan yang konsisten untuk tema ini adalah mengintegrasikan penegakan hukum dengan
pengukuran kinerja pembangunan dan manajemen risiko integritas. Kebijakan tersebut perlu
diterjemahkan ke dalam empat lapis. Pertama, lapis aturan: definisi kewenangan, kriteria, batas
pengecualian, dan sanksi. Kedua, lapis proses: pemisahan fungsi, dokumentasi, transparansi, dan kontrol
digital. Ketiga, lapis manusia: merit system, kompetensi, remunerasi yang wajar, perlindungan pelapor, dan
kepemimpinan berintegritas. Keempat, lapis evaluasi: indikator outcome, audit independen, partisipasi
publik, dan koreksi kebijakan. Keempat lapis tersebut saling melengkapi. Aturan tanpa manusia yang
kompeten menjadi formalitas; digitalisasi tanpa evaluasi dapat mengotomatisasi keputusan yang buruk;
penindakan tanpa pencegahan dapat menghasilkan siklus kasus baru.

2. Genealogi Konsep Rent Seeking dalam Ekonomi Politik

Bab ini menempatkan rent seeking menjelaskan penggunaan sumber daya untuk memperoleh keuntungan
melalui redistribusi politik daripada penciptaan nilai produktif sebagai bagian dari persoalan pembangunan
Indonesia. Fokus analisis bukan pada sensasi kasus, melainkan pada mekanisme yang membuat sumber
daya kehilangan kemampuan menghasilkan nilai publik. Dalam konteks proteksi sektor tertentu, kuota
perdagangan, perizinan usaha, konsesi sumber daya, dan akses istimewa pada kontrak negara, persoalan
utama adalah bagaimana kekuasaan, informasi, dan insentif berinteraksi. Kerangka ini memungkinkan
pembaca membedakan antara kesalahan administratif, kebijakan yang secara sah dapat diperdebatkan,
konflik kepentingan, dan perilaku yang benar-benar mengubah keputusan demi keuntungan partikular.
Dengan cara itu, agenda antikorupsi dapat ditempatkan dalam bahasa manajemen pembangunan: risiko,
kontrol, produktivitas, kualitas, akuntabilitas, serta distribusi manfaat dan biaya.
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Jika dibaca sebagai persoalan principal-agent, rent seeking menjelaskan penggunaan sumber daya untuk
memperoleh keuntungan melalui redistribusi politik daripada penciptaan nilai produktif. Hal ini terjadi
karena aktor membelanjakan waktu, uang, koneksi, dan pengaruh untuk menguasai lisensi, proteksi, kuota,
konsesi, monopoli, atau kebijakan yang menciptakan keuntungan eksklusif. Ketika pola tersebut berulang,
persoalan tidak lagi bersifat insidental, melainkan menjadi karakter sistem. Aktor yang berintegritas
menghadapi biaya lebih tinggi apabila prosedur formal lambat sementara jalur informal memberikan
keuntungan bagi pesaing. Dalam keadaan seperti ini, seleksi ekonomi dapat bekerja secara terbalik:
organisasi yang paling produktif belum tentu memperoleh akses terbaik, sedangkan organisasi yang paling
mampu mengelola kedekatan politik dapat bertahan. Konsekuensinya terlihat pada proteksi sektor
tertentu, kuota perdagangan, perizinan usaha, konsesi sumber daya, dan akses istimewa pada kontrak
negara. Konsep economic rent membantu menjelaskan bahwa mutu institusi menentukan apakah energi
ekonomi diarahkan pada penciptaan nilai atau pada perebutan keuntungan yang sudah ada.

Mekanisme kerugian perlu ditelusuri dari keputusan awal sampai hasil akhir. Aktor membelanjakan waktu,
uang, koneksi, dan pengaruh untuk menguasai lisensi, proteksi, kuota, konsesi, monopoli, atau kebijakan
yang menciptakan keuntungan eksklusif. Pada tahap pertama, distorsi mengubah siapa yang memperoleh
akses. Pada tahap kedua, ia mengubah harga, kualitas, waktu, atau spesifikasi. Pada tahap ketiga,
masyarakat menerima output yang tidak setara dengan sumber daya yang telah dikeluarkan. Efek kumulatif
ini menjelaskan mengapa pengukuran korupsi hanya melalui nilai uang yang terbukti di pengadilan
cenderung meremehkan biaya sosial. Dalam proteksi sektor tertentu, kuota perdagangan, perizinan usaha,
konsesi sumber daya, dan akses istimewa pada kontrak negara, misalnya, satu keputusan yang bias dapat
menghasilkan rentetan biaya pemeliharaan, keterlambatan manfaat, dan hilangnya kepercayaan. Di sinilah
Tullock cost dan Krueger rent menjadi konsep penting untuk membaca hubungan antara kekuasaan
administratif dan efisiensi ekonomi.

Korupsi dan rent seeking juga menciptakan biaya kesempatan. Sumber daya yang digunakan untuk mencari
akses, memelihara hubungan, menyusun transaksi terselubung, atau mengatasi hambatan yang sengaja
diciptakan seharusnya dapat digunakan untuk riset, pelatihan pekerja, inovasi, perluasan kapasitas, atau
perbaikan mutu. Karena itu, kerugian pembangunan bukan hanya apa yang dicuri, tetapi juga apa yang tidak
pernah tercipta. Bila rent seeking menjelaskan penggunaan sumber daya untuk memperoleh keuntungan
melalui redistribusi politik daripada penciptaan nilai produktif, maka masyarakat kehilangan dua kali:
kehilangan sumber daya publik dan kehilangan alternatif penggunaan yang lebih produktif. Kerangka
barriers to entry menuntut pembuat kebijakan membandingkan hasil aktual dengan hasil yang secara wajar
dapat dicapai dalam sistem yang lebih berintegritas.

Dimensi distribusi sama pentingnya dengan dimensi efisiensi. Rente jarang tersebar secara acak; ia
cenderung mengalir kepada pihak yang memiliki informasi, jaringan, modal politik, atau kemampuan
menanggung biaya lobi. Sebaliknya, biaya sering disebarkan kepada pembayar pajak, konsumen, pekerja,
masyarakat lokal, atau generasi mendatang. Pola ini dapat mengubah ketimpangan ekonomi menjadi
ketimpangan politik karena kekayaan yang diperoleh dari rente kemudian dapat digunakan untuk
memperkuat akses terhadap keputusan berikutnya. Pada proteksi sektor tertentu, kuota perdagangan,
perizinan usaha, konsesi sumber daya, dan akses istimewa pada kontrak negara, mekanisme seperti ini
dapat membuat kebijakan terlihat netral secara formal tetapi menghasilkan manfaat yang sangat
terkonsentrasi. Karena itu, analisis privilege perlu disandingkan dengan analisis keadilan distributif.

Ada pula persoalan informasi. Pejabat publik biasanya memiliki informasi tentang jadwal kebijakan,
spesifikasi proyek, perubahan regulasi, atau prioritas anggaran yang belum dimiliki masyarakat.
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Perusahaan memiliki informasi teknis dan biaya yang mungkin tidak diketahui pemerintah. Ketimpangan
informasi tersebut normal dalam organisasi modern, tetapi menjadi berbahaya ketika dikombinasikan
dengan konflik kepentingan dan pengawasan lemah. aktor membelanjakan waktu, uang, koneksi, dan
pengaruh untuk menguasai lisensi, proteksi, kuota, konsesi, monopoli, atau kebijakan yang menciptakan
keuntungan eksklusif dapat disamarkan sebagai keputusan teknis yang sah. Oleh sebab itu, transparansi
bukan sekadar mempublikasikan dokumen, melainkan memastikan data tersedia pada waktu yang tepat,
dalam format yang dapat dianalisis, dan dapat dikaitkan dengan penanggung jawab keputusan.

Reformasi yang efektif harus menghindari dua ekstrem. Ekstrem pertama adalah keyakinan bahwa
penambahan aturan selalu mengurangi korupsi. Aturan yang terlalu banyak justru dapat menciptakan titik
diskresi baru dan memperbesar nilai izin. Ekstrem kedua adalah deregulasi tanpa pengawasan, yang dapat
memindahkan rente dari birokrasi ke pelaku pasar dominan. Karena itu, mengurangi scarcity buatan,
memperkuat kompetisi, dan mendesain regulasi yang netral terhadap pemain. Prinsipnya adalah
mengurangi ruang transaksi tersembunyi sambil mempertahankan kemampuan negara melindungi
kepentingan publik. Regulasi yang baik harus sederhana untuk dipatuhi, sulit dimanipulasi, dapat diaudit,
dan memiliki mekanisme koreksi ketika keputusan salah.

Pendekatan pencegahan juga perlu memperhatikan desain organisasi. Pemisahan fungsi, rotasi pada
posisi berisiko, deklarasi konflik kepentingan, dokumentasi keputusan, dan audit berbasis data dapat
menurunkan peluang kolusi. Namun kontrol formal tidak akan efektif jika target organisasi mendorong
perilaku yang bertentangan. Sebagai contoh, target serapan anggaran yang terlalu menekankan kecepatan
tanpa kualitas dapat membuka ruang kompromi pengadaan; target investasi yang semata-mata kuantitatif
dapat mendorong kelonggaran evaluasi; target penerimaan yang tidak disertai akuntabilitas dapat
menciptakan tekanan transaksional. Karena itu, pengendalian integritas harus diintegrasikan dengan KPI
substantif, bukan ditempatkan sebagai lampiran administratif.

Peran kepemimpinan menentukan apakah sistem kontrol benar-benar bekerja. Pesan antikorupsi akan
kehilangan kredibilitas apabila pelanggaran oleh aktor berpengaruh diperlakukan berbeda dari pelanggaran
oleh pegawai biasa. Sebaliknya, organisasi membangun norma integritas ketika keputusan sulit dapat
dijelaskan, konflik kepentingan dibuka, pelapor dilindungi, dan hasil audit ditindaklanjuti. Dalam konteks
proteksi sektor tertentu, kuota perdagangan, perizinan usaha, konsesi sumber daya, dan akses istimewa
pada kontrak negara, tone at the top harus diterjemahkan menjadi praktik pada level menengah dan
operasional. Dengan demikian, integritas menjadi bagian dari rutinitas pengambilan keputusan, bukan
sekadar slogan komunikasi.

Teknologi dapat memperkuat reformasi dengan mengurangi biaya observasi. Data transaksi, waktu proses,
pola tender, perubahan kontrak, penggunaan aset, dan hubungan kepemilikan dapat dianalisis untuk
menemukan anomali. Akan tetapi, digitalisasi tidak identik dengan integritas. Sistem elektronik dapat
menyembunyikan bias dalam kode, membatasi akses kompetitor, atau mempertahankan pengecualian
manual yang tidak transparan. Karena itu, penerapan teknologi dalam area proteksi sektor tertentu, kuota
perdagangan, perizinan usaha, konsesi sumber daya, dan akses istimewa pada kontrak negara harus
didesain dengan audit trail, kontrol akses, interoperabilitas, dan mekanisme pemeriksaan independen.
Tujuannya bukan mengganti penilaian manusia sepenuhnya, melainkan memperkecil ruang manipulasi
dan meningkatkan kemungkinan deteksi.

Pengalaman Indonesia juga mengingatkan bahwa reformasi antikorupsi berlangsung dalam ekonomi politik
nyata. Kelompok yang memperoleh rente memiliki sumber daya dan insentif untuk mempertahankan
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aturan yang menguntungkan. Mereka dapat menggunakan argumen efisiensi, nasionalisme ekonomi,
perlindungan usaha, kebutuhan investasi, atau stabilitas untuk mempertahankan hak istimewa. Tidak
semua argumen tersebut keliru, tetapi kebijakan harus diuji melalui bukti: siapa penerima manfaatnya,
berapa lama dukungan diberikan, apa indikator kinerjanya, apakah ada pilihan yang lebih murah, dan
bagaimana mekanisme penghentiannya. Pertanyaan-pertanyaan ini mengubah diskusi dari niat kebijakan
menjadi akuntabilitas hasil.

Bagi dunia usaha, kepastian bahwa aturan berlaku setara sering lebih penting daripada sekadar sedikitnya
aturan. Sistem yang koruptif dapat tampak fleksibel karena hambatan dapat dinegosiasikan, tetapi
fleksibilitas semacam itu mahal dan tidak dapat diprediksi. Perusahaan baru dan UMKM biasanya paling
dirugikan karena mereka tidak memiliki jaringan atau skala untuk menyerap biaya transaksi. Akhirnya,
struktur pasar menjadi kurang dinamis, inovasi melambat, dan konsumen membayar harga lebih tinggi.
Oleh karena itu, upaya mengurangi scarcity buatan, memperkuat kompetisi, dan mendesain regulasi yang
netral terhadap pemain memiliki dimensi produktivitas: ia membantu memindahkan kompetisi dari
kedekatan menuju kemampuan menghasilkan nilai.

Implikasi paling penting adalah kebutuhan melihat keberhasilan antikorupsi melalui outcome
pembangunan. Penurunan jumlah keluhan, misalnya, belum tentu berarti integritas meningkat jika warga
menyerah melapor. Bertambahnya kasus penindakan dapat berarti penegakan lebih efektif, tetapi juga
dapat mencerminkan risiko yang tinggi. Demikian pula, skor persepsi perlu dibaca bersama data transaksi
dan kualitas layanan. Untuk tema ini, indikator yang relevan mencakup waktu layanan, jumlah penawar
efektif, variasi harga, mutu output, konsentrasi pemenang, frekuensi adendum, kepatuhan konflik
kepentingan, serta kepuasan pengguna. Kombinasi indikator memungkinkan pemerintah membedakan
antara kepatuhan administratif dan perbaikan substantif.

Pada akhirnya, rent seeking menjelaskan penggunaan sumber daya untuk memperoleh keuntungan melalui
redistribusi politik daripada penciptaan nilai produktif. Reformasi tidak selesai ketika sebuah prosedur
didigitalisasi atau seorang pelaku dihukum. Keberhasilan terjadi ketika struktur insentif berubah sehingga
mencari rente menjadi lebih mahal, lebih mudah terdeteksi, dan kurang menguntungkan dibanding
bersaing melalui produktivitas. Untuk mencapai itu, mengurangi scarcity buatan, memperkuat kompetisi,
dan mendesain regulasi yang netral terhadap pemain. Hubungan antara economic rent, Krueger rent, dan
privilege perlu diperlakukan sebagai bagian dari arsitektur pembangunan. Integritas dengan demikian
bukan biaya tambahan yang menghambat pembangunan, melainkan investasi kelembagaan yang
menentukan berapa besar manfaatyang benar-benar dihasilkan dari setiap sumber daya publik dan privat.

Implikasi bagi Manajemen Pembangunan

Bagi manajemen pembangunan, tema ini menuntut perubahan dari pengendalian berbasis dokumen
menuju pengendalian berbasis risiko dan hasil. Dokumen yang lengkap tidak membuktikan bahwa
keputusan telah menghasilkan manfaat terbaik; ia hanya membuktikan bahwa jejak administratif tertentu
tersedia. Karena aktor membelanjakan waktu, uang, koneksi, dan pengaruh untuk menguasai lisensi,
proteksi, kuota, konsesi, monopoli, atau kebijakan yang menciptakan keuntungan eksklusif, organisasi
publik perlu mengidentifikasi titik keputusan yang memiliki kombinasi nilai ekonomi tinggi, diskresi tinggi,
kompetisi rendah, dan transparansi rendah. Titik-titik tersebut harus memperoleh pengawasan lebih kuat
dibanding transaksi rutin bernilai rendah. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip materialitas dalam audit
dan risk-based management: sumber daya pengawasan yang terbatas ditempatkan pada lokasi yang
potensi kerugiannya paling besar. Dalam proteksi sektor tertentu, kuota perdagangan, perizinan usaha,
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konsesi sumber daya, dan akses istimewa pada kontrak negara, pengukuran perlu menghubungkan
kepatuhan prosedur dengan manfaat yang benar-benar diterima pengguna. Dengan demikian, integritas
tidak terpisah dari efektivitas program.

Organisasi juga perlu membangun matriks risiko integritas yang hidup. Variabelnya dapat mencakup
konsentrasi kewenangan, frekuensiinteraksi dengan pihak eksternal, nilai keputusan, jumlah pengecualian
prosedur, konsentrasi pemasok, perubahan kontrak, keluhan, rotasi pejabat, dan hubungan kepemilikan.
Matriks tersebut tidak boleh digunakan untuk menuduh individu, melainkan untuk memprioritaskan
kontrol. Konsep economic rent dan Tullock cost membantu menjelaskan mengapa pengawasan yang
seragam sering tidak efisien. Area dengan risiko rendah cukup diawasi melalui kontrol otomatis, sedangkan
area dengan risiko tinggi memerlukan review independen, pemisahan fungsi, dokumentasi alasan
keputusan, dan audit berkala.

Contoh Analitis dalam Konteks Indonesia

Bayangkan sebuah kebijakan pada area proteksi sektor tertentu, kuota perdagangan, perizinan usaha,
konsesi sumber daya, dan akses istimewa pada kontrak negara. Secara formal tujuan kebijakan dapat
sangat baik: mempercepat investasi, menyediakan layanan, atau membangun fasilitas. Namun apabila
kriteria penerima manfaat tidak transparan dan perubahan keputusan tidak didokumentasikan, nilai
ekonomi dari kebijakan itu dapat menjadi objek rent seeking. Pelaku yang memiliki akses lebih awal dapat
menyesuaikan strategi sebelum pesaing; pihak yang dekat dengan pengambil keputusan dapat
mempengaruhi spesifikasi; dan biaya yang timbul kemudian dibebankan kepada anggaran atau konsumen.
Tidak setiap kejadian seperti ini merupakan tindak pidana. Justru di situlah pentingnya konsep rent seeking:
ia membantu mendeteksi kerugian sosial yang dapat muncul sebelum atau di luar batas pembuktian
pidana.

Sebaliknya, desain kebijakan dapat mengurangi rente tanpa mematikan diskresi yang diperlukan.
Pemerintah dapat mempublikasikan kriteria sebelum keputusan, membatasi perubahan setelah proses
berjalan, membuka data penerima manfaat, menerapkan mekanisme banding, dan mengevaluasi
outcome. Dalam area proteksi sektor tertentu, kuota perdagangan, perizinan usaha, konsesi sumber daya,
dan akses istimewa pada kontrak negara, prinsip yang relevan adalah bahwa setiap privilege harus memiliki
tujuan publik yang eksplisit, ukuran kinerja, periode evaluasi, serta mekanisme penghentian. Ini merupakan
penerapan praktis dari mengurangi scarcity buatan, memperkuat kompetisi, dan mendesain regulasi yang
netral terhadap pemain. Dengan desain seperti itu, diskresi tetap tersedia untuk menghadapi kondisi
kompleks, tetapi alasan penggunaannya dapat diperiksa.

Arah Kebijakan

Arah kebijakan yang konsisten untuk tema ini adalah mengurangi scarcity buatan, memperkuat kompetisi,
dan mendesain regulasi yang netral terhadap pemain. Kebijakan tersebut perlu diterjemahkan ke dalam
empat lapis. Pertama, lapis aturan: definisi kewenangan, kriteria, batas pengecualian, dan sanksi. Kedua,
lapis proses: pemisahan fungsi, dokumentasi, transparansi, dan kontrol digital. Ketiga, lapis manusia: merit
system, kompetensi, remunerasi yang wajar, perlindungan pelapor, dan kepemimpinan berintegritas.
Keempat, lapis evaluasi: indikator outcome, audit independen, partisipasi publik, dan koreksi kebijakan.
Keempat lapis tersebut saling melengkapi. Aturan tanpa manusia yang kompeten menjadi formalitas;
digitalisasi tanpa evaluasi dapat mengotomatisasi keputusan yang buruk; penindakan tanpa pencegahan
dapat menghasilkan siklus kasus baru.
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3. Perbedaan Korupsi, Rent Seeking, Patronase, dan Regulatory Capture

Bab ini menempatkan keempat fenomena beririsan tetapi memiliki mekanisme dan implikasi kebijakan
yang berbeda sebagai bagian dari persoalan pembangunan Indonesia. Fokus analisis bukan pada sensasi
kasus, melainkan pada mekanisme yang membuat sumber daya kehilangan kemampuan menghasilkan
nilai publik. Dalam konteks pengadaan, penempatan jabatan, penyusunan aturan teknis, pemberian izin,
dan pembentukan kebijakan sektoral, persoalan utama adalah bagaimana kekuasaan, informasi, dan
insentif berinteraksi. Kerangka ini memungkinkan pembaca membedakan antara kesalahan administratif,
kebijakan yang secara sah dapat diperdebatkan, konflik kepentingan, dan perilaku yang benar-benar
mengubah keputusan demi keuntungan partikular. Dengan cara itu, agenda antikorupsi dapat ditempatkan
dalam bahasa manajemen pembangunan: risiko, kontrol, produktivitas, kualitas, akuntabilitas, serta
distribusi manfaat dan biaya.

Dari sudut pandang pembangunan jangka panjang, keempat fenomena beririsan tetapi memiliki
mekanisme dan implikasi kebijakan yang berbeda. Hal ini terjadi karena korupsi menekankan
penyalahgunaan jabatan; rent seeking menekankan perebutan rente; patronase menekankan pertukaran
dukungan dan sumber daya; regulatory capture menekankan penguasaan proses regulasi oleh kepentingan
yang diatur. Ketika pola tersebut berulang, persoalan tidak lagi bersifat insidental, melainkan menjadi
karakter sistem. Aktor yang berintegritas menghadapi biaya lebih tinggi apabila prosedur formal lambat
sementara jalur informal memberikan keuntungan bagi pesaing. Dalam keadaan seperti ini, seleksi
ekonomi dapat bekerja secara terbalik: organisasi yang paling produktif belum tentu memperoleh akses
terbaik, sedangkan organisasi yang paling mampu mengelola kedekatan politik dapat bertahan.
Konsekuensinya terlihat pada pengadaan, penempatan jabatan, penyusunan aturan teknis, pemberianizin,
dan pembentukan kebijakan sektoral. Konsep corruption membantu menjelaskan bahwa mutu institusi
menentukan apakah energi ekonomi diarahkan pada penciptaan nilai atau pada perebutan keuntungan
yang sudah ada.

Mekanisme kerugian perlu ditelusuri dari keputusan awal sampai hasil akhir. Korupsi menekankan
penyalahgunaan jabatan; rent seeking menekankan perebutan rente; patronase menekankan pertukaran
dukungan dan sumber daya; regulatory capture menekankan penguasaan proses regulasi oleh kepentingan
yang diatur. Pada tahap pertama, distorsi mengubah siapa yang memperoleh akses. Pada tahap kedua, ia
mengubah harga, kualitas, waktu, atau spesifikasi. Pada tahap ketiga, masyarakat menerima output yang
tidak setara dengan sumber daya yang telah dikeluarkan. Efek kumulatif ini menjelaskan mengapa
pengukuran korupsi hanya melalui nilai uang yang terbukti di pengadilan cenderung meremehkan biaya
sosial. Dalam pengadaan, penempatan jabatan, penyusunan aturan teknis, pemberian izin, dan
pembentukan kebijakan sektoral, misalnya, satu keputusan yang bias dapat menghasilkan rentetan biaya
pemeliharaan, keterlambatan manfaat, dan hilangnya kepercayaan. Di sinilah patronage dan clientelism
menjadi konsep penting untuk membaca hubungan antara kekuasaan administratif dan efisiensi ekonomi.

Korupsi dan rent seeking juga menciptakan biaya kesempatan. Sumber daya yang digunakan untuk mencari
akses, memelihara hubungan, menyusun transaksi terselubung, atau mengatasi hambatan yang sengaja
diciptakan seharusnya dapat digunakan untuk riset, pelatihan pekerja, inovasi, perluasan kapasitas, atau
perbaikan mutu. Karena itu, kerugian pembangunan bukan hanya apa yang dicuri, tetapi juga apa yang tidak
pernah tercipta. Bila keempat fenomena beririsan tetapi memiliki mekanisme dan implikasi kebijakan yang
berbeda, maka masyarakat kehilangan dua kali: kehilangan sumber daya publik dan kehilangan alternatif

15



Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD | Korupsi, Rent Seeking, dan Biaya Pembangunan Indonesia

penggunaan yang lebih produktif. Kerangka capture menuntut pembuat kebijakan membandingkan hasil
aktual dengan hasil yang secara wajar dapat dicapai dalam sistem yang lebih berintegritas.

Dimensi distribusi sama pentingnya dengan dimensi efisiensi. Rente jarang tersebar secara acak; ia
cenderung mengalir kepada pihak yang memiliki informasi, jaringan, modal politik, atau kemampuan
menanggung biaya lobi. Sebaliknya, biaya sering disebarkan kepada pembayar pajak, konsumen, pekerja,
masyarakat lokal, atau generasi mendatang. Pola ini dapat mengubah ketimpangan ekonomi menjadi
ketimpangan politik karena kekayaan yang diperoleh dari rente kemudian dapat digunakan untuk
memperkuat akses terhadap keputusan berikutnya. Pada pengadaan, penempatan jabatan, penyusunan
aturan teknis, pemberianizin, dan pembentukan kebijakan sektoral, mekanisme sepertiini dapat membuat
kebijakan terlihat netral secara formal tetapi menghasilkan manfaatyang sangat terkonsentrasi. Karenaitu,
analisis conflict of interest perlu disandingkan dengan analisis keadilan distributif.

Ada pula persoalan informasi. Pejabat publik biasanya memiliki informasi tentang jadwal kebijakan,
spesifikasi proyek, perubahan regulasi, atau prioritas anggaran yang belum dimiliki masyarakat.
Perusahaan memiliki informasi teknis dan biaya yang mungkin tidak diketahui pemerintah. Ketimpangan
informasi tersebut normal dalam organisasi modern, tetapi menjadi berbahaya ketika dikombinasikan
dengan konflik kepentingan dan pengawasan lemah. korupsi menekankan penyalahgunaan jabatan; rent
seeking menekankan perebutan rente; patronase menekankan pertukaran dukungan dan sumber daya;
regulatory capture menekankan penguasaan proses regulasi oleh kepentingan yang diatur dapat
disamarkan sebagai keputusan teknis yang sah. Oleh sebab itu, transparansi bukan sekadar
mempublikasikan dokumen, melainkan memastikan data tersedia pada waktu yang tepat, dalam format
yang dapat dianalisis, dan dapat dikaitkan dengan penanggung jawab keputusan.

Reformasi yang efektif harus menghindari dua ekstrem. Ekstrem pertama adalah keyakinan bahwa
penambahan aturan selalu mengurangi korupsi. Aturan yang terlalu banyak justru dapat menciptakan titik
diskresi baru dan memperbesar nilai izin. Ekstrem kedua adalah deregulasi tanpa pengawasan, yang dapat
memindahkan rente dari birokrasi ke pelaku pasar dominan. Karena itu, membangun diagnosis yang tepat
sebelum memilih instrumen reformasi. Prinsipnya adalah mengurangi ruang transaksi tersembunyi sambil
mempertahankan kemampuan negara melindungi kepentingan publik. Regulasi yang baik harus sederhana
untuk dipatuhi, sulit dimanipulasi, dapat diaudit, dan memiliki mekanisme koreksi ketika keputusan salah.

Pendekatan pencegahan juga perlu memperhatikan desain organisasi. Pemisahan fungsi, rotasi pada
posisi berisiko, deklarasi konflik kepentingan, dokumentasi keputusan, dan audit berbasis data dapat
menurunkan peluang kolusi. Namun kontrol formal tidak akan efektif jika target organisasi mendorong
perilaku yang bertentangan. Sebagai contoh, target serapan anggaran yang terlalu menekankan kecepatan
tanpa kualitas dapat membuka ruang kompromi pengadaan; target investasi yang semata-mata kuantitatif
dapat mendorong kelonggaran evaluasi; target penerimaan yang tidak disertai akuntabilitas dapat
menciptakan tekanan transaksional. Karena itu, pengendalian integritas harus diintegrasikan dengan KPI
substantif, bukan ditempatkan sebagai lampiran administratif.

Peran kepemimpinan menentukan apakah sistem kontrol benar-benar bekerja. Pesan antikorupsi akan
kehilangan kredibilitas apabila pelanggaran oleh aktor berpengaruh diperlakukan berbeda dari pelanggaran
oleh pegawai biasa. Sebaliknya, organisasi membangun norma integritas ketika keputusan sulit dapat
dijelaskan, konflik kepentingan dibuka, pelapor dilindungi, dan hasil audit ditindaklanjuti. Dalam konteks
pengadaan, penempatan jabatan, penyusunan aturan teknis, pemberian izin, dan pembentukan kebijakan
sektoral, tone at the top harus diterjemahkan menjadi praktik pada level menengah dan operasional.
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Dengan demikian, integritas menjadi bagian dari rutinitas pengambilan keputusan, bukan sekadar slogan
komunikasi.

Teknologi dapat memperkuat reformasi dengan mengurangi biaya observasi. Data transaksi, waktu proses,
pola tender, perubahan kontrak, penggunaan aset, dan hubungan kepemilikan dapat dianalisis untuk
menemukan anomali. Akan tetapi, digitalisasi tidak identik dengan integritas. Sistem elektronik dapat
menyembunyikan bias dalam kode, membatasi akses kompetitor, atau mempertahankan pengecualian
manual yang tidak transparan. Karena itu, penerapan teknologi dalam area pengadaan, penempatan
jabatan, penyusunan aturan teknis, pemberian izin, dan pembentukan kebijakan sektoral harus didesain
dengan audit trail, kontrol akses, interoperabilitas, dan mekanisme pemeriksaan independen. Tujuannya
bukan mengganti penilaian manusia sepenuhnya, melainkan memperkecil ruang manipulasi dan
meningkatkan kemungkinan deteksi.

Pengalaman Indonesia juga mengingatkan bahwa reformasi antikorupsi berlangsung dalam ekonomi politik
nyata. Kelompok yang memperoleh rente memiliki sumber daya dan insentif untuk mempertahankan
aturan yang menguntungkan. Mereka dapat menggunakan argumen efisiensi, nasionalisme ekonomi,
perlindungan usaha, kebutuhan investasi, atau stabilitas untuk mempertahankan hak istimewa. Tidak
semua argumen tersebut keliru, tetapi kebijakan harus diuji melalui bukti: siapa penerima manfaatnya,
berapa lama dukungan diberikan, apa indikator kinerjanya, apakah ada pilihan yang lebih murah, dan
bagaimana mekanisme penghentiannya. Pertanyaan-pertanyaan ini mengubah diskusi dari niat kebijakan
menjadi akuntabilitas hasil.

Bagi dunia usaha, kepastian bahwa aturan berlaku setara sering lebih penting daripada sekadar sedikitnya
aturan. Sistem yang koruptif dapat tampak fleksibel karena hambatan dapat dinegosiasikan, tetapi
fleksibilitas semacam itu mahal dan tidak dapat diprediksi. Perusahaan baru dan UMKM biasanya paling
dirugikan karena mereka tidak memiliki jaringan atau skala untuk menyerap biaya transaksi. Akhirnya,
struktur pasar menjadi kurang dinamis, inovasi melambat, dan konsumen membayar harga lebih tinggi.
Oleh karena itu, upaya membangun diagnosis yang tepat sebelum memilih instrumen reformasi memiliki
dimensi produktivitas: ia membantu memindahkan kompetisi dari kedekatan menuju kemampuan
menghasilkan nilai.

Implikasi paling penting adalah kebutuhan melihat keberhasilan antikorupsi melalui outcome
pembangunan. Penurunan jumlah keluhan, misalnya, belum tentu berarti integritas meningkat jika warga
menyerah melapor. Bertambahnya kasus penindakan dapat berarti penegakan lebih efektif, tetapi juga
dapat mencerminkan risiko yang tinggi. Demikian pula, skor persepsi perlu dibaca bersama data transaksi
dan kualitas layanan. Untuk tema ini, indikator yang relevan mencakup waktu layanan, jumlah penawar
efektif, variasi harga, mutu output, konsentrasi pemenang, frekuensi adendum, kepatuhan konflik
kepentingan, serta kepuasan pengguna. Kombinasi indikator memungkinkan pemerintah membedakan
antara kepatuhan administratif dan perbaikan substantif.

Pada akhirnya, keempat fenomena beririsan tetapi memiliki mekanisme dan implikasi kebijakan yang
berbeda. Reformasi tidak selesai ketika sebuah prosedur didigitalisasi atau seorang pelaku dihukum.
Keberhasilan terjadi ketika struktur insentif berubah sehingga mencari rente menjadi lebih mahal, lebih
mudah terdeteksi, dan kurang menguntungkan dibanding bersaing melalui produktivitas. Untuk mencapai
itu, membangun diagnosis yang tepat sebelum memilih instrumen reformasi. Hubungan antara corruption,
clientelism, dan conflict of interest perlu diperlakukan sebagai bagian dari arsitektur pembangunan.
Integritas dengan demikian bukan biaya tambahan yang menghambat pembangunan, melainkan investasi
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kelembagaan yang menentukan berapa besar manfaat yang benar-benar dihasilkan dari setiap sumber
daya publik dan privat.

Implikasi bagi Manajemen Pembangunan

Bagi manajemen pembangunan, tema ini menuntut perubahan dari pengendalian berbasis dokumen
menuju pengendalian berbasis risiko dan hasil. Dokumen yang lengkap tidak membuktikan bahwa
keputusan telah menghasilkan manfaat terbaik; ia hanya membuktikan bahwa jejak administratif tertentu
tersedia. Karena korupsi menekankan penyalahgunaan jabatan; rent seeking menekankan perebutan rente;
patronase menekankan pertukaran dukungan dan sumber daya; regulatory capture menekankan
penguasaan proses regulasi oleh kepentingan yang diatur, organisasi publik perlu mengidentifikasi titik
keputusan yang memiliki kombinasi nilai ekonomi tinggi, diskresi tinggi, kompetisi rendah, dan transparansi
rendah. Titik-titik tersebut harus memperoleh pengawasan lebih kuat dibanding transaksi rutin bernilai
rendah. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip materialitas dalam audit dan risk-based management:
sumber daya pengawasan yang terbatas ditempatkan pada lokasi yang potensi kerugiannya paling besar.
Dalam pengadaan, penempatan jabatan, penyusunan aturan teknis, pemberian izin, dan pembentukan
kebijakan sektoral, pengukuran perlu menghubungkan kepatuhan prosedur dengan manfaat yang benar-
benar diterima pengguna. Dengan demikian, integritas tidak terpisah dari efektivitas program.

Organisasi juga perlu membangun matriks risiko integritas yang hidup. Variabelnya dapat mencakup
konsentrasi kewenangan, frekuensiinteraksi dengan pihak eksternal, nilai keputusan, jumlah pengecualian
prosedur, konsentrasi pemasok, perubahan kontrak, keluhan, rotasi pejabat, dan hubungan kepemilikan.
Matriks tersebut tidak boleh digunakan untuk menuduh individu, melainkan untuk memprioritaskan
kontrol. Konsep corruption dan patronage membantu menjelaskan mengapa pengawasan yang seragam
sering tidak efisien. Area dengan risiko rendah cukup diawasi melalui kontrol otomatis, sedangkan area
dengan risiko tinggi memerlukan review independen, pemisahan fungsi, dokumentasi alasan keputusan,
dan audit berkala.

Contoh Analitis dalam Konteks Indonesia

Bayangkan sebuah kebijakan pada area pengadaan, penempatan jabatan, penyusunan aturan teknis,
pemberian izin, dan pembentukan kebijakan sektoral. Secara formal tujuan kebijakan dapat sangat baik:
mempercepat investasi, menyediakan layanan, atau membangun fasilitas. Namun apabila kriteria
penerima manfaat tidak transparan dan perubahan keputusan tidak didokumentasikan, nilai ekonomi dari
kebijakan itu dapat menjadi objek rent seeking. Pelaku yang memiliki akses lebih awal dapat menyesuaikan
strategi sebelum pesaing; pihak yang dekat dengan pengambil keputusan dapat mempengaruhi spesifikasi;
dan biaya yang timbul kemudian dibebankan kepada anggaran atau konsumen. Tidak setiap kejadian
seperti ini merupakan tindak pidana. Justru di situlah pentingnya konsep rent seeking: ia membantu
mendeteksi kerugian sosial yang dapat muncul sebelum atau di luar batas pembuktian pidana.

Sebaliknya, desain kebijakan dapat mengurangi rente tanpa mematikan diskresi yang diperlukan.
Pemerintah dapat mempublikasikan kriteria sebelum keputusan, membatasi perubahan setelah proses
berjalan, membuka data penerima manfaat, menerapkan mekanisme banding, dan mengevaluasi
outcome. Dalam area pengadaan, penempatan jabatan, penyusunan aturan teknis, pemberian izin, dan
pembentukan kebijakan sektoral, prinsip yang relevan adalah bahwa setiap privilege harus memiliki tujuan
publik yang eksplisit, ukuran kinerja, periode evaluasi, serta mekanisme penghentian. Ini merupakan
penerapan praktis dari membangun diagnosis yang tepat sebelum memilih instrumen reformasi. Dengan
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desain seperti itu, diskresi tetap tersedia untuk menghadapi kondisi kompleks, tetapi alasan
penggunaannya dapat diperiksa.

Arah Kebijakan

Arah kebijakan yang konsisten untuk tema ini adalah membangun diagnosis yang tepat sebelum memilih
instrumen reformasi. Kebijakan tersebut perlu diterjemahkan ke dalam empat lapis. Pertama, lapis aturan:
definisi kewenangan, kriteria, batas pengecualian, dan sanksi. Kedua, lapis proses: pemisahan fungsi,
dokumentasi, transparansi, dan kontrol digital. Ketiga, lapis manusia: merit system, kompetensi,
remunerasi yang wajar, perlindungan pelapor, dan kepemimpinan berintegritas. Keempat, lapis evaluasi:
indikator outcome, audit independen, partisipasi publik, dan koreksi kebijakan. Keempat lapis tersebut
saling melengkapi. Aturan tanpa manusia yang kompeten menjadi formalitas; digitalisasi tanpa evaluasi
dapat mengotomatisasi keputusan yang buruk; penindakan tanpa pencegahan dapat menghasilkan siklus
kasus baru.

4. Biaya Fiskal Langsung dan Kebocoran Anggaran

Bab ini menempatkan korupsi mengurangi daya beli fiskal sehingga jumlah anggaran yang sama
menghasilkan output publik yang lebih sedikit sebagai bagian dari persoalan pembangunan Indonesia.
Fokus analisis bukan pada sensasi kasus, melainkan pada mekanisme yang membuat sumber daya
kehilangan kemampuan menghasilkan nilai publik. Dalam konteks belanja modal, pengadaan barang dan
jasa, bantuan, transfer, konstruksi, dan proyek pemeliharaan, persoalan utama adalah bagaimana
kekuasaan, informasi, dan insentif berinteraksi. Kerangka ini memungkinkan pembaca membedakan
antara kesalahan administratif, kebijakan yang secara sah dapat diperdebatkan, konflik kepentingan, dan
perilaku yang benar-benar mengubah keputusan demi keuntungan partikular. Dengan cara itu, agenda
antikorupsi dapat ditempatkan dalam bahasa manajemen pembangunan: risiko, kontrol, produktivitas,
kualitas, akuntabilitas, serta distribusi manfaat dan biaya.

Dalam praktik administrasi negara, korupsi mengurangi daya beli fiskal sehingga jumlah anggaran yang
sama menghasilkan output publik yang lebih sedikit. Hal ini terjadi karena mark-up, proyek fiktif, volume
pekerjaan yang dikurangi, kickback, pemecahan paket, dan manipulasi spesifikasi memindahkan nilai dari
publik ke pihak privat. Ketika pola tersebut berulang, persoalan tidak lagi bersifat insidental, melainkan
menjadi karakter sistem. Aktor yang berintegritas menghadapi biaya lebih tinggi apabila prosedur formal
lambat sementara jalur informal memberikan keuntungan bagi pesaing. Dalam keadaan seperti ini, seleksi
ekonomi dapat bekerja secara terbalik: organisasi yang paling produktif belum tentu memperoleh akses
terbaik, sedangkan organisasi yang paling mampu mengelola kedekatan politik dapat bertahan.
Konsekuensinya terlihat pada belanja modal, pengadaan barang dan jasa, bantuan, transfer, konstruksi,
dan proyek pemeliharaan. Konsep fiscal leakage membantu menjelaskan bahwa mutu institusi
menentukan apakah energi ekonomi diarahkan pada penciptaan nilai atau pada perebutan keuntungan
yang sudah ada.

Mekanisme kerugian perlu ditelusuri dari keputusan awal sampai hasil akhir. Mark-up, proyek fiktif, volume
pekerjaan yang dikurangi, kickback, pemecahan paket, dan manipulasi spesifikasi memindahkan nilai dari
publik ke pihak privat. Pada tahap pertama, distorsi mengubah siapa yang memperoleh akses. Pada tahap
kedua, ia mengubah harga, kualitas, waktu, atau spesifikasi. Pada tahap ketiga, masyarakat menerima
output yang tidak setara dengan sumber daya yang telah dikeluarkan. Efek kumulatif ini menjelaskan
mengapa pengukuran korupsi hanya melalui nilai uang yang terbukti di pengadilan cenderung meremehkan

19



Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD | Korupsi, Rent Seeking, dan Biaya Pembangunan Indonesia

biaya sosial. Dalam belanja modal, pengadaan barang dan jasa, bantuan, transfer, konstruksi, dan proyek
pemeliharaan, misalnya, satu keputusan yang bias dapat menghasilkan rentetan biaya pemeliharaan,
keterlambatan manfaat, dan hilangnya kepercayaan. Di sinilah procurement dan kickback menjadi konsep
penting untuk membaca hubungan antara kekuasaan administratif dan efisiensi ekonomi.

Korupsi dan rent seeking juga menciptakan biaya kesempatan. Sumber daya yang digunakan untuk mencari
akses, memelihara hubungan, menyusun transaksi terselubung, atau mengatasi hambatan yang sengaja
diciptakan seharusnya dapat digunakan untuk riset, pelatihan pekerja, inovasi, perluasan kapasitas, atau
perbaikan mutu. Karena itu, kerugian pembangunan bukan hanya apa yang dicuri, tetapi juga apa yang tidak
pernah tercipta. Bila korupsi mengurangi daya beli fiskal sehingga jumlah anggaran yang sama
menghasilkan output publik yang lebih sedikit, maka masyarakat kehilangan dua kali: kehilangan sumber
daya publik dan kehilangan alternatif penggunaan yang lebih produktif. Kerangka value for money menuntut
pembuat kebijakan membandingkan hasil aktual dengan hasil yang secara wajar dapat dicapai dalam
sistem yang lebih berintegritas.

Dimensi distribusi sama pentingnya dengan dimensi efisiensi. Rente jarang tersebar secara acak; ia
cenderung mengalir kepada pihak yang memiliki informasi, jaringan, modal politik, atau kemampuan
menanggung biaya lobi. Sebaliknya, biaya sering disebarkan kepada pembayar pajak, konsumen, pekerja,
masyarakat lokal, atau generasi mendatang. Pola ini dapat mengubah ketimpangan ekonomi menjadi
ketimpangan politik karena kekayaan yang diperoleh dari rente kemudian dapat digunakan untuk
memperkuat akses terhadap keputusan berikutnya. Pada belanja modal, pengadaan barang dan jasa,
bantuan, transfer, konstruksi, dan proyek pemeliharaan, mekanisme seperti ini dapat membuat kebijakan
terlihat netral secara formal tetapi menghasilkan manfaat yang sangat terkonsentrasi. Karena itu, analisis
audit trail perlu disandingkan dengan analisis keadilan distributif.

Ada pula persoalan informasi. Pejabat publik biasanya memiliki informasi tentang jadwal kebijakan,
spesifikasi proyek, perubahan regulasi, atau prioritas anggaran yang belum dimiliki masyarakat.
Perusahaan memiliki informasi teknis dan biaya yang mungkin tidak diketahui pemerintah. Ketimpangan
informasi tersebut normal dalam organisasi modern, tetapi menjadi berbahaya ketika dikombinasikan
dengan konflik kepentingan dan pengawasan lemah. mark-up, proyek fiktif, volume pekerjaan yang
dikurangi, kickback, pemecahan paket, dan manipulasi spesifikasi memindahkan nilai dari publik ke pihak
privat dapat disamarkan sebagai keputusan teknis yang sah. Oleh sebab itu, transparansi bukan sekadar
mempublikasikan dokumen, melainkan memastikan data tersedia pada waktu yang tepat, dalam format
yang dapat dianalisis, dan dapat dikaitkan dengan penanggung jawab keputusan.

Reformasi yang efektif harus menghindari dua ekstrem. Ekstrem pertama adalah keyakinan bahwa
penambahan aturan selalu mengurangi korupsi. Aturan yang terlalu banyak justru dapat menciptakan titik
diskresi baru dan memperbesar nilai izin. Ekstrem kedua adalah deregulasi tanpa pengawasan, yang dapat
memindahkan rente dari birokrasi ke pelaku pasar dominan. Karena itu, open contracting, e-procurement
yang dapat diaudit, beneficial ownership, analitik red flags, dan audit berbasis risiko. Prinsipnya adalah
mengurangi ruang transaksi tersembunyi sambil mempertahankan kemampuan negara melindungi
kepentingan publik. Regulasi yang baik harus sederhana untuk dipatuhi, sulit dimanipulasi, dapat diaudit,
dan memiliki mekanisme koreksi ketika keputusan salah.

Pendekatan pencegahan juga perlu memperhatikan desain organisasi. Pemisahan fungsi, rotasi pada
posisi berisiko, deklarasi konflik kepentingan, dokumentasi keputusan, dan audit berbasis data dapat
menurunkan peluang kolusi. Namun kontrol formal tidak akan efektif jika target organisasi mendorong
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perilaku yang bertentangan. Sebagai contoh, target serapan anggaran yang terlalu menekankan kecepatan
tanpa kualitas dapat membuka ruang kompromi pengadaan; target investasi yang semata-mata kuantitatif
dapat mendorong kelonggaran evaluasi; target penerimaan yang tidak disertai akuntabilitas dapat
menciptakan tekanan transaksional. Karena itu, pengendalian integritas harus diintegrasikan dengan KPI
substantif, bukan ditempatkan sebagai lampiran administratif.

Peran kepemimpinan menentukan apakah sistem kontrol benar-benar bekerja. Pesan antikorupsi akan
kehilangan kredibilitas apabila pelanggaran oleh aktor berpengaruh diperlakukan berbeda dari pelanggaran
oleh pegawai biasa. Sebaliknya, organisasi membangun norma integritas ketika keputusan sulit dapat
dijelaskan, konflik kepentingan dibuka, pelapor dilindungi, dan hasil audit ditindaklanjuti. Dalam konteks
belanja modal, pengadaan barang dan jasa, bantuan, transfer, konstruksi, dan proyek pemeliharaan, tone
at the top harus diterjemahkan menjadi praktik pada level menengah dan operasional. Dengan demikian,
integritas menjadi bagian dari rutinitas pengambilan keputusan, bukan sekadar slogan komunikasi.

Teknologi dapat memperkuat reformasi dengan mengurangi biaya observasi. Data transaksi, waktu proses,
pola tender, perubahan kontrak, penggunaan aset, dan hubungan kepemilikan dapat dianalisis untuk
menemukan anomali. Akan tetapi, digitalisasi tidak identik dengan integritas. Sistem elektronik dapat
menyembunyikan bias dalam kode, membatasi akses kompetitor, atau mempertahankan pengecualian
manual yang tidak transparan. Karena itu, penerapan teknologi dalam area belanja modal, pengadaan
barang dan jasa, bantuan, transfer, konstruksi, dan proyek pemeliharaan harus didesain dengan audit trail,
kontrol akses, interoperabilitas, dan mekanisme pemeriksaan independen. Tujuannya bukan mengganti
penilaian manusia sepenuhnya, melainkan memperkecil ruang manipulasi dan meningkatkan
kemungkinan deteksi.

Pengalaman Indonesia juga mengingatkan bahwa reformasi antikorupsi berlangsung dalam ekonomi politik
nyata. Kelompok yang memperoleh rente memiliki sumber daya dan insentif untuk mempertahankan
aturan yang menguntungkan. Mereka dapat menggunakan argumen efisiensi, nasionalisme ekonomi,
perlindungan usaha, kebutuhan investasi, atau stabilitas untuk mempertahankan hak istimewa. Tidak
semua argumen tersebut keliru, tetapi kebijakan harus diuji melalui bukti: siapa penerima manfaatnya,
berapa lama dukungan diberikan, apa indikator kinerjanya, apakah ada pilihan yang lebih murah, dan
bagaimana mekanisme penghentiannya. Pertanyaan-pertanyaan ini mengubah diskusi dari niat kebijakan
menjadi akuntabilitas hasil.

Bagi dunia usaha, kepastian bahwa aturan berlaku setara sering lebih penting daripada sekadar sedikitnya
aturan. Sistem yang koruptif dapat tampak fleksibel karena hambatan dapat dinegosiasikan, tetapi
fleksibilitas semacam itu mahal dan tidak dapat diprediksi. Perusahaan baru dan UMKM biasanya paling
dirugikan karena mereka tidak memiliki jaringan atau skala untuk menyerap biaya transaksi. Akhirnya,
struktur pasar menjadi kurang dinamis, inovasi melambat, dan konsumen membayar harga lebih tinggi.
Oleh karena itu, upaya open contracting, e-procurement yang dapat diaudit, beneficial ownership, analitik
red flags, dan audit berbasis risiko memiliki dimensi produktivitas: ia membantu memindahkan kompetisi
dari kedekatan menuju kemampuan menghasilkan nilai.

Implikasi paling penting adalah kebutuhan melihat keberhasilan antikorupsi melalui outcome
pembangunan. Penurunan jumlah keluhan, misalnya, belum tentu berarti integritas meningkat jika warga
menyerah melapor. Bertambahnya kasus penindakan dapat berarti penegakan lebih efektif, tetapi juga
dapat mencerminkan risiko yang tinggi. Demikian pula, skor persepsi perlu dibaca bersama data transaksi
dan kualitas layanan. Untuk tema ini, indikator yang relevan mencakup waktu layanan, jumlah penawar
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efektif, variasi harga, mutu output, konsentrasi pemenang, frekuensi adendum, kepatuhan konflik
kepentingan, serta kepuasan pengguna. Kombinasi indikator memungkinkan pemerintah membedakan
antara kepatuhan administratif dan perbaikan substantif.

Pada akhirnya, korupsi mengurangi daya beli fiskal sehingga jumlah anggaran yang sama menghasilkan
output publik yang lebih sedikit. Reformasi tidak selesai ketika sebuah prosedur didigitalisasi atau seorang
pelaku dihukum. Keberhasilan terjadi ketika struktur insentif berubah sehingga mencari rente menjadi lebih
mahal, lebih mudah terdeteksi, dan kurang menguntungkan dibanding bersaing melalui produktivitas.
Untuk mencapaiitu, open contracting, e-procurementyang dapat diaudit, beneficial ownership, analitik red
flags, dan audit berbasis risiko. Hubungan antara fiscal leakage, kickback, dan audit trail perlu diperlakukan
sebagai bagian dari arsitektur pembangunan. Integritas dengan demikian bukan biaya tambahan yang
menghambat pembangunan, melainkan investasi kelembagaan yang menentukan berapa besar manfaat
yang benar-benar dihasilkan dari setiap sumber daya publik dan privat.

Implikasi bagi Manajemen Pembangunan

Bagi manajemen pembangunan, tema ini menuntut perubahan dari pengendalian berbasis dokumen
menuju pengendalian berbasis risiko dan hasil. Dokumen yang lengkap tidak membuktikan bahwa
keputusan telah menghasilkan manfaat terbaik; ia hanya membuktikan bahwa jejak administratif tertentu
tersedia. Karena mark-up, proyek fiktif, volume pekerjaan yang dikurangi, kickback, pemecahan paket, dan
manipulasi spesifikasi memindahkan nilai dari publik ke pihak privat, organisasi publik perlu
mengidentifikasi titik keputusan yang memiliki kombinasi nilai ekonomi tinggi, diskresi tinggi, kompetisi
rendah, dan transparansi rendah. Titik-titik tersebut harus memperoleh pengawasan lebih kuat dibanding
transaksi rutin bernilai rendah. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip materialitas dalam audit dan risk-
based management: sumber daya pengawasan yang terbatas ditempatkan pada lokasi yang potensi
kerugiannya paling besar. Dalam belanja modal, pengadaan barang dan jasa, bantuan, transfer, konstruksi,
dan proyek pemeliharaan, pengukuran perlu menghubungkan kepatuhan prosedur dengan manfaat yang
benar-benar diterima pengguna. Dengan demikian, integritas tidak terpisah dari efektivitas program.

Organisasi juga perlu membangun matriks risiko integritas yang hidup. Variabelnya dapat mencakup
konsentrasi kewenangan, frekuensiinteraksi dengan pihak eksternal, nilai keputusan, jumlah pengecualian
prosedur, konsentrasi pemasok, perubahan kontrak, keluhan, rotasi pejabat, dan hubungan kepemilikan.
Matriks tersebut tidak boleh digunakan untuk menuduh individu, melainkan untuk memprioritaskan
kontrol. Konsep fiscal leakage dan procurement membantu menjelaskan mengapa pengawasan yang
seragam sering tidak efisien. Area dengan risiko rendah cukup diawasi melalui kontrol otomatis, sedangkan
area dengan risiko tinggi memerlukan review independen, pemisahan fungsi, dokumentasi alasan
keputusan, dan audit berkala.

Contoh Analitis dalam Konteks Indonesia

Bayangkan sebuah kebijakan pada area belanja modal, pengadaan barang dan jasa, bantuan, transfer,
konstruksi, dan proyek pemeliharaan. Secara formal tujuan kebijakan dapat sangat baik: mempercepat
investasi, menyediakan layanan, atau membangun fasilitas. Namun apabila kriteria penerima manfaat
tidak transparan dan perubahan keputusan tidak didokumentasikan, nilai ekonomi dari kebijakan itu dapat
menjadi objek rent seeking. Pelaku yang memiliki akses lebih awal dapat menyesuaikan strategi sebelum
pesaing; pihak yang dekat dengan pengambil keputusan dapat mempengaruhi spesifikasi; dan biaya yang
timbul kemudian dibebankan kepada anggaran atau konsumen. Tidak setiap kejadian seperti ini
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merupakan tindak pidana. Justru di situlah pentingnya konsep rent seeking: ia membantu mendeteksi
kerugian sosial yang dapat muncul sebelum atau di luar batas pembuktian pidana.

Sebaliknya, desain kebijakan dapat mengurangi rente tanpa mematikan diskresi yang diperlukan.
Pemerintah dapat mempublikasikan kriteria sebelum keputusan, membatasi perubahan setelah proses
berjalan, membuka data penerima manfaat, menerapkan mekanisme banding, dan mengevaluasi
outcome. Dalam area belanja modal, pengadaan barang dan jasa, bantuan, transfer, konstruksi, dan
proyek pemeliharaan, prinsip yang relevan adalah bahwa setiap privilege harus memiliki tujuan publik yang
eksplisit, ukuran kinerja, periode evaluasi, serta mekanisme penghentian. Ini merupakan penerapan praktis
dari open contracting, e-procurement yang dapat diaudit, beneficial ownership, analitik red flags, dan audit
berbasis risiko. Dengan desain seperti itu, diskresi tetap tersedia untuk menghadapi kondisi kompleks,
tetapi alasan penggunaannya dapat diperiksa.

Arah Kebijakan

Arah kebijakan yang konsisten untuk tema ini adalah open contracting, e-procurement yang dapat diaudit,
beneficial ownership, analitik red flags, dan audit berbasis risiko. Kebijakan tersebut perlu diterjemahkan
ke dalam empat lapis. Pertama, lapis aturan: definisi kewenangan, kriteria, batas pengecualian, dan sanksi.
Kedua, lapis proses: pemisahan fungsi, dokumentasi, transparansi, dan kontrol digital. Ketiga, lapis
manusia: merit system, kompetensi, remunerasi yang wajar, perlindungan pelapor, dan kepemimpinan
berintegritas. Keempat, lapis evaluasi: indikator outcome, audit independen, partisipasi publik, dan koreksi
kebijakan. Keempat lapis tersebut saling melengkapi. Aturan tanpa manusia yang kompeten menjadi
formalitas; digitalisasi tanpa evaluasi dapat mengotomatisasi keputusan yang buruk; penindakan tanpa
pencegahan dapat menghasilkan siklus kasus baru.

5. Korupsi dalam Pengadaan Publik dan Infrastruktur

Bab ini menempatkan pengadaan publik adalah titik kritis karena mempertemukan diskresi teknis, nilai
kontrak besar, informasi asimetris, dan interaksi intensif negara-bisnis sebagai bagian dari persoalan
pembangunan Indonesia. Fokus analisis bukan pada sensasi kasus, melainkan pada mekanisme yang
membuat sumber daya kehilangan kemampuan menghasilkan nilai publik. Dalam konteks jalan, jembatan,
rumah sakit, sekolah, sistem informasi, alat kesehatan, dan layanan konsultansi, persoalan utama adalah
bagaimana kekuasaan, informasi, dan insentif berinteraksi. Kerangka ini memungkinkan pembaca
membedakan antara kesalahan administratif, kebijakan yang secara sah dapat diperdebatkan, konflik
kepentingan, dan perilaku yang benar-benar mengubah keputusan demi keuntungan partikular. Dengan
cara itu, agenda antikorupsi dapat ditempatkan dalam bahasa manajemen pembangunan: risiko, kontrol,
produktivitas, kualitas, akuntabilitas, serta distribusi manfaat dan biaya.

Pada tingkat perusahaan dan pasar, pengadaan publik adalah titik kritis karena mempertemukan diskresi
teknis, nilai kontrak besar, informasi asimetris, dan interaksi intensif negara-bisnis. Hal ini terjadi karena
spesifikasi dapat diarahkan, peserta dapat dikondisikan, evaluasi dapat dimanipulasi, dan perubahan
kontrak dapat digunakan untuk mengembalikan margin yang semula ditekan. Ketika pola tersebut berulang,
persoalan tidak lagi bersifat insidental, melainkan menjadi karakter sistem. Aktor yang berintegritas
menghadapi biaya lebih tinggi apabila prosedur formal lambat sementara jalur informal memberikan
keuntungan bagi pesaing. Dalam keadaan seperti ini, seleksi ekonomi dapat bekerja secara terbalik:
organisasi yang paling produktif belum tentu memperoleh akses terbaik, sedangkan organisasi yang paling
mampu mengelola kedekatan politik dapat bertahan. Konsekuensinya terlihat pada jalan, jembatan, rumah
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sakit, sekolah, sistem informasi, alat kesehatan, dan layanan konsultansi. Konsep bid rigging membantu
menjelaskan bahwa mutu institusi menentukan apakah energi ekonomi diarahkan pada penciptaan nilai
atau pada perebutan keuntungan yang sudah ada.

Mekanisme kerugian perlu ditelusuri dari keputusan awal sampai hasil akhir. Spesifikasi dapat diarahkan,
peserta dapat dikondisikan, evaluasi dapat dimanipulasi, dan perubahan kontrak dapat digunakan untuk
mengembalikan margin yang semula ditekan. Pada tahap pertama, distorsi mengubah siapa yang
memperoleh akses. Pada tahap kedua, ia mengubah harga, kualitas, waktu, atau spesifikasi. Pada tahap
ketiga, masyarakat menerima output yang tidak setara dengan sumber daya yang telah dikeluarkan. Efek
kumulatif ini menjelaskan mengapa pengukuran korupsi hanya melalui nilai uang yang terbukti di
pengadilan cenderung meremehkan biaya sosial. Dalam jalan, jembatan, rumah sakit, sekolah, sistem
informasi, alat kesehatan, dan layanan konsultansi, misalnya, satu keputusan yang bias dapat
menghasilkan rentetan biaya pemeliharaan, keterlambatan manfaat, dan hilangnya kepercayaan. Di sinilah
collusion dan contract amendment menjadi konsep penting untuk membaca hubungan antara kekuasaan
administratif dan efisiensi ekonomi.

Korupsi dan rent seeking juga menciptakan biaya kesempatan. Sumber daya yang digunakan untuk mencari
akses, memelihara hubungan, menyusun transaksi terselubung, atau mengatasi hambatan yang sengaja
diciptakan seharusnya dapat digunakan untuk riset, pelatihan pekerja, inovasi, perluasan kapasitas, atau
perbaikan mutu. Karena itu, kerugian pembangunan bukan hanya apa yang dicuri, tetapi juga apa yang tidak
pernah tercipta. Bila pengadaan publik adalah titik kritis karena mempertemukan diskresi teknis, nilai
kontrak besar, informasi asimetris, dan interaksi intensif negara-bisnis, maka masyarakat kehilangan dua
kali: kehilangan sumber daya publik dan kehilangan alternatif penggunaan yang lebih produktif. Kerangka
red flag menuntut pembuat kebijakan membandingkan hasil aktual dengan hasil yang secara wajar dapat
dicapai dalam sistem yang lebih berintegritas.

Dimensi distribusi sama pentingnya dengan dimensi efisiensi. Rente jarang tersebar secara acak; ia
cenderung mengalir kepada pihak yang memiliki informasi, jaringan, modal politik, atau kemampuan
menanggung biaya lobi. Sebaliknya, biaya sering disebarkan kepada pembayar pajak, konsumen, pekerja,
masyarakat lokal, atau generasi mendatang. Pola ini dapat mengubah ketimpangan ekonomi menjadi
ketimpangan politik karena kekayaan yang diperoleh dari rente kemudian dapat digunakan untuk
memperkuat akses terhadap keputusan berikutnya. Pada jalan, jembatan, rumah sakit, sekolah, sistem
informasi, alat kesehatan, dan layanan konsultansi, mekanisme seperti ini dapat membuat kebijakan
terlihat netral secara formal tetapi menghasilkan manfaat yang sangat terkonsentrasi. Karena itu, analisis
open contracting perlu disandingkan dengan analisis keadilan distributif.

Ada pula persoalan informasi. Pejabat publik biasanya memiliki informasi tentang jadwal kebijakan,
spesifikasi proyek, perubahan regulasi, atau prioritas anggaran yang belum dimiliki masyarakat.
Perusahaan memiliki informasi teknis dan biaya yang mungkin tidak diketahui pemerintah. Ketimpangan
informasi tersebut normal dalam organisasi modern, tetapi menjadi berbahaya ketika dikombinasikan
dengan konflik kepentingan dan pengawasan lemah. spesifikasi dapat diarahkan, peserta dapat
dikondisikan, evaluasi dapat dimanipulasi, dan perubahan kontrak dapat digunakan untuk mengembalikan
margin yang semula ditekan dapat disamarkan sebagai keputusan teknis yang sah. Oleh sebab itu,
transparansi bukan sekadar mempublikasikan dokumen, melainkan memastikan data tersedia pada waktu
yang tepat, dalam format yang dapat dianalisis, dan dapat dikaitkan dengan penanggung jawab keputusan.
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Reformasi yang efektif harus menghindari dua ekstrem. Ekstrem pertama adalah keyakinan bahwa
penambahan aturan selalu mengurangi korupsi. Aturan yang terlalu banyak justru dapat menciptakan titik
diskresi baru dan memperbesar nilai izin. Ekstrem kedua adalah deregulasi tanpa pengawasan, yang dapat
memindahkan rente dari birokrasi ke pelaku pasar dominan. Karena itu, menghubungkan data
perencanaan, tender, kontrak, pembayaran, progres fisik, dan penerima manfaat dalam satu rantai
transparansi. Prinsipnya adalah mengurangi ruang transaksi tersembunyi sambil mempertahankan
kemampuan negara melindungi kepentingan publik. Regulasi yang baik harus sederhana untuk dipatuhi,
sulit dimanipulasi, dapat diaudit, dan memiliki mekanisme koreksi ketika keputusan salah.

Pendekatan pencegahan juga perlu memperhatikan desain organisasi. Pemisahan fungsi, rotasi pada
posisi berisiko, deklarasi konflik kepentingan, dokumentasi keputusan, dan audit berbasis data dapat
menurunkan peluang kolusi. Namun kontrol formal tidak akan efektif jika target organisasi mendorong
perilaku yang bertentangan. Sebagai contoh, target serapan anggaran yang terlalu menekankan kecepatan
tanpa kualitas dapat membuka ruang kompromi pengadaan; target investasi yang semata-mata kuantitatif
dapat mendorong kelonggaran evaluasi; target penerimaan yang tidak disertai akuntabilitas dapat
menciptakan tekanan transaksional. Karena itu, pengendalian integritas harus diintegrasikan dengan KPI
substantif, bukan ditempatkan sebagai lampiran administratif.

Peran kepemimpinan menentukan apakah sistem kontrol benar-benar bekerja. Pesan antikorupsi akan
kehilangan kredibilitas apabila pelanggaran oleh aktor berpengaruh diperlakukan berbeda dari pelanggaran
oleh pegawai biasa. Sebaliknya, organisasi membangun norma integritas ketika keputusan sulit dapat
dijelaskan, konflik kepentingan dibuka, pelapor dilindungi, dan hasil audit ditindaklanjuti. Dalam konteks
jalan, jembatan, rumah sakit, sekolah, sistem informasi, alat kesehatan, dan layanan konsultansi, tone at
the top harus diterjemahkan menjadi praktik pada level menengah dan operasional. Dengan demikian,
integritas menjadi bagian dari rutinitas pengambilan keputusan, bukan sekadar slogan komunikasi.

Teknologi dapat memperkuat reformasi dengan mengurangi biaya observasi. Data transaksi, waktu proses,
pola tender, perubahan kontrak, penggunaan aset, dan hubungan kepemilikan dapat dianalisis untuk
menemukan anomali. Akan tetapi, digitalisasi tidak identik dengan integritas. Sistem elektronik dapat
menyembunyikan bias dalam kode, membatasi akses kompetitor, atau mempertahankan pengecualian
manual yang tidak transparan. Karena itu, penerapan teknologi dalam area jalan, jembatan, rumah sakit,
sekolah, sistem informasi, alat kesehatan, dan layanan konsultansi harus didesain dengan audit trail,
kontrol akses, interoperabilitas, dan mekanisme pemeriksaan independen. Tujuannya bukan mengganti
penilaian manusia sepenuhnya, melainkan memperkecil ruang manipulasi dan meningkatkan
kemungkinan deteksi.

Pengalaman Indonesia juga mengingatkan bahwa reformasi antikorupsi berlangsung dalam ekonomi politik
nyata. Kelompok yang memperoleh rente memiliki sumber daya dan insentif untuk mempertahankan
aturan yang menguntungkan. Mereka dapat menggunakan argumen efisiensi, nasionalisme ekonomi,
perlindungan usaha, kebutuhan investasi, atau stabilitas untuk mempertahankan hak istimewa. Tidak
semua argumen tersebut keliru, tetapi kebijakan harus diuji melalui bukti: siapa penerima manfaatnya,
berapa lama dukungan diberikan, apa indikator kinerjanya, apakah ada pilihan yang lebih murah, dan
bagaimana mekanisme penghentiannya. Pertanyaan-pertanyaan ini mengubah diskusi dari niat kebijakan
menjadi akuntabilitas hasil.

Bagi dunia usaha, kepastian bahwa aturan berlaku setara sering lebih penting daripada sekadar sedikitnya
aturan. Sistem yang koruptif dapat tampak fleksibel karena hambatan dapat dinegosiasikan, tetapi
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fleksibilitas semacam itu mahal dan tidak dapat diprediksi. Perusahaan baru dan UMKM biasanya paling
dirugikan karena mereka tidak memiliki jaringan atau skala untuk menyerap biaya transaksi. Akhirnya,
struktur pasar menjadi kurang dinamis, inovasi melambat, dan konsumen membayar harga lebih tinggi.
Oleh karenaitu, upaya menghubungkan data perencanaan, tender, kontrak, pembayaran, progres fisik, dan
penerima manfaat dalam satu rantai transparansi memiliki dimensi produktivitas: ia membantu
memindahkan kompetisi dari kedekatan menuju kemampuan menghasilkan nilai.

Implikasi paling penting adalah kebutuhan melihat keberhasilan antikorupsi melalui outcome
pembangunan. Penurunan jumlah keluhan, misalnya, belum tentu berarti integritas meningkat jika warga
menyerah melapor. Bertambahnya kasus penindakan dapat berarti penegakan lebih efektif, tetapi juga
dapat mencerminkan risiko yang tinggi. Demikian pula, skor persepsi perlu dibaca bersama data transaksi
dan kualitas layanan. Untuk tema ini, indikator yang relevan mencakup waktu layanan, jumlah penawar
efektif, variasi harga, mutu output, konsentrasi pemenang, frekuensi adendum, kepatuhan konflik
kepentingan, serta kepuasan pengguna. Kombinasi indikator memungkinkan pemerintah membedakan
antara kepatuhan administratif dan perbaikan substantif.

Pada akhirnya, pengadaan publik adalah titik kritis karena mempertemukan diskresi teknis, nilai kontrak
besar, informasi asimetris, dan interaksi intensif negara-bisnis. Reformasi tidak selesai ketika sebuah
prosedur didigitalisasi atau seorang pelaku dihukum. Keberhasilan terjadi ketika struktur insentif berubah
sehingga mencari rente menjadi lebih mahal, lebih mudah terdeteksi, dan kurang menguntungkan
dibanding bersaing melalui produktivitas. Untuk mencapai itu, menghubungkan data perencanaan, tender,
kontrak, pembayaran, progres fisik, dan penerima manfaat dalam satu rantai transparansi. Hubungan
antara bid rigging, contract amendment, dan open contracting perlu diperlakukan sebagai bagian dari
arsitektur pembangunan. Integritas dengan demikian bukan biaya tambahan yang menghambat
pembangunan, melainkan investasi kelembagaan yang menentukan berapa besar manfaat yang benar-
benar dihasilkan dari setiap sumber daya publik dan privat.

Implikasi bagi Manajemen Pembangunan

Bagi manajemen pembangunan, tema ini menuntut perubahan dari pengendalian berbasis dokumen
menuju pengendalian berbasis risiko dan hasil. Dokumen yang lengkap tidak membuktikan bahwa
keputusan telah menghasilkan manfaat terbaik; ia hanya membuktikan bahwa jejak administratif tertentu
tersedia. Karena spesifikasi dapat diarahkan, peserta dapat dikondisikan, evaluasi dapat dimanipulasi, dan
perubahan kontrak dapat digunakan untuk mengembalikan margin yang semula ditekan, organisasi publik
perlu mengidentifikasi titik keputusan yang memiliki kombinasi nilai ekonomi tinggi, diskresi tinggi,
kompetisi rendah, dan transparansi rendah. Titik-titik tersebut harus memperoleh pengawasan lebih kuat
dibanding transaksi rutin bernilai rendah. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip materialitas dalam audit
dan risk-based management: sumber daya pengawasan yang terbatas ditempatkan pada lokasi yang
potensi kerugiannya paling besar. Dalam jalan, jembatan, rumah sakit, sekolah, sistem informasi, alat
kesehatan, dan layanan konsultansi, pengukuran perlu menghubungkan kepatuhan prosedur dengan
manfaat yang benar-benar diterima pengguna. Dengan demikian, integritas tidak terpisah dari efektivitas
program.

Organisasi juga perlu membangun matriks risiko integritas yang hidup. Variabelnya dapat mencakup
konsentrasi kewenangan, frekuensiinteraksi dengan pihak eksternal, nilai keputusan, jumlah pengecualian
prosedur, konsentrasi pemasok, perubahan kontrak, keluhan, rotasi pejabat, dan hubungan kepemilikan.
Matriks tersebut tidak boleh digunakan untuk menuduh individu, melainkan untuk memprioritaskan
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kontrol. Konsep bid rigging dan collusion membantu menjelaskan mengapa pengawasan yang seragam
sering tidak efisien. Area dengan risiko rendah cukup diawasi melalui kontrol otomatis, sedangkan area
dengan risiko tinggi memerlukan review independen, pemisahan fungsi, dokumentasi alasan keputusan,
dan audit berkala.

Contoh Analitis dalam Konteks Indonesia

Bayangkan sebuah kebijakan pada area jalan, jembatan, rumah sakit, sekolah, sistem informasi, alat
kesehatan, dan layanan konsultansi. Secara formal tujuan kebijakan dapat sangat baik: mempercepat
investasi, menyediakan layanan, atau membangun fasilitas. Namun apabila kriteria penerima manfaat
tidak transparan dan perubahan keputusan tidak didokumentasikan, nilai ekonomi dari kebijakan itu dapat
menjadi objek rent seeking. Pelaku yang memiliki akses lebih awal dapat menyesuaikan strategi sebelum
pesaing; pihak yang dekat dengan pengambil keputusan dapat mempengaruhi spesifikasi; dan biaya yang
timbul kemudian dibebankan kepada anggaran atau konsumen. Tidak setiap kejadian seperti ini
merupakan tindak pidana. Justru di situlah pentingnya konsep rent seeking: ia membantu mendeteksi
kerugian sosial yang dapat muncul sebelum atau di luar batas pembuktian pidana.

Sebaliknya, desain kebijakan dapat mengurangi rente tanpa mematikan diskresi yang diperlukan.
Pemerintah dapat mempublikasikan kriteria sebelum keputusan, membatasi perubahan setelah proses
berjalan, membuka data penerima manfaat, menerapkan mekanisme banding, dan mengevaluasi
outcome. Dalam area jalan, jembatan, rumah sakit, sekolah, sistem informasi, alat kesehatan, dan layanan
konsultansi, prinsip yang relevan adalah bahwa setiap privilege harus memiliki tujuan publik yang eksplisit,
ukuran kinerja, periode evaluasi, serta mekanisme penghentian. Ini merupakan penerapan praktis dari
menghubungkan data perencanaan, tender, kontrak, pembayaran, progres fisik, dan penerima manfaat
dalam satu rantai transparansi. Dengan desain seperti itu, diskresi tetap tersedia untuk menghadapi
kondisi kompleks, tetapi alasan penggunaannya dapat diperiksa.

Arah Kebijakan

Arah kebijakan yang konsisten untuk tema ini adalah menghubungkan data perencanaan, tender, kontrak,
pembayaran, progres fisik, dan penerima manfaat dalam satu rantai transparansi. Kebijakan tersebut perlu
diterjemahkan ke dalam empat lapis. Pertama, lapis aturan: definisi kewenangan, kriteria, batas
pengecualian, dan sanksi. Kedua, lapis proses: pemisahan fungsi, dokumentasi, transparansi, dan kontrol
digital. Ketiga, lapis manusia: merit system, kompetensi, remunerasi yang wajar, perlindungan pelapor, dan
kepemimpinan berintegritas. Keempat, lapis evaluasi: indikator outcome, audit independen, partisipasi
publik, dan koreksi kebijakan. Keempat lapis tersebut saling melengkapi. Aturan tanpa manusia yang
kompeten menjadi formalitas; digitalisasi tanpa evaluasi dapat mengotomatisasi keputusan yang buruk;
penindakan tanpa pencegahan dapat menghasilkan siklus kasus baru.

6. Salah Alokasi Investasi Publik dan “White Elephant Projects”

Bab ini menempatkan korupsi dapat mengubah komposisi belanja menuju proyek yang menawarkan rente
lebih besar meskipun manfaat sosialnya lebih rendah sebagai bagian dari persoalan pembangunan
Indonesia. Fokus analisis bukan pada sensasi kasus, melainkan pada mekanisme yang membuat sumber
daya kehilangan kemampuan menghasilkan nilai publik. Dalam konteks proyek prestisius, aset yang tidak
terpakai, fasilitas dengan biaya operasi tinggi, dan pembangunan yang tidak sinkron dengan kebutuhan,
persoalan utama adalah bagaimana kekuasaan, informasi, dan insentif berinteraksi. Kerangka ini
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memungkinkan pembaca membedakan antara kesalahan administratif, kebijakan yang secara sah dapat
diperdebatkan, konflik kepentingan, dan perilaku yang benar-benar mengubah keputusan demi
keuntungan partikular. Dengan cara itu, agenda antikorupsi dapat ditempatkan dalam bahasa manajemen
pembangunan: risiko, kontrol, produktivitas, kualitas, akuntabilitas, serta distribusi manfaat dan biaya.

Bila analisis diperluas ke distribusi kesejahteraan, korupsi dapat mengubah komposisi belanja menuju
proyek yang menawarkan rente lebih besar meskipun manfaat sosialnya lebih rendah. Hal ini terjadi karena
proyek kompleks dan berbiaya besar menyediakan lebih banyak ruang untuk diskresi, variasi spesifikasi,
dan renegosiasi dibanding program sederhana yang manfaatnya langsung terlihat. Ketika pola tersebut
berulang, persoalan tidak lagi bersifat insidental, melainkan menjadi karakter sistem. Aktor yang
berintegritas menghadapi biaya lebih tinggi apabila prosedur formal lambat sementara jalur informal
memberikan keuntungan bagi pesaing. Dalam keadaan seperti ini, seleksi ekonomi dapat bekerja secara
terbalik: organisasi yang paling produktif belum tentu memperoleh akses terbaik, sedangkan organisasi
yang paling mampu mengelola kedekatan politik dapat bertahan. Konsekuensinya terlihat pada proyek
prestisius, aset yang tidak terpakai, fasilitas dengan biaya operasi tinggi, dan pembangunan yang tidak
sinkron dengan kebutuhan. Konsep capital bias membantu menjelaskan bahwa mutu institusi menentukan
apakah energi ekonomi diarahkan pada penciptaan nilai atau pada perebutan keuntungan yang sudah ada.

Mekanisme kerugian perlu ditelusuri dari keputusan awal sampai hasil akhir. Proyek kompleks dan berbiaya
besar menyediakan lebih banyak ruang untuk diskresi, variasi spesifikasi, dan renegosiasi dibanding
program sederhana yang manfaatnya langsung terlihat. Pada tahap pertama, distorsi mengubah siapa yang
memperoleh akses. Pada tahap kedua, ia mengubah harga, kualitas, waktu, atau spesifikasi. Pada tahap
ketiga, masyarakat menerima output yang tidak setara dengan sumber daya yang telah dikeluarkan. Efek
kumulatif ini menjelaskan mengapa pengukuran korupsi hanya melalui nilai uang yang terbukti di
pengadilan cenderung meremehkan biaya sosial. Dalam proyek prestisius, aset yang tidak terpakai,
fasilitas dengan biaya operasi tinggi, dan pembangunan yang tidak sinkron dengan kebutuhan, misalnya,
satu keputusan yang bias dapat menghasilkan rentetan biaya pemeliharaan, keterlambatan manfaat, dan
hilangnya kepercayaan. Di sinilah white elephant dan cost-benefit analysis menjadi konsep penting untuk
membaca hubungan antara kekuasaan administratif dan efisiensi ekonomi.

Korupsidan rent seeking juga menciptakan biaya kesempatan. Sumber daya yang digunakan untuk mencari
akses, memelihara hubungan, menyusun transaksi terselubung, atau mengatasi hambatan yang sengaja
diciptakan seharusnya dapat digunakan untuk riset, pelatihan pekerja, inovasi, perluasan kapasitas, atau
perbaikan mutu. Karena itu, kerugian pembangunan bukan hanya apa yang dicuri, tetapi juga apa yang tidak
pernah tercipta. Bila korupsi dapat mengubah komposisi belanja menuju proyek yang menawarkan rente
lebih besar meskipun manfaat sosialnya lebih rendah, maka masyarakat kehilangan dua kali: kehilangan
sumber daya publik dan kehilangan alternatif penggunaan yang lebih produktif. Kerangka optimism bias
menuntut pembuat kebijakan membandingkan hasil aktual dengan hasil yang secara wajar dapat dicapai
dalam sistem yang lebih berintegritas.

Dimensi distribusi sama pentingnya dengan dimensi efisiensi. Rente jarang tersebar secara acak; ia
cenderung mengalir kepada pihak yang memiliki informasi, jaringan, modal politik, atau kemampuan
menanggung biaya lobi. Sebaliknya, biaya sering disebarkan kepada pembayar pajak, konsumen, pekerja,
masyarakat lokal, atau generasi mendatang. Pola ini dapat mengubah ketimpangan ekonomi menjadi
ketimpangan politik karena kekayaan yang diperoleh dari rente kemudian dapat digunakan untuk
memperkuat akses terhadap keputusan berikutnya. Pada proyek prestisius, aset yang tidak terpakai,
fasilitas dengan biaya operasi tinggi, dan pembangunan yang tidak sinkron dengan kebutuhan, mekanisme
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sepertiini dapat membuat kebijakan terlihat netral secara formal tetapi menghasilkan manfaat yang sangat
terkonsentrasi. Karena itu, analisis project governance perlu disandingkan dengan analisis keadilan
distributif.

Ada pula persoalan informasi. Pejabat publik biasanya memiliki informasi tentang jadwal kebijakan,
spesifikasi proyek, perubahan regulasi, atau prioritas anggaran yang belum dimiliki masyarakat.
Perusahaan memiliki informasi teknis dan biaya yang mungkin tidak diketahui pemerintah. Ketimpangan
informasi tersebut normal dalam organisasi modern, tetapi menjadi berbahaya ketika dikombinasikan
dengan konflik kepentingan dan pengawasan lemah. proyek kompleks dan berbiaya besar menyediakan
lebih banyak ruang untuk diskresi, variasi spesifikasi, dan renegosiasi dibanding program sederhana yang
manfaatnya langsung terlihat dapat disamarkan sebagai keputusan teknis yang sah. Oleh sebab itu,
transparansi bukan sekadar mempublikasikan dokumen, melainkan memastikan data tersedia pada waktu
yang tepat, dalam format yang dapat dianalisis, dan dapat dikaitkan dengan penanggung jawab keputusan.

Reformasi yang efektif harus menghindari dua ekstrem. Ekstrem pertama adalah keyakinan bahwa
penambahan aturan selalu mengurangi korupsi. Aturan yang terlalu banyak justru dapat menciptakan titik
diskresi baru dan memperbesar nilai izin. Ekstrem kedua adalah deregulasi tanpa pengawasan, yang dapat
memindahkan rente dari birokrasi ke pelaku pasar dominan. Karena itu, memperkuat appraisal
independen, analisis biaya-manfaat, gate review, dan evaluasi ex post. Prinsipnya adalah mengurangi ruang
transaksi tersembunyi sambil mempertahankan kemampuan negara melindungi kepentingan publik.
Regulasi yang baik harus sederhana untuk dipatuhi, sulit dimanipulasi, dapat diaudit, dan memiliki
mekanisme koreksi ketika keputusan salah.

Pendekatan pencegahan juga perlu memperhatikan desain organisasi. Pemisahan fungsi, rotasi pada
posisi berisiko, deklarasi konflik kepentingan, dokumentasi keputusan, dan audit berbasis data dapat
menurunkan peluang kolusi. Namun kontrol formal tidak akan efektif jika target organisasi mendorong
perilaku yang bertentangan. Sebagai contoh, target serapan anggaran yang terlalu menekankan kecepatan
tanpa kualitas dapat membuka ruang kompromi pengadaan; target investasi yang semata-mata kuantitatif
dapat mendorong kelonggaran evaluasi; target penerimaan yang tidak disertai akuntabilitas dapat
menciptakan tekanan transaksional. Karena itu, pengendalian integritas harus diintegrasikan dengan KPI
substantif, bukan ditempatkan sebagai lampiran administratif.

Peran kepemimpinan menentukan apakah sistem kontrol benar-benar bekerja. Pesan antikorupsi akan
kehilangan kredibilitas apabila pelanggaran oleh aktor berpengaruh diperlakukan berbeda dari pelanggaran
oleh pegawai biasa. Sebaliknya, organisasi membangun norma integritas ketika keputusan sulit dapat
dijelaskan, konflik kepentingan dibuka, pelapor dilindungi, dan hasil audit ditindaklanjuti. Dalam konteks
proyek prestisius, aset yang tidak terpakai, fasilitas dengan biaya operasi tinggi, dan pembangunan yang
tidak sinkron dengan kebutuhan, tone at the top harus diterjemahkan menjadi praktik pada level menengah
dan operasional. Dengan demikian, integritas menjadi bagian dari rutinitas pengambilan keputusan, bukan
sekadar slogan komunikasi.

Teknologi dapat memperkuat reformasi dengan mengurangi biaya observasi. Data transaksi, waktu proses,
pola tender, perubahan kontrak, penggunaan aset, dan hubungan kepemilikan dapat dianalisis untuk
menemukan anomali. Akan tetapi, digitalisasi tidak identik dengan integritas. Sistem elektronik dapat
menyembunyikan bias dalam kode, membatasi akses kompetitor, atau mempertahankan pengecualian
manual yang tidak transparan. Karena itu, penerapan teknologi dalam area proyek prestisius, aset yang
tidak terpakai, fasilitas dengan biaya operasi tinggi, dan pembangunan yang tidak sinkron dengan
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kebutuhan harus didesain dengan audit trail, kontrol akses, interoperabilitas, dan mekanisme pemeriksaan
independen. Tujuannya bukan mengganti penilaian manusia sepenuhnya, melainkan memperkecil ruang
manipulasi dan meningkatkan kemungkinan deteksi.

Pengalaman Indonesia juga mengingatkan bahwa reformasi antikorupsi berlangsung dalam ekonomi politik
nyata. Kelompok yang memperoleh rente memiliki sumber daya dan insentif untuk mempertahankan
aturan yang menguntungkan. Mereka dapat menggunakan argumen efisiensi, nasionalisme ekonomi,
perlindungan usaha, kebutuhan investasi, atau stabilitas untuk mempertahankan hak istimewa. Tidak
semua argumen tersebut keliru, tetapi kebijakan harus diuji melalui bukti: siapa penerima manfaatnya,
berapa lama dukungan diberikan, apa indikator kinerjanya, apakah ada pilihan yang lebih murah, dan
bagaimana mekanisme penghentiannya. Pertanyaan-pertanyaan ini mengubah diskusi dari niat kebijakan
menjadi akuntabilitas hasil.

Bagi dunia usaha, kepastian bahwa aturan berlaku setara sering lebih penting daripada sekadar sedikitnya
aturan. Sistem yang koruptif dapat tampak fleksibel karena hambatan dapat dinegosiasikan, tetapi
fleksibilitas semacam itu mahal dan tidak dapat diprediksi. Perusahaan baru dan UMKM biasanya paling
dirugikan karena mereka tidak memiliki jaringan atau skala untuk menyerap biaya transaksi. Akhirnya,
struktur pasar menjadi kurang dinamis, inovasi melambat, dan konsumen membayar harga lebih tinggi.
Oleh karena itu, upaya memperkuat appraisal independen, analisis biaya-manfaat, gate review, dan
evaluasi ex post memiliki dimensi produktivitas: ia membantu memindahkan kompetisi dari kedekatan
menuju kemampuan menghasilkan nilai.

Implikasi paling penting adalah kebutuhan melihat keberhasilan antikorupsi melalui outcome
pembangunan. Penurunan jumlah keluhan, misalnya, belum tentu berarti integritas meningkat jika warga
menyerah melapor. Bertambahnya kasus penindakan dapat berarti penegakan lebih efektif, tetapi juga
dapat mencerminkan risiko yang tinggi. Demikian pula, skor persepsi perlu dibaca bersama data transaksi
dan kualitas layanan. Untuk tema ini, indikator yang relevan mencakup waktu layanan, jumlah penawar
efektif, variasi harga, mutu output, konsentrasi pemenang, frekuensi adendum, kepatuhan konflik
kepentingan, serta kepuasan pengguna. Kombinasi indikator memungkinkan pemerintah membedakan
antara kepatuhan administratif dan perbaikan substantif.

Pada akhirnya, korupsi dapat mengubah komposisi belanja menuju proyek yang menawarkan rente lebih
besar meskipun manfaat sosialnya lebih rendah. Reformasi tidak selesai ketika sebuah prosedur
didigitalisasi atau seorang pelaku dihukum. Keberhasilan terjadi ketika struktur insentif berubah sehingga
mencari rente menjadi lebih mahal, lebih mudah terdeteksi, dan kurang menguntungkan dibanding
bersaing melalui produktivitas. Untuk mencapai itu, memperkuat appraisal independen, analisis biaya-
manfaat, gate review, dan evaluasi ex post. Hubungan antara capital bias, cost-benefit analysis, dan project
governance perlu diperlakukan sebagai bagian dari arsitektur pembangunan. Integritas dengan demikian
bukan biaya tambahan yang menghambat pembangunan, melainkan investasi kelembagaan yang
menentukan berapa besar manfaatyang benar-benar dihasilkan dari setiap sumber daya publik dan privat.

Implikasi bagi Manajemen Pembangunan

Bagi manajemen pembangunan, tema ini menuntut perubahan dari pengendalian berbasis dokumen
menuju pengendalian berbasis risiko dan hasil. Dokumen yang lengkap tidak membuktikan bahwa
keputusan telah menghasilkan manfaat terbaik; ia hanya membuktikan bahwa jejak administratif tertentu
tersedia. Karena proyek kompleks dan berbiaya besar menyediakan lebih banyak ruang untuk diskresi,
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variasi spesifikasi, dan renegosiasi dibanding program sederhana yang manfaatnya langsung terlihat,
organisasi publik perlu mengidentifikasi titik keputusan yang memiliki kombinasi nilai ekonomi tinggi,
diskresi tinggi, kompetisi rendah, dan transparansi rendah. Titik-titik tersebut harus memperoleh
pengawasan lebih kuat dibanding transaksi rutin bernilai rendah. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip
materialitas dalam audit dan risk-based management: sumber daya pengawasan yang terbatas
ditempatkan pada lokasi yang potensi kerugiannya paling besar. Dalam proyek prestisius, aset yang tidak
terpakai, fasilitas dengan biaya operasi tinggi, dan pembangunan yang tidak sinkron dengan kebutuhan,
pengukuran perlu menghubungkan kepatuhan prosedur dengan manfaat yang benar-benar diterima
pengguna. Dengan demikian, integritas tidak terpisah dari efektivitas program.

Organisasi juga perlu membangun matriks risiko integritas yang hidup. Variabelnya dapat mencakup
konsentrasi kewenangan, frekuensiinteraksi dengan pihak eksternal, nilai keputusan, jumlah pengecualian
prosedur, konsentrasi pemasok, perubahan kontrak, keluhan, rotasi pejabat, dan hubungan kepemilikan.
Matriks tersebut tidak boleh digunakan untuk menuduh individu, melainkan untuk memprioritaskan
kontrol. Konsep capital bias dan white elephant membantu menjelaskan mengapa pengawasan yang
seragam sering tidak efisien. Area dengan risiko rendah cukup diawasi melalui kontrol otomatis, sedangkan
area dengan risiko tinggi memerlukan review independen, pemisahan fungsi, dokumentasi alasan
keputusan, dan audit berkala.

Contoh Analitis dalam Konteks Indonesia

Bayangkan sebuah kebijakan pada area proyek prestisius, aset yang tidak terpakai, fasilitas dengan biaya
operasi tinggi, dan pembangunan yang tidak sinkron dengan kebutuhan. Secara formal tujuan kebijakan
dapat sangat baik: mempercepat investasi, menyediakan layanan, atau membangun fasilitas. Namun
apabila kriteria penerima manfaat tidak transparan dan perubahan keputusan tidak didokumentasikan,
nilai ekonomi dari kebijakan itu dapat menjadi objek rent seeking. Pelaku yang memiliki akses lebih awal
dapat menyesuaikan strategi sebelum pesaing; pihak yang dekat dengan pengambil keputusan dapat
mempengaruhi spesifikasi; dan biaya yang timbul kemudian dibebankan kepada anggaran atau konsumen.
Tidak setiap kejadian seperti ini merupakan tindak pidana. Justru di situlah pentingnya konsep rent seeking:
ia membantu mendeteksi kerugian sosial yang dapat muncul sebelum atau di luar batas pembuktian
pidana.

Sebaliknya, desain kebijakan dapat mengurangi rente tanpa mematikan diskresi yang diperlukan.
Pemerintah dapat mempublikasikan kriteria sebelum keputusan, membatasi perubahan setelah proses
berjalan, membuka data penerima manfaat, menerapkan mekanisme banding, dan mengevaluasi
outcome. Dalam area proyek prestisius, aset yang tidak terpakai, fasilitas dengan biaya operasi tinggi, dan
pembangunan yang tidak sinkron dengan kebutuhan, prinsip yang relevan adalah bahwa setiap privilege
harus memiliki tujuan publik yang eksplisit, ukuran kinerja, periode evaluasi, serta mekanisme
penghentian. Ini merupakan penerapan praktis dari memperkuat appraisal independen, analisis biaya-
manfaat, gate review, dan evaluasi ex post. Dengan desain seperti itu, diskresi tetap tersedia untuk
menghadapi kondisi kompleks, tetapi alasan penggunaannya dapat diperiksa.

Arah Kebijakan

Arah kebijakan yang konsisten untuk tema ini adalah memperkuat appraisal independen, analisis biaya-
manfaat, gate review, dan evaluasi ex post. Kebijakan tersebut perlu diterjemahkan ke dalam empat lapis.
Pertama, lapis aturan: definisi kewenangan, kriteria, batas pengecualian, dan sanksi. Kedua, lapis proses:
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pemisahan fungsi, dokumentasi, transparansi, dan kontrol digital. Ketiga, lapis manusia: merit system,
kompetensi, remunerasi yang wajar, perlindungan pelapor, dan kepemimpinan berintegritas. Keempat,
lapis evaluasi: indikator outcome, audit independen, partisipasi publik, dan koreksi kebijakan. Keempat
lapis tersebut saling melengkapi. Aturan tanpa manusia yang kompeten menjadi formalitas; digitalisasi
tanpa evaluasi dapat mengotomatisasi keputusan yang buruk; penindakan tanpa pencegahan dapat
menghasilkan siklus kasus baru.

7. Dampak terhadap Investasi, Produktivitas, dan Pertumbuhan

Bab ini menempatkan korupsi meningkatkan ketidakpastian dan biaya transaksi sehingga mengurangi
kualitas investasi serta produktivitas total faktor sebagai bagian dari persoalan pembangunan Indonesia.
Fokus analisis bukan pada sensasi kasus, melainkan pada mekanisme yang membuat sumber daya
kehilangan kemampuan menghasilkan nilai publik. Dalam konteks investasi domestik, FDI, UMKM,
industrialisasi, dan transformasi teknologi, persoalan utama adalah bagaimana kekuasaan, informasi, dan
insentif berinteraksi. Kerangka ini memungkinkan pembaca membedakan antara kesalahan administratif,
kebijakan yang secara sah dapat diperdebatkan, konflik kepentingan, dan perilaku yang benar-benar
mengubah keputusan demi keuntungan partikular. Dengan cara itu, agenda antikorupsi dapat ditempatkan
dalam bahasa manajemen pembangunan: risiko, kontrol, produktivitas, kualitas, akuntabilitas, serta
distribusi manfaat dan biaya.

Dalam konteks desentralisasi Indonesia, korupsi meningkatkan ketidakpastian dan biaya transaksi
sehingga mengurangi kualitas investasi serta produktivitas total faktor. Hal ini terjadi karena perusahaan
mengalihkan sumber daya dari inovasi dan ekspansi ke negosiasi akses, perlindungan, pembayaran
informal, dan manajemen hubungan politik. Ketika pola tersebut berulang, persoalan tidak lagi bersifat
insidental, melainkan menjadi karakter sistem. Aktor yang berintegritas menghadapi biaya lebih tinggi
apabila prosedur formal lambat sementara jalur informal memberikan keuntungan bagi pesaing. Dalam
keadaan seperti ini, seleksi ekonomi dapat bekerja secara terbalik: organisasi yang paling produktif belum
tentu memperoleh akses terbaik, sedangkan organisasi yang paling mampu mengelola kedekatan politik
dapat bertahan. Konsekuensinya terlihat pada investasi domestik, FDI, UMKM, industrialisasi, dan
transformasi teknologi. Konsep transaction cost membantu menjelaskan bahwa mutu institusi
menentukan apakah energi ekonomi diarahkan pada penciptaan nilai atau pada perebutan keuntungan
yang sudah ada.

Mekanisme kerugian perlu ditelusuri dari keputusan awal sampai hasil akhir. Perusahaan mengalihkan
sumber daya dari inovasi dan ekspansi ke negosiasi akses, perlindungan, pembayaran informal, dan
manajemen hubungan politik. Pada tahap pertama, distorsi mengubah siapa yang memperoleh akses.
Pada tahap kedua, ia mengubah harga, kualitas, waktu, atau spesifikasi. Pada tahap ketiga, masyarakat
menerima output yang tidak setara dengan sumber daya yang telah dikeluarkan. Efek kumulatif ini
menjelaskan mengapa pengukuran korupsi hanya melalui nilai uang yang terbukti di pengadilan cenderung
meremehkan biaya sosial. Dalam investasi domestik, FDI, UMKM, industrialisasi, dan transformasi
teknologi, misalnya, satu keputusan yang bias dapat menghasilkan rentetan biaya pemeliharaan,
keterlambatan manfaat, dan hilangnya kepercayaan. Di sinilah TFP dan investment climate menjadi konsep
penting untuk membaca hubungan antara kekuasaan administratif dan efisiensi ekonomi.

Korupsi dan rent seeking juga menciptakan biaya kesempatan. Sumber daya yang digunakan untuk mencari
akses, memelihara hubungan, menyusun transaksi terselubung, atau mengatasi hambatan yang sengaja
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diciptakan seharusnya dapat digunakan untuk riset, pelatihan pekerja, inovasi, perluasan kapasitas, atau
perbaikan mutu. Karena itu, kerugian pembangunan bukan hanya apa yang dicuri, tetapi juga apa yang tidak
pernah tercipta. Bila korupsi meningkatkan ketidakpastian dan biaya transaksi sehingga mengurangi
kualitas investasi serta produktivitas total faktor, maka masyarakat kehilangan dua kali: kehilangan sumber
daya publik dan kehilangan alternatif penggunaan yang lebih produktif. Kerangka policy uncertainty
menuntut pembuat kebijakan membandingkan hasil aktual dengan hasil yang secara wajar dapat dicapai
dalam sistem yang lebih berintegritas.

Dimensi distribusi sama pentingnya dengan dimensi efisiensi. Rente jarang tersebar secara acak; ia
cenderung mengalir kepada pihak yang memiliki informasi, jaringan, modal politik, atau kemampuan
menanggung biaya lobi. Sebaliknya, biaya sering disebarkan kepada pembayar pajak, konsumen, pekerja,
masyarakat lokal, atau generasi mendatang. Pola ini dapat mengubah ketimpangan ekonomi menjadi
ketimpangan politik karena kekayaan yang diperoleh dari rente kemudian dapat digunakan untuk
memperkuat akses terhadap keputusan berikutnya. Pada investasi domestik, FDI, UMKM, industrialisasi,
dan transformasi teknologi, mekanisme seperti ini dapat membuat kebijakan terlihat netral secara formal
tetapi menghasilkan manfaat yang sangat terkonsentrasi. Karena itu, analisis firm productivity perlu
disandingkan dengan analisis keadilan distributif.

Ada pula persoalan informasi. Pejabat publik biasanya memiliki informasi tentang jadwal kebijakan,
spesifikasi proyek, perubahan regulasi, atau prioritas anggaran yang belum dimiliki masyarakat.
Perusahaan memiliki informasi teknis dan biaya yang mungkin tidak diketahui pemerintah. Ketimpangan
informasi tersebut normal dalam organisasi modern, tetapi menjadi berbahaya ketika dikombinasikan
dengan konflik kepentingan dan pengawasan lemah. perusahaan mengalihkan sumber daya dari inovasi
dan ekspansi ke negosiasi akses, perlindungan, pembayaran informal, dan manajemen hubungan politik
dapat disamarkan sebagai keputusan teknis yang sah. Oleh sebab itu, transparansi bukan sekadar
mempublikasikan dokumen, melainkan memastikan data tersedia pada waktu yang tepat, dalam format
yang dapat dianalisis, dan dapat dikaitkan dengan penanggung jawab keputusan.

Reformasi yang efektif harus menghindari dua ekstrem. Ekstrem pertama adalah keyakinan bahwa
penambahan aturan selalu mengurangi korupsi. Aturan yang terlalu banyak justru dapat menciptakan titik
diskresi baru dan memperbesar nilai izin. Ekstrem kedua adalah deregulasi tanpa pengawasan, yang dapat
memindahkan rente dari birokrasi ke pelaku pasar dominan. Karena itu, menciptakan kepastian aturan,
equal treatment, penegakan kontrak, dan layanan perizinan yang transparan. Prinsipnya adalah
mengurangi ruang transaksi tersembunyi sambil mempertahankan kemampuan negara melindungi
kepentingan publik. Regulasi yang baik harus sederhana untuk dipatuhi, sulit dimanipulasi, dapat diaudit,
dan memiliki mekanisme koreksi ketika keputusan salah.

Pendekatan pencegahan juga perlu memperhatikan desain organisasi. Pemisahan fungsi, rotasi pada
posisi berisiko, deklarasi konflik kepentingan, dokumentasi keputusan, dan audit berbasis data dapat
menurunkan peluang kolusi. Namun kontrol formal tidak akan efektif jika target organisasi mendorong
perilaku yang bertentangan. Sebagai contoh, target serapan anggaran yang terlalu menekankan kecepatan
tanpa kualitas dapat membuka ruang kompromi pengadaan; target investasi yang semata-mata kuantitatif
dapat mendorong kelonggaran evaluasi; target penerimaan yang tidak disertai akuntabilitas dapat
menciptakan tekanan transaksional. Karena itu, pengendalian integritas harus diintegrasikan dengan KPI
substantif, bukan ditempatkan sebagai lampiran administratif.

33



Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD | Korupsi, Rent Seeking, dan Biaya Pembangunan Indonesia

Peran kepemimpinan menentukan apakah sistem kontrol benar-benar bekerja. Pesan antikorupsi akan
kehilangan kredibilitas apabila pelanggaran oleh aktor berpengaruh diperlakukan berbeda dari pelanggaran
oleh pegawai biasa. Sebaliknya, organisasi membangun norma integritas ketika keputusan sulit dapat
dijelaskan, konflik kepentingan dibuka, pelapor dilindungi, dan hasil audit ditindaklanjuti. Dalam konteks
investasi domestik, FDI, UMKM, industrialisasi, dan transformasi teknologi, tone at the top harus
diterjemahkan menjadi praktik pada level menengah dan operasional. Dengan demikian, integritas menjadi
bagian dari rutinitas pengambilan keputusan, bukan sekadar slogan komunikasi.

Teknologi dapat memperkuat reformasi dengan mengurangi biaya observasi. Data transaksi, waktu proses,
pola tender, perubahan kontrak, penggunaan aset, dan hubungan kepemilikan dapat dianalisis untuk
menemukan anomali. Akan tetapi, digitalisasi tidak identik dengan integritas. Sistem elektronik dapat
menyembunyikan bias dalam kode, membatasi akses kompetitor, atau mempertahankan pengecualian
manualyang tidak transparan. Karena itu, penerapan teknologi dalam area investasi domestik, FDI, UMKM,
industrialisasi, dan transformasi teknologi harus didesain dengan audit trail, kontrol akses,
interoperabilitas, dan mekanisme pemeriksaan independen. Tujuannya bukan mengganti penilaian
manusia sepenuhnya, melainkan memperkecil ruang manipulasi dan meningkatkan kemungkinan deteksi.

Pengalaman Indonesia juga mengingatkan bahwa reformasi antikorupsi berlangsung dalam ekonomi politik
nyata. Kelompok yang memperoleh rente memiliki sumber daya dan insentif untuk mempertahankan
aturan yang menguntungkan. Mereka dapat menggunakan argumen efisiensi, nasionalisme ekonomi,
perlindungan usaha, kebutuhan investasi, atau stabilitas untuk mempertahankan hak istimewa. Tidak
semua argumen tersebut keliru, tetapi kebijakan harus diuji melalui bukti: siapa penerima manfaatnya,
berapa lama dukungan diberikan, apa indikator kinerjanya, apakah ada pilihan yang lebih murah, dan
bagaimana mekanisme penghentiannya. Pertanyaan-pertanyaan ini mengubah diskusi dari niat kebijakan
menjadi akuntabilitas hasil.

Bagi dunia usaha, kepastian bahwa aturan berlaku setara sering lebih penting daripada sekadar sedikitnya
aturan. Sistem yang koruptif dapat tampak fleksibel karena hambatan dapat dinegosiasikan, tetapi
fleksibilitas semacam itu mahal dan tidak dapat diprediksi. Perusahaan baru dan UMKM biasanya paling
dirugikan karena mereka tidak memiliki jaringan atau skala untuk menyerap biaya transaksi. Akhirnya,
struktur pasar menjadi kurang dinamis, inovasi melambat, dan konsumen membayar harga lebih tinggi.
Oleh karena itu, upaya menciptakan kepastian aturan, equal treatment, penegakan kontrak, dan layanan
perizinan yang transparan memiliki dimensi produktivitas: ia membantu memindahkan kompetisi dari
kedekatan menuju kemampuan menghasilkan nilai.

Implikasi paling penting adalah kebutuhan melihat keberhasilan antikorupsi melalui outcome
pembangunan. Penurunan jumlah keluhan, misalnya, belum tentu berarti integritas meningkat jika warga
menyerah melapor. Bertambahnya kasus penindakan dapat berarti penegakan lebih efektif, tetapi juga
dapat mencerminkan risiko yang tinggi. Demikian pula, skor persepsi perlu dibaca bersama data transaksi
dan kualitas layanan. Untuk tema ini, indikator yang relevan mencakup waktu layanan, jumlah penawar
efektif, variasi harga, mutu output, konsentrasi pemenang, frekuensi adendum, kepatuhan konflik
kepentingan, serta kepuasan pengguna. Kombinasi indikator memungkinkan pemerintah membedakan
antara kepatuhan administratif dan perbaikan substantif.

Pada akhirnya, korupsi meningkatkan ketidakpastian dan biaya transaksi sehingga mengurangi kualitas
investasi serta produktivitas total faktor. Reformasi tidak selesai ketika sebuah prosedur didigitalisasi atau
seorang pelaku dihukum. Keberhasilan terjadi ketika struktur insentif berubah sehingga mencari rente
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menjadi lebih mahal, lebih mudah terdeteksi, dan kurang menguntungkan dibanding bersaing melalui
produktivitas. Untuk mencapai itu, menciptakan kepastian aturan, equal treatment, penegakan kontrak,
dan layanan perizinan yang transparan. Hubungan antara transaction cost, investment climate, dan firm
productivity perlu diperlakukan sebagai bagian dari arsitektur pembangunan. Integritas dengan demikian
bukan biaya tambahan yang menghambat pembangunan, melainkan investasi kelembagaan yang
menentukan berapa besar manfaat yang benar-benar dihasilkan dari setiap sumber daya publik dan privat.

Implikasi bagi Manajemen Pembangunan

Bagi manajemen pembangunan, tema ini menuntut perubahan dari pengendalian berbasis dokumen
menuju pengendalian berbasis risiko dan hasil. Dokumen yang lengkap tidak membuktikan bahwa
keputusan telah menghasilkan manfaat terbaik; ia hanya membuktikan bahwa jejak administratif tertentu
tersedia. Karena perusahaan mengalihkan sumber daya dari inovasi dan ekspansi ke negosiasi akses,
perlindungan, pembayaran informal, dan manajemen hubungan politik, organisasi publik perlu
mengidentifikasi titik keputusan yang memiliki kombinasi nilai ekonomi tinggi, diskresi tinggi, kompetisi
rendah, dan transparansi rendah. Titik-titik tersebut harus memperoleh pengawasan lebih kuat dibanding
transaksi rutin bernilai rendah. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip materialitas dalam audit dan risk-
based management: sumber daya pengawasan yang terbatas ditempatkan pada lokasi yang potensi
kerugiannya paling besar. Dalam investasi domestik, FDI, UMKM, industrialisasi, dan transformasi
teknologi, pengukuran perlu menghubungkan kepatuhan prosedur dengan manfaat yang benar-benar
diterima pengguna. Dengan demikian, integritas tidak terpisah dari efektivitas program.

Organisasi juga perlu membangun matriks risiko integritas yang hidup. Variabelnya dapat mencakup
konsentrasi kewenangan, frekuensiinteraksi dengan pihak eksternal, nilai keputusan, jumlah pengecualian
prosedur, konsentrasi pemasok, perubahan kontrak, keluhan, rotasi pejabat, dan hubungan kepemilikan.
Matriks tersebut tidak boleh digunakan untuk menuduh individu, melainkan untuk memprioritaskan
kontrol. Konsep transaction cost dan TFP membantu menjelaskan mengapa pengawasan yang seragam
sering tidak efisien. Area dengan risiko rendah cukup diawasi melalui kontrol otomatis, sedangkan area
dengan risiko tinggi memerlukan review independen, pemisahan fungsi, dokumentasi alasan keputusan,
dan audit berkala.

Contoh Analitis dalam Konteks Indonesia

Bayangkan sebuah kebijakan pada area investasi domestik, FDI, UMKM, industrialisasi, dan transformasi
teknologi. Secara formal tujuan kebijakan dapat sangat baik: mempercepat investasi, menyediakan
layanan, atau membangun fasilitas. Namun apabila kriteria penerima manfaat tidak transparan dan
perubahan keputusan tidak didokumentasikan, nilai ekonomi dari kebijakan itu dapat menjadi objek rent
seeking. Pelaku yang memiliki akses lebih awal dapat menyesuaikan strategi sebelum pesaing; pihak yang
dekat dengan pengambil keputusan dapat mempengaruhi spesifikasi; dan biaya yang timbul kemudian
dibebankan kepada anggaran atau konsumen. Tidak setiap kejadian seperti ini merupakan tindak pidana.
Justru di situlah pentingnya konsep rent seeking: ia membantu mendeteksi kerugian sosial yang dapat
muncul sebelum atau di luar batas pembuktian pidana.

Sebaliknya, desain kebijakan dapat mengurangi rente tanpa mematikan diskresi yang diperlukan.
Pemerintah dapat mempublikasikan kriteria sebelum keputusan, membatasi perubahan setelah proses
berjalan, membuka data penerima manfaat, menerapkan mekanisme banding, dan mengevaluasi
outcome. Dalam area investasi domestik, FDI, UMKM, industrialisasi, dan transformasi teknologi, prinsip
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yang relevan adalah bahwa setiap privilege harus memiliki tujuan publik yang eksplisit, ukuran kinerja,
periode evaluasi, serta mekanisme penghentian. Ini merupakan penerapan praktis dari menciptakan
kepastian aturan, equal treatment, penegakan kontrak, dan layanan perizinan yang transparan. Dengan
desain seperti itu, diskresi tetap tersedia untuk menghadapi kondisi kompleks, tetapi alasan
penggunaannya dapat diperiksa.

Arah Kebijakan

Arah kebijakan yang konsisten untuk tema ini adalah menciptakan kepastian aturan, equal treatment,
penegakan kontrak, dan layanan perizinan yang transparan. Kebijakan tersebut perlu diterjemahkan ke
dalam empat lapis. Pertama, lapis aturan: definisi kewenangan, kriteria, batas pengecualian, dan sanksi.
Kedua, lapis proses: pemisahan fungsi, dokumentasi, transparansi, dan kontrol digital. Ketiga, lapis
manusia: merit system, kompetensi, remunerasi yang wajar, perlindungan pelapor, dan kepemimpinan
berintegritas. Keempat, lapis evaluasi: indikator outcome, auditindependen, partisipasi publik, dan koreksi
kebijakan. Keempat lapis tersebut saling melengkapi. Aturan tanpa manusia yang kompeten menjadi
formalitas; digitalisasi tanpa evaluasi dapat mengotomatisasi keputusan yang buruk; penindakan tanpa
pencegahan dapat menghasilkan siklus kasus baru.

8. Rent Seeking, Persaingan Usaha, dan Struktur Pasar

Bab ini menempatkan rente politik mengubah kompetisi berbasis produktivitas menjadi kompetisi berbasis
akses sebagai bagian dari persoalan pembangunan Indonesia. Fokus analisis bukan pada sensasi kasus,
melainkan pada mekanisme yang membuat sumber daya kehilangan kemampuan menghasilkan nilai
publik. Dalam konteks sektor berizin, komoditas strategis, infrastruktur jaringan, distribusi, logistik, dan
pasar digital, persoalan utama adalah bagaimana kekuasaan, informasi, dan insentif berinteraksi.
Kerangka ini memungkinkan pembaca membedakan antara kesalahan administratif, kebijakan yang secara
sah dapat diperdebatkan, konflik kepentingan, dan perilaku yang benar-benar mengubah keputusan demi
keuntungan partikular. Dengan cara itu, agenda antikorupsi dapat ditempatkan dalam bahasa manajemen
pembangunan: risiko, kontrol, produktivitas, kualitas, akuntabilitas, serta distribusi manfaat dan biaya.

Dari perspektif manajemen risiko, rente politik mengubah kompetisi berbasis produktivitas menjadi
kompetisi berbasis akses. Hal ini terjadi karena pelaku yang memiliki koneksi memperoleh lisensi, proteksi,
informasi, pembiayaan, atau regulasi yang menyulitkan pesaing masuk. Ketika pola tersebut berulang,
persoalan tidak lagi bersifat insidental, melainkan menjadi karakter sistem. Aktor yang berintegritas
menghadapi biaya lebih tinggi apabila prosedur formal lambat sementara jalur informal memberikan
keuntungan bagi pesaing. Dalam keadaan seperti ini, seleksi ekonomi dapat bekerja secara terbalik:
organisasi yang paling produktif belum tentu memperoleh akses terbaik, sedangkan organisasi yang paling
mampu mengelola kedekatan politik dapat bertahan. Konsekuensinya terlihat pada sektor berizin,
komoditas strategis, infrastruktur jaringan, distribusi, logistik, dan pasar digital. Konsep market power
membantu menjelaskan bahwa mutu institusi menentukan apakah energi ekonomi diarahkan pada
penciptaan nilai atau pada perebutan keuntungan yang sudah ada.

Mekanisme kerugian perlu ditelusuri dari keputusan awal sampai hasil akhir. Pelaku yang memiliki koneksi
memperoleh lisensi, proteksi, informasi, pembiayaan, atau regulasi yang menyulitkan pesaing masuk. Pada
tahap pertama, distorsi mengubah siapa yang memperoleh akses. Pada tahap kedua, ia mengubah harga,
kualitas, waktu, atau spesifikasi. Pada tahap ketiga, masyarakat menerima output yang tidak setara dengan
sumber daya yang telah dikeluarkan. Efek kumulatif ini menjelaskan mengapa pengukuran korupsi hanya
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melalui nilai uang yang terbukti di pengadilan cenderung meremehkan biaya sosial. Dalam sektor berizin,
komoditas strategis, infrastruktur jaringan, distribusi, logistik, dan pasar digital, misalnya, satu keputusan
yang bias dapat menghasilkan rentetan biaya pemeliharaan, keterlambatan manfaat, dan hilangnya
kepercayaan. Di sinilah entry barrier dan competition policy menjadi konsep penting untuk membaca
hubungan antara kekuasaan administratif dan efisiensi ekonomi.

Korupsi dan rent seeking juga menciptakan biaya kesempatan. Sumber daya yang digunakan untuk mencari
akses, memelihara hubungan, menyusun transaksi terselubung, atau mengatasi hambatan yang sengaja
diciptakan seharusnya dapat digunakan untuk riset, pelatihan pekerja, inovasi, perluasan kapasitas, atau
perbaikan mutu. Karena itu, kerugian pembangunan bukan hanya apa yang dicuri, tetapi juga apa yang tidak
pernah tercipta. Bila rente politik mengubah kompetisi berbasis produktivitas menjadi kompetisi berbasis
akses, maka masyarakat kehilangan dua kali: kehilangan sumber daya publik dan kehilangan alternatif
penggunaan yang lebih produktif. Kerangka cronyism menuntut pembuat kebijakan membandingkan hasil
aktual dengan hasil yang secara wajar dapat dicapai dalam sistem yang lebih berintegritas.

Dimensi distribusi sama pentingnya dengan dimensi efisiensi. Rente jarang tersebar secara acak; ia
cenderung mengalir kepada pihak yang memiliki informasi, jaringan, modal politik, atau kemampuan
menanggung biaya lobi. Sebaliknya, biaya sering disebarkan kepada pembayar pajak, konsumen, pekerja,
masyarakat lokal, atau generasi mendatang. Pola ini dapat mengubah ketimpangan ekonomi menjadi
ketimpangan politik karena kekayaan yang diperoleh dari rente kemudian dapat digunakan untuk
memperkuat akses terhadap keputusan berikutnya. Pada sektor berizin, komoditas strategis, infrastruktur
jaringan, distribusi, logistik, dan pasar digital, mekanisme seperti ini dapat membuat kebijakan terlihat
netral secara formal tetapi menghasilkan manfaat yang sangat terkonsentrasi. Karena itu, analisis level
playing field perlu disandingkan dengan analisis keadilan distributif.

Ada pula persoalan informasi. Pejabat publik biasanya memiliki informasi tentang jadwal kebijakan,
spesifikasi proyek, perubahan regulasi, atau prioritas anggaran yang belum dimiliki masyarakat.
Perusahaan memiliki informasi teknis dan biaya yang mungkin tidak diketahui pemerintah. Ketimpangan
informasi tersebut normal dalam organisasi modern, tetapi menjadi berbahaya ketika dikombinasikan
dengan konflik kepentingan dan pengawasan lemah. pelaku yang memiliki koneksi memperoleh lisensi,
proteksi, informasi, pembiayaan, atau regulasi yang menyulitkan pesaing masuk dapat disamarkan sebagai
keputusan teknis yang sah. Oleh sebab itu, transparansi bukan sekadar mempublikasikan dokumen,
melainkan memastikan data tersedia pada waktu yang tepat, dalam format yang dapat dianalisis, dan
dapat dikaitkan dengan penanggung jawab keputusan.

Reformasi yang efektif harus menghindari dua ekstrem. Ekstrem pertama adalah keyakinan bahwa
penambahan aturan selalu mengurangi korupsi. Aturan yang terlalu banyak justru dapat menciptakan titik
diskresi baru dan memperbesar nilai izin. Ekstrem kedua adalah deregulasi tanpa pengawasan, yang dapat
memindahkan rente dari birokrasi ke pelaku pasar dominan. Karena itu, memperkuat kebijakan persaingan,
transparansi lobi, evaluasi regulasi, dan pencegahan konflik kepentingan. Prinsipnya adalah mengurangi
ruang transaksi tersembunyi sambil mempertahankan kemampuan negara melindungi kepentingan publik.
Regulasi yang baik harus sederhana untuk dipatuhi, sulit dimanipulasi, dapat diaudit, dan memiliki
mekanisme koreksi ketika keputusan salah.

Pendekatan pencegahan juga perlu memperhatikan desain organisasi. Pemisahan fungsi, rotasi pada
posisi berisiko, deklarasi konflik kepentingan, dokumentasi keputusan, dan audit berbasis data dapat
menurunkan peluang kolusi. Namun kontrol formal tidak akan efektif jika target organisasi mendorong
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perilaku yang bertentangan. Sebagai contoh, target serapan anggaran yang terlalu menekankan kecepatan
tanpa kualitas dapat membuka ruang kompromi pengadaan; target investasi yang semata-mata kuantitatif
dapat mendorong kelonggaran evaluasi; target penerimaan yang tidak disertai akuntabilitas dapat
menciptakan tekanan transaksional. Karena itu, pengendalian integritas harus diintegrasikan dengan KPI
substantif, bukan ditempatkan sebagai lampiran administratif.

Peran kepemimpinan menentukan apakah sistem kontrol benar-benar bekerja. Pesan antikorupsi akan
kehilangan kredibilitas apabila pelanggaran oleh aktor berpengaruh diperlakukan berbeda dari pelanggaran
oleh pegawai biasa. Sebaliknya, organisasi membangun norma integritas ketika keputusan sulit dapat
dijelaskan, konflik kepentingan dibuka, pelapor dilindungi, dan hasil audit ditindaklanjuti. Dalam konteks
sektor berizin, komoditas strategis, infrastruktur jaringan, distribusi, logistik, dan pasar digital, tone at the
top harus diterjemahkan menjadi praktik pada level menengah dan operasional. Dengan demikian,
integritas menjadi bagian dari rutinitas pengambilan keputusan, bukan sekadar slogan komunikasi.

Teknologi dapat memperkuat reformasi dengan mengurangi biaya observasi. Data transaksi, waktu proses,
pola tender, perubahan kontrak, penggunaan aset, dan hubungan kepemilikan dapat dianalisis untuk
menemukan anomali. Akan tetapi, digitalisasi tidak identik dengan integritas. Sistem elektronik dapat
menyembunyikan bias dalam kode, membatasi akses kompetitor, atau mempertahankan pengecualian
manual yang tidak transparan. Karena itu, penerapan teknologi dalam area sektor berizin, komoditas
strategis, infrastruktur jaringan, distribusi, logistik, dan pasar digital harus didesain dengan audit trail,
kontrol akses, interoperabilitas, dan mekanisme pemeriksaan independen. Tujuannya bukan mengganti
penilaian manusia sepenuhnya, melainkan memperkecil ruang manipulasi dan meningkatkan
kemungkinan deteksi.

Pengalaman Indonesia juga mengingatkan bahwa reformasi antikorupsi berlangsung dalam ekonomi politik
nyata. Kelompok yang memperoleh rente memiliki sumber daya dan insentif untuk mempertahankan
aturan yang menguntungkan. Mereka dapat menggunakan argumen efisiensi, nasionalisme ekonomi,
perlindungan usaha, kebutuhan investasi, atau stabilitas untuk mempertahankan hak istimewa. Tidak
semua argumen tersebut keliru, tetapi kebijakan harus diuji melalui bukti: siapa penerima manfaatnya,
berapa lama dukungan diberikan, apa indikator kinerjanya, apakah ada pilihan yang lebih murah, dan
bagaimana mekanisme penghentiannya. Pertanyaan-pertanyaan ini mengubah diskusi dari niat kebijakan
menjadi akuntabilitas hasil.

Bagi dunia usaha, kepastian bahwa aturan berlaku setara sering lebih penting daripada sekadar sedikitnya
aturan. Sistem yang koruptif dapat tampak fleksibel karena hambatan dapat dinegosiasikan, tetapi
fleksibilitas semacam itu mahal dan tidak dapat diprediksi. Perusahaan baru dan UMKM biasanya paling
dirugikan karena mereka tidak memiliki jaringan atau skala untuk menyerap biaya transaksi. Akhirnya,
struktur pasar menjadi kurang dinamis, inovasi melambat, dan konsumen membayar harga lebih tinggi.
Oleh karena itu, upaya memperkuat kebijakan persaingan, transparansi lobi, evaluasi regulasi, dan
pencegahan konflik kepentingan memiliki dimensi produktivitas: ia membantu memindahkan kompetisi
dari kedekatan menuju kemampuan menghasilkan nilai.

Implikasi paling penting adalah kebutuhan melihat keberhasilan antikorupsi melalui outcome
pembangunan. Penurunan jumlah keluhan, misalnya, belum tentu berarti integritas meningkat jika warga
menyerah melapor. Bertambahnya kasus penindakan dapat berarti penegakan lebih efektif, tetapi juga
dapat mencerminkan risiko yang tinggi. Demikian pula, skor persepsi perlu dibaca bersama data transaksi
dan kualitas layanan. Untuk tema ini, indikator yang relevan mencakup waktu layanan, jumlah penawar
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efektif, variasi harga, mutu output, konsentrasi pemenang, frekuensi adendum, kepatuhan konflik
kepentingan, serta kepuasan pengguna. Kombinasi indikator memungkinkan pemerintah membedakan
antara kepatuhan administratif dan perbaikan substantif.

Pada akhirnya, rente politik mengubah kompetisi berbasis produktivitas menjadi kompetisi berbasis akses.
Reformasi tidak selesai ketika sebuah prosedur didigitalisasi atau seorang pelaku dihukum. Keberhasilan
terjadi ketika struktur insentif berubah sehingga mencari rente menjadi lebih mahal, lebih mudah
terdeteksi, dan kurang menguntungkan dibanding bersaing melalui produktivitas. Untuk mencapai itu,
memperkuat kebijakan persaingan, transparansi lobi, evaluasi regulasi, dan pencegahan konflik
kepentingan. Hubungan antara market power, competition policy, dan level playing field perlu diperlakukan
sebagai bagian dari arsitektur pembangunan. Integritas dengan demikian bukan biaya tambahan yang
menghambat pembangunan, melainkan investasi kelembagaan yang menentukan berapa besar manfaat
yang benar-benar dihasilkan dari setiap sumber daya publik dan privat.

Implikasi bagi Manajemen Pembangunan

Bagi manajemen pembangunan, tema ini menuntut perubahan dari pengendalian berbasis dokumen
menuju pengendalian berbasis risiko dan hasil. Dokumen yang lengkap tidak membuktikan bahwa
keputusan telah menghasilkan manfaat terbaik; ia hanya membuktikan bahwa jejak administratif tertentu
tersedia. Karena pelaku yang memiliki koneksi memperoleh lisensi, proteksi, informasi, pembiayaan, atau
regulasi yang menyulitkan pesaing masuk, organisasi publik perlu mengidentifikasi titik keputusan yang
memiliki kombinasi nilai ekonomi tinggi, diskresi tinggi, kompetisi rendah, dan transparansi rendah. Titik-
titik tersebut harus memperoleh pengawasan lebih kuat dibanding transaksi rutin bernilai rendah.
Pendekatan ini sejalan dengan prinsip materialitas dalam audit dan risk-based management: sumber daya
pengawasan yang terbatas ditempatkan pada lokasi yang potensi kerugiannya paling besar. Dalam sektor
berizin, komoditas strategis, infrastruktur jaringan, distribusi, logistik, dan pasar digital, pengukuran perlu
menghubungkan kepatuhan prosedur dengan manfaat yang benar-benar diterima pengguna. Dengan
demikian, integritas tidak terpisah dari efektivitas program.

Organisasi juga perlu membangun matriks risiko integritas yang hidup. Variabelnya dapat mencakup
konsentrasi kewenangan, frekuensiinteraksi dengan pihak eksternal, nilai keputusan, jumlah pengecualian
prosedur, konsentrasi pemasok, perubahan kontrak, keluhan, rotasi pejabat, dan hubungan kepemilikan.
Matriks tersebut tidak boleh digunakan untuk menuduh individu, melainkan untuk memprioritaskan
kontrol. Konsep market power dan entry barrier membantu menjelaskan mengapa pengawasan yang
seragam sering tidak efisien. Area dengan risiko rendah cukup diawasi melalui kontrol otomatis, sedangkan
area dengan risiko tinggi memerlukan review independen, pemisahan fungsi, dokumentasi alasan
keputusan, dan audit berkala.

Contoh Analitis dalam Konteks Indonesia

Bayangkan sebuah kebijakan pada area sektor berizin, komoditas strategis, infrastruktur jaringan,
distribusi, logistik, dan pasar digital. Secara formal tujuan kebijakan dapat sangat baik: mempercepat
investasi, menyediakan layanan, atau membangun fasilitas. Namun apabila kriteria penerima manfaat
tidak transparan dan perubahan keputusan tidak didokumentasikan, nilai ekonomi dari kebijakan itu dapat
menjadi objek rent seeking. Pelaku yang memiliki akses lebih awal dapat menyesuaikan strategi sebelum
pesaing; pihak yang dekat dengan pengambil keputusan dapat mempengaruhi spesifikasi; dan biaya yang
timbul kemudian dibebankan kepada anggaran atau konsumen. Tidak setiap kejadian seperti ini
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merupakan tindak pidana. Justru di situlah pentingnya konsep rent seeking: ia membantu mendeteksi
kerugian sosial yang dapat muncul sebelum atau di luar batas pembuktian pidana.

Sebaliknya, desain kebijakan dapat mengurangi rente tanpa mematikan diskresi yang diperlukan.
Pemerintah dapat mempublikasikan kriteria sebelum keputusan, membatasi perubahan setelah proses
berjalan, membuka data penerima manfaat, menerapkan mekanisme banding, dan mengevaluasi
outcome. Dalam area sektor berizin, komoditas strategis, infrastruktur jaringan, distribusi, logistik, dan
pasar digital, prinsip yang relevan adalah bahwa setiap privilege harus memiliki tujuan publik yang eksplisit,
ukuran kinerja, periode evaluasi, serta mekanisme penghentian. Ini merupakan penerapan praktis dari
memperkuat kebijakan persaingan, transparansi lobi, evaluasi regulasi, dan pencegahan konflik
kepentingan. Dengan desain sepertiitu, diskresi tetap tersedia untuk menghadapi kondisi kompleks, tetapi
alasan penggunaannya dapat diperiksa.

Arah Kebijakan

Arah kebijakan yang konsisten untuk tema ini adalah memperkuat kebijakan persaingan, transparansi lobi,
evaluasi regulasi, dan pencegahan konflik kepentingan. Kebijakan tersebut perlu diterjemahkan ke dalam
empat lapis. Pertama, lapis aturan: definisi kewenangan, kriteria, batas pengecualian, dan sanksi. Kedua,
lapis proses: pemisahan fungsi, dokumentasi, transparansi, dan kontrol digital. Ketiga, lapis manusia: merit
system, kompetensi, remunerasi yang wajar, perlindungan pelapor, dan kepemimpinan berintegritas.
Keempat, lapis evaluasi: indikator outcome, audit independen, partisipasi publik, dan koreksi kebijakan.
Keempat lapis tersebut saling melengkapi. Aturan tanpa manusia yang kompeten menjadi formalitas;
digitalisasi tanpa evaluasi dapat mengotomatisasi keputusan yang buruk; penindakan tanpa pencegahan
dapat menghasilkan siklus kasus baru.

9. Perizinan, Birokrasi, dan Ekonomi Biaya Tinggi

Bab ini menempatkan prosedur administratif dapat berubah dari instrumen tata kelola menjadi sumber
rente apabila kompleksitas dan diskresi tidak dikendalikan sebagai bagian dari persoalan pembangunan
Indonesia. Fokus analisis bukan pada sensasi kasus, melainkan pada mekanisme yang membuat sumber
daya kehilangan kemampuan menghasilkan nilai publik. Dalam konteks izin usaha, pertanahan, tata ruang,
konstruksi, lingkungan, kepabeanan, dan layanan pemerintah daerah, persoalan utama adalah bagaimana
kekuasaan, informasi, dan insentif berinteraksi. Kerangka ini memungkinkan pembaca membedakan
antara kesalahan administratif, kebijakan yang secara sah dapat diperdebatkan, konflik kepentingan, dan
perilaku yang benar-benar mengubah keputusan demi keuntungan partikular. Dengan cara itu, agenda
antikorupsi dapat ditempatkan dalam bahasa manajemen pembangunan: risiko, kontrol, produktivitas,
kualitas, akuntabilitas, serta distribusi manfaat dan biaya.

Secara normatif dan empiris, prosedur administratif dapat berubah dari instrumen tata kelola menjadi
sumber rente apabila kompleksitas dan diskresi tidak dikendalikan. Hal ini terjadi karena ketidakjelasan
prosedur, waktu layanan yang tidak pasti, persyaratan berulang, dan keputusan individual menciptakan
nilai bagi percepatan informal. Ketika pola tersebut berulang, persoalan tidak lagi bersifat insidental,
melainkan menjadi karakter sistem. Aktor yang berintegritas menghadapi biaya lebih tinggi apabila
prosedur formal lambat sementara jalur informal memberikan keuntungan bagi pesaing. Dalam keadaan
seperti ini, seleksi ekonomi dapat bekerja secara terbalik: organisasi yang paling produktif belum tentu
memperoleh akses terbaik, sedangkan organisasi yang paling mampu mengelola kedekatan politik dapat
bertahan. Konsekuensinya terlihat pada izin usaha, pertanahan, tata ruang, konstruksi, lingkungan,
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kepabeanan, dan layanan pemerintah daerah. Konsep red tape membantu menjelaskan bahwa mutu
institusi menentukan apakah energi ekonomi diarahkan pada penciptaan nilai atau pada perebutan
keuntungan yang sudah ada.

Mekanisme kerugian perlu ditelusuri dari keputusan awal sampai hasil akhir. Ketidakjelasan prosedur,
waktu layanan yang tidak pasti, persyaratan berulang, dan keputusan individual menciptakan nilai bagi
percepatan informal. Pada tahap pertama, distorsi mengubah siapa yang memperoleh akses. Pada tahap
kedua, ia mengubah harga, kualitas, waktu, atau spesifikasi. Pada tahap ketiga, masyarakat menerima
output yang tidak setara dengan sumber daya yang telah dikeluarkan. Efek kumulatif ini menjelaskan
mengapa pengukuran korupsi hanya melalui nilai uang yang terbukti di pengadilan cenderung meremehkan
biaya sosial. Dalam izin usaha, pertanahan, tata ruang, konstruksi, lingkungan, kepabeanan, dan layanan
pemerintah daerah, misalnya, satu keputusan yang bias dapat menghasilkan rentetan biaya pemeliharaan,
keterlambatan manfaat, dan hilangnya kepercayaan. Di sinilah administrative burden dan discretion
menjadi konsep penting untuk membaca hubungan antara kekuasaan administratif dan efisiensi ekonomi.

Korupsi dan rent seeking juga menciptakan biaya kesempatan. Sumber daya yang digunakan untuk mencari
akses, memelihara hubungan, menyusun transaksi terselubung, atau mengatasi hambatan yang sengaja
diciptakan seharusnya dapat digunakan untuk riset, pelatihan pekerja, inovasi, perluasan kapasitas, atau
perbaikan mutu. Karena itu, kerugian pembangunan bukan hanya apa yang dicuri, tetapi juga apa yang tidak
pernah tercipta. Bila prosedur administratif dapat berubah dari instrumen tata kelola menjadi sumber rente
apabila kompleksitas dan diskresi tidak dikendalikan, maka masyarakat kehilangan dua kali: kehilangan
sumber daya publik dan kehilangan alternatif penggunaan yang lebih produktif. Kerangka licensing
menuntut pembuat kebijakan membandingkan hasil aktual dengan hasil yang secara wajar dapat dicapai
dalam sistem yang lebih berintegritas.

Dimensi distribusi sama pentingnya dengan dimensi efisiensi. Rente jarang tersebar secara acak; ia
cenderung mengalir kepada pihak yang memiliki informasi, jaringan, modal politik, atau kemampuan
menanggung biaya lobi. Sebaliknya, biaya sering disebarkan kepada pembayar pajak, konsumen, pekerja,
masyarakat lokal, atau generasi mendatang. Pola ini dapat mengubah ketimpangan ekonomi menjadi
ketimpangan politik karena kekayaan yang diperoleh dari rente kemudian dapat digunakan untuk
memperkuat akses terhadap keputusan berikutnya. Pada izin usaha, pertanahan, tata ruang, konstruksi,
lingkungan, kepabeanan, dan layanan pemerintah daerah, mekanisme seperti ini dapat membuat
kebijakan terlihat netral secara formal tetapi menghasilkan manfaat yang sangat terkonsentrasi. Karena itu,
analisis service standard perlu disandingkan dengan analisis keadilan distributif.

Ada pula persoalan informasi. Pejabat publik biasanya memiliki informasi tentang jadwal kebijakan,
spesifikasi proyek, perubahan regulasi, atau prioritas anggaran yang belum dimiliki masyarakat.
Perusahaan memiliki informasi teknis dan biaya yang mungkin tidak diketahui pemerintah. Ketimpangan
informasi tersebut normal dalam organisasi modern, tetapi menjadi berbahaya ketika dikombinasikan
dengan konflik kepentingan dan pengawasan lemah. ketidakjelasan prosedur, waktu layanan yang tidak
pasti, persyaratan berulang, dan keputusan individual menciptakan nilai bagi percepatan informal dapat
disamarkan sebagai keputusan teknis yang sah. Oleh sebab itu, transparansi bukan sekadar
mempublikasikan dokumen, melainkan memastikan data tersedia pada waktu yang tepat, dalam format
yang dapat dianalisis, dan dapat dikaitkan dengan penanggung jawab keputusan.

Reformasi yang efektif harus menghindari dua ekstrem. Ekstrem pertama adalah keyakinan bahwa
penambahan aturan selalu mengurangi korupsi. Aturan yang terlalu banyak justru dapat menciptakan titik
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diskresi baru dan memperbesar nilai izin. Ekstrem kedua adalah deregulasi tanpa pengawasan, yang dapat
memindahkan rente dari birokrasi ke pelaku pasar dominan. Karena itu, simplifikasi proses, service-level
agreement, digital traceability, interoperabilitas data, dan mekanisme banding. Prinsipnya adalah
mengurangi ruang transaksi tersembunyi sambil mempertahankan kemampuan negara melindungi
kepentingan publik. Regulasi yang baik harus sederhana untuk dipatuhi, sulit dimanipulasi, dapat diaudit,
dan memiliki mekanisme koreksi ketika keputusan salah.

Pendekatan pencegahan juga perlu memperhatikan desain organisasi. Pemisahan fungsi, rotasi pada
posisi berisiko, deklarasi konflik kepentingan, dokumentasi keputusan, dan audit berbasis data dapat
menurunkan peluang kolusi. Namun kontrol formal tidak akan efektif jika target organisasi mendorong
perilaku yang bertentangan. Sebagai contoh, target serapan anggaran yang terlalu menekankan kecepatan
tanpa kualitas dapat membuka ruang kompromi pengadaan; target investasi yang semata-mata kuantitatif
dapat mendorong kelonggaran evaluasi; target penerimaan yang tidak disertai akuntabilitas dapat
menciptakan tekanan transaksional. Karena itu, pengendalian integritas harus diintegrasikan dengan KPI
substantif, bukan ditempatkan sebagai lampiran administratif.

Peran kepemimpinan menentukan apakah sistem kontrol benar-benar bekerja. Pesan antikorupsi akan
kehilangan kredibilitas apabila pelanggaran oleh aktor berpengaruh diperlakukan berbeda dari pelanggaran
oleh pegawai biasa. Sebaliknya, organisasi membangun norma integritas ketika keputusan sulit dapat
dijelaskan, konflik kepentingan dibuka, pelapor dilindungi, dan hasil audit ditindaklanjuti. Dalam konteks
izin usaha, pertanahan, tata ruang, konstruksi, lingkungan, kepabeanan, dan layanan pemerintah daerah,
tone at the top harus diterjemahkan menjadi praktik pada level menengah dan operasional. Dengan
demikian, integritas menjadi bagian dari rutinitas pengambilan keputusan, bukan sekadar slogan
komunikasi.

Teknologi dapat memperkuat reformasi dengan mengurangi biaya observasi. Data transaksi, waktu proses,
pola tender, perubahan kontrak, penggunaan aset, dan hubungan kepemilikan dapat dianalisis untuk
menemukan anomali. Akan tetapi, digitalisasi tidak identik dengan integritas. Sistem elektronik dapat
menyembunyikan bias dalam kode, membatasi akses kompetitor, atau mempertahankan pengecualian
manual yang tidak transparan. Karena itu, penerapan teknologi dalam area izin usaha, pertanahan, tata
ruang, konstruksi, lingkungan, kepabeanan, dan layanan pemerintah daerah harus didesain dengan audit
trail, kontrol akses, interoperabilitas, dan mekanisme pemeriksaan independen. Tujuannya bukan
mengganti penilaian manusia sepenuhnya, melainkan memperkecil ruang manipulasi dan meningkatkan
kemungkinan deteksi.

Pengalaman Indonesia juga mengingatkan bahwa reformasi antikorupsi berlangsung dalam ekonomi politik
nyata. Kelompok yang memperoleh rente memiliki sumber daya dan insentif untuk mempertahankan
aturan yang menguntungkan. Mereka dapat menggunakan argumen efisiensi, nasionalisme ekonomi,
perlindungan usaha, kebutuhan investasi, atau stabilitas untuk mempertahankan hak istimewa. Tidak
semua argumen tersebut keliru, tetapi kebijakan harus diuji melalui bukti: siapa penerima manfaatnya,
berapa lama dukungan diberikan, apa indikator kinerjanya, apakah ada pilihan yang lebih murah, dan
bagaimana mekanisme penghentiannya. Pertanyaan-pertanyaan ini mengubah diskusi dari niat kebijakan
menjadi akuntabilitas hasil.

Bagi dunia usaha, kepastian bahwa aturan berlaku setara sering lebih penting daripada sekadar sedikitnya
aturan. Sistem yang koruptif dapat tampak fleksibel karena hambatan dapat dinegosiasikan, tetapi
fleksibilitas semacam itu mahal dan tidak dapat diprediksi. Perusahaan baru dan UMKM biasanya paling
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dirugikan karena mereka tidak memiliki jaringan atau skala untuk menyerap biaya transaksi. Akhirnya,
struktur pasar menjadi kurang dinamis, inovasi melambat, dan konsumen membayar harga lebih tinggi.
Oleh karena itu, upaya simplifikasi proses, service-level agreement, digital traceability, interoperabilitas
data, dan mekanisme banding memiliki dimensi produktivitas: ia membantu memindahkan kompetisi dari
kedekatan menuju kemampuan menghasilkan nilai.

Implikasi paling penting adalah kebutuhan melihat keberhasilan antikorupsi melalui outcome
pembangunan. Penurunan jumlah keluhan, misalnya, belum tentu berarti integritas meningkat jika warga
menyerah melapor. Bertambahnya kasus penindakan dapat berarti penegakan lebih efektif, tetapi juga
dapat mencerminkan risiko yang tinggi. Demikian pula, skor persepsi perlu dibaca bersama data transaksi
dan kualitas layanan. Untuk tema ini, indikator yang relevan mencakup waktu layanan, jumlah penawar
efektif, variasi harga, mutu output, konsentrasi pemenang, frekuensi adendum, kepatuhan konflik
kepentingan, serta kepuasan pengguna. Kombinasi indikator memungkinkan pemerintah membedakan
antara kepatuhan administratif dan perbaikan substantif.

Pada akhirnya, prosedur administratif dapat berubah dari instrumen tata kelola menjadi sumber rente
apabila kompleksitas dan diskresi tidak dikendalikan. Reformasi tidak selesai ketika sebuah prosedur
didigitalisasi atau seorang pelaku dihukum. Keberhasilan terjadi ketika struktur insentif berubah sehingga
mencari rente menjadi lebih mahal, lebih mudah terdeteksi, dan kurang menguntungkan dibanding
bersaing melalui produktivitas. Untuk mencapai itu, simplifikasi proses, service-level agreement, digital
traceability, interoperabilitas data, dan mekanisme banding. Hubungan antara red tape, discretion, dan
service standard perlu diperlakukan sebagai bagian dari arsitektur pembangunan. Integritas dengan
demikian bukan biaya tambahan yang menghambat pembangunan, melainkan investasi kelembagaan yang
menentukan berapa besar manfaatyang benar-benar dihasilkan dari setiap sumber daya publik dan privat.

Implikasi bagi Manajemen Pembangunan

Bagi manajemen pembangunan, tema ini menuntut perubahan dari pengendalian berbasis dokumen
menuju pengendalian berbasis risiko dan hasil. Dokumen yang lengkap tidak membuktikan bahwa
keputusan telah menghasilkan manfaat terbaik; ia hanya membuktikan bahwa jejak administratif tertentu
tersedia. Karena ketidakjelasan prosedur, waktu layanan yang tidak pasti, persyaratan berulang, dan
keputusan individual menciptakan nilai bagi percepatan informal, organisasi publik perlu mengidentifikasi
titik keputusan yang memiliki kombinasi nilai ekonomi tinggi, diskresi tinggi, kompetisi rendah, dan
transparansi rendah. Titik-titik tersebut harus memperoleh pengawasan lebih kuat dibanding transaksi
rutin bernilai rendah. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip materialitas dalam audit dan risk-based
management: sumber daya pengawasan yang terbatas ditempatkan pada lokasi yang potensi kerugiannya
paling besar. Dalam izin usaha, pertanahan, tata ruang, konstruksi, lingkungan, kepabeanan, dan layanan
pemerintah daerah, pengukuran perlu menghubungkan kepatuhan prosedur dengan manfaat yang benar-
benar diterima pengguna. Dengan demikian, integritas tidak terpisah dari efektivitas program.

Organisasi juga perlu membangun matriks risiko integritas yang hidup. Variabelnya dapat mencakup
konsentrasi kewenangan, frekuensiinteraksi dengan pihak eksternal, nilai keputusan, jumlah pengecualian
prosedur, konsentrasi pemasok, perubahan kontrak, keluhan, rotasi pejabat, dan hubungan kepemilikan.
Matriks tersebut tidak boleh digunakan untuk menuduh individu, melainkan untuk memprioritaskan
kontrol. Konsep red tape dan administrative burden membantu menjelaskan mengapa pengawasan yang
seragam sering tidak efisien. Area dengan risiko rendah cukup diawasi melalui kontrol otomatis, sedangkan
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area dengan risiko tinggi memerlukan review independen, pemisahan fungsi, dokumentasi alasan
keputusan, dan audit berkala.

Contoh Analitis dalam Konteks Indonesia

Bayangkan sebuah kebijakan pada area izin usaha, pertanahan, tata ruang, konstruksi, lingkungan,
kepabeanan, dan layanan pemerintah daerah. Secara formal tujuan kebijakan dapat sangat baik:
mempercepat investasi, menyediakan layanan, atau membangun fasilitas. Namun apabila kriteria
penerima manfaat tidak transparan dan perubahan keputusan tidak didokumentasikan, nilai ekonomi dari
kebijakan itu dapat menjadi objek rent seeking. Pelaku yang memiliki akses lebih awal dapat menyesuaikan
strategi sebelum pesaing; pihak yang dekat dengan pengambil keputusan dapat mempengaruhi spesifikasi;
dan biaya yang timbul kemudian dibebankan kepada anggaran atau konsumen. Tidak setiap kejadian
seperti ini merupakan tindak pidana. Justru di situlah pentingnya konsep rent seeking: ia membantu
mendeteksi kerugian sosial yang dapat muncul sebelum atau di luar batas pembuktian pidana.

Sebaliknya, desain kebijakan dapat mengurangi rente tanpa mematikan diskresi yang diperlukan.
Pemerintah dapat mempublikasikan kriteria sebelum keputusan, membatasi perubahan setelah proses
berjalan, membuka data penerima manfaat, menerapkan mekanisme banding, dan mengevaluasi
outcome. Dalam areaizin usaha, pertanahan, tata ruang, konstruksi, lingkungan, kepabeanan, dan layanan
pemerintah daerah, prinsip yang relevan adalah bahwa setiap privilege harus memiliki tujuan publik yang
eksplisit, ukuran kinerja, periode evaluasi, serta mekanisme penghentian. Ini merupakan penerapan praktis
dari simplifikasi proses, service-level agreement, digital traceability, interoperabilitas data, dan mekanisme
banding. Dengan desain seperti itu, diskresi tetap tersedia untuk menghadapi kondisi kompleks, tetapi
alasan penggunaannya dapat diperiksa.

Arah Kebijakan

Arah kebijakan yang konsisten untuk tema ini adalah simplifikasi proses, service-level agreement, digital
traceability, interoperabilitas data, dan mekanisme banding. Kebijakan tersebut perlu diterjemahkan ke
dalam empat lapis. Pertama, lapis aturan: definisi kewenangan, kriteria, batas pengecualian, dan sanksi.
Kedua, lapis proses: pemisahan fungsi, dokumentasi, transparansi, dan kontrol digital. Ketiga, lapis
manusia: merit system, kompetensi, remunerasi yang wajar, perlindungan pelapor, dan kepemimpinan
berintegritas. Keempat, lapis evaluasi: indikator outcome, auditindependen, partisipasi publik, dan koreksi
kebijakan. Keempat lapis tersebut saling melengkapi. Aturan tanpa manusia yang kompeten menjadi
formalitas; digitalisasi tanpa evaluasi dapat mengotomatisasi keputusan yang buruk; penindakan tanpa
pencegahan dapat menghasilkan siklus kasus baru.

10. Desentralisasi: Kedekatan Layanan dan Fragmentasi Risiko Korupsi

Bab ini menempatkan desentralisasi dapat meningkatkan responsivitas tetapi juga mendistribusikan titik
keputusan dan risiko rente ke banyak pusat kewenangan sebagai bagian dari persoalan pembangunan
Indonesia. Fokus analisis bukan pada sensasi kasus, melainkan pada mekanisme yang membuat sumber
daya kehilangan kemampuan menghasilkan nilai publik. Dalam konteks APBD, BUMD, proyek daerah,
perizinan sumber daya, dana desa, dan pengadaan lokal, persoalan utama adalah bagaimana kekuasaan,
informasi, dan insentif berinteraksi. Kerangka ini memungkinkan pembaca membedakan antara kesalahan
administratif, kebijakan yang secara sah dapat diperdebatkan, konflik kepentingan, dan perilaku yang
benar-benar mengubah keputusan demi keuntungan partikular. Dengan cara itu, agenda antikorupsi dapat
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ditempatkan dalam bahasa manajemen pembangunan: risiko, kontrol, produktivitas, kualitas,
akuntabilitas, serta distribusi manfaat dan biaya.

Pada aras kebijakan publik, desentralisasi dapat meningkatkan responsivitas tetapi juga mendistribusikan
titik keputusan dan risiko rente ke banyak pusat kewenangan. Hal ini terjadi karena variasi kapasitas
pengawasan, kedekatan elite lokal, pengadaan daerah, perizinan, dan politik anggaran dapat menciptakan
pola korupsi yang berbeda antarwilayah. Ketika pola tersebut berulang, persoalan tidak lagi bersifat
insidental, melainkan menjadi karakter sistem. Aktor yang berintegritas menghadapi biaya lebih tinggi
apabila prosedur formal lambat sementara jalur informal memberikan keuntungan bagi pesaing. Dalam
keadaan seperti ini, seleksi ekonomi dapat bekerja secara terbalik: organisasi yang paling produktif belum
tentu memperoleh akses terbaik, sedangkan organisasi yang paling mampu mengelola kedekatan politik
dapat bertahan. Konsekuensinya terlihat pada APBD, BUMD, proyek daerah, perizinan sumber daya, dana
desa, dan pengadaan lokal. Konsep decentralization membantu menjelaskan bahwa mutu institusi
menentukan apakah energi ekonomi diarahkan pada penciptaan nilai atau pada perebutan keuntungan
yang sudah ada.

Mekanisme kerugian perlu ditelusuri dari keputusan awal sampai hasil akhir. Variasi kapasitas
pengawasan, kedekatan elite lokal, pengadaan daerah, perizinan, dan politik anggaran dapat menciptakan
pola korupsi yang berbeda antarwilayah. Pada tahap pertama, distorsi mengubah siapa yang memperoleh
akses. Pada tahap kedua, ia mengubah harga, kualitas, waktu, atau spesifikasi. Pada tahap ketiga,
masyarakat menerima output yang tidak setara dengan sumber daya yang telah dikeluarkan. Efek kumulatif
ini menjelaskan mengapa pengukuran korupsi hanya melalui nilai uang yang terbukti di pengadilan
cenderung meremehkan biaya sosial. Dalam APBD, BUMD, proyek daerah, perizinan sumber daya, dana
desa, dan pengadaan lokal, misalnya, satu keputusan yang bias dapat menghasilkan rentetan biaya
pemeliharaan, keterlambatan manfaat, dan hilangnya kepercayaan. Di sinilah local capture dan elite
networks menjadi konsep penting untuk membaca hubungan antara kekuasaan administratif dan efisiensi
ekonomi.

Korupsi dan rent seeking juga menciptakan biaya kesempatan. Sumber daya yang digunakan untuk mencari
akses, memelihara hubungan, menyusun transaksi terselubung, atau mengatasi hambatan yang sengaja
diciptakan seharusnya dapat digunakan untuk riset, pelatihan pekerja, inovasi, perluasan kapasitas, atau
perbaikan mutu. Karena itu, kerugian pembangunan bukan hanya apa yang dicuri, tetapi juga apa yang tidak
pernah tercipta. Bila desentralisasi dapat meningkatkan responsivitas tetapi juga mendistribusikan titik
keputusan dan risiko rente ke banyak pusat kewenangan, maka masyarakat kehilangan dua kali: kehilangan
sumber daya publik dan kehilangan alternatif penggunaan yang lebih produktif. Kerangka APBD menuntut
pembuat kebijakan membandingkan hasil aktual dengan hasil yang secara wajar dapat dicapai dalam
sistem yang lebih berintegritas.

Dimensi distribusi sama pentingnya dengan dimensi efisiensi. Rente jarang tersebar secara acak; ia
cenderung mengalir kepada pihak yang memiliki informasi, jaringan, modal politik, atau kemampuan
menanggung biaya lobi. Sebaliknya, biaya sering disebarkan kepada pembayar pajak, konsumen, pekerja,
masyarakat lokal, atau generasi mendatang. Pola ini dapat mengubah ketimpangan ekonomi menjadi
ketimpangan politik karena kekayaan yang diperoleh dari rente kemudian dapat digunakan untuk
memperkuat akses terhadap keputusan berikutnya. Pada APBD, BUMD, proyek daerah, perizinan sumber
daya, dana desa, dan pengadaan lokal, mekanisme seperti ini dapat membuat kebijakan terlihat netral
secara formal tetapi menghasilkan manfaat yang sangat terkonsentrasi. Karena itu, analisis subnational
governance perlu disandingkan dengan analisis keadilan distributif.
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Ada pula persoalan informasi. Pejabat publik biasanya memiliki informasi tentang jadwal kebijakan,
spesifikasi proyek, perubahan regulasi, atau prioritas anggaran yang belum dimiliki masyarakat.
Perusahaan memiliki informasi teknis dan biaya yang mungkin tidak diketahui pemerintah. Ketimpangan
informasi tersebut normal dalam organisasi modern, tetapi menjadi berbahaya ketika dikombinasikan
dengan konflik kepentingan dan pengawasan lemah. variasi kapasitas pengawasan, kedekatan elite lokal,
pengadaan daerah, perizinan, dan politik anggaran dapat menciptakan pola korupsi yang berbeda
antarwilayah dapat disamarkan sebagai keputusan teknis yang sah. Oleh sebab itu, transparansi bukan
sekadar mempublikasikan dokumen, melainkan memastikan data tersedia pada waktu yang tepat, dalam
format yang dapat dianalisis, dan dapat dikaitkan dengan penanggung jawab keputusan.

Reformasi yang efektif harus menghindari dua ekstrem. Ekstrem pertama adalah keyakinan bahwa
penambahan aturan selalu mengurangi korupsi. Aturan yang terlalu banyak justru dapat menciptakan titik
diskresi baru dan memperbesar nilai izin. Ekstrem kedua adalah deregulasi tanpa pengawasan, yang dapat
memindahkan rente dari birokrasi ke pelaku pasar dominan. Karena itu, membangun kapasitas
pengendalian internal daerah, standardisasi data, benchmarking integritas, dan pengawasan masyarakat.
Prinsipnya adalah mengurangi ruang transaksi tersembunyi sambil mempertahankan kemampuan negara
melindungi kepentingan publik. Regulasi yang baik harus sederhana untuk dipatuhi, sulit dimanipulasi,
dapat diaudit, dan memiliki mekanisme koreksi ketika keputusan salah.

Pendekatan pencegahan juga perlu memperhatikan desain organisasi. Pemisahan fungsi, rotasi pada
posisi berisiko, deklarasi konflik kepentingan, dokumentasi keputusan, dan audit berbasis data dapat
menurunkan peluang kolusi. Namun kontrol formal tidak akan efektif jika target organisasi mendorong
perilaku yang bertentangan. Sebagai contoh, target serapan anggaran yang terlalu menekankan kecepatan
tanpa kualitas dapat membuka ruang kompromi pengadaan; target investasi yang semata-mata kuantitatif
dapat mendorong kelonggaran evaluasi; target penerimaan yang tidak disertai akuntabilitas dapat
menciptakan tekanan transaksional. Karena itu, pengendalian integritas harus diintegrasikan dengan KPI
substantif, bukan ditempatkan sebagai lampiran administratif.

Peran kepemimpinan menentukan apakah sistem kontrol benar-benar bekerja. Pesan antikorupsi akan
kehilangan kredibilitas apabila pelanggaran oleh aktor berpengaruh diperlakukan berbeda dari pelanggaran
oleh pegawai biasa. Sebaliknya, organisasi membangun norma integritas ketika keputusan sulit dapat
dijelaskan, konflik kepentingan dibuka, pelapor dilindungi, dan hasil audit ditindaklanjuti. Dalam konteks
APBD, BUMD, proyek daerah, perizinan sumber daya, dana desa, dan pengadaan lokal, tone at the top
harus diterjemahkan menjadi praktik pada level menengah dan operasional. Dengan demikian, integritas
menjadi bagian dari rutinitas pengambilan keputusan, bukan sekadar slogan komunikasi.

Teknologi dapat memperkuat reformasi dengan mengurangi biaya observasi. Data transaksi, waktu proses,
pola tender, perubahan kontrak, penggunaan aset, dan hubungan kepemilikan dapat dianalisis untuk
menemukan anomali. Akan tetapi, digitalisasi tidak identik dengan integritas. Sistem elektronik dapat
menyembunyikan bias dalam kode, membatasi akses kompetitor, atau mempertahankan pengecualian
manual yang tidak transparan. Karena itu, penerapan teknologi dalam area APBD, BUMD, proyek daerah,
perizinan sumber daya, dana desa, dan pengadaan lokal harus didesain dengan audit trail, kontrol akses,
interoperabilitas, dan mekanisme pemeriksaan independen. Tujuannya bukan mengganti penilaian
manusia sepenuhnya, melainkan memperkecil ruang manipulasi dan meningkatkan kemungkinan deteksi.

Pengalaman Indonesia juga mengingatkan bahwa reformasi antikorupsi berlangsung dalam ekonomi politik
nyata. Kelompok yang memperoleh rente memiliki sumber daya dan insentif untuk mempertahankan
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aturan yang menguntungkan. Mereka dapat menggunakan argumen efisiensi, nasionalisme ekonomi,
perlindungan usaha, kebutuhan investasi, atau stabilitas untuk mempertahankan hak istimewa. Tidak
semua argumen tersebut keliru, tetapi kebijakan harus diuji melalui bukti: siapa penerima manfaatnya,
berapa lama dukungan diberikan, apa indikator kinerjanya, apakah ada pilihan yang lebih murah, dan
bagaimana mekanisme penghentiannya. Pertanyaan-pertanyaan ini mengubah diskusi dari niat kebijakan
menjadi akuntabilitas hasil.

Bagi dunia usaha, kepastian bahwa aturan berlaku setara sering lebih penting daripada sekadar sedikitnya
aturan. Sistem yang koruptif dapat tampak fleksibel karena hambatan dapat dinegosiasikan, tetapi
fleksibilitas semacam itu mahal dan tidak dapat diprediksi. Perusahaan baru dan UMKM biasanya paling
dirugikan karena mereka tidak memiliki jaringan atau skala untuk menyerap biaya transaksi. Akhirnya,
struktur pasar menjadi kurang dinamis, inovasi melambat, dan konsumen membayar harga lebih tinggi.
Oleh karena itu, upaya membangun kapasitas pengendalian internal daerah, standardisasi data,
benchmarking integritas, dan pengawasan masyarakat memiliki dimensi produktivitas: ia membantu
memindahkan kompetisi dari kedekatan menuju kemampuan menghasilkan nilai.

Implikasi paling penting adalah kebutuhan melihat keberhasilan antikorupsi melalui outcome
pembangunan. Penurunan jumlah keluhan, misalnya, belum tentu berarti integritas meningkat jika warga
menyerah melapor. Bertambahnya kasus penindakan dapat berarti penegakan lebih efektif, tetapi juga
dapat mencerminkan risiko yang tinggi. Demikian pula, skor persepsi perlu dibaca bersama data transaksi
dan kualitas layanan. Untuk tema ini, indikator yang relevan mencakup waktu layanan, jumlah penawar
efektif, variasi harga, mutu output, konsentrasi pemenang, frekuensi adendum, kepatuhan konflik
kepentingan, serta kepuasan pengguna. Kombinasi indikator memungkinkan pemerintah membedakan
antara kepatuhan administratif dan perbaikan substantif.

Pada akhirnya, desentralisasi dapat meningkatkan responsivitas tetapi juga mendistribusikan titik
keputusan dan risiko rente ke banyak pusat kewenangan. Reformasi tidak selesai ketika sebuah prosedur
didigitalisasi atau seorang pelaku dihukum. Keberhasilan terjadi ketika struktur insentif berubah sehingga
mencari rente menjadi lebih mahal, lebih mudah terdeteksi, dan kurang menguntungkan dibanding
bersaing melalui produktivitas. Untuk mencapai itu, membangun kapasitas pengendalian internal daerah,
standardisasi data, benchmarking integritas, dan pengawasan masyarakat. Hubungan antara
decentralization, elite networks, dan subnational governance perlu diperlakukan sebagai bagian dari
arsitektur pembangunan. Integritas dengan demikian bukan biaya tambahan yang menghambat
pembangunan, melainkan investasi kelembagaan yang menentukan berapa besar manfaat yang benar-
benar dihasilkan dari setiap sumber daya publik dan privat.

Implikasi bagi Manajemen Pembangunan

Bagi manajemen pembangunan, tema ini menuntut perubahan dari pengendalian berbasis dokumen
menuju pengendalian berbasis risiko dan hasil. Dokumen yang lengkap tidak membuktikan bahwa
keputusan telah menghasilkan manfaat terbaik; ia hanya membuktikan bahwa jejak administratif tertentu
tersedia. Karena variasi kapasitas pengawasan, kedekatan elite lokal, pengadaan daerah, perizinan, dan
politik anggaran dapat menciptakan pola korupsi yang berbeda antarwilayah, organisasi publik perlu
mengidentifikasi titik keputusan yang memiliki kombinasi nilai ekonomi tinggi, diskresi tinggi, kompetisi
rendah, dan transparansi rendah. Titik-titik tersebut harus memperoleh pengawasan lebih kuat dibanding
transaksi rutin bernilai rendah. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip materialitas dalam audit dan risk-
based management: sumber daya pengawasan yang terbatas ditempatkan pada lokasi yang potensi
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kerugiannya paling besar. Dalam APBD, BUMD, proyek daerah, perizinan sumber daya, dana desa, dan
pengadaan lokal, pengukuran perlu menghubungkan kepatuhan prosedur dengan manfaat yang benar-
benar diterima pengguna. Dengan demikian, integritas tidak terpisah dari efektivitas program.

Organisasi juga perlu membangun matriks risiko integritas yang hidup. Variabelnya dapat mencakup
konsentrasi kewenangan, frekuensiinteraksi dengan pihak eksternal, nilai keputusan, jumlah pengecualian
prosedur, konsentrasi pemasok, perubahan kontrak, keluhan, rotasi pejabat, dan hubungan kepemilikan.
Matriks tersebut tidak boleh digunakan untuk menuduh individu, melainkan untuk memprioritaskan
kontrol. Konsep decentralization dan local capture membantu menjelaskan mengapa pengawasan yang
seragam sering tidak efisien. Area dengan risiko rendah cukup diawasi melalui kontrol otomatis, sedangkan
area dengan risiko tinggi memerlukan review independen, pemisahan fungsi, dokumentasi alasan
keputusan, dan audit berkala.

Contoh Analitis dalam Konteks Indonesia

Bayangkan sebuah kebijakan pada area APBD, BUMD, proyek daerah, perizinan sumber daya, dana desa,
dan pengadaan lokal. Secara formal tujuan kebijakan dapat sangat baik: mempercepat investasi,
menyediakan layanan, atau membangun fasilitas. Namun apabila kriteria penerima manfaat tidak
transparan dan perubahan keputusan tidak didokumentasikan, nilai ekonomi dari kebijakan itu dapat
menjadi objek rent seeking. Pelaku yang memiliki akses lebih awal dapat menyesuaikan strategi sebelum
pesaing; pihak yang dekat dengan pengambil keputusan dapat mempengaruhi spesifikasi; dan biaya yang
timbul kemudian dibebankan kepada anggaran atau konsumen. Tidak setiap kejadian seperti ini
merupakan tindak pidana. Justru di situlah pentingnya konsep rent seeking: ia membantu mendeteksi
kerugian sosial yang dapat muncul sebelum atau di luar batas pembuktian pidana.

Sebaliknya, desain kebijakan dapat mengurangi rente tanpa mematikan diskresi yang diperlukan.
Pemerintah dapat mempublikasikan kriteria sebelum keputusan, membatasi perubahan setelah proses
berjalan, membuka data penerima manfaat, menerapkan mekanisme banding, dan mengevaluasi
outcome. Dalam area APBD, BUMD, proyek daerah, perizinan sumber daya, dana desa, dan pengadaan
lokal, prinsip yang relevan adalah bahwa setiap privilege harus memiliki tujuan publik yang eksplisit, ukuran
kinerja, periode evaluasi, serta mekanisme penghentian. Ini merupakan penerapan praktis dari
membangun kapasitas pengendalian internal daerah, standardisasi data, benchmarking integritas, dan
pengawasan masyarakat. Dengan desain seperti itu, diskresi tetap tersedia untuk menghadapi kondisi
kompleks, tetapi alasan penggunaannya dapat diperiksa.

Arah Kebijakan

Arah kebijakan yang konsisten untuk tema ini adalah membangun kapasitas pengendalian internal daerah,
standardisasi data, benchmarking integritas, dan pengawasan masyarakat. Kebijakan tersebut perlu
diterjemahkan ke dalam empat lapis. Pertama, lapis aturan: definisi kewenangan, kriteria, batas
pengecualian, dan sanksi. Kedua, lapis proses: pemisahan fungsi, dokumentasi, transparansi, dan kontrol
digital. Ketiga, lapis manusia: merit system, kompetensi, remunerasi yang wajar, perlindungan pelapor, dan
kepemimpinan berintegritas. Keempat, lapis evaluasi: indikator outcome, audit independen, partisipasi
publik, dan koreksi kebijakan. Keempat lapis tersebut saling melengkapi. Aturan tanpa manusia yang
kompeten menjadi formalitas; digitalisasi tanpa evaluasi dapat mengotomatisasi keputusan yang buruk;
penindakan tanpa pencegahan dapat menghasilkan siklus kasus baru.
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11. Politik Elektoral, Pembiayaan Politik, dan Siklus Rente

Bab ini menempatkan biaya kompetisi politik dapat menciptakan tekanan untuk mengembalikan investasi
politik melalui akses terhadap sumber daya negara sebagai bagian dari persoalan pembangunan Indonesia.
Fokus analisis bukan pada sensasi kasus, melainkan pada mekanisme yang membuat sumber daya
kehilangan kemampuan menghasilkan nilai publik. Dalam konteks pemilihan eksekutif dan legislatif,
proyek daerah, pengadaan, BUMN/BUMD, serta kebijakan sektoral, persoalan utama adalah bagaimana
kekuasaan, informasi, dan insentif berinteraksi. Kerangka ini memungkinkan pembaca membedakan
antara kesalahan administratif, kebijakan yang secara sah dapat diperdebatkan, konflik kepentingan, dan
perilaku yang benar-benar mengubah keputusan demi keuntungan partikular. Dengan cara itu, agenda
antikorupsi dapat ditempatkan dalam bahasa manajemen pembangunan: risiko, kontrol, produktivitas,
kualitas, akuntabilitas, serta distribusi manfaat dan biaya.

Dalam horizon Indonesia Emas 2045, biaya kompetisi politik dapat menciptakan tekanan untuk
mengembalikan investasi politik melalui akses terhadap sumber daya negara. Hal ini terjadi karena donasi,
biaya kampanye, patronase, penempatan jabatan, dan hubungan dengan penyandang dana dapat
membentuk ekspektasi timbal balik setelah pemilu. Ketika pola tersebut berulang, persoalan tidak lagi
bersifat insidental, melainkan menjadi karakter sistem. Aktor yang berintegritas menghadapi biaya lebih
tinggi apabila prosedur formal lambat sementara jalur informal memberikan keuntungan bagi pesaing.
Dalam keadaan seperti ini, seleksi ekonomi dapat bekerja secara terbalik: organisasi yang paling produktif
belum tentu memperoleh akses terbaik, sedangkan organisasi yang paling mampu mengelola kedekatan
politik dapat bertahan. Konsekuensinya terlihat pada pemilihan eksekutif dan legislatif, proyek daerah,
pengadaan, BUMN/BUMD, serta kebijakan sektoral. Konsep political finance membantu menjelaskan
bahwa mutu institusi menentukan apakah energi ekonomi diarahkan pada penciptaan nilai atau pada
perebutan keuntungan yang sudah ada.

Mekanisme kerugian perlu ditelusuri dari keputusan awal sampai hasil akhir. Donasi, biaya kampanye,
patronase, penempatan jabatan, dan hubungan dengan penyandang dana dapat membentuk ekspektasi
timbal balik setelah pemilu. Pada tahap pertama, distorsi mengubah siapa yang memperoleh akses. Pada
tahap kedua, ia mengubah harga, kualitas, waktu, atau spesifikasi. Pada tahap ketiga, masyarakat
menerima output yang tidak setara dengan sumber daya yang telah dikeluarkan. Efek kumulatif ini
menjelaskan mengapa pengukuran korupsi hanya melalui nilai uang yang terbukti di pengadilan cenderung
meremehkan biaya sosial. Dalam pemilihan eksekutif dan legislatif, proyek daerah, pengadaan,
BUMN/BUMD, serta kebijakan sektoral, misalnya, satu keputusan yang bias dapat menghasilkan rentetan
biaya pemeliharaan, keterlambatan manfaat, dan hilangnya kepercayaan. Di sinilah quid pro quo dan
campaign cost menjadi konsep penting untuk membaca hubungan antara kekuasaan administratif dan
efisiensi ekonomi.

Korupsi dan rent seeking juga menciptakan biaya kesempatan. Sumber daya yang digunakan untuk mencari
akses, memelihara hubungan, menyusun transaksi terselubung, atau mengatasi hambatan yang sengaja
diciptakan seharusnya dapat digunakan untuk riset, pelatihan pekerja, inovasi, perluasan kapasitas, atau
perbaikan mutu. Karena itu, kerugian pembangunan bukan hanya apa yang dicuri, tetapi juga apa yang tidak
pernah tercipta. Bila biaya kompetisi politik dapat menciptakan tekanan untuk mengembalikan investasi
politik melalui akses terhadap sumber daya negara, maka masyarakat kehilangan dua kali: kehilangan
sumber daya publik dan kehilangan alternatif penggunaan yang lebih produktif. Kerangka patronage
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menuntut pembuat kebijakan membandingkan hasil aktual dengan hasil yang secara wajar dapat dicapai
dalam sistem yang lebih berintegritas.

Dimensi distribusi sama pentingnya dengan dimensi efisiensi. Rente jarang tersebar secara acak; ia
cenderung mengalir kepada pihak yang memiliki informasi, jaringan, modal politik, atau kemampuan
menanggung biaya lobi. Sebaliknya, biaya sering disebarkan kepada pembayar pajak, konsumen, pekerja,
masyarakat lokal, atau generasi mendatang. Pola ini dapat mengubah ketimpangan ekonomi menjadi
ketimpangan politik karena kekayaan yang diperoleh dari rente kemudian dapat digunakan untuk
memperkuat akses terhadap keputusan berikutnya. Pada pemilihan eksekutif dan legislatif, proyek daerah,
pengadaan, BUMN/BUMD, serta kebijakan sektoral, mekanisme seperti ini dapat membuat kebijakan
terlihat netral secara formal tetapi menghasilkan manfaat yang sangat terkonsentrasi. Karena itu, analisis
accountability perlu disandingkan dengan analisis keadilan distributif.

Ada pula persoalan informasi. Pejabat publik biasanya memiliki informasi tentang jadwal kebijakan,
spesifikasi proyek, perubahan regulasi, atau prioritas anggaran yang belum dimiliki masyarakat.
Perusahaan memiliki informasi teknis dan biaya yang mungkin tidak diketahui pemerintah. Ketimpangan
informasi tersebut normal dalam organisasi modern, tetapi menjadi berbahaya ketika dikombinasikan
dengan konflik kepentingan dan pengawasan lemah. donasi, biaya kampanye, patronase, penempatan
jabatan, dan hubungan dengan penyandang dana dapat membentuk ekspektasi timbal balik setelah pemilu
dapat disamarkan sebagai keputusan teknis yang sah. Oleh sebab itu, transparansi bukan sekadar
mempublikasikan dokumen, melainkan memastikan data tersedia pada waktu yang tepat, dalam format
yang dapat dianalisis, dan dapat dikaitkan dengan penanggung jawab keputusan.

Reformasi yang efektif harus menghindari dua ekstrem. Ekstrem pertama adalah keyakinan bahwa
penambahan aturan selalu mengurangi korupsi. Aturan yang terlalu banyak justru dapat menciptakan titik
diskresi baru dan memperbesar nilai izin. Ekstrem kedua adalah deregulasi tanpa pengawasan, yang dapat
memindahkan rente dari birokrasi ke pelaku pasar dominan. Karena itu, transparansi pembiayaan politik,
audit yang efektif, batas konflik kepentingan, dan pengawasan pasca-pemilu. Prinsipnya adalah
mengurangi ruang transaksi tersembunyi sambil mempertahankan kemampuan negara melindungi
kepentingan publik. Regulasi yang baik harus sederhana untuk dipatuhi, sulit dimanipulasi, dapat diaudit,
dan memiliki mekanisme koreksi ketika keputusan salah.

Pendekatan pencegahan juga perlu memperhatikan desain organisasi. Pemisahan fungsi, rotasi pada
posisi berisiko, deklarasi konflik kepentingan, dokumentasi keputusan, dan audit berbasis data dapat
menurunkan peluang kolusi. Namun kontrol formal tidak akan efektif jika target organisasi mendorong
perilaku yang bertentangan. Sebagai contoh, target serapan anggaran yang terlalu menekankan kecepatan
tanpa kualitas dapat membuka ruang kompromi pengadaan; target investasi yang semata-mata kuantitatif
dapat mendorong kelonggaran evaluasi; target penerimaan yang tidak disertai akuntabilitas dapat
menciptakan tekanan transaksional. Karena itu, pengendalian integritas harus diintegrasikan dengan KPI
substantif, bukan ditempatkan sebagai lampiran administratif.

Peran kepemimpinan menentukan apakah sistem kontrol benar-benar bekerja. Pesan antikorupsi akan
kehilangan kredibilitas apabila pelanggaran oleh aktor berpengaruh diperlakukan berbeda dari pelanggaran
oleh pegawai biasa. Sebaliknya, organisasi membangun norma integritas ketika keputusan sulit dapat
dijelaskan, konflik kepentingan dibuka, pelapor dilindungi, dan hasil audit ditindaklanjuti. Dalam konteks
pemilihan eksekutif dan legislatif, proyek daerah, pengadaan, BUMN/BUMD, serta kebijakan sektoral, tone
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at the top harus diterjemahkan menjadi praktik pada level menengah dan operasional. Dengan demikian,
integritas menjadi bagian dari rutinitas pengambilan keputusan, bukan sekadar slogan komunikasi.

Teknologi dapat memperkuat reformasi dengan mengurangi biaya observasi. Data transaksi, waktu proses,
pola tender, perubahan kontrak, penggunaan aset, dan hubungan kepemilikan dapat dianalisis untuk
menemukan anomali. Akan tetapi, digitalisasi tidak identik dengan integritas. Sistem elektronik dapat
menyembunyikan bias dalam kode, membatasi akses kompetitor, atau mempertahankan pengecualian
manual yang tidak transparan. Karena itu, penerapan teknologi dalam area pemilihan eksekutif dan
legislatif, proyek daerah, pengadaan, BUMN/BUMD, serta kebijakan sektoral harus didesain dengan audit
trail, kontrol akses, interoperabilitas, dan mekanisme pemeriksaan independen. Tujuannya bukan
mengganti penilaian manusia sepenuhnya, melainkan memperkecil ruang manipulasi dan meningkatkan
kemungkinan deteksi.

Pengalaman Indonesia juga mengingatkan bahwa reformasi antikorupsi berlangsung dalam ekonomi politik
nyata. Kelompok yang memperoleh rente memiliki sumber daya dan insentif untuk mempertahankan
aturan yang menguntungkan. Mereka dapat menggunakan argumen efisiensi, nasionalisme ekonomi,
perlindungan usaha, kebutuhan investasi, atau stabilitas untuk mempertahankan hak istimewa. Tidak
semua argumen tersebut keliru, tetapi kebijakan harus diuji melalui bukti: siapa penerima manfaatnya,
berapa lama dukungan diberikan, apa indikator kinerjanya, apakah ada pilihan yang lebih murah, dan
bagaimana mekanisme penghentiannya. Pertanyaan-pertanyaan ini mengubah diskusi dari niat kebijakan
menjadi akuntabilitas hasil.

Bagi dunia usaha, kepastian bahwa aturan berlaku setara sering lebih penting daripada sekadar sedikitnya
aturan. Sistem yang koruptif dapat tampak fleksibel karena hambatan dapat dinegosiasikan, tetapi
fleksibilitas semacam itu mahal dan tidak dapat diprediksi. Perusahaan baru dan UMKM biasanya paling
dirugikan karena mereka tidak memiliki jaringan atau skala untuk menyerap biaya transaksi. Akhirnya,
struktur pasar menjadi kurang dinamis, inovasi melambat, dan konsumen membayar harga lebih tinggi.
Oleh karena itu, upaya transparansi pembiayaan politik, audit yang efektif, batas konflik kepentingan, dan
pengawasan pasca-pemilu memiliki dimensi produktivitas: ia membantu memindahkan kompetisi dari
kedekatan menuju kemampuan menghasilkan nilai.

Implikasi paling penting adalah kebutuhan melihat keberhasilan antikorupsi melalui outcome
pembangunan. Penurunan jumlah keluhan, misalnya, belum tentu berarti integritas meningkat jika warga
menyerah melapor. Bertambahnya kasus penindakan dapat berarti penegakan lebih efektif, tetapi juga
dapat mencerminkan risiko yang tinggi. Demikian pula, skor persepsi perlu dibaca bersama data transaksi
dan kualitas layanan. Untuk tema ini, indikator yang relevan mencakup waktu layanan, jumlah penawar
efektif, variasi harga, mutu output, konsentrasi pemenang, frekuensi adendum, kepatuhan konflik
kepentingan, serta kepuasan pengguna. Kombinasi indikator memungkinkan pemerintah membedakan
antara kepatuhan administratif dan perbaikan substantif.

Pada akhirnya, biaya kompetisi politik dapat menciptakan tekanan untuk mengembalikan investasi politik
melalui akses terhadap sumber daya negara. Reformasi tidak selesai ketika sebuah prosedur didigitalisasi
atau seorang pelaku dihukum. Keberhasilan terjadi ketika struktur insentif berubah sehingga mencari rente
menjadi lebih mahal, lebih mudah terdeteksi, dan kurang menguntungkan dibanding bersaing melalui
produktivitas. Untuk mencapai itu, transparansi pembiayaan politik, audit yang efektif, batas konflik
kepentingan, dan pengawasan pasca-pemilu. Hubungan antara political finance, campaign cost, dan
accountability perlu diperlakukan sebagai bagian dari arsitektur pembangunan. Integritas dengan demikian
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bukan biaya tambahan yang menghambat pembangunan, melainkan investasi kelembagaan yang
menentukan berapa besar manfaatyang benar-benar dihasilkan dari setiap sumber daya publik dan privat.

Implikasi bagi Manajemen Pembangunan

Bagi manajemen pembangunan, tema ini menuntut perubahan dari pengendalian berbasis dokumen
menuju pengendalian berbasis risiko dan hasil. Dokumen yang lengkap tidak membuktikan bahwa
keputusan telah menghasilkan manfaat terbaik; ia hanya membuktikan bahwa jejak administratif tertentu
tersedia. Karena donasi, biaya kampanye, patronase, penempatan jabatan, dan hubungan dengan
penyandang dana dapat membentuk ekspektasi timbal balik setelah pemilu, organisasi publik perlu
mengidentifikasi titik keputusan yang memiliki kombinasi nilai ekonomi tinggi, diskresi tinggi, kompetisi
rendah, dan transparansi rendah. Titik-titik tersebut harus memperoleh pengawasan lebih kuat dibanding
transaksi rutin bernilai rendah. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip materialitas dalam audit dan risk-
based management: sumber daya pengawasan yang terbatas ditempatkan pada lokasi yang potensi
kerugiannya paling besar. Dalam pemilihan eksekutif dan legislatif, proyek daerah, pengadaan,
BUMN/BUMD, serta kebijakan sektoral, pengukuran perlu menghubungkan kepatuhan prosedur dengan
manfaat yang benar-benar diterima pengguna. Dengan demikian, integritas tidak terpisah dari efektivitas
program.

Organisasi juga perlu membangun matriks risiko integritas yang hidup. Variabelnya dapat mencakup
konsentrasi kewenangan, frekuensiinteraksi dengan pihak eksternal, nilai keputusan, jumlah pengecualian
prosedur, konsentrasi pemasok, perubahan kontrak, keluhan, rotasi pejabat, dan hubungan kepemilikan.
Matriks tersebut tidak boleh digunakan untuk menuduh individu, melainkan untuk memprioritaskan
kontrol. Konsep political finance dan quid pro quo membantu menjelaskan mengapa pengawasan yang
seragam sering tidak efisien. Area dengan risiko rendah cukup diawasi melalui kontrol otomatis, sedangkan
area dengan risiko tinggi memerlukan review independen, pemisahan fungsi, dokumentasi alasan
keputusan, dan audit berkala.

Contoh Analitis dalam Konteks Indonesia

Bayangkan sebuah kebijakan pada area pemilihan eksekutif dan legislatif, proyek daerah, pengadaan,
BUMN/BUMD, serta kebijakan sektoral. Secara formal tujuan kebijakan dapat sangat baik: mempercepat
investasi, menyediakan layanan, atau membangun fasilitas. Namun apabila kriteria penerima manfaat
tidak transparan dan perubahan keputusan tidak didokumentasikan, nilai ekonomi dari kebijakan itu dapat
menjadi objek rent seeking. Pelaku yang memiliki akses lebih awal dapat menyesuaikan strategi sebelum
pesaing; pihak yang dekat dengan pengambil keputusan dapat mempengaruhi spesifikasi; dan biaya yang
timbul kemudian dibebankan kepada anggaran atau konsumen. Tidak setiap kejadian seperti ini
merupakan tindak pidana. Justru di situlah pentingnya konsep rent seeking: ia membantu mendeteksi
kerugian sosial yang dapat muncul sebelum atau di luar batas pembuktian pidana.

Sebaliknya, desain kebijakan dapat mengurangi rente tanpa mematikan diskresi yang diperlukan.
Pemerintah dapat mempublikasikan kriteria sebelum keputusan, membatasi perubahan setelah proses
berjalan, membuka data penerima manfaat, menerapkan mekanisme banding, dan mengevaluasi
outcome. Dalam area pemilihan eksekutif dan legislatif, proyek daerah, pengadaan, BUMN/BUMD, serta
kebijakan sektoral, prinsip yang relevan adalah bahwa setiap privilege harus memiliki tujuan publik yang
eksplisit, ukuran kinerja, periode evaluasi, serta mekanisme penghentian. Inimerupakan penerapan praktis
daritransparansi pembiayaan politik, audityang efektif, batas konflik kepentingan, dan pengawasan pasca-
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pemilu. Dengan desain seperti itu, diskresi tetap tersedia untuk menghadapi kondisi kompleks, tetapi
alasan penggunaannya dapat diperiksa.

Arah Kebijakan

Arah kebijakan yang konsisten untuk tema ini adalah transparansi pembiayaan politik, audit yang efektif,
batas konflik kepentingan, dan pengawasan pasca-pemilu. Kebijakan tersebut perlu diterjemahkan ke
dalam empat lapis. Pertama, lapis aturan: definisi kewenangan, kriteria, batas pengecualian, dan sanksi.
Kedua, lapis proses: pemisahan fungsi, dokumentasi, transparansi, dan kontrol digital. Ketiga, lapis
manusia: merit system, kompetensi, remunerasi yang wajar, perlindungan pelapor, dan kepemimpinan
berintegritas. Keempat, lapis evaluasi: indikator outcome, auditindependen, partisipasi publik, dan koreksi
kebijakan. Keempat lapis tersebut saling melengkapi. Aturan tanpa manusia yang kompeten menjadi
formalitas; digitalisasi tanpa evaluasi dapat mengotomatisasi keputusan yang buruk; penindakan tanpa
pencegahan dapat menghasilkan siklus kasus baru.

12. Sumber Daya Alam, Konsesi, dan Rente Ekstraktif

Bab ini menempatkan sumber daya alam menghasilkan rente ekonomi besar karena nilai aset berasal dari
kelangkaan dan hak akses yang ditentukan negara sebagai bagian dari persoalan pembangunan Indonesia.
Fokus analisis bukan pada sensasi kasus, melainkan pada mekanisme yang membuat sumber daya
kehilangan kemampuan menghasilkan nilai publik. Dalam konteks pertambangan, perkebunan,
kehutanan, perikanan, mineral kritis, serta penggunaan lahan, persoalan utama adalah bagaimana
kekuasaan, informasi, dan insentif berinteraksi. Kerangka ini memungkinkan pembaca membedakan
antara kesalahan administratif, kebijakan yang secara sah dapat diperdebatkan, konflik kepentingan, dan
perilaku yang benar-benar mengubah keputusan demi keuntungan partikular. Dengan cara itu, agenda
antikorupsi dapat ditempatkan dalam bahasa manajemen pembangunan: risiko, kontrol, produktivitas,
kualitas, akuntabilitas, serta distribusi manfaat dan biaya.

Dari perspektif ekonomi kelembagaan, sumber daya alam menghasilkan rente ekonomi besar karena nilai
aset berasal dari kelangkaan dan hak akses yang ditentukan negara. Hal ini terjadi karena izin, konsesi,
perubahan tata ruang, kuota produksi, ekspor, reklamasi, dan pengawasan lingkungan dapat menjadi titik
perebutan rente. Ketika pola tersebut berulang, persoalan tidak lagi bersifat insidental, melainkan menjadi
karakter sistem. Aktor yang berintegritas menghadapi biaya lebih tinggi apabila prosedur formal lambat
sementara jalur informal memberikan keuntungan bagi pesaing. Dalam keadaan seperti ini, seleksi
ekonomi dapat bekerja secara terbalik: organisasi yang paling produktif belum tentu memperoleh akses
terbaik, sedangkan organisasi yang paling mampu mengelola kedekatan politik dapat bertahan.
Konsekuensinya terlihat pada pertambangan, perkebunan, kehutanan, perikanan, mineral kritis, serta
penggunaan lahan. Konsep resource rent membantu menjelaskan bahwa mutu institusi menentukan
apakah energi ekonomi diarahkan pada penciptaan nilai atau pada perebutan keuntungan yang sudah ada.

Mekanisme kerugian perlu ditelusuri dari keputusan awal sampai hasil akhir. Izin, konsesi, perubahan tata
ruang, kuota produksi, ekspor, reklamasi, dan pengawasan lingkungan dapat menjadi titik perebutan rente.
Pada tahap pertama, distorsi mengubah siapa yang memperoleh akses. Pada tahap kedua, ia mengubah
harga, kualitas, waktu, atau spesifikasi. Pada tahap ketiga, masyarakat menerima output yang tidak setara
dengan sumber daya yang telah dikeluarkan. Efek kumulatif ini menjelaskan mengapa pengukuran korupsi
hanya melalui nilai uang yang terbukti di pengadilan cenderung meremehkan biaya sosial. Dalam
pertambangan, perkebunan, kehutanan, perikanan, mineral kritis, serta penggunaan lahan, misalnya, satu
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keputusan yang bias dapat menghasilkan rentetan biaya pemeliharaan, keterlambatan manfaat, dan
hilangnya kepercayaan. Di sinilah concession dan beneficial ownership menjadi konsep penting untuk
membaca hubungan antara kekuasaan administratif dan efisiensi ekonomi.

Korupsi dan rent seeking juga menciptakan biaya kesempatan. Sumber daya yang digunakan untuk mencari
akses, memelihara hubungan, menyusun transaksi terselubung, atau mengatasi hambatan yang sengaja
diciptakan seharusnya dapat digunakan untuk riset, pelatihan pekerja, inovasi, perluasan kapasitas, atau
perbaikan mutu. Karena itu, kerugian pembangunan bukan hanya apa yang dicuri, tetapi juga apa yang tidak
pernah tercipta. Bila sumber daya alam menghasilkan rente ekonomi besar karena nilai aset berasal dari
kelangkaan dan hak akses yang ditentukan negara, maka masyarakat kehilangan dua kali: kehilangan
sumber daya publik dan kehilangan alternatif penggunaan yang lebih produktif. Kerangka extractive
governance menuntut pembuat kebijakan membandingkan hasil aktual dengan hasil yang secara wajar
dapat dicapai dalam sistem yang lebih berintegritas.

Dimensi distribusi sama pentingnya dengan dimensi efisiensi. Rente jarang tersebar secara acak; ia
cenderung mengalir kepada pihak yang memiliki informasi, jaringan, modal politik, atau kemampuan
menanggung biaya lobi. Sebaliknya, biaya sering disebarkan kepada pembayar pajak, konsumen, pekerja,
masyarakat lokal, atau generasi mendatang. Pola ini dapat mengubah ketimpangan ekonomi menjadi
ketimpangan politik karena kekayaan yang diperoleh dari rente kemudian dapat digunakan untuk
memperkuat akses terhadap keputusan berikutnya. Pada pertambangan, perkebunan, kehutanan,
perikanan, mineralkritis, serta penggunaan lahan, mekanisme seperti ini dapat membuat kebijakan terlihat
netral secara formal tetapi menghasilkan manfaat yang sangat terkonsentrasi. Karena itu, analisis natural
resource curse perlu disandingkan dengan analisis keadilan distributif.

Ada pula persoalan informasi. Pejabat publik biasanya memiliki informasi tentang jadwal kebijakan,
spesifikasi proyek, perubahan regulasi, atau prioritas anggaran yang belum dimiliki masyarakat.
Perusahaan memiliki informasi teknis dan biaya yang mungkin tidak diketahui pemerintah. Ketimpangan
informasi tersebut normal dalam organisasi modern, tetapi menjadi berbahaya ketika dikombinasikan
dengan konflik kepentingan dan pengawasan lemah. izin, konsesi, perubahan tata ruang, kuota produksi,
ekspor, reklamasi, dan pengawasan lingkungan dapat menjadi titik perebutan rente dapat disamarkan
sebagai keputusan teknis yang sah. Oleh sebab itu, transparansi bukan sekadar mempublikasikan
dokumen, melainkan memastikan data tersedia pada waktu yang tepat, dalam format yang dapat
dianalisis, dan dapat dikaitkan dengan penanggung jawab keputusan.

Reformasi yang efektif harus menghindari dua ekstrem. Ekstrem pertama adalah keyakinan bahwa
penambahan aturan selalu mengurangi korupsi. Aturan yang terlalu banyak justru dapat menciptakan titik
diskresi baru dan memperbesar nilai izin. Ekstrem kedua adalah deregulasi tanpa pengawasan, yang dapat
memindahkan rente dari birokrasi ke pelaku pasar dominan. Karena itu, transparansi beneficial ownership,
keterlacakan izin, audit lingkungan, keterbukaan kontrak, dan partisipasi masyarakat terdampak.
Prinsipnya adalah mengurangi ruang transaksi tersembunyi sambil mempertahankan kemampuan negara
melindungi kepentingan publik. Regulasi yang baik harus sederhana untuk dipatuhi, sulit dimanipulasi,
dapat diaudit, dan memiliki mekanisme koreksi ketika keputusan salah.

Pendekatan pencegahan juga perlu memperhatikan desain organisasi. Pemisahan fungsi, rotasi pada
posisi berisiko, deklarasi konflik kepentingan, dokumentasi keputusan, dan audit berbasis data dapat
menurunkan peluang kolusi. Namun kontrol formal tidak akan efektif jika target organisasi mendorong
perilaku yang bertentangan. Sebagai contoh, target serapan anggaran yang terlalu menekankan kecepatan
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tanpa kualitas dapat membuka ruang kompromi pengadaan; target investasi yang semata-mata kuantitatif
dapat mendorong kelonggaran evaluasi; target penerimaan yang tidak disertai akuntabilitas dapat
menciptakan tekanan transaksional. Karena itu, pengendalian integritas harus diintegrasikan dengan KPI
substantif, bukan ditempatkan sebagai lampiran administratif.

Peran kepemimpinan menentukan apakah sistem kontrol benar-benar bekerja. Pesan antikorupsi akan
kehilangan kredibilitas apabila pelanggaran oleh aktor berpengaruh diperlakukan berbeda dari pelanggaran
oleh pegawai biasa. Sebaliknya, organisasi membangun norma integritas ketika keputusan sulit dapat
dijelaskan, konflik kepentingan dibuka, pelapor dilindungi, dan hasil audit ditindaklanjuti. Dalam konteks
pertambangan, perkebunan, kehutanan, perikanan, mineral kritis, serta penggunaan lahan, tone at the top
harus diterjemahkan menjadi praktik pada level menengah dan operasional. Dengan demikian, integritas
menjadi bagian dari rutinitas pengambilan keputusan, bukan sekadar slogan komunikasi.

Teknologi dapat memperkuat reformasi dengan mengurangi biaya observasi. Data transaksi, waktu proses,
pola tender, perubahan kontrak, penggunaan aset, dan hubungan kepemilikan dapat dianalisis untuk
menemukan anomali. Akan tetapi, digitalisasi tidak identik dengan integritas. Sistem elektronik dapat
menyembunyikan bias dalam kode, membatasi akses kompetitor, atau mempertahankan pengecualian
manual yang tidak transparan. Karena itu, penerapan teknologi dalam area pertambangan, perkebunan,
kehutanan, perikanan, mineral kritis, serta penggunaan lahan harus didesain dengan audit trail, kontrol
akses, interoperabilitas, dan mekanisme pemeriksaan independen. Tujuannya bukan mengganti penilaian
manusia sepenuhnya, melainkan memperkecil ruang manipulasi dan meningkatkan kemungkinan deteksi.

Pengalaman Indonesia juga mengingatkan bahwa reformasi antikorupsi berlangsung dalam ekonomi politik
nyata. Kelompok yang memperoleh rente memiliki sumber daya dan insentif untuk mempertahankan
aturan yang menguntungkan. Mereka dapat menggunakan argumen efisiensi, nasionalisme ekonomi,
perlindungan usaha, kebutuhan investasi, atau stabilitas untuk mempertahankan hak istimewa. Tidak
semua argumen tersebut keliru, tetapi kebijakan harus diuji melalui bukti: siapa penerima manfaatnya,
berapa lama dukungan diberikan, apa indikator kinerjanya, apakah ada pilihan yang lebih murah, dan
bagaimana mekanisme penghentiannya. Pertanyaan-pertanyaan ini mengubah diskusi dari niat kebijakan
menjadi akuntabilitas hasil.

Bagi dunia usaha, kepastian bahwa aturan berlaku setara sering lebih penting daripada sekadar sedikitnya
aturan. Sistem yang koruptif dapat tampak fleksibel karena hambatan dapat dinegosiasikan, tetapi
fleksibilitas semacam itu mahal dan tidak dapat diprediksi. Perusahaan baru dan UMKM biasanya paling
dirugikan karena mereka tidak memiliki jaringan atau skala untuk menyerap biaya transaksi. Akhirnya,
struktur pasar menjadi kurang dinamis, inovasi melambat, dan konsumen membayar harga lebih tinggi.
Oleh karena itu, upaya transparansi beneficial ownership, keterlacakan izin, audit lingkungan, keterbukaan
kontrak, dan partisipasi masyarakat terdampak memiliki dimensi produktivitas: ia membantu
memindahkan kompetisi dari kedekatan menuju kemampuan menghasilkan nilai.

Implikasi paling penting adalah kebutuhan melihat keberhasilan antikorupsi melalui outcome
pembangunan. Penurunan jumlah keluhan, misalnya, belum tentu berarti integritas meningkat jika warga
menyerah melapor. Bertambahnya kasus penindakan dapat berarti penegakan lebih efektif, tetapi juga
dapat mencerminkan risiko yang tinggi. Demikian pula, skor persepsi perlu dibaca bersama data transaksi
dan kualitas layanan. Untuk tema ini, indikator yang relevan mencakup waktu layanan, jumlah penawar
efektif, variasi harga, mutu output, konsentrasi pemenang, frekuensi adendum, kepatuhan konflik
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kepentingan, serta kepuasan pengguna. Kombinasi indikator memungkinkan pemerintah membedakan
antara kepatuhan administratif dan perbaikan substantif.

Pada akhirnya, sumber daya alam menghasilkan rente ekonomi besar karena nilai aset berasal dari
kelangkaan dan hak akses yang ditentukan negara. Reformasi tidak selesai ketika sebuah prosedur
didigitalisasi atau seorang pelaku dihukum. Keberhasilan terjadi ketika struktur insentif berubah sehingga
mencari rente menjadi lebih mahal, lebih mudah terdeteksi, dan kurang menguntungkan dibanding
bersaing melalui produktivitas. Untuk mencapai itu, transparansi beneficial ownership, keterlacakan izin,
audit lingkungan, keterbukaan kontrak, dan partisipasi masyarakat terdampak. Hubungan antara resource
rent, beneficial ownership, dan natural resource curse perlu diperlakukan sebagai bagian dari arsitektur
pembangunan. Integritas dengan demikian bukan biaya tambahan yang menghambat pembangunan,
melainkan investasi kelembagaan yang menentukan berapa besar manfaat yang benar-benar dihasilkan
dari setiap sumber daya publik dan privat.

Implikasi bagi Manajemen Pembangunan

Bagi manajemen pembangunan, tema ini menuntut perubahan dari pengendalian berbasis dokumen
menuju pengendalian berbasis risiko dan hasil. Dokumen yang lengkap tidak membuktikan bahwa
keputusan telah menghasilkan manfaat terbaik; ia hanya membuktikan bahwa jejak administratif tertentu
tersedia. Karena izin, konsesi, perubahan tata ruang, kuota produksi, ekspor, reklamasi, dan pengawasan
lingkungan dapat menjadi titik perebutan rente, organisasi publik perlu mengidentifikasi titik keputusan
yang memiliki kombinasi nilai ekonomi tinggi, diskresi tinggi, kompetisi rendah, dan transparansi rendah.
Titik-titik tersebut harus memperoleh pengawasan lebih kuat dibanding transaksi rutin bernilai rendah.
Pendekatan ini sejalan dengan prinsip materialitas dalam audit dan risk-based management: sumber daya
pengawasan yang terbatas ditempatkan pada lokasi yang potensi kerugiannya paling besar. Dalam
pertambangan, perkebunan, kehutanan, perikanan, mineral kritis, serta penggunaan lahan, pengukuran
perlu menghubungkan kepatuhan prosedur dengan manfaat yang benar-benar diterima pengguna. Dengan
demikian, integritas tidak terpisah dari efektivitas program.

Organisasi juga perlu membangun matriks risiko integritas yang hidup. Variabelnya dapat mencakup
konsentrasi kewenangan, frekuensiinteraksi dengan pihak eksternal, nilai keputusan, jumlah pengecualian
prosedur, konsentrasi pemasok, perubahan kontrak, keluhan, rotasi pejabat, dan hubungan kepemilikan.
Matriks tersebut tidak boleh digunakan untuk menuduh individu, melainkan untuk memprioritaskan
kontrol. Konsep resource rent dan concession membantu menjelaskan mengapa pengawasan yang
seragam sering tidak efisien. Area dengan risiko rendah cukup diawasi melalui kontrol otomatis, sedangkan
area dengan risiko tinggi memerlukan review independen, pemisahan fungsi, dokumentasi alasan
keputusan, dan audit berkala.

Contoh Analitis dalam Konteks Indonesia

Bayangkan sebuah kebijakan pada area pertambangan, perkebunan, kehutanan, perikanan, mineral kritis,
serta penggunaan lahan. Secara formal tujuan kebijakan dapat sangat baik: mempercepat investasi,
menyediakan layanan, atau membangun fasilitas. Namun apabila kriteria penerima manfaat tidak
transparan dan perubahan keputusan tidak didokumentasikan, nilai ekonomi dari kebijakan itu dapat
menjadi objek rent seeking. Pelaku yang memiliki akses lebih awal dapat menyesuaikan strategi sebelum
pesaing; pihak yang dekat dengan pengambil keputusan dapat mempengaruhi spesifikasi; dan biaya yang
timbul kemudian dibebankan kepada anggaran atau konsumen. Tidak setiap kejadian seperti ini
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merupakan tindak pidana. Justru di situlah pentingnya konsep rent seeking: ia membantu mendeteksi
kerugian sosial yang dapat muncul sebelum atau di luar batas pembuktian pidana.

Sebaliknya, desain kebijakan dapat mengurangi rente tanpa mematikan diskresi yang diperlukan.
Pemerintah dapat mempublikasikan kriteria sebelum keputusan, membatasi perubahan setelah proses
berjalan, membuka data penerima manfaat, menerapkan mekanisme banding, dan mengevaluasi
outcome. Dalam area pertambangan, perkebunan, kehutanan, perikanan, mineral kritis, serta penggunaan
lahan, prinsip yang relevan adalah bahwa setiap privilege harus memiliki tujuan publik yang eksplisit,
ukuran kinerja, periode evaluasi, serta mekanisme penghentian. Ini merupakan penerapan praktis dari
transparansi beneficial ownership, keterlacakan izin, audit lingkungan, keterbukaan kontrak, dan
partisipasi masyarakat terdampak. Dengan desain seperti itu, diskresi tetap tersedia untuk menghadapi
kondisi kompleks, tetapi alasan penggunaannya dapat diperiksa.

Arah Kebijakan

Arah kebijakan yang konsisten untuk tema ini adalah transparansi beneficial ownership, keterlacakan izin,
audit lingkungan, keterbukaan kontrak, dan partisipasi masyarakat terdampak. Kebijakan tersebut perlu
diterjemahkan ke dalam empat lapis. Pertama, lapis aturan: definisi kewenangan, kriteria, batas
pengecualian, dan sanksi. Kedua, lapis proses: pemisahan fungsi, dokumentasi, transparansi, dan kontrol
digital. Ketiga, lapis manusia: merit system, kompetensi, remunerasi yang wajar, perlindungan pelapor, dan
kepemimpinan berintegritas. Keempat, lapis evaluasi: indikator outcome, audit independen, partisipasi
publik, dan koreksi kebijakan. Keempat lapis tersebut saling melengkapi. Aturan tanpa manusia yang
kompeten menjadi formalitas; digitalisasi tanpa evaluasi dapat mengotomatisasi keputusan yang buruk;
penindakan tanpa pencegahan dapat menghasilkan siklus kasus baru.

13. Hilirisasi dan Risiko Rent Seeking dalam Kebijakan Industri

Bab ini menempatkan kebijakan industri dapat mempercepat transformasi struktural tetapi juga
menciptakan rente melalui insentif, proteksi, akses mineral, energi, lahan, dan pembiayaan sebagai bagian
dari persoalan pembangunan Indonesia. Fokus analisis bukan pada sensasi kasus, melainkan pada
mekanisme yang membuat sumber daya kehilangan kemampuan menghasilkan nilai publik. Dalam
konteks smelter, kawasan industri, mineral kritis, insentif pajak, energi, dan pembiayaan proyek strategis,
persoalan utama adalah bagaimana kekuasaan, informasi, dan insentif berinteraksi. Kerangka ini
memungkinkan pembaca membedakan antara kesalahan administratif, kebijakan yang secara sah dapat
diperdebatkan, konflik kepentingan, dan perilaku yang benar-benar mengubah keputusan demi
keuntungan partikular. Dengan cara itu, agenda antikorupsi dapat ditempatkan dalam bahasa manajemen
pembangunan: risiko, kontrol, produktivitas, kualitas, akuntabilitas, serta distribusi manfaat dan biaya.

Dalam kerangka pilihan publik, kebijakan industri dapat mempercepat transformasi struktural tetapi juga
menciptakan rente melalui insentif, proteksi, akses mineral, energi, lahan, dan pembiayaan. Hal ini terjadi
karena ketika dukungan pemerintah diberikan secara selektif tanpa kriteria yang dapat diuji, pelaku
memiliki insentif untuk berlomba mempengaruhi kebijakan daripada meningkatkan produktivitas. Ketika
pola tersebut berulang, persoalan tidak lagi bersifat insidental, melainkan menjadi karakter sistem. Aktor
yang berintegritas menghadapi biaya lebih tinggi apabila prosedur formal lambat sementara jalur informal
memberikan keuntungan bagi pesaing. Dalam keadaan seperti ini, seleksi ekonomi dapat bekerja secara
terbalik: organisasi yang paling produktif belum tentu memperoleh akses terbaik, sedangkan organisasi
yang paling mampu mengelola kedekatan politik dapat bertahan. Konsekuensinya terlihat pada smelter,
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kawasan industri, mineral kritis, insentif pajak, energi, dan pembiayaan proyek strategis. Konsep industrial
policy membantu menjelaskan bahwa mutu institusi menentukan apakah energi ekonomi diarahkan pada
penciptaan nilai atau pada perebutan keuntungan yang sudah ada.

Mekanisme kerugian perlu ditelusuri dari keputusan awal sampai hasil akhir. Ketika dukungan pemerintah
diberikan secara selektif tanpa kriteria yang dapat diuji, pelaku memiliki insentif untuk berlomba
mempengaruhi kebijakan daripada meningkatkan produktivitas. Pada tahap pertama, distorsi mengubah
siapa yang memperoleh akses. Pada tahap kedua, ia mengubah harga, kualitas, waktu, atau spesifikasi.
Pada tahap ketiga, masyarakat menerima output yang tidak setara dengan sumber daya yang telah
dikeluarkan. Efek kumulatif ini menjelaskan mengapa pengukuran korupsi hanya melalui nilai uang yang
terbukti di pengadilan cenderung meremehkan biaya sosial. Dalam smelter, kawasan industri, mineral
kritis, insentif pajak, energi, dan pembiayaan proyek strategis, misalnya, satu keputusan yang bias dapat
menghasilkan rentetan biaya pemeliharaan, keterlambatan manfaat, dan hilangnya kepercayaan. Di sinilah
selective incentive dan sunset clause menjadi konsep penting untuk membaca hubungan antara
kekuasaan administratif dan efisiensi ekonomi.

Korupsi dan rent seeking juga menciptakan biaya kesempatan. Sumber daya yang digunakan untuk mencari
akses, memelihara hubungan, menyusun transaksi terselubung, atau mengatasi hambatan yang sengaja
diciptakan seharusnya dapat digunakan untuk riset, pelatihan pekerja, inovasi, perluasan kapasitas, atau
perbaikan mutu. Karena itu, kerugian pembangunan bukan hanya apa yang dicuri, tetapi juga apa yang tidak
pernah tercipta. Bila kebijakan industri dapat mempercepat transformasi struktural tetapi juga
menciptakan rente melalui insentif, proteksi, akses mineral, energi, lahan, dan pembiayaan, maka
masyarakat kehilangan dua kali: kehilangan sumber daya publik dan kehilangan alternatif penggunaan yang
lebih produktif. Kerangka performance discipline menuntut pembuat kebijakan membandingkan hasil
aktual dengan hasil yang secara wajar dapat dicapai dalam sistem yang lebih berintegritas.

Dimensi distribusi sama pentingnya dengan dimensi efisiensi. Rente jarang tersebar secara acak; ia
cenderung mengalir kepada pihak yang memiliki informasi, jaringan, modal politik, atau kemampuan
menanggung biaya lobi. Sebaliknya, biaya sering disebarkan kepada pembayar pajak, konsumen, pekerja,
masyarakat lokal, atau generasi mendatang. Pola ini dapat mengubah ketimpangan ekonomi menjadi
ketimpangan politik karena kekayaan yang diperoleh dari rente kemudian dapat digunakan untuk
memperkuat akses terhadap keputusan berikutnya. Pada smelter, kawasan industri, mineral kritis, insentif
pajak, energi, dan pembiayaan proyek strategis, mekanisme seperti ini dapat membuat kebijakan terlihat
netral secara formal tetapi menghasilkan manfaat yang sangat terkonsentrasi. Karena itu, analisis state-
business relations perlu disandingkan dengan analisis keadilan distributif.

Ada pula persoalan informasi. Pejabat publik biasanya memiliki informasi tentang jadwal kebijakan,
spesifikasi proyek, perubahan regulasi, atau prioritas anggaran yang belum dimiliki masyarakat.
Perusahaan memiliki informasi teknis dan biaya yang mungkin tidak diketahui pemerintah. Ketimpangan
informasi tersebut normal dalam organisasi modern, tetapi menjadi berbahaya ketika dikombinasikan
dengan konflik kepentingan dan pengawasan lemah. ketika dukungan pemerintah diberikan secara selektif
tanpa kriteria yang dapat diuji, pelaku memiliki insentif untuk berlomba mempengaruhi kebijakan daripada
meningkatkan produktivitas dapat disamarkan sebagai keputusan teknis yang sah. Oleh sebab itu,
transparansi bukan sekadar mempublikasikan dokumen, melainkan memastikan data tersedia pada waktu
yang tepat, dalam format yang dapat dianalisis, dan dapat dikaitkan dengan penanggung jawab keputusan.
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Reformasi yang efektif harus menghindari dua ekstrem. Ekstrem pertama adalah keyakinan bahwa
penambahan aturan selalu mengurangi korupsi. Aturan yang terlalu banyak justru dapat menciptakan titik
diskresi baru dan memperbesar nilai izin. Ekstrem kedua adalah deregulasi tanpa pengawasan, yang dapat
memindahkan rente dari birokrasi ke pelaku pasar dominan. Karena itu, menggunakan sunset clause,
performance benchmark, disclosure penerima manfaat, dan evaluasi manfaat bersih. Prinsipnya adalah
mengurangi ruang transaksi tersembunyi sambil mempertahankan kemampuan negara melindungi
kepentingan publik. Regulasi yang baik harus sederhana untuk dipatuhi, sulit dimanipulasi, dapat diaudit,
dan memiliki mekanisme koreksi ketika keputusan salah.

Pendekatan pencegahan juga perlu memperhatikan desain organisasi. Pemisahan fungsi, rotasi pada
posisi berisiko, deklarasi konflik kepentingan, dokumentasi keputusan, dan audit berbasis data dapat
menurunkan peluang kolusi. Namun kontrol formal tidak akan efektif jika target organisasi mendorong
perilaku yang bertentangan. Sebagai contoh, target serapan anggaran yang terlalu menekankan kecepatan
tanpa kualitas dapat membuka ruang kompromi pengadaan; target investasi yang semata-mata kuantitatif
dapat mendorong kelonggaran evaluasi; target penerimaan yang tidak disertai akuntabilitas dapat
menciptakan tekanan transaksional. Karena itu, pengendalian integritas harus diintegrasikan dengan KPI
substantif, bukan ditempatkan sebagai lampiran administratif.

Peran kepemimpinan menentukan apakah sistem kontrol benar-benar bekerja. Pesan antikorupsi akan
kehilangan kredibilitas apabila pelanggaran oleh aktor berpengaruh diperlakukan berbeda dari pelanggaran
oleh pegawai biasa. Sebaliknya, organisasi membangun norma integritas ketika keputusan sulit dapat
dijelaskan, konflik kepentingan dibuka, pelapor dilindungi, dan hasil audit ditindaklanjuti. Dalam konteks
smelter, kawasan industri, mineral kritis, insentif pajak, energi, dan pembiayaan proyek strategis, tone at
the top harus diterjemahkan menjadi praktik pada level menengah dan operasional. Dengan demikian,
integritas menjadi bagian dari rutinitas pengambilan keputusan, bukan sekadar slogan komunikasi.

Teknologi dapat memperkuat reformasi dengan mengurangi biaya observasi. Data transaksi, waktu proses,
pola tender, perubahan kontrak, penggunaan aset, dan hubungan kepemilikan dapat dianalisis untuk
menemukan anomali. Akan tetapi, digitalisasi tidak identik dengan integritas. Sistem elektronik dapat
menyembunyikan bias dalam kode, membatasi akses kompetitor, atau mempertahankan pengecualian
manual yang tidak transparan. Karena itu, penerapan teknologi dalam area smelter, kawasan industri,
mineral kritis, insentif pajak, energi, dan pembiayaan proyek strategis harus didesain dengan audit trail,
kontrol akses, interoperabilitas, dan mekanisme pemeriksaan independen. Tujuannya bukan mengganti
penilaian manusia sepenuhnya, melainkan memperkecil ruang manipulasi dan meningkatkan
kemungkinan deteksi.

Pengalaman Indonesia juga mengingatkan bahwa reformasi antikorupsi berlangsung dalam ekonomi politik
nyata. Kelompok yang memperoleh rente memiliki sumber daya dan insentif untuk mempertahankan
aturan yang menguntungkan. Mereka dapat menggunakan argumen efisiensi, nasionalisme ekonomi,
perlindungan usaha, kebutuhan investasi, atau stabilitas untuk mempertahankan hak istimewa. Tidak
semua argumen tersebut keliru, tetapi kebijakan harus diuji melalui bukti: siapa penerima manfaatnya,
berapa lama dukungan diberikan, apa indikator kinerjanya, apakah ada pilihan yang lebih murah, dan
bagaimana mekanisme penghentiannya. Pertanyaan-pertanyaan ini mengubah diskusi dari niat kebijakan
menjadi akuntabilitas hasil.

Bagi dunia usaha, kepastian bahwa aturan berlaku setara sering lebih penting daripada sekadar sedikitnya
aturan. Sistem yang koruptif dapat tampak fleksibel karena hambatan dapat dinegosiasikan, tetapi
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fleksibilitas semacam itu mahal dan tidak dapat diprediksi. Perusahaan baru dan UMKM biasanya paling
dirugikan karena mereka tidak memiliki jaringan atau skala untuk menyerap biaya transaksi. Akhirnya,
struktur pasar menjadi kurang dinamis, inovasi melambat, dan konsumen membayar harga lebih tinggi.
Oleh karena itu, upaya menggunakan sunset clause, performance benchmark, disclosure penerima
manfaat, dan evaluasi manfaat bersih memiliki dimensi produktivitas: ia membantu memindahkan
kompetisi dari kedekatan menuju kemampuan menghasilkan nilai.

Implikasi paling penting adalah kebutuhan melihat keberhasilan antikorupsi melalui outcome
pembangunan. Penurunan jumlah keluhan, misalnya, belum tentu berarti integritas meningkat jika warga
menyerah melapor. Bertambahnya kasus penindakan dapat berarti penegakan lebih efektif, tetapi juga
dapat mencerminkan risiko yang tinggi. Demikian pula, skor persepsi perlu dibaca bersama data transaksi
dan kualitas layanan. Untuk tema ini, indikator yang relevan mencakup waktu layanan, jumlah penawar
efektif, variasi harga, mutu output, konsentrasi pemenang, frekuensi adendum, kepatuhan konflik
kepentingan, serta kepuasan pengguna. Kombinasi indikator memungkinkan pemerintah membedakan
antara kepatuhan administratif dan perbaikan substantif.

Pada akhirnya, kebijakan industri dapat mempercepat transformasi struktural tetapi juga menciptakan
rente melalui insentif, proteksi, akses mineral, energi, lahan, dan pembiayaan. Reformasi tidak selesai
ketika sebuah prosedur didigitalisasi atau seorang pelaku dihukum. Keberhasilan terjadi ketika struktur
insentif berubah sehingga mencari rente menjadi lebih mahal, lebih mudah terdeteksi, dan kurang
menguntungkan dibanding bersaing melalui produktivitas. Untuk mencapai itu, menggunakan sunset
clause, performance benchmark, disclosure penerima manfaat, dan evaluasi manfaat bersih. Hubungan
antara industrial policy, sunset clause, dan state-business relations perlu diperlakukan sebagai bagian dari
arsitektur pembangunan. Integritas dengan demikian bukan biaya tambahan yang menghambat
pembangunan, melainkan investasi kelembagaan yang menentukan berapa besar manfaat yang benar-
benar dihasilkan dari setiap sumber daya publik dan privat.

Implikasi bagi Manajemen Pembangunan

Bagi manajemen pembangunan, tema ini menuntut perubahan dari pengendalian berbasis dokumen
menuju pengendalian berbasis risiko dan hasil. Dokumen yang lengkap tidak membuktikan bahwa
keputusan telah menghasilkan manfaat terbaik; ia hanya membuktikan bahwa jejak administratif tertentu
tersedia. Karena ketika dukungan pemerintah diberikan secara selektif tanpa kriteria yang dapat diuji,
pelaku memiliki insentif untuk berlomba mempengaruhi kebijakan daripada meningkatkan produktivitas,
organisasi publik perlu mengidentifikasi titik keputusan yang memiliki kombinasi nilai ekonomi tinggi,
diskresi tinggi, kompetisi rendah, dan transparansi rendah. Titik-titik tersebut harus memperoleh
pengawasan lebih kuat dibanding transaksi rutin bernilai rendah. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip
materialitas dalam audit dan risk-based management: sumber daya pengawasan yang terbatas
ditempatkan pada lokasi yang potensi kerugiannya paling besar. Dalam smelter, kawasan industri, mineral
kritis, insentif pajak, energi, dan pembiayaan proyek strategis, pengukuran perlu menghubungkan
kepatuhan prosedur dengan manfaat yang benar-benar diterima pengguna. Dengan demikian, integritas
tidak terpisah dari efektivitas program.

Organisasi juga perlu membangun matriks risiko integritas yang hidup. Variabelnya dapat mencakup
konsentrasi kewenangan, frekuensiinteraksi dengan pihak eksternal, nilai keputusan, jumlah pengecualian
prosedur, konsentrasi pemasok, perubahan kontrak, keluhan, rotasi pejabat, dan hubungan kepemilikan.
Matriks tersebut tidak boleh digunakan untuk menuduh individu, melainkan untuk memprioritaskan
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kontrol. Konsep industrial policy dan selective incentive membantu menjelaskan mengapa pengawasan
yang seragam sering tidak efisien. Area dengan risiko rendah cukup diawasi melalui kontrol otomatis,
sedangkan area dengan risiko tinggi memerlukan review independen, pemisahan fungsi, dokumentasi
alasan keputusan, dan audit berkala.

Contoh Analitis dalam Konteks Indonesia

Bayangkan sebuah kebijakan pada area smelter, kawasan industri, mineral kritis, insentif pajak, energi, dan
pembiayaan proyek strategis. Secara formal tujuan kebijakan dapat sangat baik: mempercepat investasi,
menyediakan layanan, atau membangun fasilitas. Namun apabila kriteria penerima manfaat tidak
transparan dan perubahan keputusan tidak didokumentasikan, nilai ekonomi dari kebijakan itu dapat
menjadi objek rent seeking. Pelaku yang memiliki akses lebih awal dapat menyesuaikan strategi sebelum
pesaing; pihak yang dekat dengan pengambil keputusan dapat mempengaruhi spesifikasi; dan biaya yang
timbul kemudian dibebankan kepada anggaran atau konsumen. Tidak setiap kejadian seperti ini
merupakan tindak pidana. Justru di situlah pentingnya konsep rent seeking: ia membantu mendeteksi
kerugian sosial yang dapat muncul sebelum atau di luar batas pembuktian pidana.

Sebaliknya, desain kebijakan dapat mengurangi rente tanpa mematikan diskresi yang diperlukan.
Pemerintah dapat mempublikasikan kriteria sebelum keputusan, membatasi perubahan setelah proses
berjalan, membuka data penerima manfaat, menerapkan mekanisme banding, dan mengevaluasi
outcome. Dalam area smelter, kawasan industri, mineral kritis, insentif pajak, energi, dan pembiayaan
proyek strategis, prinsip yang relevan adalah bahwa setiap privilege harus memiliki tujuan publik yang
eksplisit, ukuran kinerja, periode evaluasi, serta mekanisme penghentian. Ini merupakan penerapan praktis
dari menggunakan sunset clause, performance benchmark, disclosure penerima manfaat, dan evaluasi
manfaat bersih. Dengan desain seperti itu, diskresi tetap tersedia untuk menghadapi kondisi kompleks,
tetapi alasan penggunaannya dapat diperiksa.

Arah Kebijakan

Arah kebijakan yang konsisten untuk tema ini adalah menggunakan sunset clause, performance
benchmark, disclosure penerima manfaat, dan evaluasi manfaat bersih. Kebijakan tersebut perlu
diterjemahkan ke dalam empat lapis. Pertama, lapis aturan: definisi kewenangan, kriteria, batas
pengecualian, dan sanksi. Kedua, lapis proses: pemisahan fungsi, dokumentasi, transparansi, dan kontrol
digital. Ketiga, lapis manusia: merit system, kompetensi, remunerasi yang wajar, perlindungan pelapor, dan
kepemimpinan berintegritas. Keempat, lapis evaluasi: indikator outcome, audit independen, partisipasi
publik, dan koreksi kebijakan. Keempat lapis tersebut saling melengkapi. Aturan tanpa manusia yang
kompeten menjadi formalitas; digitalisasi tanpa evaluasi dapat mengotomatisasi keputusan yang buruk;
penindakan tanpa pencegahan dapat menghasilkan siklus kasus baru.

14. Korupsi, Ketimpangan, Kemiskinan, dan Mobilitas Sosial

Bab ini menempatkan korupsi bersifat regresif ketika biaya informal dan layanan publik yang buruk
membebani kelompok yang memiliki pilihan paling sedikit sebagai bagian dari persoalan pembangunan
Indonesia. Fokus analisis bukan pada sensasi kasus, melainkan pada mekanisme yang membuat sumber
daya kehilangan kemampuan menghasilkan nilai publik. Dalam konteks bansos, pendidikan dasar,
kesehatan primer, dokumen kependudukan, bantuan usaha, dan layanan pertanahan, persoalan utama
adalah bagaimana kekuasaan, informasi, dan insentif berinteraksi. Kerangka ini memungkinkan pembaca
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membedakan antara kesalahan administratif, kebijakan yang secara sah dapat diperdebatkan, konflik
kepentingan, dan perilaku yang benar-benar mengubah keputusan demi keuntungan partikular. Dengan
cara itu, agenda antikorupsi dapat ditempatkan dalam bahasa manajemen pembangunan: risiko, kontrol,
produktivitas, kualitas, akuntabilitas, serta distribusi manfaat dan biaya.

Jika dibaca sebagai persoalan principal-agent, korupsi bersifat regresif ketika biaya informal dan layanan
publik yang buruk membebani kelompok yang memiliki pilihan paling sedikit. Hal ini terjadi karena rumah
tangga miskin lebih bergantung pada sekolah, puskesmas, bantuan sosial, dokumen administrasi, dan
infrastruktur publik sehingga kegagalan layanan memukul kesejahteraan mereka secara relatif lebih besar.
Ketika pola tersebut berulang, persoalan tidak lagi bersifat insidental, melainkan menjadi karakter sistem.
Aktor yang berintegritas menghadapi biaya lebih tinggi apabila prosedur formal lambat sementara jalur
informal memberikan keuntungan bagi pesaing. Dalam keadaan seperti ini, seleksi ekonomi dapat bekerja
secara terbalik: organisasi yang paling produktif belum tentu memperoleh akses terbaik, sedangkan
organisasi yang paling mampu mengelola kedekatan politik dapat bertahan. Konsekuensinya terlihat pada
bansos, pendidikan dasar, kesehatan primer, dokumen kependudukan, bantuan usaha, dan layanan
pertanahan. Konsep regressive burden membantu menjelaskan bahwa mutu institusi menentukan apakah
energi ekonomi diarahkan pada penciptaan nilai atau pada perebutan keuntungan yang sudah ada.

Mekanisme kerugian perlu ditelusuri dari keputusan awal sampai hasil akhir. Rumah tangga miskin lebih
bergantung pada sekolah, puskesmas, bantuan sosial, dokumen administrasi, dan infrastruktur publik
sehingga kegagalan layanan memukul kesejahteraan mereka secara relatif lebih besar. Pada tahap
pertama, distorsi mengubah siapa yang memperoleh akses. Pada tahap kedua, ia mengubah harga,
kualitas, waktu, atau spesifikasi. Pada tahap ketiga, masyarakat menerima output yang tidak setara dengan
sumber daya yang telah dikeluarkan. Efek kumulatif ini menjelaskan mengapa pengukuran korupsi hanya
melalui nilai uang yang terbukti di pengadilan cenderung meremehkan biaya sosial. Dalam bansos,
pendidikan dasar, kesehatan primer, dokumen kependudukan, bantuan usaha, dan layanan pertanahan,
misalnya, satu keputusan yang bias dapat menghasilkan rentetan biaya pemeliharaan, keterlambatan
manfaat, dan hilangnya kepercayaan. Di sinilah inequality dan social mobility menjadi konsep penting
untuk membaca hubungan antara kekuasaan administratif dan efisiensi ekonomi.

Korupsidan rent seeking juga menciptakan biaya kesempatan. Sumber daya yang digunakan untuk mencari
akses, memelihara hubungan, menyusun transaksi terselubung, atau mengatasi hambatan yang sengaja
diciptakan seharusnya dapat digunakan untuk riset, pelatihan pekerja, inovasi, perluasan kapasitas, atau
perbaikan mutu. Karena itu, kerugian pembangunan bukan hanya apa yang dicuri, tetapi juga apa yang tidak
pernah tercipta. Bila korupsi bersifat regresif ketika biaya informal dan layanan publik yang buruk
membebani kelompok yang memiliki pilihan paling sedikit, maka masyarakat kehilangan dua kali:
kehilangan sumber daya publik dan kehilangan alternatif penggunaan yang lebih produktif. Kerangka public
service menuntut pembuat kebijakan membandingkan hasil aktual dengan hasil yang secara wajar dapat
dicapai dalam sistem yang lebih berintegritas.

Dimensi distribusi sama pentingnya dengan dimensi efisiensi. Rente jarang tersebar secara acak; ia
cenderung mengalir kepada pihak yang memiliki informasi, jaringan, modal politik, atau kemampuan
menanggung biaya lobi. Sebaliknya, biaya sering disebarkan kepada pembayar pajak, konsumen, pekerja,
masyarakat lokal, atau generasi mendatang. Pola ini dapat mengubah ketimpangan ekonomi menjadi
ketimpangan politik karena kekayaan yang diperoleh dari rente kemudian dapat digunakan untuk
memperkuat akses terhadap keputusan berikutnya. Pada bansos, pendidikan dasar, kesehatan primer,
dokumen kependudukan, bantuan usaha, dan layanan pertanahan, mekanisme seperti ini dapat membuat
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kebijakan terlihat netral secara formal tetapi menghasilkan manfaat yang sangat terkonsentrasi. Karenaitu,
analisis inclusion perlu disandingkan dengan analisis keadilan distributif.

Ada pula persoalan informasi. Pejabat publik biasanya memiliki informasi tentang jadwal kebijakan,
spesifikasi proyek, perubahan regulasi, atau prioritas anggaran yang belum dimiliki masyarakat.
Perusahaan memiliki informasi teknis dan biaya yang mungkin tidak diketahui pemerintah. Ketimpangan
informasi tersebut normal dalam organisasi modern, tetapi menjadi berbahaya ketika dikombinasikan
dengan konflik kepentingan dan pengawasan lemah. rumah tangga miskin lebih bergantung pada sekolah,
puskesmas, bantuan sosial, dokumen administrasi, dan infrastruktur publik sehingga kegagalan layanan
memukul kesejahteraan mereka secararelatif lebih besar dapat disamarkan sebagai keputusan teknis yang
sah. Oleh sebab itu, transparansi bukan sekadar mempublikasikan dokumen, melainkan memastikan data
tersedia pada waktu yang tepat, dalam format yang dapat dianalisis, dan dapat dikaitkan dengan
penanggung jawab keputusan.

Reformasi yang efektif harus menghindari dua ekstrem. Ekstrem pertama adalah keyakinan bahwa
penambahan aturan selalu mengurangi korupsi. Aturan yang terlalu banyak justru dapat menciptakan titik
diskresi baru dan memperbesar nilai izin. Ekstrem kedua adalah deregulasi tanpa pengawasan, yang dapat
memindahkan rente dari birokrasi ke pelaku pasar dominan. Karena itu, memperkuat grievance
mechanism, data penerima manfaat, audit sosial, dan standar layanan minimum. Prinsipnya adalah
mengurangi ruang transaksi tersembunyi sambil mempertahankan kemampuan negara melindungi
kepentingan publik. Regulasi yang baik harus sederhana untuk dipatuhi, sulit dimanipulasi, dapat diaudit,
dan memiliki mekanisme koreksi ketika keputusan salah.

Pendekatan pencegahan juga perlu memperhatikan desain organisasi. Pemisahan fungsi, rotasi pada
posisi berisiko, deklarasi konflik kepentingan, dokumentasi keputusan, dan audit berbasis data dapat
menurunkan peluang kolusi. Namun kontrol formal tidak akan efektif jika target organisasi mendorong
perilaku yang bertentangan. Sebagai contoh, target serapan anggaran yang terlalu menekankan kecepatan
tanpa kualitas dapat membuka ruang kompromi pengadaan; target investasi yang semata-mata kuantitatif
dapat mendorong kelonggaran evaluasi; target penerimaan yang tidak disertai akuntabilitas dapat
menciptakan tekanan transaksional. Karena itu, pengendalian integritas harus diintegrasikan dengan KPI
substantif, bukan ditempatkan sebagai lampiran administratif.

Peran kepemimpinan menentukan apakah sistem kontrol benar-benar bekerja. Pesan antikorupsi akan
kehilangan kredibilitas apabila pelanggaran oleh aktor berpengaruh diperlakukan berbeda dari pelanggaran
oleh pegawai biasa. Sebaliknya, organisasi membangun norma integritas ketika keputusan sulit dapat
dijelaskan, konflik kepentingan dibuka, pelapor dilindungi, dan hasil audit ditindaklanjuti. Dalam konteks
bansos, pendidikan dasar, kesehatan primer, dokumen kependudukan, bantuan usaha, dan layanan
pertanahan, tone at the top harus diterjemahkan menjadi praktik pada level menengah dan operasional.
Dengan demikian, integritas menjadi bagian dari rutinitas pengambilan keputusan, bukan sekadar slogan
komunikasi.

Teknologi dapat memperkuat reformasi dengan mengurangi biaya observasi. Data transaksi, waktu proses,
pola tender, perubahan kontrak, penggunaan aset, dan hubungan kepemilikan dapat dianalisis untuk
menemukan anomali. Akan tetapi, digitalisasi tidak identik dengan integritas. Sistem elektronik dapat
menyembunyikan bias dalam kode, membatasi akses kompetitor, atau mempertahankan pengecualian
manual yang tidak transparan. Karena itu, penerapan teknologi dalam area bansos, pendidikan dasar,
kesehatan primer, dokumen kependudukan, bantuan usaha, dan layanan pertanahan harus didesain
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dengan audit trail, kontrol akses, interoperabilitas, dan mekanisme pemeriksaan independen. Tujuannya
bukan mengganti penilaian manusia sepenuhnya, melainkan memperkecil ruang manipulasi dan
meningkatkan kemungkinan deteksi.

Pengalaman Indonesia juga mengingatkan bahwa reformasi antikorupsi berlangsung dalam ekonomi politik
nyata. Kelompok yang memperoleh rente memiliki sumber daya dan insentif untuk mempertahankan
aturan yang menguntungkan. Mereka dapat menggunakan argumen efisiensi, nasionalisme ekonomi,
perlindungan usaha, kebutuhan investasi, atau stabilitas untuk mempertahankan hak istimewa. Tidak
semua argumen tersebut keliru, tetapi kebijakan harus diuji melalui bukti: siapa penerima manfaatnya,
berapa lama dukungan diberikan, apa indikator kinerjanya, apakah ada pilihan yang lebih murah, dan
bagaimana mekanisme penghentiannya. Pertanyaan-pertanyaan ini mengubah diskusi dari niat kebijakan
menjadi akuntabilitas hasil.

Bagi dunia usaha, kepastian bahwa aturan berlaku setara sering lebih penting daripada sekadar sedikitnya
aturan. Sistem yang koruptif dapat tampak fleksibel karena hambatan dapat dinegosiasikan, tetapi
fleksibilitas semacam itu mahal dan tidak dapat diprediksi. Perusahaan baru dan UMKM biasanya paling
dirugikan karena mereka tidak memiliki jaringan atau skala untuk menyerap biaya transaksi. Akhirnya,
struktur pasar menjadi kurang dinamis, inovasi melambat, dan konsumen membayar harga lebih tinggi.
Oleh karena itu, upaya memperkuat grievance mechanism, data penerima manfaat, audit sosial, dan
standar layanan minimum memiliki dimensi produktivitas: ia membantu memindahkan kompetisi dari
kedekatan menuju kemampuan menghasilkan nilai.

Implikasi paling penting adalah kebutuhan melihat keberhasilan antikorupsi melalui outcome
pembangunan. Penurunan jumlah keluhan, misalnya, belum tentu berarti integritas meningkat jika warga
menyerah melapor. Bertambahnya kasus penindakan dapat berarti penegakan lebih efektif, tetapi juga
dapat mencerminkan risiko yang tinggi. Demikian pula, skor persepsi perlu dibaca bersama data transaksi
dan kualitas layanan. Untuk tema ini, indikator yang relevan mencakup waktu layanan, jumlah penawar
efektif, variasi harga, mutu output, konsentrasi pemenang, frekuensi adendum, kepatuhan konflik
kepentingan, serta kepuasan pengguna. Kombinasi indikator memungkinkan pemerintah membedakan
antara kepatuhan administratif dan perbaikan substantif.

Pada akhirnya, korupsi bersifat regresif ketika biaya informal dan layanan publik yang buruk membebani
kelompok yang memiliki pilihan paling sedikit. Reformasi tidak selesai ketika sebuah prosedur didigitalisasi
atau seorang pelaku dihukum. Keberhasilan terjadi ketika struktur insentif berubah sehingga mencari rente
menjadi lebih mahal, lebih mudah terdeteksi, dan kurang menguntungkan dibanding bersaing melalui
produktivitas. Untuk mencapai itu, memperkuat grievance mechanism, data penerima manfaat, audit
sosial, dan standar layanan minimum. Hubungan antara regressive burden, social mobility, dan inclusion
perlu diperlakukan sebagai bagian dari arsitektur pembangunan. Integritas dengan demikian bukan biaya
tambahan yang menghambat pembangunan, melainkan investasi kelembagaan yang menentukan berapa
besar manfaat yang benar-benar dihasilkan dari setiap sumber daya publik dan privat.

Implikasi bagi Manajemen Pembangunan

Bagi manajemen pembangunan, tema ini menuntut perubahan dari pengendalian berbasis dokumen
menuju pengendalian berbasis risiko dan hasil. Dokumen yang lengkap tidak membuktikan bahwa
keputusan telah menghasilkan manfaat terbaik; ia hanya membuktikan bahwa jejak administratif tertentu
tersedia. Karena rumah tangga miskin lebih bergantung pada sekolah, puskesmas, bantuan sosial,
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dokumen administrasi, dan infrastruktur publik sehingga kegagalan layanan memukul kesejahteraan
mereka secara relatif lebih besar, organisasi publik perlu mengidentifikasi titik keputusan yang memiliki
kombinasi nilai ekonomi tinggi, diskresi tinggi, kompetisi rendah, dan transparansi rendah. Titik-titik
tersebut harus memperoleh pengawasan lebih kuat dibanding transaksi rutin bernilai rendah. Pendekatan
ini sejalan dengan prinsip materialitas dalam audit dan risk-based management: sumber daya pengawasan
yang terbatas ditempatkan pada lokasi yang potensi kerugiannya paling besar. Dalam bansos, pendidikan
dasar, kesehatan primer, dokumen kependudukan, bantuan usaha, dan layanan pertanahan, pengukuran
perlu menghubungkan kepatuhan prosedur dengan manfaat yang benar-benar diterima pengguna. Dengan
demikian, integritas tidak terpisah dari efektivitas program.

Organisasi juga perlu membangun matriks risiko integritas yang hidup. Variabelnya dapat mencakup
konsentrasi kewenangan, frekuensiinteraksi dengan pihak eksternal, nilai keputusan, jumlah pengecualian
prosedur, konsentrasi pemasok, perubahan kontrak, keluhan, rotasi pejabat, dan hubungan kepemilikan.
Matriks tersebut tidak boleh digunakan untuk menuduh individu, melainkan untuk memprioritaskan
kontrol. Konsep regressive burden dan inequality membantu menjelaskan mengapa pengawasan yang
seragam sering tidak efisien. Area dengan risiko rendah cukup diawasi melalui kontrol otomatis, sedangkan
area dengan risiko tinggi memerlukan review independen, pemisahan fungsi, dokumentasi alasan
keputusan, dan audit berkala.

Contoh Analitis dalam Konteks Indonesia

Bayangkan sebuah kebijakan pada area bansos, pendidikan dasar, kesehatan primer, dokumen
kependudukan, bantuan usaha, dan layanan pertanahan. Secara formal tujuan kebijakan dapat sangat
baik: mempercepat investasi, menyediakan layanan, atau membangun fasilitas. Namun apabila kriteria
penerima manfaat tidak transparan dan perubahan keputusan tidak didokumentasikan, nilai ekonomi dari
kebijakan itu dapat menjadi objek rent seeking. Pelaku yang memiliki akses lebih awal dapat menyesuaikan
strategi sebelum pesaing; pihak yang dekat dengan pengambil keputusan dapat mempengaruhi spesifikasi;
dan biaya yang timbul kemudian dibebankan kepada anggaran atau konsumen. Tidak setiap kejadian
seperti ini merupakan tindak pidana. Justru di situlah pentingnya konsep rent seeking: ia membantu
mendeteksi kerugian sosial yang dapat muncul sebelum atau di luar batas pembuktian pidana.

Sebaliknya, desain kebijakan dapat mengurangi rente tanpa mematikan diskresi yang diperlukan.
Pemerintah dapat mempublikasikan kriteria sebelum keputusan, membatasi perubahan setelah proses
berjalan, membuka data penerima manfaat, menerapkan mekanisme banding, dan mengevaluasi
outcome. Dalam area bansos, pendidikan dasar, kesehatan primer, dokumen kependudukan, bantuan
usaha, dan layanan pertanahan, prinsip yang relevan adalah bahwa setiap privilege harus memiliki tujuan
publik yang eksplisit, ukuran kinerja, periode evaluasi, serta mekanisme penghentian. Ini merupakan
penerapan praktis dari memperkuat grievance mechanism, data penerima manfaat, audit sosial, dan
standar layanan minimum. Dengan desain seperti itu, diskresi tetap tersedia untuk menghadapi kondisi
kompleks, tetapi alasan penggunaannya dapat diperiksa.

Arah Kebijakan

Arah kebijakan yang konsisten untuk tema ini adalah memperkuat grievance mechanism, data penerima
manfaat, audit sosial, dan standar layanan minimum. Kebijakan tersebut perlu diterjemahkan ke dalam
empat lapis. Pertama, lapis aturan: definisi kewenangan, kriteria, batas pengecualian, dan sanksi. Kedua,
lapis proses: pemisahan fungsi, dokumentasi, transparansi, dan kontrol digital. Ketiga, lapis manusia: merit

65



Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD | Korupsi, Rent Seeking, dan Biaya Pembangunan Indonesia

system, kompetensi, remunerasi yang wajar, perlindungan pelapor, dan kepemimpinan berintegritas.
Keempat, lapis evaluasi: indikator outcome, audit independen, partisipasi publik, dan koreksi kebijakan.
Keempat lapis tersebut saling melengkapi. Aturan tanpa manusia yang kompeten menjadi formalitas;
digitalisasi tanpa evaluasi dapat mengotomatisasi keputusan yang buruk; penindakan tanpa pencegahan
dapat menghasilkan siklus kasus baru.

15. Korupsi dalam Kesehatan dan Pendidikan: Biaya terhadap Modal Manusia

Bab ini menempatkan korupsi pada sektor sosial mengubah anggaran menjadi kehilangan kualitas manusia
yang dampaknya dapat berlangsung lintas generasi sebagai bagian dari persoalan pembangunan
Indonesia. Fokus analisis bukan pada sensasi kasus, melainkan pada mekanisme yang membuat sumber
daya kehilangan kemampuan menghasilkan nilai publik. Dalam konteks rumah sakit, puskesmas, obat, alat
kesehatan, sekolah, beasiswa, guru, serta pembangunan fasilitas belajar, persoalan utama adalah
bagaimana kekuasaan, informasi, dan insentif berinteraksi. Kerangka ini memungkinkan pembaca
membedakan antara kesalahan administratif, kebijakan yang secara sah dapat diperdebatkan, konflik
kepentingan, dan perilaku yang benar-benar mengubah keputusan demi keuntungan partikular. Dengan
cara itu, agenda antikorupsi dapat ditempatkan dalam bahasa manajemen pembangunan: risiko, kontrol,
produktivitas, kualitas, akuntabilitas, serta distribusi manfaat dan biaya.

Dari sudut pandang pembangunan jangka panjang, korupsi pada sektor sosial mengubah anggaran menjadi
kehilangan kualitas manusia yang dampaknya dapat berlangsung lintas generasi. Hal ini terjadi karena
pengadaan yang buruk, absensi, pungutan informal, manipulasi penerima, konflik kepentingan, dan
fasilitas yang tidak berfungsi mengurangi efektivitas belanja. Ketika pola tersebut berulang, persoalan tidak
lagi bersifatinsidental, melainkan menjadi karakter sistem. Aktor yang berintegritas menghadapi biaya lebih
tinggi apabila prosedur formal lambat sementara jalur informal memberikan keuntungan bagi pesaing.
Dalam keadaan seperti ini, seleksi ekonomi dapat bekerja secara terbalik: organisasi yang paling produktif
belum tentu memperoleh akses terbaik, sedangkan organisasi yang paling mampu mengelola kedekatan
politik dapat bertahan. Konsekuensinya terlihat pada rumah sakit, puskesmas, obat, alat kesehatan,
sekolah, beasiswa, guru, serta pembangunan fasilitas belajar. Konsep human capital membantu
menjelaskan bahwa mutu institusi menentukan apakah energi ekonomi diarahkan pada penciptaan nilai
atau pada perebutan keuntungan yang sudah ada.

Mekanisme kerugian perlu ditelusuri dari keputusan awal sampai hasil akhir. Pengadaan yang buruk,
absensi, pungutan informal, manipulasi penerima, konflik kepentingan, dan fasilitas yang tidak berfungsi
mengurangi efektivitas belanja. Pada tahap pertama, distorsi mengubah siapa yang memperoleh akses.
Pada tahap kedua, ia mengubah harga, kualitas, waktu, atau spesifikasi. Pada tahap ketiga, masyarakat
menerima output yang tidak setara dengan sumber daya yang telah dikeluarkan. Efek kumulatif ini
menjelaskan mengapa pengukuran korupsi hanya melalui nilai uang yang terbukti di pengadilan cenderung
meremehkan biaya sosial. Dalam rumah sakit, puskesmas, obat, alat kesehatan, sekolah, beasiswa, guru,
serta pembangunan fasilitas belajar, misalnya, satu keputusan yang bias dapat menghasilkan rentetan
biaya pemeliharaan, keterlambatan manfaat, dan hilangnya kepercayaan. Di sinilah service leakage dan
absenteeism menjadi konsep penting untuk membaca hubungan antara kekuasaan administratif dan
efisiensi ekonomi.

Korupsi dan rent seeking juga menciptakan biaya kesempatan. Sumber daya yang digunakan untuk mencari
akses, memelihara hubungan, menyusun transaksi terselubung, atau mengatasi hambatan yang sengaja
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diciptakan seharusnya dapat digunakan untuk riset, pelatihan pekerja, inovasi, perluasan kapasitas, atau
perbaikan mutu. Karena itu, kerugian pembangunan bukan hanya apa yang dicuri, tetapi juga apa yang tidak
pernah tercipta. Bila korupsi pada sektor sosial mengubah anggaran menjadi kehilangan kualitas manusia
yang dampaknya dapat berlangsung lintas generasi, maka masyarakat kehilangan dua kali: kehilangan
sumber daya publik dan kehilangan alternatif penggunaan yang lebih produktif. Kerangka procurement
quality menuntut pembuat kebijakan membandingkan hasil aktual dengan hasil yang secara wajar dapat
dicapai dalam sistem yang lebih berintegritas.

Dimensi distribusi sama pentingnya dengan dimensi efisiensi. Rente jarang tersebar secara acak; ia
cenderung mengalir kepada pihak yang memiliki informasi, jaringan, modal politik, atau kemampuan
menanggung biaya lobi. Sebaliknya, biaya sering disebarkan kepada pembayar pajak, konsumen, pekerja,
masyarakat lokal, atau generasi mendatang. Pola ini dapat mengubah ketimpangan ekonomi menjadi
ketimpangan politik karena kekayaan yang diperoleh dari rente kemudian dapat digunakan untuk
memperkuat akses terhadap keputusan berikutnya. Pada rumah sakit, puskesmas, obat, alat kesehatan,
sekolah, beasiswa, guru, serta pembangunan fasilitas belajar, mekanisme seperti ini dapat membuat
kebijakan terlihat netral secara formal tetapi menghasilkan manfaatyang sangat terkonsentrasi. Karenaitu,
analisis outcome monitoring perlu disandingkan dengan analisis keadilan distributif.

Ada pula persoalan informasi. Pejabat publik biasanya memiliki informasi tentang jadwal kebijakan,
spesifikasi proyek, perubahan regulasi, atau prioritas anggaran yang belum dimiliki masyarakat.
Perusahaan memiliki informasi teknis dan biaya yang mungkin tidak diketahui pemerintah. Ketimpangan
informasi tersebut normal dalam organisasi modern, tetapi menjadi berbahaya ketika dikombinasikan
dengan konflik kepentingan dan pengawasan lemah. pengadaan yang buruk, absensi, pungutan informal,
manipulasi penerima, konflik kepentingan, dan fasilitas yang tidak berfungsi mengurangi efektivitas belanja
dapat disamarkan sebagai keputusan teknis yang sah. Oleh sebab itu, transparansi bukan sekadar
mempublikasikan dokumen, melainkan memastikan data tersedia pada waktu yang tepat, dalam format
yang dapat dianalisis, dan dapat dikaitkan dengan penanggung jawab keputusan.

Reformasi yang efektif harus menghindari dua ekstrem. Ekstrem pertama adalah keyakinan bahwa
penambahan aturan selalu mengurangi korupsi. Aturan yang terlalu banyak justru dapat menciptakan titik
diskresi baru dan memperbesar nilai izin. Ekstrem kedua adalah deregulasi tanpa pengawasan, yang dapat
memindahkan rente dari birokrasi ke pelaku pasar dominan. Karena itu, memperkuat outcome-based
monitoring, keterbukaan harga, audit penggunaan aset, dan kanal umpan balik pasien serta siswa.
Prinsipnya adalah mengurangi ruang transaksi tersembunyi sambil mempertahankan kemampuan negara
melindungi kepentingan publik. Regulasi yang baik harus sederhana untuk dipatuhi, sulit dimanipulasi,
dapat diaudit, dan memiliki mekanisme koreksi ketika keputusan salah.

Pendekatan pencegahan juga perlu memperhatikan desain organisasi. Pemisahan fungsi, rotasi pada
posisi berisiko, deklarasi konflik kepentingan, dokumentasi keputusan, dan audit berbasis data dapat
menurunkan peluang kolusi. Namun kontrol formal tidak akan efektif jika target organisasi mendorong
perilaku yang bertentangan. Sebagai contoh, target serapan anggaran yang terlalu menekankan kecepatan
tanpa kualitas dapat membuka ruang kompromi pengadaan; target investasi yang semata-mata kuantitatif
dapat mendorong kelonggaran evaluasi; target penerimaan yang tidak disertai akuntabilitas dapat
menciptakan tekanan transaksional. Karena itu, pengendalian integritas harus diintegrasikan dengan KPI
substantif, bukan ditempatkan sebagai lampiran administratif.
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Peran kepemimpinan menentukan apakah sistem kontrol benar-benar bekerja. Pesan antikorupsi akan
kehilangan kredibilitas apabila pelanggaran oleh aktor berpengaruh diperlakukan berbeda dari pelanggaran
oleh pegawai biasa. Sebaliknya, organisasi membangun norma integritas ketika keputusan sulit dapat
dijelaskan, konflik kepentingan dibuka, pelapor dilindungi, dan hasil audit ditindaklanjuti. Dalam konteks
rumah sakit, puskesmas, obat, alat kesehatan, sekolah, beasiswa, guru, serta pembangunan fasilitas
belajar, tone at the top harus diterjemahkan menjadi praktik pada level menengah dan operasional. Dengan
demikian, integritas menjadi bagian dari rutinitas pengambilan keputusan, bukan sekadar slogan
komunikasi.

Teknologi dapat memperkuat reformasi dengan mengurangi biaya observasi. Data transaksi, waktu proses,
pola tender, perubahan kontrak, penggunaan aset, dan hubungan kepemilikan dapat dianalisis untuk
menemukan anomali. Akan tetapi, digitalisasi tidak identik dengan integritas. Sistem elektronik dapat
menyembunyikan bias dalam kode, membatasi akses kompetitor, atau mempertahankan pengecualian
manual yang tidak transparan. Karena itu, penerapan teknologi dalam area rumah sakit, puskesmas, obat,
alat kesehatan, sekolah, beasiswa, guru, serta pembangunan fasilitas belajar harus didesain dengan audit
trail, kontrol akses, interoperabilitas, dan mekanisme pemeriksaan independen. Tujuannya bukan
mengganti penilaian manusia sepenuhnya, melainkan memperkecil ruang manipulasi dan meningkatkan
kemungkinan deteksi.

Pengalaman Indonesia juga mengingatkan bahwa reformasi antikorupsi berlangsung dalam ekonomi politik
nyata. Kelompok yang memperoleh rente memiliki sumber daya dan insentif untuk mempertahankan
aturan yang menguntungkan. Mereka dapat menggunakan argumen efisiensi, nasionalisme ekonomi,
perlindungan usaha, kebutuhan investasi, atau stabilitas untuk mempertahankan hak istimewa. Tidak
semua argumen tersebut keliru, tetapi kebijakan harus diuji melalui bukti: siapa penerima manfaatnya,
berapa lama dukungan diberikan, apa indikator kinerjanya, apakah ada pilihan yang lebih murah, dan
bagaimana mekanisme penghentiannya. Pertanyaan-pertanyaan ini mengubah diskusi dari niat kebijakan
menjadi akuntabilitas hasil.

Bagi dunia usaha, kepastian bahwa aturan berlaku setara sering lebih penting daripada sekadar sedikitnya
aturan. Sistem yang koruptif dapat tampak fleksibel karena hambatan dapat dinegosiasikan, tetapi
fleksibilitas semacam itu mahal dan tidak dapat diprediksi. Perusahaan baru dan UMKM biasanya paling
dirugikan karena mereka tidak memiliki jaringan atau skala untuk menyerap biaya transaksi. Akhirnya,
struktur pasar menjadi kurang dinamis, inovasi melambat, dan konsumen membayar harga lebih tinggi.
Oleh karena itu, upaya memperkuat outcome-based monitoring, keterbukaan harga, audit penggunaan
aset, dan kanal umpan balik pasien serta siswa memiliki dimensi produktivitas: ia membantu
memindahkan kompetisi dari kedekatan menuju kemampuan menghasilkan nilai.

Implikasi paling penting adalah kebutuhan melihat keberhasilan antikorupsi melalui outcome
pembangunan. Penurunan jumlah keluhan, misalnya, belum tentu berarti integritas meningkat jika warga
menyerah melapor. Bertambahnya kasus penindakan dapat berarti penegakan lebih efektif, tetapi juga
dapat mencerminkan risiko yang tinggi. Demikian pula, skor persepsi perlu dibaca bersama data transaksi
dan kualitas layanan. Untuk tema ini, indikator yang relevan mencakup waktu layanan, jumlah penawar
efektif, variasi harga, mutu output, konsentrasi pemenang, frekuensi adendum, kepatuhan konflik
kepentingan, serta kepuasan pengguna. Kombinasi indikator memungkinkan pemerintah membedakan
antara kepatuhan administratif dan perbaikan substantif.
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Pada akhirnya, korupsi pada sektor sosial mengubah anggaran menjadi kehilangan kualitas manusia yang
dampaknya dapat berlangsung lintas generasi. Reformasi tidak selesai ketika sebuah prosedur
didigitalisasi atau seorang pelaku dihukum. Keberhasilan terjadi ketika struktur insentif berubah sehingga
mencari rente menjadi lebih mahal, lebih mudah terdeteksi, dan kurang menguntungkan dibanding
bersaing melalui produktivitas. Untuk mencapai itu, memperkuat outcome-based monitoring, keterbukaan
harga, audit penggunaan aset, dan kanal umpan balik pasien serta siswa. Hubungan antara human capital,
absenteeism, dan outcome monitoring perlu diperlakukan sebagai bagian dari arsitektur pembangunan.
Integritas dengan demikian bukan biaya tambahan yang menghambat pembangunan, melainkan investasi
kelembagaan yang menentukan berapa besar manfaat yang benar-benar dihasilkan dari setiap sumber
daya publik dan privat.

Implikasi bagi Manajemen Pembangunan

Bagi manajemen pembangunan, tema ini menuntut perubahan dari pengendalian berbasis dokumen
menuju pengendalian berbasis risiko dan hasil. Dokumen yang lengkap tidak membuktikan bahwa
keputusan telah menghasilkan manfaat terbaik; ia hanya membuktikan bahwa jejak administratif tertentu
tersedia. Karena pengadaan yang buruk, absensi, pungutan informal, manipulasi penerima, konflik
kepentingan, dan fasilitas yang tidak berfungsi mengurangi efektivitas belanja, organisasi publik perlu
mengidentifikasi titik keputusan yang memiliki kombinasi nilai ekonomi tinggi, diskresi tinggi, kompetisi
rendah, dan transparansi rendah. Titik-titik tersebut harus memperoleh pengawasan lebih kuat dibanding
transaksi rutin bernilai rendah. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip materialitas dalam audit dan risk-
based management: sumber daya pengawasan yang terbatas ditempatkan pada lokasi yang potensi
kerugiannya paling besar. Dalam rumah sakit, puskesmas, obat, alat kesehatan, sekolah, beasiswa, guru,
serta pembangunan fasilitas belajar, pengukuran perlu menghubungkan kepatuhan prosedur dengan
manfaat yang benar-benar diterima pengguna. Dengan demikian, integritas tidak terpisah dari efektivitas
program.

Organisasi juga perlu membangun matriks risiko integritas yang hidup. Variabelnya dapat mencakup
konsentrasi kewenangan, frekuensiinteraksi dengan pihak eksternal, nilai keputusan, jumlah pengecualian
prosedur, konsentrasi pemasok, perubahan kontrak, keluhan, rotasi pejabat, dan hubungan kepemilikan.
Matriks tersebut tidak boleh digunakan untuk menuduh individu, melainkan untuk memprioritaskan
kontrol. Konsep human capital dan service leakage membantu menjelaskan mengapa pengawasan yang
seragam sering tidak efisien. Area dengan risiko rendah cukup diawasi melalui kontrol otomatis, sedangkan
area dengan risiko tinggi memerlukan review independen, pemisahan fungsi, dokumentasi alasan
keputusan, dan audit berkala.

Contoh Analitis dalam Konteks Indonesia

Bayangkan sebuah kebijakan pada area rumah sakit, puskesmas, obat, alat kesehatan, sekolah, beasiswa,
guru, serta pembangunan fasilitas belajar. Secara formal tujuan kebijakan dapat sangat baik: mempercepat
investasi, menyediakan layanan, atau membangun fasilitas. Namun apabila kriteria penerima manfaat
tidak transparan dan perubahan keputusan tidak didokumentasikan, nilai ekonomi dari kebijakan itu dapat
menjadi objek rent seeking. Pelaku yang memiliki akses lebih awal dapat menyesuaikan strategi sebelum
pesaing; pihak yang dekat dengan pengambil keputusan dapat mempengaruhi spesifikasi; dan biaya yang
timbul kemudian dibebankan kepada anggaran atau konsumen. Tidak setiap kejadian seperti ini

69



Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD | Korupsi, Rent Seeking, dan Biaya Pembangunan Indonesia

merupakan tindak pidana. Justru di situlah pentingnya konsep rent seeking: ia membantu mendeteksi
kerugian sosial yang dapat muncul sebelum atau di luar batas pembuktian pidana.

Sebaliknya, desain kebijakan dapat mengurangi rente tanpa mematikan diskresi yang diperlukan.
Pemerintah dapat mempublikasikan kriteria sebelum keputusan, membatasi perubahan setelah proses
berjalan, membuka data penerima manfaat, menerapkan mekanisme banding, dan mengevaluasi
outcome. Dalam area rumah sakit, puskesmas, obat, alat kesehatan, sekolah, beasiswa, guru, serta
pembangunan fasilitas belajar, prinsip yang relevan adalah bahwa setiap privilege harus memiliki tujuan
publik yang eksplisit, ukuran kinerja, periode evaluasi, serta mekanisme penghentian. Ini merupakan
penerapan praktis dari memperkuat outcome-based monitoring, keterbukaan harga, audit penggunaan
aset, dan kanal umpan balik pasien serta siswa. Dengan desain seperti itu, diskresi tetap tersedia untuk
menghadapi kondisi kompleks, tetapi alasan penggunaannya dapat diperiksa.

Arah Kebijakan

Arah kebijakan yang konsisten untuk tema ini adalah memperkuat outcome-based monitoring, keterbukaan
harga, audit penggunaan aset, dan kanal umpan balik pasien serta siswa. Kebijakan tersebut perlu
diterjemahkan ke dalam empat lapis. Pertama, lapis aturan: definisi kewenangan, kriteria, batas
pengecualian, dan sanksi. Kedua, lapis proses: pemisahan fungsi, dokumentasi, transparansi, dan kontrol
digital. Ketiga, lapis manusia: merit system, kompetensi, remunerasi yang wajar, perlindungan pelapor, dan
kepemimpinan berintegritas. Keempat, lapis evaluasi: indikator outcome, audit independen, partisipasi
publik, dan koreksi kebijakan. Keempat lapis tersebut saling melengkapi. Aturan tanpa manusia yang
kompeten menjadi formalitas; digitalisasi tanpa evaluasi dapat mengotomatisasi keputusan yang buruk;
penindakan tanpa pencegahan dapat menghasilkan siklus kasus baru.

16. Korupsi, Lingkungan, dan Biaya Antar-Generasi

Bab ini menempatkan korupsi dapat mengubah kerusakan lingkungan menjadi biaya tersembunyi
pembangunan yang dibayar di masa depan sebagai bagian dari persoalan pembangunan Indonesia. Fokus
analisis bukan pada sensasi kasus, melainkan pada mekanisme yang membuat sumber daya kehilangan
kemampuan menghasilkan nilai publik. Dalam konteks deforestasi, tambang, pencemaran, tata ruang,
pesisir, perikanan, dan proyek energi, persoalan utama adalah bagaimana kekuasaan, informasi, dan
insentif berinteraksi. Kerangka ini memungkinkan pembaca membedakan antara kesalahan administratif,
kebijakan yang secara sah dapat diperdebatkan, konflik kepentingan, dan perilaku yang benar-benar
mengubah keputusan demi keuntungan partikular. Dengan cara itu, agenda antikorupsi dapat ditempatkan
dalam bahasa manajemen pembangunan: risiko, kontrol, produktivitas, kualitas, akuntabilitas, serta
distribusi manfaat dan biaya.

Dalam praktik administrasi negara, korupsi dapat mengubah kerusakan lingkungan menjadi biaya
tersembunyi pembangunan yang dibayar di masa depan. Hal ini terjadi karena pengawasan lemabh, izin yang
bermasalah, pengabaian kewajiban reklamasi, manipulasi AMDAL, dan penegakan selektif memungkinkan
keuntungan privat dengan biaya ekologis sosial. Ketika pola tersebut berulang, persoalan tidak lagi bersifat
insidental, melainkan menjadi karakter sistem. Aktor yang berintegritas menghadapi biaya lebih tinggi
apabila prosedur formal lambat sementara jalur informal memberikan keuntungan bagi pesaing. Dalam
keadaan seperti ini, seleksi ekonomi dapat bekerja secara terbalik: organisasi yang paling produktif belum
tentu memperoleh akses terbaik, sedangkan organisasi yang paling mampu mengelola kedekatan politik
dapat bertahan. Konsekuensinya terlihat pada deforestasi, tambang, pencemaran, tata ruang, pesisir,
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perikanan, dan proyek energi. Konsep externality membantu menjelaskan bahwa mutu institusi
menentukan apakah energi ekonomi diarahkan pada penciptaan nilai atau pada perebutan keuntungan
yang sudah ada.

Mekanisme kerugian perlu ditelusuri dari keputusan awal sampai hasil akhir. Pengawasan lemah, izin yang
bermasalah, pengabaian kewajiban reklamasi, manipulasi amdal, dan penegakan selektif memungkinkan
keuntungan privat dengan biaya ekologis sosial. Pada tahap pertama, distorsi mengubah siapa yang
memperoleh akses. Pada tahap kedua, ia mengubah harga, kualitas, waktu, atau spesifikasi. Pada tahap
ketiga, masyarakat menerima output yang tidak setara dengan sumber daya yang telah dikeluarkan. Efek
kumulatif ini menjelaskan mengapa pengukuran korupsi hanya melalui nilai uang yang terbukti di
pengadilan cenderung meremehkan biaya sosial. Dalam deforestasi, tambang, pencemaran, tata ruang,
pesisir, perikanan, dan proyek energi, misalnya, satu keputusan yang bias dapat menghasilkan rentetan
biaya pemeliharaan, keterlambatan manfaat, dan hilangnya kepercayaan. Di sinilah environmental
governance dan AMDAL menjadi konsep penting untuk membaca hubungan antara kekuasaan
administratif dan efisiensi ekonomi.

Korupsi dan rent seeking juga menciptakan biaya kesempatan. Sumber daya yang digunakan untuk mencari
akses, memelihara hubungan, menyusun transaksi terselubung, atau mengatasi hambatan yang sengaja
diciptakan seharusnya dapat digunakan untuk riset, pelatihan pekerja, inovasi, perluasan kapasitas, atau
perbaikan mutu. Karena itu, kerugian pembangunan bukan hanya apa yang dicuri, tetapi juga apa yang tidak
pernah tercipta. Bila korupsi dapat mengubah kerusakan lingkungan menjadi biaya tersembunyi
pembangunan yang dibayar di masa depan, maka masyarakat kehilangan dua kali: kehilangan sumber daya
publik dan kehilangan alternatif penggunaan yang lebih produktif. Kerangka intergenerational equity
menuntut pembuat kebijakan membandingkan hasil aktual dengan hasil yang secara wajar dapat dicapai
dalam sistem yang lebih berintegritas.

Dimensi distribusi sama pentingnya dengan dimensi efisiensi. Rente jarang tersebar secara acak; ia
cenderung mengalir kepada pihak yang memiliki informasi, jaringan, modal politik, atau kemampuan
menanggung biaya lobi. Sebaliknya, biaya sering disebarkan kepada pembayar pajak, konsumen, pekerja,
masyarakat lokal, atau generasi mendatang. Pola ini dapat mengubah ketimpangan ekonomi menjadi
ketimpangan politik karena kekayaan yang diperoleh dari rente kemudian dapat digunakan untuk
memperkuat akses terhadap keputusan berikutnya. Pada deforestasi, tambang, pencemaran, tata ruang,
pesisir, perikanan, dan proyek energi, mekanisme seperti ini dapat membuat kebijakan terlihat netral
secara formal tetapi menghasilkan manfaat yang sangat terkonsentrasi. Karena itu, analisis enforcement
perlu disandingkan dengan analisis keadilan distributif.

Ada pula persoalan informasi. Pejabat publik biasanya memiliki informasi tentang jadwal kebijakan,
spesifikasi proyek, perubahan regulasi, atau prioritas anggaran yang belum dimiliki masyarakat.
Perusahaan memiliki informasi teknis dan biaya yang mungkin tidak diketahui pemerintah. Ketimpangan
informasi tersebut normal dalam organisasi modern, tetapi menjadi berbahaya ketika dikombinasikan
dengan konflik kepentingan dan pengawasan lemah. pengawasan lemah, izin yang bermasalah,
pengabaian kewajiban reklamasi, manipulasi AMDAL, dan penegakan selektif memungkinkan keuntungan
privat dengan biaya ekologis sosial dapat disamarkan sebagai keputusan teknis yang sah. Oleh sebab itu,
transparansi bukan sekadar mempublikasikan dokumen, melainkan memastikan data tersedia pada waktu
yang tepat, dalam format yang dapat dianalisis, dan dapat dikaitkan dengan penanggung jawab keputusan.
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Reformasi yang efektif harus menghindari dua ekstrem. Ekstrem pertama adalah keyakinan bahwa
penambahan aturan selalu mengurangi korupsi. Aturan yang terlalu banyak justru dapat menciptakan titik
diskresi baru dan memperbesar nilai izin. Ekstrem kedua adalah deregulasi tanpa pengawasan, yang dapat
memindahkan rente dari birokrasi ke pelaku pasar dominan. Karena itu, transparansi data lingkungan,
pengawasan berbasis satelit, jaminan pemulihan, liability yang efektif, dan akses publik pada dokumen
perizinan. Prinsipnya adalah mengurangi ruang transaksi tersembunyi sambil mempertahankan
kemampuan negara melindungi kepentingan publik. Regulasi yang baik harus sederhana untuk dipatuhi,
sulit dimanipulasi, dapat diaudit, dan memiliki mekanisme koreksi ketika keputusan salah.

Pendekatan pencegahan juga perlu memperhatikan desain organisasi. Pemisahan fungsi, rotasi pada
posisi berisiko, deklarasi konflik kepentingan, dokumentasi keputusan, dan audit berbasis data dapat
menurunkan peluang kolusi. Namun kontrol formal tidak akan efektif jika target organisasi mendorong
perilaku yang bertentangan. Sebagai contoh, target serapan anggaran yang terlalu menekankan kecepatan
tanpa kualitas dapat membuka ruang kompromi pengadaan; target investasi yang semata-mata kuantitatif
dapat mendorong kelonggaran evaluasi; target penerimaan yang tidak disertai akuntabilitas dapat
menciptakan tekanan transaksional. Karena itu, pengendalian integritas harus diintegrasikan dengan KPI
substantif, bukan ditempatkan sebagai lampiran administratif.

Peran kepemimpinan menentukan apakah sistem kontrol benar-benar bekerja. Pesan antikorupsi akan
kehilangan kredibilitas apabila pelanggaran oleh aktor berpengaruh diperlakukan berbeda dari pelanggaran
oleh pegawai biasa. Sebaliknya, organisasi membangun norma integritas ketika keputusan sulit dapat
dijelaskan, konflik kepentingan dibuka, pelapor dilindungi, dan hasil audit ditindaklanjuti. Dalam konteks
deforestasi, tambang, pencemaran, tata ruang, pesisir, perikanan, dan proyek energi, tone at the top harus
diterjemahkan menjadi praktik pada level menengah dan operasional. Dengan demikian, integritas menjadi
bagian dari rutinitas pengambilan keputusan, bukan sekadar slogan komunikasi.

Teknologi dapat memperkuat reformasi dengan mengurangi biaya observasi. Data transaksi, waktu proses,
pola tender, perubahan kontrak, penggunaan aset, dan hubungan kepemilikan dapat dianalisis untuk
menemukan anomali. Akan tetapi, digitalisasi tidak identik dengan integritas. Sistem elektronik dapat
menyembunyikan bias dalam kode, membatasi akses kompetitor, atau mempertahankan pengecualian
manual yang tidak transparan. Karena itu, penerapan teknologi dalam area deforestasi, tambang,
pencemaran, tata ruang, pesisir, perikanan, dan proyek energi harus didesain dengan audit trail, kontrol
akses, interoperabilitas, dan mekanisme pemeriksaan independen. Tujuannya bukan mengganti penilaian
manusia sepenuhnya, melainkan memperkecil ruang manipulasi dan meningkatkan kemungkinan deteksi.

Pengalaman Indonesia juga mengingatkan bahwa reformasi antikorupsi berlangsung dalam ekonomi politik
nyata. Kelompok yang memperoleh rente memiliki sumber daya dan insentif untuk mempertahankan
aturan yang menguntungkan. Mereka dapat menggunakan argumen efisiensi, nasionalisme ekonomi,
perlindungan usaha, kebutuhan investasi, atau stabilitas untuk mempertahankan hak istimewa. Tidak
semua argumen tersebut keliru, tetapi kebijakan harus diuji melalui bukti: siapa penerima manfaatnya,
berapa lama dukungan diberikan, apa indikator kinerjanya, apakah ada pilihan yang lebih murah, dan
bagaimana mekanisme penghentiannya. Pertanyaan-pertanyaan ini mengubah diskusi dari niat kebijakan
menjadi akuntabilitas hasil.

Bagi dunia usaha, kepastian bahwa aturan berlaku setara sering lebih penting daripada sekadar sedikitnya
aturan. Sistem yang koruptif dapat tampak fleksibel karena hambatan dapat dinegosiasikan, tetapi
fleksibilitas semacam itu mahal dan tidak dapat diprediksi. Perusahaan baru dan UMKM biasanya paling
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dirugikan karena mereka tidak memiliki jaringan atau skala untuk menyerap biaya transaksi. Akhirnya,
struktur pasar menjadi kurang dinamis, inovasi melambat, dan konsumen membayar harga lebih tinggi.
Oleh karena itu, upaya transparansi data lingkungan, pengawasan berbasis satelit, jaminan pemulihan,
liability yang efektif, dan akses publik pada dokumen perizinan memiliki dimensi produktivitas: ia
membantu memindahkan kompetisi dari kedekatan menuju kemampuan menghasilkan nilai.

Implikasi paling penting adalah kebutuhan melihat keberhasilan antikorupsi melalui outcome
pembangunan. Penurunan jumlah keluhan, misalnya, belum tentu berarti integritas meningkat jika warga
menyerah melapor. Bertambahnya kasus penindakan dapat berarti penegakan lebih efektif, tetapi juga
dapat mencerminkan risiko yang tinggi. Demikian pula, skor persepsi perlu dibaca bersama data transaksi
dan kualitas layanan. Untuk tema ini, indikator yang relevan mencakup waktu layanan, jumlah penawar
efektif, variasi harga, mutu output, konsentrasi pemenang, frekuensi adendum, kepatuhan konflik
kepentingan, serta kepuasan pengguna. Kombinasi indikator memungkinkan pemerintah membedakan
antara kepatuhan administratif dan perbaikan substantif.

Pada akhirnya, korupsi dapat mengubah kerusakan lingkungan menjadi biaya tersembunyi pembangunan
yang dibayar di masa depan. Reformasi tidak selesai ketika sebuah prosedur didigitalisasi atau seorang
pelaku dihukum. Keberhasilan terjadi ketika struktur insentif berubah sehingga mencari rente menjadi lebih
mahal, lebih mudah terdeteksi, dan kurang menguntungkan dibanding bersaing melalui produktivitas.
Untuk mencapai itu, transparansi data lingkungan, pengawasan berbasis satelit, jaminan pemulihan,
liability yang efektif, dan akses publik pada dokumen perizinan. Hubungan antara externality, AMDAL, dan
enforcement perlu diperlakukan sebagai bagian dari arsitektur pembangunan. Integritas dengan demikian
bukan biaya tambahan yang menghambat pembangunan, melainkan investasi kelembagaan yang
menentukan berapa besar manfaatyang benar-benar dihasilkan dari setiap sumber daya publik dan privat.

Implikasi bagi Manajemen Pembangunan

Bagi manajemen pembangunan, tema ini menuntut perubahan dari pengendalian berbasis dokumen
menuju pengendalian berbasis risiko dan hasil. Dokumen yang lengkap tidak membuktikan bahwa
keputusan telah menghasilkan manfaat terbaik; ia hanya membuktikan bahwa jejak administratif tertentu
tersedia. Karena pengawasan lemabh, izin yang bermasalah, pengabaian kewajiban reklamasi, manipulasi
AMDAL, dan penegakan selektif memungkinkan keuntungan privat dengan biaya ekologis sosial, organisasi
publik perlu mengidentifikasi titik keputusan yang memiliki kombinasi nilai ekonomi tinggi, diskresi tinggi,
kompetisi rendah, dan transparansi rendah. Titik-titik tersebut harus memperoleh pengawasan lebih kuat
dibanding transaksi rutin bernilai rendah. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip materialitas dalam audit
dan risk-based management: sumber daya pengawasan yang terbatas ditempatkan pada lokasi yang
potensi kerugiannya paling besar. Dalam deforestasi, tambang, pencemaran, tata ruang, pesisir,
perikanan, dan proyek energi, pengukuran perlu menghubungkan kepatuhan prosedur dengan manfaat
yang benar-benar diterima pengguna. Dengan demikian, integritas tidak terpisah dari efektivitas program.

Organisasi juga perlu membangun matriks risiko integritas yang hidup. Variabelnya dapat mencakup
konsentrasi kewenangan, frekuensiinteraksi dengan pihak eksternal, nilai keputusan, jumlah pengecualian
prosedur, konsentrasi pemasok, perubahan kontrak, keluhan, rotasi pejabat, dan hubungan kepemilikan.
Matriks tersebut tidak boleh digunakan untuk menuduh individu, melainkan untuk memprioritaskan
kontrol. Konsep externality dan environmental governance membantu menjelaskan mengapa pengawasan
yang seragam sering tidak efisien. Area dengan risiko rendah cukup diawasi melalui kontrol otomatis,
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sedangkan area dengan risiko tinggi memerlukan review independen, pemisahan fungsi, dokumentasi
alasan keputusan, dan audit berkala.

Contoh Analitis dalam Konteks Indonesia

Bayangkan sebuah kebijakan pada area deforestasi, tambang, pencemaran, tata ruang, pesisir, perikanan,
dan proyek energi. Secara formal tujuan kebijakan dapat sangat baik: mempercepat investasi,
menyediakan layanan, atau membangun fasilitas. Namun apabila kriteria penerima manfaat tidak
transparan dan perubahan keputusan tidak didokumentasikan, nilai ekonomi dari kebijakan itu dapat
menjadi objek rent seeking. Pelaku yang memiliki akses lebih awal dapat menyesuaikan strategi sebelum
pesaing; pihak yang dekat dengan pengambil keputusan dapat mempengaruhi spesifikasi; dan biaya yang
timbul kemudian dibebankan kepada anggaran atau konsumen. Tidak setiap kejadian seperti ini
merupakan tindak pidana. Justru di situlah pentingnya konsep rent seeking: ia membantu mendeteksi
kerugian sosial yang dapat muncul sebelum atau di luar batas pembuktian pidana.

Sebaliknya, desain kebijakan dapat mengurangi rente tanpa mematikan diskresi yang diperlukan.
Pemerintah dapat mempublikasikan kriteria sebelum keputusan, membatasi perubahan setelah proses
berjalan, membuka data penerima manfaat, menerapkan mekanisme banding, dan mengevaluasi
outcome. Dalam area deforestasi, tambang, pencemaran, tata ruang, pesisir, perikanan, dan proyek energi,
prinsip yang relevan adalah bahwa setiap privilege harus memiliki tujuan publik yang eksplisit, ukuran
kinerja, periode evaluasi, serta mekanisme penghentian. Ini merupakan penerapan praktis dari
transparansi data lingkungan, pengawasan berbasis satelit, jaminan pemulihan, liability yang efektif, dan
akses publik pada dokumen perizinan. Dengan desain seperti itu, diskresi tetap tersedia untuk menghadapi
kondisi kompleks, tetapi alasan penggunaannya dapat diperiksa.

Arah Kebijakan

Arah kebijakan yang konsisten untuk tema ini adalah transparansi data lingkungan, pengawasan berbasis
satelit, jaminan pemulihan, liability yang efektif, dan akses publik pada dokumen perizinan. Kebijakan
tersebut perlu diterjemahkan ke dalam empat lapis. Pertama, lapis aturan: definisi kewenangan, kriteria,
batas pengecualian, dan sanksi. Kedua, lapis proses: pemisahan fungsi, dokumentasi, transparansi, dan
kontrol digital. Ketiga, lapis manusia: merit system, kompetensi, remunerasi yang wajar, perlindungan
pelapor, dan kepemimpinan berintegritas. Keempat, lapis evaluasi: indikator outcome, audit independen,
partisipasi publik, dan koreksi kebijakan. Keempat lapis tersebut saling melengkapi. Aturan tanpa manusia
yang kompeten menjadi formalitas; digitalisasi tanpa evaluasi dapat mengotomatisasi keputusan yang
buruk; penindakan tanpa pencegahan dapat menghasilkan siklus kasus baru.

17. Digitalisasi Pemerintah: Antikorupsi atau Digitalisasi Rente?

Bab ini menempatkan teknologi dapat mengurangi tatap muka dan memperkuat audit trail tetapi tidak
otomatis menghilangkan korupsi sebagai bagian dari persoalan pembangunan Indonesia. Fokus analisis
bukan pada sensasi kasus, melainkan pada mekanisme yang membuat sumber daya kehilangan
kemampuan menghasilkan nilai publik. Dalam konteks e-procurement, perizinan daring, bansos digital,
pajak, sistem informasi rumah sakit, dan layanan administrasi, persoalan utama adalah bagaimana
kekuasaan, informasi, dan insentif berinteraksi. Kerangka ini memungkinkan pembaca membedakan
antara kesalahan administratif, kebijakan yang secara sah dapat diperdebatkan, konflik kepentingan, dan
perilaku yang benar-benar mengubah keputusan demi keuntungan partikular. Dengan cara itu, agenda
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antikorupsi dapat ditempatkan dalam bahasa manajemen pembangunan: risiko, kontrol, produktivitas,
kualitas, akuntabilitas, serta distribusi manfaat dan biaya.

Pada tingkat perusahaan dan pasar, teknologi dapat mengurangi tatap muka dan memperkuat audit trail
tetapi tidak otomatis menghilangkan korupsi. Hal ini terjadi karena algoritme, pengadaan teknologi, kontrol
akses data, desain platform, dan pengecualian manual dapat menciptakan bentuk diskresi baru apabila
tidak dapat diaudit. Ketika pola tersebut berulang, persoalan tidak lagi bersifat insidental, melainkan
menjadi karakter sistem. Aktor yang berintegritas menghadapi biaya lebih tinggi apabila prosedur formal
lambat sementara jalur informal memberikan keuntungan bagi pesaing. Dalam keadaan seperti ini, seleksi
ekonomi dapat bekerja secara terbalik: organisasi yang paling produktif belum tentu memperoleh akses
terbaik, sedangkan organisasi yang paling mampu mengelola kedekatan politik dapat bertahan.
Konsekuensinya terlihat pada e-procurement, perizinan daring, bansos digital, pajak, sistem informasi
rumah sakit, dan layanan administrasi. Konsep digital trace membantu menjelaskan bahwa mutu institusi
menentukan apakah energi ekonomi diarahkan pada penciptaan nilai atau pada perebutan keuntungan
yang sudah ada.

Mekanisme kerugian perlu ditelusuri dari keputusan awal sampai hasil akhir. Algoritme, pengadaan
teknologi, kontrol akses data, desain platform, dan pengecualian manual dapat menciptakan bentuk
diskresi baru apabila tidak dapat diaudit. Pada tahap pertama, distorsi mengubah siapa yang memperoleh
akses. Pada tahap kedua, ia mengubah harga, kualitas, waktu, atau spesifikasi. Pada tahap ketiga,
masyarakat menerima output yang tidak setara dengan sumber daya yang telah dikeluarkan. Efek kumulatif
ini menjelaskan mengapa pengukuran korupsi hanya melalui nilai uang yang terbukti di pengadilan
cenderung meremehkan biaya sosial. Dalam e-procurement, perizinan daring, bansos digital, pajak, sistem
informasi rumah sakit, dan layanan administrasi, misalnya, satu keputusan yang bias dapat menghasilkan
rentetan biaya pemeliharaan, keterlambatan manfaat, dan hilangnya kepercayaan. Di sinilah algorithmic
accountability dan e-government menjadi konsep penting untuk membaca hubungan antara kekuasaan
administratif dan efisiensi ekonomi.

Korupsi dan rent seeking juga menciptakan biaya kesempatan. Sumber daya yang digunakan untuk mencari
akses, memelihara hubungan, menyusun transaksi terselubung, atau mengatasi hambatan yang sengaja
diciptakan seharusnya dapat digunakan untuk riset, pelatihan pekerja, inovasi, perluasan kapasitas, atau
perbaikan mutu. Karena itu, kerugian pembangunan bukan hanya apa yang dicuri, tetapi juga apa yang tidak
pernah tercipta. Bila teknologi dapat mengurangi tatap muka dan memperkuat audit trail tetapi tidak
otomatis menghilangkan korupsi, maka masyarakat kehilangan dua kali: kehilangan sumber daya publik
dan kehilangan alternatif penggunaan yang lebih produktif. Kerangka data governance menuntut pembuat
kebijakan membandingkan hasil aktual dengan hasil yang secara wajar dapat dicapai dalam sistem yang
lebih berintegritas.

Dimensi distribusi sama pentingnya dengan dimensi efisiensi. Rente jarang tersebar secara acak; ia
cenderung mengalir kepada pihak yang memiliki informasi, jaringan, modal politik, atau kemampuan
menanggung biaya lobi. Sebaliknya, biaya sering disebarkan kepada pembayar pajak, konsumen, pekerja,
masyarakat lokal, atau generasi mendatang. Pola ini dapat mengubah ketimpangan ekonomi menjadi
ketimpangan politik karena kekayaan yang diperoleh dari rente kemudian dapat digunakan untuk
memperkuat akses terhadap keputusan berikutnya. Pada e-procurement, perizinan daring, bansos digital,
pajak, sistem informasi rumah sakit, dan layanan administrasi, mekanisme seperti ini dapat membuat
kebijakan terlihat netral secara formal tetapi menghasilkan manfaatyang sangat terkonsentrasi. Karena itu,
analisis cyber risk perlu disandingkan dengan analisis keadilan distributif.
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Ada pula persoalan informasi. Pejabat publik biasanya memiliki informasi tentang jadwal kebijakan,
spesifikasi proyek, perubahan regulasi, atau prioritas anggaran yang belum dimiliki masyarakat.
Perusahaan memiliki informasi teknis dan biaya yang mungkin tidak diketahui pemerintah. Ketimpangan
informasi tersebut normal dalam organisasi modern, tetapi menjadi berbahaya ketika dikombinasikan
dengan konflik kepentingan dan pengawasan lemah. algoritme, pengadaan teknologi, kontrol akses data,
desain platform, dan pengecualian manual dapat menciptakan bentuk diskresi baru apabila tidak dapat
diaudit dapat disamarkan sebagai keputusan teknis yang sah. Oleh sebab itu, transparansi bukan sekadar
mempublikasikan dokumen, melainkan memastikan data tersedia pada waktu yang tepat, dalam format
yang dapat dianalisis, dan dapat dikaitkan dengan penanggung jawab keputusan.

Reformasi yang efektif harus menghindari dua ekstrem. Ekstrem pertama adalah keyakinan bahwa
penambahan aturan selalu mengurangi korupsi. Aturan yang terlalu banyak justru dapat menciptakan titik
diskresi baru dan memperbesar nilai izin. Ekstrem kedua adalah deregulasi tanpa pengawasan, yang dapat
memindahkan rente dari birokrasi ke pelaku pasar dominan. Karena itu, menerapkan audit algoritme,
logging, segregation of duties, interoperabilitas, keamanan siber, dan keterbukaan standar. Prinsipnya
adalah mengurangi ruang transaksi tersembunyi sambil mempertahankan kemampuan negara melindungi
kepentingan publik. Regulasi yang baik harus sederhana untuk dipatuhi, sulit dimanipulasi, dapat diaudit,
dan memiliki mekanisme koreksi ketika keputusan salah.

Pendekatan pencegahan juga perlu memperhatikan desain organisasi. Pemisahan fungsi, rotasi pada
posisi berisiko, deklarasi konflik kepentingan, dokumentasi keputusan, dan audit berbasis data dapat
menurunkan peluang kolusi. Namun kontrol formal tidak akan efektif jika target organisasi mendorong
perilaku yang bertentangan. Sebagai contoh, target serapan anggaran yang terlalu menekankan kecepatan
tanpa kualitas dapat membuka ruang kompromi pengadaan; target investasi yang semata-mata kuantitatif
dapat mendorong kelonggaran evaluasi; target penerimaan yang tidak disertai akuntabilitas dapat
menciptakan tekanan transaksional. Karena itu, pengendalian integritas harus diintegrasikan dengan KPI
substantif, bukan ditempatkan sebagai lampiran administratif.

Peran kepemimpinan menentukan apakah sistem kontrol benar-benar bekerja. Pesan antikorupsi akan
kehilangan kredibilitas apabila pelanggaran oleh aktor berpengaruh diperlakukan berbeda dari pelanggaran
oleh pegawai biasa. Sebaliknya, organisasi membangun norma integritas ketika keputusan sulit dapat
dijelaskan, konflik kepentingan dibuka, pelapor dilindungi, dan hasil audit ditindaklanjuti. Dalam konteks e-
procurement, perizinan daring, bansos digital, pajak, sistem informasi rumah sakit, dan layanan
administrasi, tone at the top harus diterjemahkan menjadi praktik pada level menengah dan operasional.
Dengan demikian, integritas menjadi bagian dari rutinitas pengambilan keputusan, bukan sekadar slogan
komunikasi.

Teknologi dapat memperkuat reformasi dengan mengurangi biaya observasi. Data transaksi, waktu proses,
pola tender, perubahan kontrak, penggunaan aset, dan hubungan kepemilikan dapat dianalisis untuk
menemukan anomali. Akan tetapi, digitalisasi tidak identik dengan integritas. Sistem elektronik dapat
menyembunyikan bias dalam kode, membatasi akses kompetitor, atau mempertahankan pengecualian
manual yang tidak transparan. Karena itu, penerapan teknologi dalam area e-procurement, perizinan
daring, bansos digital, pajak, sistem informasi rumah sakit, dan layanan administrasi harus didesain
dengan audit trail, kontrol akses, interoperabilitas, dan mekanisme pemeriksaan independen. Tujuannya
bukan mengganti penilaian manusia sepenuhnya, melainkan memperkecil ruang manipulasi dan
meningkatkan kemungkinan deteksi.
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Pengalaman Indonesia juga mengingatkan bahwa reformasi antikorupsi berlangsung dalam ekonomi politik
nyata. Kelompok yang memperoleh rente memiliki sumber daya dan insentif untuk mempertahankan
aturan yang menguntungkan. Mereka dapat menggunakan argumen efisiensi, nasionalisme ekonomi,
perlindungan usaha, kebutuhan investasi, atau stabilitas untuk mempertahankan hak istimewa. Tidak
semua argumen tersebut keliru, tetapi kebijakan harus diuji melalui bukti: siapa penerima manfaatnya,
berapa lama dukungan diberikan, apa indikator kinerjanya, apakah ada pilihan yang lebih murah, dan
bagaimana mekanisme penghentiannya. Pertanyaan-pertanyaan ini mengubah diskusi dari niat kebijakan
menjadi akuntabilitas hasil.

Bagi dunia usaha, kepastian bahwa aturan berlaku setara sering lebih penting daripada sekadar sedikitnya
aturan. Sistem yang koruptif dapat tampak fleksibel karena hambatan dapat dinegosiasikan, tetapi
fleksibilitas semacam itu mahal dan tidak dapat diprediksi. Perusahaan baru dan UMKM biasanya paling
dirugikan karena mereka tidak memiliki jaringan atau skala untuk menyerap biaya transaksi. Akhirnya,
struktur pasar menjadi kurang dinamis, inovasi melambat, dan konsumen membayar harga lebih tinggi.
Oleh karena itu, upaya menerapkan audit algoritme, logging, segregation of duties, interoperabilitas,
keamanan siber, dan keterbukaan standar memiliki dimensi produktivitas: ia membantu memindahkan
kompetisi dari kedekatan menuju kemampuan menghasilkan nilai.

Implikasi paling penting adalah kebutuhan melihat keberhasilan antikorupsi melalui outcome
pembangunan. Penurunan jumlah keluhan, misalnya, belum tentu berarti integritas meningkat jika warga
menyerah melapor. Bertambahnya kasus penindakan dapat berarti penegakan lebih efektif, tetapi juga
dapat mencerminkan risiko yang tinggi. Demikian pula, skor persepsi perlu dibaca bersama data transaksi
dan kualitas layanan. Untuk tema ini, indikator yang relevan mencakup waktu layanan, jumlah penawar
efektif, variasi harga, mutu output, konsentrasi pemenang, frekuensi adendum, kepatuhan konflik
kepentingan, serta kepuasan pengguna. Kombinasi indikator memungkinkan pemerintah membedakan
antara kepatuhan administratif dan perbaikan substantif.

Pada akhirnya, teknologi dapat mengurangi tatap muka dan memperkuat audit trail tetapi tidak otomatis
menghilangkan korupsi. Reformasi tidak selesai ketika sebuah prosedur didigitalisasi atau seorang pelaku
dihukum. Keberhasilan terjadi ketika struktur insentif berubah sehingga mencari rente menjadi lebih mahal,
lebih mudah terdeteksi, dan kurang menguntungkan dibanding bersaing melalui produktivitas. Untuk
mencapai itu, menerapkan audit algoritme, logging, segregation of duties, interoperabilitas, keamanan
siber, dan keterbukaan standar. Hubungan antara digital trace, e-government, dan cyber risk perlu
diperlakukan sebagai bagian dari arsitektur pembangunan. Integritas dengan demikian bukan biaya
tambahan yang menghambat pembangunan, melainkan investasi kelembagaan yang menentukan berapa
besar manfaat yang benar-benar dihasilkan dari setiap sumber daya publik dan privat.

Implikasi bagi Manajemen Pembangunan

Bagi manajemen pembangunan, tema ini menuntut perubahan dari pengendalian berbasis dokumen
menuju pengendalian berbasis risiko dan hasil. Dokumen yang lengkap tidak membuktikan bahwa
keputusan telah menghasilkan manfaat terbaik; ia hanya membuktikan bahwa jejak administratif tertentu
tersedia. Karena algoritme, pengadaan teknologi, kontrol akses data, desain platform, dan pengecualian
manual dapat menciptakan bentuk diskresi baru apabila tidak dapat diaudit, organisasi publik perlu
mengidentifikasi titik keputusan yang memiliki kombinasi nilai ekonomi tinggi, diskresi tinggi, kompetisi
rendah, dan transparansi rendah. Titik-titik tersebut harus memperoleh pengawasan lebih kuat dibanding
transaksi rutin bernilai rendah. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip materialitas dalam audit dan risk-
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based management: sumber daya pengawasan yang terbatas ditempatkan pada lokasi yang potensi
kerugiannya paling besar. Dalam e-procurement, perizinan daring, bansos digital, pajak, sistem informasi
rumah sakit, dan layanan administrasi, pengukuran perlu menghubungkan kepatuhan prosedur dengan
manfaat yang benar-benar diterima pengguna. Dengan demikian, integritas tidak terpisah dari efektivitas
program.

Organisasi juga perlu membangun matriks risiko integritas yang hidup. Variabelnya dapat mencakup
konsentrasi kewenangan, frekuensiinteraksi dengan pihak eksternal, nilai keputusan, jumlah pengecualian
prosedur, konsentrasi pemasok, perubahan kontrak, keluhan, rotasi pejabat, dan hubungan kepemilikan.
Matriks tersebut tidak boleh digunakan untuk menuduh individu, melainkan untuk memprioritaskan
kontrol. Konsep digital trace dan algorithmic accountability membantu menjelaskan mengapa pengawasan
yang seragam sering tidak efisien. Area dengan risiko rendah cukup diawasi melalui kontrol otomatis,
sedangkan area dengan risiko tinggi memerlukan review independen, pemisahan fungsi, dokumentasi
alasan keputusan, dan audit berkala.

Contoh Analitis dalam Konteks Indonesia

Bayangkan sebuah kebijakan pada area e-procurement, perizinan daring, bansos digital, pajak, sistem
informasi rumah sakit, dan layanan administrasi. Secara formal tujuan kebijakan dapat sangat baik:
mempercepat investasi, menyediakan layanan, atau membangun fasilitas. Namun apabila kriteria
penerima manfaat tidak transparan dan perubahan keputusan tidak didokumentasikan, nilai ekonomi dari
kebijakan itu dapat menjadi objek rent seeking. Pelaku yang memiliki akses lebih awal dapat menyesuaikan
strategi sebelum pesaing; pihak yang dekat dengan pengambil keputusan dapat mempengaruhi spesifikasi;
dan biaya yang timbul kemudian dibebankan kepada anggaran atau konsumen. Tidak setiap kejadian
seperti ini merupakan tindak pidana. Justru di situlah pentingnya konsep rent seeking: ia membantu
mendeteksi kerugian sosial yang dapat muncul sebelum atau di luar batas pembuktian pidana.

Sebaliknya, desain kebijakan dapat mengurangi rente tanpa mematikan diskresi yang diperlukan.
Pemerintah dapat mempublikasikan kriteria sebelum keputusan, membatasi perubahan setelah proses
berjalan, membuka data penerima manfaat, menerapkan mekanisme banding, dan mengevaluasi
outcome. Dalam area e-procurement, perizinan daring, bansos digital, pajak, sistem informasi rumah sakit,
dan layanan administrasi, prinsip yang relevan adalah bahwa setiap privilege harus memiliki tujuan publik
yang eksplisit, ukuran kinerja, periode evaluasi, serta mekanisme penghentian. Ini merupakan penerapan
praktis dari menerapkan audit algoritme, logging, segregation of duties, interoperabilitas, keamanan siber,
dan keterbukaan standar. Dengan desain seperti itu, diskresi tetap tersedia untuk menghadapi kondisi
kompleks, tetapi alasan penggunaannya dapat diperiksa.

Arah Kebijakan

Arah kebijakan yang konsisten untuk tema ini adalah menerapkan audit algoritme, logging, segregation of
duties, interoperabilitas, keamanan siber, dan keterbukaan standar. Kebijakan tersebut perlu
diterjemahkan ke dalam empat lapis. Pertama, lapis aturan: definisi kewenangan, kriteria, batas
pengecualian, dan sanksi. Kedua, lapis proses: pemisahan fungsi, dokumentasi, transparansi, dan kontrol
digital. Ketiga, lapis manusia: merit system, kompetensi, remunerasi yang wajar, perlindungan pelapor, dan
kepemimpinan berintegritas. Keempat, lapis evaluasi: indikator outcome, audit independen, partisipasi
publik, dan koreksi kebijakan. Keempat lapis tersebut saling melengkapi. Aturan tanpa manusia yang
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kompeten menjadi formalitas; digitalisasi tanpa evaluasi dapat mengotomatisasi keputusan yang buruk;
penindakan tanpa pencegahan dapat menghasilkan siklus kasus baru.

18. Al, Analitik Data, dan Deteksi Risiko Korupsi

Bab ini menempatkan Al dapat memperluas kapasitas pencegahan dengan menemukan pola anomaliyang
sulit dilihat melalui audit konvensional sebagai bagian dari persoalan pembangunan Indonesia. Fokus
analisis bukan pada sensasi kasus, melainkan pada mekanisme yang membuat sumber daya kehilangan
kemampuan menghasilkan nilai publik. Dalam konteks pengadaan, pajak, bea cukai, bantuan sosial,
perizinan, aset negara, dan pengawasan proyek, persoalan utama adalah bagaimana kekuasaan,
informasi, dan insentif berinteraksi. Kerangka ini memungkinkan pembaca membedakan antara kesalahan
administratif, kebijakan yang secara sah dapat diperdebatkan, konflik kepentingan, dan perilaku yang
benar-benar mengubah keputusan demi keuntungan partikular. Dengan cara itu, agenda antikorupsi dapat
ditempatkan dalam bahasa manajemen pembangunan: risiko, kontrol, produktivitas, kualitas,
akuntabilitas, serta distribusi manfaat dan biaya.

Bila analisis diperluas ke distribusi kesejahteraan, Al dapat memperluas kapasitas pencegahan dengan
menemukan pola anomali yang sulit dilihat melalui audit konvensional. Hal ini terjadi karena model dapat
menandai pemenang tender berulang, pola harga ekstrem, jaringan beneficial ownership, perubahan
kontrak, transaksi tidak lazim, atau hubungan antaraktor. Ketika pola tersebut berulang, persoalan tidak
lagi bersifatinsidental, melainkan menjadi karakter sistem. Aktoryang berintegritas menghadapi biaya lebih
tinggi apabila prosedur formal lambat sementara jalur informal memberikan keuntungan bagi pesaing.
Dalam keadaan seperti ini, seleksi ekonomi dapat bekerja secara terbalik: organisasi yang paling produktif
belum tentu memperoleh akses terbaik, sedangkan organisasi yang paling mampu mengelola kedekatan
politik dapat bertahan. Konsekuensinya terlihat pada pengadaan, pajak, bea cukai, bantuan sosial,
perizinan, aset negara, dan pengawasan proyek. Konsep Al audit membantu menjelaskan bahwa mutu
institusi menentukan apakah energi ekonomi diarahkan pada penciptaan nilai atau pada perebutan
keuntungan yang sudah ada.

Mekanisme kerugian perlu ditelusuri dari keputusan awal sampai hasil akhir. Model dapat menandai
pemenang tender berulang, pola harga ekstrem, jaringan beneficial ownership, perubahan kontrak,
transaksi tidak lazim, atau hubungan antaraktor. Pada tahap pertama, distorsi mengubah siapa yang
memperoleh akses. Pada tahap kedua, ia mengubah harga, kualitas, waktu, atau spesifikasi. Pada tahap
ketiga, masyarakat menerima output yang tidak setara dengan sumber daya yang telah dikeluarkan. Efek
kumulatif ini menjelaskan mengapa pengukuran korupsi hanya melalui nilai uang yang terbukti di
pengadilan cenderung meremehkan biaya sosial. Dalam pengadaan, pajak, bea cukai, bantuan sosial,
perizinan, aset negara, dan pengawasan proyek, misalnya, satu keputusan yang bias dapat menghasilkan
rentetan biaya pemeliharaan, keterlambatan manfaat, dan hilangnya kepercayaan. Di sinilah anomaly
detection dan network analysis menjadi konsep penting untuk membaca hubungan antara kekuasaan
administratif dan efisiensi ekonomi.

Korupsi dan rent seeking juga menciptakan biaya kesempatan. Sumber daya yang digunakan untuk mencari
akses, memelihara hubungan, menyusun transaksi terselubung, atau mengatasi hambatan yang sengaja
diciptakan seharusnya dapat digunakan untuk riset, pelatihan pekerja, inovasi, perluasan kapasitas, atau
perbaikan mutu. Karena itu, kerugian pembangunan bukan hanya apa yang dicuri, tetapi juga apa yang tidak
pernah tercipta. Bila Al dapat memperluas kapasitas pencegahan dengan menemukan pola anomali yang
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sulit dilihat melalui audit konvensional, maka masyarakat kehilangan dua kali: kehilangan sumber daya
publik dan kehilangan alternatif penggunaan yang lebih produktif. Kerangka explainability menuntut
pembuat kebijakan membandingkan hasil aktual dengan hasil yang secara wajar dapat dicapai dalam
sistem yang lebih berintegritas.

Dimensi distribusi sama pentingnya dengan dimensi efisiensi. Rente jarang tersebar secara acak; ia
cenderung mengalir kepada pihak yang memiliki informasi, jaringan, modal politik, atau kemampuan
menanggung biaya lobi. Sebaliknya, biaya sering disebarkan kepada pembayar pajak, konsumen, pekerja,
masyarakat lokal, atau generasi mendatang. Pola ini dapat mengubah ketimpangan ekonomi menjadi
ketimpangan politik karena kekayaan yang diperoleh dari rente kemudian dapat digunakan untuk
memperkuat akses terhadap keputusan berikutnya. Pada pengadaan, pajak, bea cukai, bantuan sosial,
perizinan, aset negara, dan pengawasan proyek, mekanisme seperti ini dapat membuat kebijakan terlihat
netral secara formal tetapi menghasilkan manfaat yang sangat terkonsentrasi. Karena itu, analisis human
oversight perlu disandingkan dengan analisis keadilan distributif.

Ada pula persoalan informasi. Pejabat publik biasanya memiliki informasi tentang jadwal kebijakan,
spesifikasi proyek, perubahan regulasi, atau prioritas anggaran yang belum dimiliki masyarakat.
Perusahaan memiliki informasi teknis dan biaya yang mungkin tidak diketahui pemerintah. Ketimpangan
informasi tersebut normal dalam organisasi modern, tetapi menjadi berbahaya ketika dikombinasikan
dengan konflik kepentingan dan pengawasan lemah. model dapat menandai pemenang tender berulang,
pola harga ekstrem, jaringan beneficial ownership, perubahan kontrak, transaksi tidak lazim, atau
hubungan antaraktor dapat disamarkan sebagai keputusan teknis yang sah. Oleh sebab itu, transparansi
bukan sekadar mempublikasikan dokumen, melainkan memastikan data tersedia pada waktu yang tepat,
dalam format yang dapat dianalisis, dan dapat dikaitkan dengan penanggung jawab keputusan.

Reformasi yang efektif harus menghindari dua ekstrem. Ekstrem pertama adalah keyakinan bahwa
penambahan aturan selalu mengurangi korupsi. Aturan yang terlalu banyak justru dapat menciptakan titik
diskresi baru dan memperbesar nilai izin. Ekstrem kedua adalah deregulasi tanpa pengawasan, yang dapat
memindahkan rente dari birokrasi ke pelaku pasar dominan. Karena itu, human-in-the-loop, explainability,
audit data, governance model, perlindungan privasi, dan larangan menjadikan skor algoritmik sebagai bukti
tunggal. Prinsipnya adalah mengurangi ruang transaksi tersembunyi sambil mempertahankan kemampuan
negara melindungi kepentingan publik. Regulasi yang baik harus sederhana untuk dipatuhi, sulit
dimanipulasi, dapat diaudit, dan memiliki mekanisme koreksi ketika keputusan salah.

Pendekatan pencegahan juga perlu memperhatikan desain organisasi. Pemisahan fungsi, rotasi pada
posisi berisiko, deklarasi konflik kepentingan, dokumentasi keputusan, dan audit berbasis data dapat
menurunkan peluang kolusi. Namun kontrol formal tidak akan efektif jika target organisasi mendorong
perilaku yang bertentangan. Sebagai contoh, target serapan anggaran yang terlalu menekankan kecepatan
tanpa kualitas dapat membuka ruang kompromi pengadaan; target investasi yang semata-mata kuantitatif
dapat mendorong kelonggaran evaluasi; target penerimaan yang tidak disertai akuntabilitas dapat
menciptakan tekanan transaksional. Karena itu, pengendalian integritas harus diintegrasikan dengan KPI
substantif, bukan ditempatkan sebagai lampiran administratif.

Peran kepemimpinan menentukan apakah sistem kontrol benar-benar bekerja. Pesan antikorupsi akan
kehilangan kredibilitas apabila pelanggaran oleh aktor berpengaruh diperlakukan berbeda dari pelanggaran
oleh pegawai biasa. Sebaliknya, organisasi membangun norma integritas ketika keputusan sulit dapat
dijelaskan, konflik kepentingan dibuka, pelapor dilindungi, dan hasil audit ditindaklanjuti. Dalam konteks
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pengadaan, pajak, bea cukai, bantuan sosial, perizinan, aset negara, dan pengawasan proyek, tone at the
top harus diterjemahkan menjadi praktik pada level menengah dan operasional. Dengan demikian,
integritas menjadi bagian dari rutinitas pengambilan keputusan, bukan sekadar slogan komunikasi.

Teknologi dapat memperkuat reformasi dengan mengurangi biaya observasi. Data transaksi, waktu proses,
pola tender, perubahan kontrak, penggunaan aset, dan hubungan kepemilikan dapat dianalisis untuk
menemukan anomali. Akan tetapi, digitalisasi tidak identik dengan integritas. Sistem elektronik dapat
menyembunyikan bias dalam kode, membatasi akses kompetitor, atau mempertahankan pengecualian
manual yang tidak transparan. Karena itu, penerapan teknologi dalam area pengadaan, pajak, bea cukai,
bantuan sosial, perizinan, aset negara, dan pengawasan proyek harus didesain dengan audit trail, kontrol
akses, interoperabilitas, dan mekanisme pemeriksaan independen. Tujuannya bukan mengganti penilaian
manusia sepenuhnya, melainkan memperkecil ruang manipulasi dan meningkatkan kemungkinan deteksi.

Pengalaman Indonesia juga mengingatkan bahwa reformasi antikorupsi berlangsung dalam ekonomi politik
nyata. Kelompok yang memperoleh rente memiliki sumber daya dan insentif untuk mempertahankan
aturan yang menguntungkan. Mereka dapat menggunakan argumen efisiensi, nasionalisme ekonomi,
perlindungan usaha, kebutuhan investasi, atau stabilitas untuk mempertahankan hak istimewa. Tidak
semua argumen tersebut keliru, tetapi kebijakan harus diuji melalui bukti: siapa penerima manfaatnya,
berapa lama dukungan diberikan, apa indikator kinerjanya, apakah ada pilihan yang lebih murah, dan
bagaimana mekanisme penghentiannya. Pertanyaan-pertanyaan ini mengubah diskusi dari niat kebijakan
menjadi akuntabilitas hasil.

Bagi dunia usaha, kepastian bahwa aturan berlaku setara sering lebih penting daripada sekadar sedikitnya
aturan. Sistem yang koruptif dapat tampak fleksibel karena hambatan dapat dinegosiasikan, tetapi
fleksibilitas semacam itu mahal dan tidak dapat diprediksi. Perusahaan baru dan UMKM biasanya paling
dirugikan karena mereka tidak memiliki jaringan atau skala untuk menyerap biaya transaksi. Akhirnya,
struktur pasar menjadi kurang dinamis, inovasi melambat, dan konsumen membayar harga lebih tinggi.
Oleh karena itu, upaya human-in-the-loop, explainability, audit data, governance model, perlindungan
privasi, dan larangan menjadikan skor algoritmik sebagai bukti tunggal memiliki dimensi produktivitas: ia
membantu memindahkan kompetisi dari kedekatan menuju kemampuan menghasilkan nilai.

Implikasi paling penting adalah kebutuhan melihat keberhasilan antikorupsi melalui outcome
pembangunan. Penurunan jumlah keluhan, misalnya, belum tentu berarti integritas meningkat jika warga
menyerah melapor. Bertambahnya kasus penindakan dapat berarti penegakan lebih efektif, tetapi juga
dapat mencerminkan risiko yang tinggi. Demikian pula, skor persepsi perlu dibaca bersama data transaksi
dan kualitas layanan. Untuk tema ini, indikator yang relevan mencakup waktu layanan, jumlah penawar
efektif, variasi harga, mutu output, konsentrasi pemenang, frekuensi adendum, kepatuhan konflik
kepentingan, serta kepuasan pengguna. Kombinasi indikator memungkinkan pemerintah membedakan
antara kepatuhan administratif dan perbaikan substantif.

Pada akhirnya, Al dapat memperluas kapasitas pencegahan dengan menemukan pola anomali yang sulit
dilihat melalui audit konvensional. Reformasi tidak selesai ketika sebuah prosedur didigitalisasi atau
seorang pelaku dihukum. Keberhasilan terjadi ketika struktur insentif berubah sehingga mencari rente
menjadi lebih mahal, lebih mudah terdeteksi, dan kurang menguntungkan dibanding bersaing melalui
produktivitas. Untuk mencapai itu, human-in-the-loop, explainability, audit data, governance model,
perlindungan privasi, dan larangan menjadikan skor algoritmik sebagai bukti tunggal. Hubungan antara Al
audit, network analysis, dan human oversight perlu diperlakukan sebagai bagian dari arsitektur
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pembangunan. Integritas dengan demikian bukan biaya tambahan yang menghambat pembangunan,
melainkan investasi kelembagaan yang menentukan berapa besar manfaat yang benar-benar dihasilkan
dari setiap sumber daya publik dan privat.

Implikasi bagi Manajemen Pembangunan

Bagi manajemen pembangunan, tema ini menuntut perubahan dari pengendalian berbasis dokumen
menuju pengendalian berbasis risiko dan hasil. Dokumen yang lengkap tidak membuktikan bahwa
keputusan telah menghasilkan manfaat terbaik; ia hanya membuktikan bahwa jejak administratif tertentu
tersedia. Karena model dapat menandai pemenang tender berulang, pola harga ekstrem, jaringan
beneficial ownership, perubahan kontrak, transaksi tidak lazim, atau hubungan antaraktor, organisasi
publik perlu mengidentifikasi titik keputusan yang memiliki kombinasi nilai ekonomi tinggi, diskresi tinggi,
kompetisi rendah, dan transparansi rendah. Titik-titik tersebut harus memperoleh pengawasan lebih kuat
dibanding transaksi rutin bernilai rendah. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip materialitas dalam audit
dan risk-based management: sumber daya pengawasan yang terbatas ditempatkan pada lokasi yang
potensi kerugiannya paling besar. Dalam pengadaan, pajak, bea cukai, bantuan sosial, perizinan, aset
negara, dan pengawasan proyek, pengukuran perlu menghubungkan kepatuhan prosedur dengan manfaat
yang benar-benar diterima pengguna. Dengan demikian, integritas tidak terpisah dari efektivitas program.

Organisasi juga perlu membangun matriks risiko integritas yang hidup. Variabelnya dapat mencakup
konsentrasi kewenangan, frekuensiinteraksi dengan pihak eksternal, nilai keputusan, jumlah pengecualian
prosedur, konsentrasi pemasok, perubahan kontrak, keluhan, rotasi pejabat, dan hubungan kepemilikan.
Matriks tersebut tidak boleh digunakan untuk menuduh individu, melainkan untuk memprioritaskan
kontrol. Konsep Al audit dan anomaly detection membantu menjelaskan mengapa pengawasan yang
seragam sering tidak efisien. Area dengan risiko rendah cukup diawasi melalui kontrol otomatis, sedangkan
area dengan risiko tinggi memerlukan review independen, pemisahan fungsi, dokumentasi alasan
keputusan, dan audit berkala.

Contoh Analitis dalam Konteks Indonesia

Bayangkan sebuah kebijakan pada area pengadaan, pajak, bea cukai, bantuan sosial, perizinan, aset
negara, dan pengawasan proyek. Secara formal tujuan kebijakan dapat sangat baik: mempercepat
investasi, menyediakan layanan, atau membangun fasilitas. Namun apabila kriteria penerima manfaat
tidak transparan dan perubahan keputusan tidak didokumentasikan, nilai ekonomi dari kebijakan itu dapat
menjadi objek rent seeking. Pelaku yang memiliki akses lebih awal dapat menyesuaikan strategi sebelum
pesaing; pihak yang dekat dengan pengambil keputusan dapat mempengaruhi spesifikasi; dan biaya yang
timbul kemudian dibebankan kepada anggaran atau konsumen. Tidak setiap kejadian seperti ini
merupakan tindak pidana. Justru di situlah pentingnya konsep rent seeking: ia membantu mendeteksi
kerugian sosial yang dapat muncul sebelum atau di luar batas pembuktian pidana.

Sebaliknya, desain kebijakan dapat mengurangi rente tanpa mematikan diskresi yang diperlukan.
Pemerintah dapat mempublikasikan kriteria sebelum keputusan, membatasi perubahan setelah proses
berjalan, membuka data penerima manfaat, menerapkan mekanisme banding, dan mengevaluasi
outcome. Dalam area pengadaan, pajak, bea cukai, bantuan sosial, perizinan, aset negara, dan
pengawasan proyek, prinsip yang relevan adalah bahwa setiap privilege harus memiliki tujuan publik yang
eksplisit, ukuran kinerja, periode evaluasi, serta mekanisme penghentian. Ini merupakan penerapan praktis
dari human-in-the-loop, explainability, audit data, governance model, perlindungan privasi, dan larangan
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menjadikan skor algoritmik sebagai bukti tunggal. Dengan desain seperti itu, diskresi tetap tersedia untuk
menghadapi kondisi kompleks, tetapi alasan penggunaannya dapat diperiksa.

Arah Kebijakan

Arah kebijakan yang konsisten untuk tema ini adalah human-in-the-loop, explainability, audit data,
governance model, perlindungan privasi, dan larangan menjadikan skor algoritmik sebagai bukti tunggal.
Kebijakan tersebut perlu diterjemahkan ke dalam empat lapis. Pertama, lapis aturan: definisi kewenangan,
kriteria, batas pengecualian, dan sanksi. Kedua, lapis proses: pemisahan fungsi, dokumentasi,
transparansi, dan kontrol digital. Ketiga, lapis manusia: merit system, kompetensi, remunerasi yang wajar,
perlindungan pelapor, dan kepemimpinan berintegritas. Keempat, lapis evaluasi: indikator outcome, audit
independen, partisipasi publik, dan koreksi kebijakan. Keempat lapis tersebut saling melengkapi. Aturan
tanpa manusia yang kompeten menjadi formalitas; digitalisasi tanpa evaluasi dapat mengotomatisasi
keputusan yang buruk; penindakan tanpa pencegahan dapat menghasilkan siklus kasus baru.

19. Kepercayaan Publik, Legitimasi, dan Kepatuhan

Bab ini menempatkan korupsi meningkatkan biaya pembangunan melalui erosi kepercayaan yang
menurunkan kemauan warga dan perusahaan untuk mematuhi aturan sebagai bagian dari persoalan
pembangunan Indonesia. Fokus analisis bukan pada sensasi kasus, melainkan pada mekanisme yang
membuat sumber daya kehilangan kemampuan menghasilkan nilai publik. Dalam konteks pajak, perizinan,
hukum, layanan publik, pengadaan, dan partisipasi warga, persoalan utama adalah bagaimana kekuasaan,
informasi, dan insentif berinteraksi. Kerangka ini memungkinkan pembaca membedakan antara kesalahan
administratif, kebijakan yang secara sah dapat diperdebatkan, konflik kepentingan, dan perilaku yang
benar-benar mengubah keputusan demi keuntungan partikular. Dengan cara itu, agenda antikorupsi dapat
ditempatkan dalam bahasa manajemen pembangunan: risiko, kontrol, produktivitas, kualitas,
akuntabilitas, serta distribusi manfaat dan biaya.

Dalam konteks desentralisasi Indonesia, korupsi meningkatkan biaya pembangunan melalui erosi
kepercayaan yang menurunkan kemauan warga dan perusahaan untuk mematuhi aturan. Hal ini terjadi
karena ketika aturan dipersepsikan dapat dibeli, kepatuhan sukarela melemah, sinisme meningkat, dan
aktor rasional terdorong meniru perilaku oportunistik. Ketika pola tersebut berulang, persoalan tidak lagi
bersifat insidental, melainkan menjadi karakter sistem. Aktor yang berintegritas menghadapi biaya lebih
tinggi apabila prosedur formal lambat sementara jalur informal memberikan keuntungan bagi pesaing.
Dalam keadaan seperti ini, seleksi ekonomi dapat bekerja secara terbalik: organisasi yang paling produktif
belum tentu memperoleh akses terbaik, sedangkan organisasi yang paling mampu mengelola kedekatan
politik dapat bertahan. Konsekuensinya terlihat pada pajak, perizinan, hukum, layanan publik, pengadaan,
dan partisipasi warga. Konsep institutional trust membantu menjelaskan bahwa mutu institusi menentukan
apakah energi ekonomi diarahkan pada penciptaan nilai atau pada perebutan keuntungan yang sudah ada.

Mekanisme kerugian perlu ditelusuri dari keputusan awal sampai hasil akhir. Ketika aturan dipersepsikan
dapat dibeli, kepatuhan sukarela melemah, sinisme meningkat, dan aktor rasional terdorong meniru
perilaku oportunistik. Pada tahap pertama, distorsi mengubah siapa yang memperoleh akses. Pada tahap
kedua, ia mengubah harga, kualitas, waktu, atau spesifikasi. Pada tahap ketiga, masyarakat menerima
output yang tidak setara dengan sumber daya yang telah dikeluarkan. Efek kumulatif ini menjelaskan
mengapa pengukuran korupsi hanya melalui nilai uang yang terbukti di pengadilan cenderung meremehkan
biaya sosial. Dalam pajak, perizinan, hukum, layanan publik, pengadaan, dan partisipasi warga, misalnya,
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satu keputusan yang bias dapat menghasilkan rentetan biaya pemeliharaan, keterlambatan manfaat, dan
hilangnya kepercayaan. Di sinilah tax morale dan legitimacy menjadi konsep penting untuk membaca
hubungan antara kekuasaan administratif dan efisiensi ekonomi.

Korupsi dan rent seeking juga menciptakan biaya kesempatan. Sumber daya yang digunakan untuk mencari
akses, memelihara hubungan, menyusun transaksi terselubung, atau mengatasi hambatan yang sengaja
diciptakan seharusnya dapat digunakan untuk riset, pelatihan pekerja, inovasi, perluasan kapasitas, atau
perbaikan mutu. Karena itu, kerugian pembangunan bukan hanya apa yang dicuri, tetapi juga apa yang tidak
pernah tercipta. Bila korupsi meningkatkan biaya pembangunan melalui erosi kepercayaan yang
menurunkan kemauan warga dan perusahaan untuk mematuhi aturan, maka masyarakat kehilangan dua
kali: kehilangan sumber daya publik dan kehilangan alternatif penggunaan yang lebih produktif. Kerangka
procedural fairness menuntut pembuat kebijakan membandingkan hasil aktual dengan hasil yang secara
wajar dapat dicapai dalam sistem yang lebih berintegritas.

Dimensi distribusi sama pentingnya dengan dimensi efisiensi. Rente jarang tersebar secara acak; ia
cenderung mengalir kepada pihak yang memiliki informasi, jaringan, modal politik, atau kemampuan
menanggung biaya lobi. Sebaliknya, biaya sering disebarkan kepada pembayar pajak, konsumen, pekerja,
masyarakat lokal, atau generasi mendatang. Pola ini dapat mengubah ketimpangan ekonomi menjadi
ketimpangan politik karena kekayaan yang diperoleh dari rente kemudian dapat digunakan untuk
memperkuat akses terhadap keputusan berikutnya. Pada pajak, perizinan, hukum, layanan publik,
pengadaan, dan partisipasi warga, mekanisme seperti ini dapat membuat kebijakan terlihat netral secara
formal tetapi menghasilkan manfaat yang sangat terkonsentrasi. Karena itu, analisis collective action perlu
disandingkan dengan analisis keadilan distributif.

Ada pula persoalan informasi. Pejabat publik biasanya memiliki informasi tentang jadwal kebijakan,
spesifikasi proyek, perubahan regulasi, atau prioritas anggaran yang belum dimiliki masyarakat.
Perusahaan memiliki informasi teknis dan biaya yang mungkin tidak diketahui pemerintah. Ketimpangan
informasi tersebut normal dalam organisasi modern, tetapi menjadi berbahaya ketika dikombinasikan
dengan konflik kepentingan dan pengawasan lemah. ketika aturan dipersepsikan dapat dibeli, kepatuhan
sukarela melemah, sinisme meningkat, dan aktor rasional terdorong meniru perilaku oportunistik dapat
disamarkan sebagai keputusan teknis yang sah. Oleh sebab itu, transparansi bukan sekadar
mempublikasikan dokumen, melainkan memastikan data tersedia pada waktu yang tepat, dalam format
yang dapat dianalisis, dan dapat dikaitkan dengan penanggung jawab keputusan.

Reformasi yang efektif harus menghindari dua ekstrem. Ekstrem pertama adalah keyakinan bahwa
penambahan aturan selalu mengurangi korupsi. Aturan yang terlalu banyak justru dapat menciptakan titik
diskresi baru dan memperbesar nilai izin. Ekstrem kedua adalah deregulasi tanpa pengawasan, yang dapat
memindahkan rente dari birokrasi ke pelaku pasar dominan. Karena itu, fair process, konsistensi
penegakan, komunikasi transparan, pengaduan yang efektif, dan pemulihan aset. Prinsipnya adalah
mengurangi ruang transaksi tersembunyi sambil mempertahankan kemampuan negara melindungi
kepentingan publik. Regulasi yang baik harus sederhana untuk dipatuhi, sulit dimanipulasi, dapat diaudit,
dan memiliki mekanisme koreksi ketika keputusan salah.

Pendekatan pencegahan juga perlu memperhatikan desain organisasi. Pemisahan fungsi, rotasi pada
posisi berisiko, deklarasi konflik kepentingan, dokumentasi keputusan, dan audit berbasis data dapat
menurunkan peluang kolusi. Namun kontrol formal tidak akan efektif jika target organisasi mendorong
perilaku yang bertentangan. Sebagai contoh, target serapan anggaran yang terlalu menekankan kecepatan
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tanpa kualitas dapat membuka ruang kompromi pengadaan; target investasi yang semata-mata kuantitatif
dapat mendorong kelonggaran evaluasi; target penerimaan yang tidak disertai akuntabilitas dapat
menciptakan tekanan transaksional. Karena itu, pengendalian integritas harus diintegrasikan dengan KPI
substantif, bukan ditempatkan sebagai lampiran administratif.

Peran kepemimpinan menentukan apakah sistem kontrol benar-benar bekerja. Pesan antikorupsi akan
kehilangan kredibilitas apabila pelanggaran oleh aktor berpengaruh diperlakukan berbeda dari pelanggaran
oleh pegawai biasa. Sebaliknya, organisasi membangun norma integritas ketika keputusan sulit dapat
dijelaskan, konflik kepentingan dibuka, pelapor dilindungi, dan hasil audit ditindaklanjuti. Dalam konteks
pajak, perizinan, hukum, layanan publik, pengadaan, dan partisipasi warga, tone at the top harus
diterjemahkan menjadi praktik pada level menengah dan operasional. Dengan demikian, integritas menjadi
bagian dari rutinitas pengambilan keputusan, bukan sekadar slogan komunikasi.

Teknologi dapat memperkuat reformasi dengan mengurangi biaya observasi. Data transaksi, waktu proses,
pola tender, perubahan kontrak, penggunaan aset, dan hubungan kepemilikan dapat dianalisis untuk
menemukan anomali. Akan tetapi, digitalisasi tidak identik dengan integritas. Sistem elektronik dapat
menyembunyikan bias dalam kode, membatasi akses kompetitor, atau mempertahankan pengecualian
manual yang tidak transparan. Karena itu, penerapan teknologi dalam area pajak, perizinan, hukum,
layanan publik, pengadaan, dan partisipasi warga harus didesain dengan audit trail, kontrol akses,
interoperabilitas, dan mekanisme pemeriksaan independen. Tujuannya bukan mengganti penilaian
manusia sepenuhnya, melainkan memperkecil ruang manipulasi dan meningkatkan kemungkinan deteksi.

Pengalaman Indonesia juga mengingatkan bahwa reformasi antikorupsi berlangsung dalam ekonomi politik
nyata. Kelompok yang memperoleh rente memiliki sumber daya dan insentif untuk mempertahankan
aturan yang menguntungkan. Mereka dapat menggunakan argumen efisiensi, nasionalisme ekonomi,
perlindungan usaha, kebutuhan investasi, atau stabilitas untuk mempertahankan hak istimewa. Tidak
semua argumen tersebut keliru, tetapi kebijakan harus diuji melalui bukti: siapa penerima manfaatnya,
berapa lama dukungan diberikan, apa indikator kinerjanya, apakah ada pilihan yang lebih murah, dan
bagaimana mekanisme penghentiannya. Pertanyaan-pertanyaan ini mengubah diskusi dari niat kebijakan
menjadi akuntabilitas hasil.

Bagi dunia usaha, kepastian bahwa aturan berlaku setara sering lebih penting daripada sekadar sedikitnya
aturan. Sistem yang koruptif dapat tampak fleksibel karena hambatan dapat dinegosiasikan, tetapi
fleksibilitas semacam itu mahal dan tidak dapat diprediksi. Perusahaan baru dan UMKM biasanya paling
dirugikan karena mereka tidak memiliki jaringan atau skala untuk menyerap biaya transaksi. Akhirnya,
struktur pasar menjadi kurang dinamis, inovasi melambat, dan konsumen membayar harga lebih tinggi.
Oleh karena itu, upaya fair process, konsistensi penegakan, komunikasi transparan, pengaduan yang
efektif, dan pemulihan aset memiliki dimensi produktivitas: ia membantu memindahkan kompetisi dari
kedekatan menuju kemampuan menghasilkan nilai.

Implikasi paling penting adalah kebutuhan melihat keberhasilan antikorupsi melalui outcome
pembangunan. Penurunan jumlah keluhan, misalnya, belum tentu berarti integritas meningkat jika warga
menyerah melapor. Bertambahnya kasus penindakan dapat berarti penegakan lebih efektif, tetapi juga
dapat mencerminkan risiko yang tinggi. Demikian pula, skor persepsi perlu dibaca bersama data transaksi
dan kualitas layanan. Untuk tema ini, indikator yang relevan mencakup waktu layanan, jumlah penawar
efektif, variasi harga, mutu output, konsentrasi pemenang, frekuensi adendum, kepatuhan konflik
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kepentingan, serta kepuasan pengguna. Kombinasi indikator memungkinkan pemerintah membedakan
antara kepatuhan administratif dan perbaikan substantif.

Pada akhirnya, korupsi meningkatkan biaya pembangunan melalui erosi kepercayaan yang menurunkan
kemauan warga dan perusahaan untuk mematuhi aturan. Reformasi tidak selesai ketika sebuah prosedur
didigitalisasi atau seorang pelaku dihukum. Keberhasilan terjadi ketika struktur insentif berubah sehingga
mencari rente menjadi lebih mahal, lebih mudah terdeteksi, dan kurang menguntungkan dibanding
bersaing melalui produktivitas. Untuk mencapai itu, fair process, konsistensi penegakan, komunikasi
transparan, pengaduan yang efektif, dan pemulihan aset. Hubungan antara institutional trust, legitimacy,
dan collective action perlu diperlakukan sebagai bagian dari arsitektur pembangunan. Integritas dengan
demikian bukan biaya tambahan yang menghambat pembangunan, melainkan investasi kelembagaan yang
menentukan berapa besar manfaat yang benar-benar dihasilkan dari setiap sumber daya publik dan privat.

Implikasi bagi Manajemen Pembangunan

Bagi manajemen pembangunan, tema ini menuntut perubahan dari pengendalian berbasis dokumen
menuju pengendalian berbasis risiko dan hasil. Dokumen yang lengkap tidak membuktikan bahwa
keputusan telah menghasilkan manfaat terbaik; ia hanya membuktikan bahwa jejak administratif tertentu
tersedia. Karena ketika aturan dipersepsikan dapat dibeli, kepatuhan sukarela melemah, sinisme
meningkat, dan aktor rasional terdorong meniru perilaku oportunistik, organisasi publik perlu
mengidentifikasi titik keputusan yang memiliki kombinasi nilai ekonomi tinggi, diskresi tinggi, kompetisi
rendah, dan transparansi rendah. Titik-titik tersebut harus memperoleh pengawasan lebih kuat dibanding
transaksi rutin bernilai rendah. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip materialitas dalam audit dan risk-
based management: sumber daya pengawasan yang terbatas ditempatkan pada lokasi yang potensi
kerugiannya paling besar. Dalam pajak, perizinan, hukum, layanan publik, pengadaan, dan partisipasi
warga, pengukuran perlu menghubungkan kepatuhan prosedur dengan manfaatyang benar-benar diterima
pengguna. Dengan demikian, integritas tidak terpisah dari efektivitas program.

Organisasi juga perlu membangun matriks risiko integritas yang hidup. Variabelnya dapat mencakup
konsentrasi kewenangan, frekuensiinteraksi dengan pihak eksternal, nilai keputusan, jumlah pengecualian
prosedur, konsentrasi pemasok, perubahan kontrak, keluhan, rotasi pejabat, dan hubungan kepemilikan.
Matriks tersebut tidak boleh digunakan untuk menuduh individu, melainkan untuk memprioritaskan
kontrol. Konsep institutional trust dan tax morale membantu menjelaskan mengapa pengawasan yang
seragam sering tidak efisien. Area dengan risiko rendah cukup diawasi melalui kontrol otomatis, sedangkan
area dengan risiko tinggi memerlukan review independen, pemisahan fungsi, dokumentasi alasan
keputusan, dan audit berkala.

Contoh Analitis dalam Konteks Indonesia

Bayangkan sebuah kebijakan pada area pajak, perizinan, hukum, layanan publik, pengadaan, dan
partisipasi warga. Secara formal tujuan kebijakan dapat sangat baik: mempercepat investasi, menyediakan
layanan, atau membangun fasilitas. Namun apabila kriteria penerima manfaat tidak transparan dan
perubahan keputusan tidak didokumentasikan, nilai ekonomi dari kebijakan itu dapat menjadi objek rent
seeking. Pelaku yang memiliki akses lebih awal dapat menyesuaikan strategi sebelum pesaing; pihak yang
dekat dengan pengambil keputusan dapat mempengaruhi spesifikasi; dan biaya yang timbul kemudian
dibebankan kepada anggaran atau konsumen. Tidak setiap kejadian seperti ini merupakan tindak pidana.
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Justru di situlah pentingnya konsep rent seeking: ia membantu mendeteksi kerugian sosial yang dapat
muncul sebelum atau di luar batas pembuktian pidana.

Sebaliknya, desain kebijakan dapat mengurangi rente tanpa mematikan diskresi yang diperlukan.
Pemerintah dapat mempublikasikan kriteria sebelum keputusan, membatasi perubahan setelah proses
berjalan, membuka data penerima manfaat, menerapkan mekanisme banding, dan mengevaluasi
outcome. Dalam area pajak, perizinan, hukum, layanan publik, pengadaan, dan partisipasi warga, prinsip
yang relevan adalah bahwa setiap privilege harus memiliki tujuan publik yang eksplisit, ukuran kinerja,
periode evaluasi, serta mekanisme penghentian. Ini merupakan penerapan praktis dari fair process,
konsistensi penegakan, komunikasi transparan, pengaduan yang efektif, dan pemulihan aset. Dengan
desain seperti itu, diskresi tetap tersedia untuk menghadapi kondisi kompleks, tetapi alasan
penggunaannya dapat diperiksa.

Arah Kebijakan

Arah kebijakan yang konsisten untuk tema ini adalah fair process, konsistensi penegakan, komunikasi
transparan, pengaduan yang efektif, dan pemulihan aset. Kebijakan tersebut perlu diterjemahkan ke dalam
empat lapis. Pertama, lapis aturan: definisi kewenangan, kriteria, batas pengecualian, dan sanksi. Kedua,
lapis proses: pemisahan fungsi, dokumentasi, transparansi, dan kontrol digital. Ketiga, lapis manusia: merit
system, kompetensi, remunerasi yang wajar, perlindungan pelapor, dan kepemimpinan berintegritas.
Keempat, lapis evaluasi: indikator outcome, audit independen, partisipasi publik, dan koreksi kebijakan.
Keempat lapis tersebut saling melengkapi. Aturan tanpa manusia yang kompeten menjadi formalitas;
digitalisasi tanpa evaluasi dapat mengotomatisasi keputusan yang buruk; penindakan tanpa pencegahan
dapat menghasilkan siklus kasus baru.

20. Mengukur Biaya Pembangunan Akibat Korupsi

Bab ini menempatkan biaya korupsi tidak dapat direduksi menjadi satu angka karena mencakup kerugian
langsung, opportunity cost, distorsi perilaku, dan dampak jangka panjang sebagai bagian dari persoalan
pembangunan Indonesia. Fokus analisis bukan pada sensasi kasus, melainkan pada mekanisme yang
membuat sumber daya kehilangan kemampuan menghasilkan nilai publik. Dalam konteks audit proyek,
SPI, IPAK, WGI, indikator persaingan, harga pengadaan, kualitas jalan, dan outcome layanan, persoalan
utama adalah bagaimana kekuasaan, informasi, dan insentif berinteraksi. Kerangka ini memungkinkan
pembaca membedakan antara kesalahan administratif, kebijakan yang secara sah dapat diperdebatkan,
konflik kepentingan, dan perilaku yang benar-benar mengubah keputusan demi keuntungan partikular.
Dengan cara itu, agenda antikorupsi dapat ditempatkan dalam bahasa manajemen pembangunan: risiko,
kontrol, produktivitas, kualitas, akuntabilitas, serta distribusi manfaat dan biaya.

Dari perspektif manajemen risiko, biaya korupsi tidak dapat direduksi menjadi satu angka karena
mencakup kerugian langsung, opportunity cost, distorsi perilaku, dan dampak jangka panjang. Hal ini
terjadi karena metode yang berbeda menangkap bagian berbeda: audit menghitung kerugian, survei
mengukur pengalaman dan persepsi, ekonometrika menilai dampak pada investasi, sedangkan analisis
proyek mengukur biaya kualitas dan keterlambatan. Ketika pola tersebut berulang, persoalan tidak lagi
bersifat insidental, melainkan menjadi karakter sistem. Aktor yang berintegritas menghadapi biaya lebih
tinggi apabila prosedur formal lambat sementara jalur informal memberikan keuntungan bagi pesaing.
Dalam keadaan seperti ini, seleksi ekonomi dapat bekerja secara terbalik: organisasi yang paling produktif
belum tentu memperoleh akses terbaik, sedangkan organisasi yang paling mampu mengelola kedekatan
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politik dapat bertahan. Konsekuensinya terlihat pada audit proyek, SPI, IPAK, WGI, indikator persaingan,
harga pengadaan, kualitas jalan, dan outcome layanan. Konsep measurement membantu menjelaskan
bahwa mutu institusi menentukan apakah energi ekonomi diarahkan pada penciptaan nilai atau pada
perebutan keuntungan yang sudah ada.

Mekanisme kerugian perlu ditelusuri dari keputusan awal sampai hasil akhir. Metode yang berbeda
menangkap bagian berbeda: audit menghitung kerugian, survei mengukur pengalaman dan persepsi,
ekonometrika menilai dampak pada investasi, sedangkan analisis proyek mengukur biaya kualitas dan
keterlambatan. Pada tahap pertama, distorsi mengubah siapa yang memperoleh akses. Pada tahap kedua,
iamengubah harga, kualitas, waktu, atau spesifikasi. Pada tahap ketiga, masyarakat menerima outputyang
tidak setara dengan sumber daya yang telah dikeluarkan. Efek kumulatif ini menjelaskan mengapa
pengukuran korupsi hanya melalui nilai uang yang terbukti di pengadilan cenderung meremehkan biaya
sosial. Dalam audit proyek, SPI, IPAK, WGI, indikator persaingan, harga pengadaan, kualitas jalan, dan
outcome layanan, misalnya, satu keputusan yang bias dapat menghasilkan rentetan biaya pemeliharaan,
keterlambatan manfaat, dan hilangnya kepercayaan. Di sinilah counterfactual dan opportunity cost
menjadi konsep penting untuk membaca hubungan antara kekuasaan administratif dan efisiensi ekonomi.

Korupsidan rent seeking juga menciptakan biaya kesempatan. Sumber daya yang digunakan untuk mencari
akses, memelihara hubungan, menyusun transaksi terselubung, atau mengatasi hambatan yang sengaja
diciptakan seharusnya dapat digunakan untuk riset, pelatihan pekerja, inovasi, perluasan kapasitas, atau
perbaikan mutu. Karena itu, kerugian pembangunan bukan hanya apa yang dicuri, tetapi juga apa yang tidak
pernah tercipta. Bila biaya korupsi tidak dapat direduksi menjadi satu angka karena mencakup kerugian
langsung, opportunity cost, distorsi perilaku, dan dampak jangka panjang, maka masyarakat kehilangan
dua kali: kehilangan sumber daya publik dan kehilangan alternatif penggunaan yang lebih produktif.
Kerangka risk indicator menuntut pembuat kebijakan membandingkan hasil aktual dengan hasil yang
secara wajar dapat dicapai dalam sistem yang lebih berintegritas.

Dimensi distribusi sama pentingnya dengan dimensi efisiensi. Rente jarang tersebar secara acak; ia
cenderung mengalir kepada pihak yang memiliki informasi, jaringan, modal politik, atau kemampuan
menanggung biaya lobi. Sebaliknya, biaya sering disebarkan kepada pembayar pajak, konsumen, pekerja,
masyarakat lokal, atau generasi mendatang. Pola ini dapat mengubah ketimpangan ekonomi menjadi
ketimpangan politik karena kekayaan yang diperoleh dari rente kemudian dapat digunakan untuk
memperkuat akses terhadap keputusan berikutnya. Pada audit proyek, SPI, IPAK, WGI, indikator
persaingan, harga pengadaan, kualitas jalan, dan outcome layanan, mekanisme seperti ini dapat membuat
kebijakan terlihat netral secara formal tetapi menghasilkan manfaat yang sangat terkonsentrasi. Karena itu,
analisis evaluation perlu disandingkan dengan analisis keadilan distributif.

Ada pula persoalan informasi. Pejabat publik biasanya memiliki informasi tentang jadwal kebijakan,
spesifikasi proyek, perubahan regulasi, atau prioritas anggaran yang belum dimiliki masyarakat.
Perusahaan memiliki informasi teknis dan biaya yang mungkin tidak diketahui pemerintah. Ketimpangan
informasi tersebut normal dalam organisasi modern, tetapi menjadi berbahaya ketika dikombinasikan
dengan konflik kepentingan dan pengawasan lemah. metode yang berbeda menangkap bagian berbeda:
audit menghitung kerugian, survei mengukur pengalaman dan persepsi, ekonometrika menilai dampak
pada investasi, sedangkan analisis proyek mengukur biaya kualitas dan keterlambatan dapat disamarkan
sebagai keputusan teknis yang sah. Oleh sebab itu, transparansi bukan sekadar mempublikasikan
dokumen, melainkan memastikan data tersedia pada waktu yang tepat, dalam format yang dapat
dianalisis, dan dapat dikaitkan dengan penanggung jawab keputusan.

88



Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD | Korupsi, Rent Seeking, dan Biaya Pembangunan Indonesia

Reformasi yang efektif harus menghindari dua ekstrem. Ekstrem pertama adalah keyakinan bahwa
penambahan aturan selalu mengurangi korupsi. Aturan yang terlalu banyak justru dapat menciptakan titik
diskresi baru dan memperbesar nilai izin. Ekstrem kedua adalah deregulasi tanpa pengawasan, yang dapat
memindahkan rente dari birokrasi ke pelaku pasar dominan. Karena itu, membangun dashboard integritas
yang menggabungkan indikator input, proses, output, outcome, dan red flags. Prinsipnya adalah
mengurangi ruang transaksi tersembunyi sambil mempertahankan kemampuan negara melindungi
kepentingan publik. Regulasi yang baik harus sederhana untuk dipatuhi, sulit dimanipulasi, dapat diaudit,
dan memiliki mekanisme koreksi ketika keputusan salah.

Pendekatan pencegahan juga perlu memperhatikan desain organisasi. Pemisahan fungsi, rotasi pada
posisi berisiko, deklarasi konflik kepentingan, dokumentasi keputusan, dan audit berbasis data dapat
menurunkan peluang kolusi. Namun kontrol formal tidak akan efektif jika target organisasi mendorong
perilaku yang bertentangan. Sebagai contoh, target serapan anggaran yang terlalu menekankan kecepatan
tanpa kualitas dapat membuka ruang kompromi pengadaan; target investasi yang semata-mata kuantitatif
dapat mendorong kelonggaran evaluasi; target penerimaan yang tidak disertai akuntabilitas dapat
menciptakan tekanan transaksional. Karena itu, pengendalian integritas harus diintegrasikan dengan KPI
substantif, bukan ditempatkan sebagai lampiran administratif.

Peran kepemimpinan menentukan apakah sistem kontrol benar-benar bekerja. Pesan antikorupsi akan
kehilangan kredibilitas apabila pelanggaran oleh aktor berpengaruh diperlakukan berbeda dari pelanggaran
oleh pegawai biasa. Sebaliknya, organisasi membangun norma integritas ketika keputusan sulit dapat
dijelaskan, konflik kepentingan dibuka, pelapor dilindungi, dan hasil audit ditindaklanjuti. Dalam konteks
audit proyek, SPI, IPAK, WGI, indikator persaingan, harga pengadaan, kualitas jalan, dan outcome layanan,
tone at the top harus diterjemahkan menjadi praktik pada level menengah dan operasional. Dengan
demikian, integritas menjadi bagian dari rutinitas pengambilan keputusan, bukan sekadar slogan
komunikasi.

Teknologi dapat memperkuat reformasi dengan mengurangi biaya observasi. Data transaksi, waktu proses,
pola tender, perubahan kontrak, penggunaan aset, dan hubungan kepemilikan dapat dianalisis untuk
menemukan anomali. Akan tetapi, digitalisasi tidak identik dengan integritas. Sistem elektronik dapat
menyembunyikan bias dalam kode, membatasi akses kompetitor, atau mempertahankan pengecualian
manual yang tidak transparan. Karena itu, penerapan teknologi dalam area audit proyek, SPI, IPAK, WG,
indikator persaingan, harga pengadaan, kualitas jalan, dan outcome layanan harus didesain dengan audit
trail, kontrol akses, interoperabilitas, dan mekanisme pemeriksaan independen. Tujuannya bukan
mengganti penilaian manusia sepenuhnya, melainkan memperkecil ruang manipulasi dan meningkatkan
kemungkinan deteksi.

Pengalaman Indonesia juga mengingatkan bahwa reformasi antikorupsi berlangsung dalam ekonomi politik
nyata. Kelompok yang memperoleh rente memiliki sumber daya dan insentif untuk mempertahankan
aturan yang menguntungkan. Mereka dapat menggunakan argumen efisiensi, nasionalisme ekonomi,
perlindungan usaha, kebutuhan investasi, atau stabilitas untuk mempertahankan hak istimewa. Tidak
semua argumen tersebut keliru, tetapi kebijakan harus diuji melalui bukti: siapa penerima manfaatnya,
berapa lama dukungan diberikan, apa indikator kinerjanya, apakah ada pilihan yang lebih murah, dan
bagaimana mekanisme penghentiannya. Pertanyaan-pertanyaan ini mengubah diskusi dari niat kebijakan
menjadi akuntabilitas hasil.

89



Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD | Korupsi, Rent Seeking, dan Biaya Pembangunan Indonesia

Bagi dunia usaha, kepastian bahwa aturan berlaku setara sering lebih penting daripada sekadar sedikitnya
aturan. Sistem yang koruptif dapat tampak fleksibel karena hambatan dapat dinegosiasikan, tetapi
fleksibilitas semacam itu mahal dan tidak dapat diprediksi. Perusahaan baru dan UMKM biasanya paling
dirugikan karena mereka tidak memiliki jaringan atau skala untuk menyerap biaya transaksi. Akhirnya,
struktur pasar menjadi kurang dinamis, inovasi melambat, dan konsumen membayar harga lebih tinggi.
Oleh karena itu, upaya membangun dashboard integritas yang menggabungkan indikator input, proses,
output, outcome, dan red flags memiliki dimensi produktivitas: ia membantu memindahkan kompetisi dari
kedekatan menuju kemampuan menghasilkan nilai.

Implikasi paling penting adalah kebutuhan melihat keberhasilan antikorupsi melalui outcome
pembangunan. Penurunan jumlah keluhan, misalnya, belum tentu berarti integritas meningkat jika warga
menyerah melapor. Bertambahnya kasus penindakan dapat berarti penegakan lebih efektif, tetapi juga
dapat mencerminkan risiko yang tinggi. Demikian pula, skor persepsi perlu dibaca bersama data transaksi
dan kualitas layanan. Untuk tema ini, indikator yang relevan mencakup waktu layanan, jumlah penawar
efektif, variasi harga, mutu output, konsentrasi pemenang, frekuensi adendum, kepatuhan konflik
kepentingan, serta kepuasan pengguna. Kombinasi indikator memungkinkan pemerintah membedakan
antara kepatuhan administratif dan perbaikan substantif.

Pada akhirnya, biaya korupsi tidak dapat direduksi menjadi satu angka karena mencakup kerugian
langsung, opportunity cost, distorsi perilaku, dan dampak jangka panjang. Reformasi tidak selesai ketika
sebuah prosedur didigitalisasi atau seorang pelaku dihukum. Keberhasilan terjadi ketika struktur insentif
berubah sehingga mencari rente menjadi lebih mahal, lebih mudah terdeteksi, dan kurang menguntungkan
dibanding bersaing melalui produktivitas. Untuk mencapai itu, membangun dashboard integritas yang
menggabungkan indikator input, proses, output, outcome, dan red flags. Hubungan antara measurement,
opportunity cost, dan evaluation perlu diperlakukan sebagai bagian dari arsitektur pembangunan. Integritas
dengan demikian bukan biaya tambahan yang menghambat pembangunan, melainkan investasi
kelembagaan yang menentukan berapa besar manfaat yang benar-benar dihasilkan dari setiap sumber
daya publik dan privat.

Implikasi bagi Manajemen Pembangunan

Bagi manajemen pembangunan, tema ini menuntut perubahan dari pengendalian berbasis dokumen
menuju pengendalian berbasis risiko dan hasil. Dokumen yang lengkap tidak membuktikan bahwa
keputusan telah menghasilkan manfaat terbaik; ia hanya membuktikan bahwa jejak administratif tertentu
tersedia. Karena metode yang berbeda menangkap bagian berbeda: audit menghitung kerugian, survei
mengukur pengalaman dan persepsi, ekonometrika menilai dampak pada investasi, sedangkan analisis
proyek mengukur biaya kualitas dan keterlambatan, organisasi publik perlu mengidentifikasi titik
keputusan yang memiliki kombinasi nilai ekonomi tinggi, diskresi tinggi, kompetisi rendah, dan transparansi
rendah. Titik-titik tersebut harus memperoleh pengawasan lebih kuat dibanding transaksi rutin bernilai
rendah. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip materialitas dalam audit dan risk-based management:
sumber daya pengawasan yang terbatas ditempatkan pada lokasi yang potensi kerugiannya paling besar.
Dalam audit proyek, SPI, IPAK, WGI, indikator persaingan, harga pengadaan, kualitas jalan, dan outcome
layanan, pengukuran perlu menghubungkan kepatuhan prosedur dengan manfaat yang benar-benar
diterima pengguna. Dengan demikian, integritas tidak terpisah dari efektivitas program.

Organisasi juga perlu membangun matriks risiko integritas yang hidup. Variabelnya dapat mencakup
konsentrasi kewenangan, frekuensiinteraksi dengan pihak eksternal, nilai keputusan, jumlah pengecualian
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prosedur, konsentrasi pemasok, perubahan kontrak, keluhan, rotasi pejabat, dan hubungan kepemilikan.
Matriks tersebut tidak boleh digunakan untuk menuduh individu, melainkan untuk memprioritaskan
kontrol. Konsep measurement dan counterfactual membantu menjelaskan mengapa pengawasan yang
seragam sering tidak efisien. Area dengan risiko rendah cukup diawasi melalui kontrol otomatis, sedangkan
area dengan risiko tinggi memerlukan review independen, pemisahan fungsi, dokumentasi alasan
keputusan, dan audit berkala.

Contoh Analitis dalam Konteks Indonesia

Bayangkan sebuah kebijakan pada area audit proyek, SPI, IPAK, WGI, indikator persaingan, harga
pengadaan, kualitas jalan, dan outcome layanan. Secara formal tujuan kebijakan dapat sangat baik:
mempercepat investasi, menyediakan layanan, atau membangun fasilitas. Namun apabila kriteria
penerima manfaat tidak transparan dan perubahan keputusan tidak didokumentasikan, nilai ekonomi dari
kebijakan itu dapat menjadi objek rent seeking. Pelaku yang memiliki akses lebih awal dapat menyesuaikan
strategi sebelum pesaing; pihak yang dekat dengan pengambil keputusan dapat mempengaruhi spesifikasi;
dan biaya yang timbul kemudian dibebankan kepada anggaran atau konsumen. Tidak setiap kejadian
seperti ini merupakan tindak pidana. Justru di situlah pentingnya konsep rent seeking: ia membantu
mendeteksi kerugian sosial yang dapat muncul sebelum atau di luar batas pembuktian pidana.

Sebaliknya, desain kebijakan dapat mengurangi rente tanpa mematikan diskresi yang diperlukan.
Pemerintah dapat mempublikasikan kriteria sebelum keputusan, membatasi perubahan setelah proses
berjalan, membuka data penerima manfaat, menerapkan mekanisme banding, dan mengevaluasi
outcome. Dalam area audit proyek, SPI, IPAK, WGI, indikator persaingan, harga pengadaan, kualitas jalan,
dan outcome layanan, prinsip yang relevan adalah bahwa setiap privilege harus memiliki tujuan publik yang
eksplisit, ukuran kinerja, periode evaluasi, serta mekanisme penghentian. Ini merupakan penerapan praktis
dari membangun dashboard integritas yang menggabungkan indikator input, proses, output, outcome, dan
red flags. Dengan desain seperti itu, diskresi tetap tersedia untuk menghadapi kondisi kompleks, tetapi
alasan penggunaannya dapat diperiksa.

Arah Kebijakan

Arah kebijakan yang konsisten untuk tema ini adalah membangun dashboard integritas yang
menggabungkan indikator input, proses, output, outcome, dan red flags. Kebijakan tersebut perlu
diterjemahkan ke dalam empat lapis. Pertama, lapis aturan: definisi kewenangan, kriteria, batas
pengecualian, dan sanksi. Kedua, lapis proses: pemisahan fungsi, dokumentasi, transparansi, dan kontrol
digital. Ketiga, lapis manusia: merit system, kompetensi, remunerasi yang wajar, perlindungan pelapor, dan
kepemimpinan berintegritas. Keempat, lapis evaluasi: indikator outcome, audit independen, partisipasi
publik, dan koreksi kebijakan. Keempat lapis tersebut saling melengkapi. Aturan tanpa manusia yang
kompeten menjadi formalitas; digitalisasi tanpa evaluasi dapat mengotomatisasi keputusan yang buruk;
penindakan tanpa pencegahan dapat menghasilkan siklus kasus baru.

21. Reformasi Antikorupsi sebagai Reformasi Sistem Insentif

Bab ini menempatkan pemberantasan korupsi berkelanjutan bergantung pada perubahan insentif
organisasi dan peluang rente, bukan hanya peningkatan hukuman sebagai bagian dari persoalan
pembangunan Indonesia. Fokus analisis bukan pada sensasi kasus, melainkan pada mekanisme yang
membuat sumber daya kehilangan kemampuan menghasilkan nilai publik. Dalam konteks birokrasi,
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BUMN/BUMD, regulator, pengadaan, perizinan, dan pelayanan publik, persoalan utama adalah bagaimana
kekuasaan, informasi, dan insentif berinteraksi. Kerangka ini memungkinkan pembaca membedakan
antara kesalahan administratif, kebijakan yang secara sah dapat diperdebatkan, konflik kepentingan, dan
perilaku yang benar-benar mengubah keputusan demi keuntungan partikular. Dengan cara itu, agenda
antikorupsi dapat ditempatkan dalam bahasa manajemen pembangunan: risiko, kontrol, produktivitas,
kualitas, akuntabilitas, serta distribusi manfaat dan biaya.

Secara normatif dan empiris, pemberantasan korupsi berkelanjutan bergantung pada perubahan insentif
organisasi dan peluang rente, bukan hanya peningkatan hukuman. Hal ini terjadi karena pegawai dan
pelaku usaha merespons probabilitas deteksi, keuntungan potensial, norma organisasi, kejelasan
prosedur, perlindungan, dan peluang karier. Ketika pola tersebut berulang, persoalan tidak lagi bersifat
insidental, melainkan menjadi karakter sistem. Aktor yang berintegritas menghadapi biaya lebih tinggi
apabila prosedur formal lambat sementara jalur informal memberikan keuntungan bagi pesaing. Dalam
keadaan seperti ini, seleksi ekonomi dapat bekerja secara terbalik: organisasi yang paling produktif belum
tentu memperoleh akses terbaik, sedangkan organisasi yang paling mampu mengelola kedekatan politik
dapat bertahan. Konsekuensinya terlihat pada birokrasi, BUMN/BUMD, regulator, pengadaan, perizinan,
dan pelayanan publik. Konsep incentive design membantu menjelaskan bahwa mutu institusi menentukan
apakah energi ekonomi diarahkan pada penciptaan nilai atau pada perebutan keuntungan yang sudah ada.

Mekanisme kerugian perlu ditelusuri dari keputusan awal sampai hasil akhir. Pegawai dan pelaku usaha
merespons probabilitas deteksi, keuntungan potensial, norma organisasi, kejelasan prosedur,
perlindungan, dan peluang karier. Pada tahap pertama, distorsi mengubah siapa yang memperoleh akses.
Pada tahap kedua, ia mengubah harga, kualitas, waktu, atau spesifikasi. Pada tahap ketiga, masyarakat
menerima output yang tidak setara dengan sumber daya yang telah dikeluarkan. Efek kumulatif ini
menjelaskan mengapa pengukuran korupsi hanya melalui nilai uang yang terbukti di pengadilan cenderung
meremehkan biaya sosial. Dalam birokrasi, BUMN/BUMD, regulator, pengadaan, perizinan, dan pelayanan
publik, misalnya, satu keputusan yang bias dapat menghasilkan rentetan biaya pemeliharaan,
keterlambatan manfaat, dan hilangnya kepercayaan. Di sinilah deterrence dan merit system menjadi
konsep penting untuk membaca hubungan antara kekuasaan administratif dan efisiensi ekonomi.

Korupsidan rent seeking juga menciptakan biaya kesempatan. Sumber daya yang digunakan untuk mencari
akses, memelihara hubungan, menyusun transaksi terselubung, atau mengatasi hambatan yang sengaja
diciptakan seharusnya dapat digunakan untuk riset, pelatihan pekerja, inovasi, perluasan kapasitas, atau
perbaikan mutu. Karena itu, kerugian pembangunan bukan hanya apa yang dicuri, tetapi juga apa yang tidak
pernah tercipta. Bila pemberantasan korupsi berkelanjutan bergantung pada perubahan insentif organisasi
dan peluang rente, bukan hanya peningkatan hukuman, maka masyarakat kehilangan dua kali: kehilangan
sumber daya publik dan kehilangan alternatif penggunaan yang lebih produktif. Kerangka internal control
menuntut pembuat kebijakan membandingkan hasil aktual dengan hasil yang secara wajar dapat dicapai
dalam sistem yang lebih berintegritas.

Dimensi distribusi sama pentingnya dengan dimensi efisiensi. Rente jarang tersebar secara acak; ia
cenderung mengalir kepada pihak yang memiliki informasi, jaringan, modal politik, atau kemampuan
menanggung biaya lobi. Sebaliknya, biaya sering disebarkan kepada pembayar pajak, konsumen, pekerja,
masyarakat lokal, atau generasi mendatang. Pola ini dapat mengubah ketimpangan ekonomi menjadi
ketimpangan politik karena kekayaan yang diperoleh dari rente kemudian dapat digunakan untuk
memperkuat akses terhadap keputusan berikutnya. Pada birokrasi, BUMN/BUMD, regulator, pengadaan,
perizinan, dan pelayanan publik, mekanisme seperti ini dapat membuat kebijakan terlihat netral secara
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formal tetapi menghasilkan manfaat yang sangat terkonsentrasi. Karena itu, analisis organizational culture
perlu disandingkan dengan analisis keadilan distributif.

Ada pula persoalan informasi. Pejabat publik biasanya memiliki informasi tentang jadwal kebijakan,
spesifikasi proyek, perubahan regulasi, atau prioritas anggaran yang belum dimiliki masyarakat.
Perusahaan memiliki informasi teknis dan biaya yang mungkin tidak diketahui pemerintah. Ketimpangan
informasi tersebut normal dalam organisasi modern, tetapi menjadi berbahaya ketika dikombinasikan
dengan konflik kepentingan dan pengawasan lemah. pegawai dan pelaku usaha merespons probabilitas
deteksi, keuntungan potensial, horma organisasi, kejelasan prosedur, perlindungan, dan peluang karier
dapat disamarkan sebagai keputusan teknis yang sah. Oleh sebab itu, transparansi bukan sekadar
mempublikasikan dokumen, melainkan memastikan data tersedia pada waktu yang tepat, dalam format
yang dapat dianalisis, dan dapat dikaitkan dengan penanggung jawab keputusan.

Reformasi yang efektif harus menghindari dua ekstrem. Ekstrem pertama adalah keyakinan bahwa
penambahan aturan selalu mengurangi korupsi. Aturan yang terlalu banyak justru dapat menciptakan titik
diskresi baru dan memperbesar nilai izin. Ekstrem kedua adalah deregulasi tanpa pengawasan, yang dapat
memindahkan rente dari birokrasi ke pelaku pasar dominan. Karena itu, merancang control environment,
rotasi berbasis risiko, deklarasi konflik kepentingan, merit system, dan konsekuensi yang konsisten.
Prinsipnya adalah mengurangi ruang transaksi tersembunyi sambil mempertahankan kemampuan negara
melindungi kepentingan publik. Regulasi yang baik harus sederhana untuk dipatuhi, sulit dimanipulasi,
dapat diaudit, dan memiliki mekanisme koreksi ketika keputusan salah.

Pendekatan pencegahan juga perlu memperhatikan desain organisasi. Pemisahan fungsi, rotasi pada
posisi berisiko, deklarasi konflik kepentingan, dokumentasi keputusan, dan audit berbasis data dapat
menurunkan peluang kolusi. Namun kontrol formal tidak akan efektif jika target organisasi mendorong
perilaku yang bertentangan. Sebagai contoh, target serapan anggaran yang terlalu menekankan kecepatan
tanpa kualitas dapat membuka ruang kompromi pengadaan; target investasi yang semata-mata kuantitatif
dapat mendorong kelonggaran evaluasi; target penerimaan yang tidak disertai akuntabilitas dapat
menciptakan tekanan transaksional. Karena itu, pengendalian integritas harus diintegrasikan dengan KPI
substantif, bukan ditempatkan sebagai lampiran administratif.

Peran kepemimpinan menentukan apakah sistem kontrol benar-benar bekerja. Pesan antikorupsi akan
kehilangan kredibilitas apabila pelanggaran oleh aktor berpengaruh diperlakukan berbeda dari pelanggaran
oleh pegawai biasa. Sebaliknya, organisasi membangun norma integritas ketika keputusan sulit dapat
dijelaskan, konflik kepentingan dibuka, pelapor dilindungi, dan hasil audit ditindaklanjuti. Dalam konteks
birokrasi, BUMN/BUMD, regulator, pengadaan, perizinan, dan pelayanan publik, tone at the top harus
diterjemahkan menjadi praktik pada level menengah dan operasional. Dengan demikian, integritas menjadi
bagian dari rutinitas pengambilan keputusan, bukan sekadar slogan komunikasi.

Teknologi dapat memperkuat reformasi dengan mengurangi biaya observasi. Data transaksi, waktu proses,
pola tender, perubahan kontrak, penggunaan aset, dan hubungan kepemilikan dapat dianalisis untuk
menemukan anomali. Akan tetapi, digitalisasi tidak identik dengan integritas. Sistem elektronik dapat
menyembunyikan bias dalam kode, membatasi akses kompetitor, atau mempertahankan pengecualian
manual yang tidak transparan. Karena itu, penerapan teknologi dalam area birokrasi, BUMN/BUMD,
regulator, pengadaan, perizinan, dan pelayanan publik harus didesain dengan audit trail, kontrol akses,
interoperabilitas, dan mekanisme pemeriksaan independen. Tujuannya bukan mengganti penilaian
manusia sepenuhnya, melainkan memperkecil ruang manipulasi dan meningkatkan kemungkinan deteksi.
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Pengalaman Indonesia juga mengingatkan bahwa reformasi antikorupsi berlangsung dalam ekonomi politik
nyata. Kelompok yang memperoleh rente memiliki sumber daya dan insentif untuk mempertahankan
aturan yang menguntungkan. Mereka dapat menggunakan argumen efisiensi, nasionalisme ekonomi,
perlindungan usaha, kebutuhan investasi, atau stabilitas untuk mempertahankan hak istimewa. Tidak
semua argumen tersebut keliru, tetapi kebijakan harus diuji melalui bukti: siapa penerima manfaatnya,
berapa lama dukungan diberikan, apa indikator kinerjanya, apakah ada pilihan yang lebih murah, dan
bagaimana mekanisme penghentiannya. Pertanyaan-pertanyaan ini mengubah diskusi dari niat kebijakan
menjadi akuntabilitas hasil.

Bagi dunia usaha, kepastian bahwa aturan berlaku setara sering lebih penting daripada sekadar sedikitnya
aturan. Sistem yang koruptif dapat tampak fleksibel karena hambatan dapat dinegosiasikan, tetapi
fleksibilitas semacam itu mahal dan tidak dapat diprediksi. Perusahaan baru dan UMKM biasanya paling
dirugikan karena mereka tidak memiliki jaringan atau skala untuk menyerap biaya transaksi. Akhirnya,
struktur pasar menjadi kurang dinamis, inovasi melambat, dan konsumen membayar harga lebih tinggi.
Oleh karena itu, upaya merancang control environment, rotasi berbasis risiko, deklarasi konflik
kepentingan, merit system, dan konsekuensi yang konsisten memiliki dimensi produktivitas: ia membantu
memindahkan kompetisi dari kedekatan menuju kemampuan menghasilkan nilai.

Implikasi paling penting adalah kebutuhan melihat keberhasilan antikorupsi melalui outcome
pembangunan. Penurunan jumlah keluhan, misalnya, belum tentu berarti integritas meningkat jika warga
menyerah melapor. Bertambahnya kasus penindakan dapat berarti penegakan lebih efektif, tetapi juga
dapat mencerminkan risiko yang tinggi. Demikian pula, skor persepsi perlu dibaca bersama data transaksi
dan kualitas layanan. Untuk tema ini, indikator yang relevan mencakup waktu layanan, jumlah penawar
efektif, variasi harga, mutu output, konsentrasi pemenang, frekuensi adendum, kepatuhan konflik
kepentingan, serta kepuasan pengguna. Kombinasi indikator memungkinkan pemerintah membedakan
antara kepatuhan administratif dan perbaikan substantif.

Pada akhirnya, pemberantasan korupsi berkelanjutan bergantung pada perubahan insentif organisasi dan
peluang rente, bukan hanya peningkatan hukuman. Reformasi tidak selesai ketika sebuah prosedur
didigitalisasi atau seorang pelaku dihukum. Keberhasilan terjadi ketika struktur insentif berubah sehingga
mencari rente menjadi lebih mahal, lebih mudah terdeteksi, dan kurang menguntungkan dibanding
bersaing melalui produktivitas. Untuk mencapaiitu, merancang control environment, rotasi berbasis risiko,
deklarasi konflik kepentingan, merit system, dan konsekuensi yang konsisten. Hubungan antara incentive
design, merit system, dan organizational culture perlu diperlakukan sebagai bagian dari arsitektur
pembangunan. Integritas dengan demikian bukan biaya tambahan yang menghambat pembangunan,
melainkan investasi kelembagaan yang menentukan berapa besar manfaat yang benar-benar dihasilkan
dari setiap sumber daya publik dan privat.

Implikasi bagi Manajemen Pembangunan

Bagi manajemen pembangunan, tema ini menuntut perubahan dari pengendalian berbasis dokumen
menuju pengendalian berbasis risiko dan hasil. Dokumen yang lengkap tidak membuktikan bahwa
keputusan telah menghasilkan manfaat terbaik; ia hanya membuktikan bahwa jejak administratif tertentu
tersedia. Karena pegawai dan pelaku usaha merespons probabilitas deteksi, keuntungan potensial, norma
organisasi, kejelasan prosedur, perlindungan, dan peluang karier, organisasi publik perlu mengidentifikasi
titik keputusan yang memiliki kombinasi nilai ekonomi tinggi, diskresi tinggi, kompetisi rendah, dan
transparansi rendah. Titik-titik tersebut harus memperoleh pengawasan lebih kuat dibanding transaksi
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rutin bernilai rendah. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip materialitas dalam audit dan risk-based
management: sumber daya pengawasan yang terbatas ditempatkan pada lokasi yang potensi kerugiannya
paling besar. Dalam birokrasi, BUMN/BUMD, regulator, pengadaan, perizinan, dan pelayanan publik,
pengukuran perlu menghubungkan kepatuhan prosedur dengan manfaat yang benar-benar diterima
pengguna. Dengan demikian, integritas tidak terpisah dari efektivitas program.

Organisasi juga perlu membangun matriks risiko integritas yang hidup. Variabelnya dapat mencakup
konsentrasi kewenangan, frekuensiinteraksi dengan pihak eksternal, nilai keputusan, jumlah pengecualian
prosedur, konsentrasi pemasok, perubahan kontrak, keluhan, rotasi pejabat, dan hubungan kepemilikan.
Matriks tersebut tidak boleh digunakan untuk menuduh individu, melainkan untuk memprioritaskan
kontrol. Konsep incentive design dan deterrence membantu menjelaskan mengapa pengawasan yang
seragam sering tidak efisien. Area dengan risiko rendah cukup diawasi melalui kontrol otomatis, sedangkan
area dengan risiko tinggi memerlukan review independen, pemisahan fungsi, dokumentasi alasan
keputusan, dan audit berkala.

Contoh Analitis dalam Konteks Indonesia

Bayangkan sebuah kebijakan pada area birokrasi, BUMN/BUMD, regulator, pengadaan, perizinan, dan
pelayanan publik. Secara formal tujuan kebijakan dapat sangat baik: mempercepat investasi, menyediakan
layanan, atau membangun fasilitas. Namun apabila kriteria penerima manfaat tidak transparan dan
perubahan keputusan tidak didokumentasikan, nilai ekonomi dari kebijakan itu dapat menjadi objek rent
seeking. Pelaku yang memiliki akses lebih awal dapat menyesuaikan strategi sebelum pesaing; pihak yang
dekat dengan pengambil keputusan dapat mempengaruhi spesifikasi; dan biaya yang timbul kemudian
dibebankan kepada anggaran atau konsumen. Tidak setiap kejadian seperti ini merupakan tindak pidana.
Justru di situlah pentingnya konsep rent seeking: ia membantu mendeteksi kerugian sosial yang dapat
muncul sebelum atau di luar batas pembuktian pidana.

Sebaliknya, desain kebijakan dapat mengurangi rente tanpa mematikan diskresi yang diperlukan.
Pemerintah dapat mempublikasikan kriteria sebelum keputusan, membatasi perubahan setelah proses
berjalan, membuka data penerima manfaat, menerapkan mekanisme banding, dan mengevaluasi
outcome. Dalam area birokrasi, BUMN/BUMD, regulator, pengadaan, perizinan, dan pelayanan publik,
prinsip yang relevan adalah bahwa setiap privilege harus memiliki tujuan publik yang eksplisit, ukuran
kinerja, periode evaluasi, serta mekanisme penghentian. Ini merupakan penerapan praktis dari merancang
control environment, rotasi berbasis risiko, deklarasi konflik kepentingan, merit system, dan konsekuensi
yang konsisten. Dengan desain seperti itu, diskresi tetap tersedia untuk menghadapi kondisi kompleks,
tetapi alasan penggunaannya dapat diperiksa.

Arah Kebijakan

Arah kebijakan yang konsisten untuk tema ini adalah merancang control environment, rotasi berbasis
risiko, deklarasi konflik kepentingan, merit system, dan konsekuensi yang konsisten. Kebijakan tersebut
perlu diterjemahkan ke dalam empat lapis. Pertama, lapis aturan: definisi kewenangan, kriteria, batas
pengecualian, dan sanksi. Kedua, lapis proses: pemisahan fungsi, dokumentasi, transparansi, dan kontrol
digital. Ketiga, lapis manusia: merit system, kompetensi, remunerasi yang wajar, perlindungan pelapor, dan
kepemimpinan berintegritas. Keempat, lapis evaluasi: indikator outcome, audit independen, partisipasi
publik, dan koreksi kebijakan. Keempat lapis tersebut saling melengkapi. Aturan tanpa manusia yang
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kompeten menjadi formalitas; digitalisasi tanpa evaluasi dapat mengotomatisasi keputusan yang buruk;
penindakan tanpa pencegahan dapat menghasilkan siklus kasus baru.

22. Agenda Integritas Indonesia 2030 dan Menuju Indonesia Emas 2045

Bab ini menempatkan integritas perlu diposisikan sebagai infrastruktur kelembagaan yang menentukan
efisiensi seluruh investasi pembangunan sebagai bagian dari persoalan pembangunan Indonesia. Fokus
analisis bukan pada sensasi kasus, melainkan pada mekanisme yang membuat sumber daya kehilangan
kemampuan menghasilkan nilai publik. Dalam konteks transformasi fiskal, hilirisasi, energi, digitalisasi,
pembangunan manusia, pemerintahan daerah, dan investasi strategis, persoalan utama adalah
bagaimana kekuasaan, informasi, dan insentif berinteraksi. Kerangka ini memungkinkan pembaca
membedakan antara kesalahan administratif, kebijakan yang secara sah dapat diperdebatkan, konflik
kepentingan, dan perilaku yang benar-benar mengubah keputusan demi keuntungan partikular. Dengan
cara itu, agenda antikorupsi dapat ditempatkan dalam bahasa manajemen pembangunan: risiko, kontrol,
produktivitas, kualitas, akuntabilitas, serta distribusi manfaat dan biaya.

Pada aras kebijakan publik, integritas perlu diposisikan sebagai infrastruktur kelembagaan yang
menentukan efisiensi seluruh investasi pembangunan. Hal ini terjadi karena reformasi yang terfragmentasi
mudah dipatahkan oleh perpindahan modus; karena itu diperlukan interoperabilitas data, koherensi
aturan, pengawasan independen, dan partisipasi masyarakat. Ketika pola tersebut berulang, persoalan
tidak lagi bersifat insidental, melainkan menjadi karakter sistem. Aktor yang berintegritas menghadapi biaya
lebih tinggi apabila prosedur formal lambat sementara jalur informal memberikan keuntungan bagi pesaing.
Dalam keadaan seperti ini, seleksi ekonomi dapat bekerja secara terbalik: organisasi yang paling produktif
belum tentu memperoleh akses terbaik, sedangkan organisasi yang paling mampu mengelola kedekatan
politik dapat bertahan. Konsekuensinya terlihat pada transformasi fiskal, hilirisasi, energi, digitalisasi,
pembangunan manusia, pemerintahan daerah, dan investasi strategis. Konsep integrity ecosystem
membantu menjelaskan bahwa mutu institusi menentukan apakah energi ekonomi diarahkan pada
penciptaan nilai atau pada perebutan keuntungan yang sudah ada.

Mekanisme kerugian perlu ditelusuri dari keputusan awal sampai hasil akhir. Reformasi yang
terfragmentasi mudah dipatahkan oleh perpindahan modus; karena itu diperlukan interoperabilitas data,
koherensi aturan, pengawasan independen, dan partisipasi masyarakat. Pada tahap pertama, distorsi
mengubah siapa yang memperoleh akses. Pada tahap kedua, ia mengubah harga, kualitas, waktu, atau
spesifikasi. Pada tahap ketiga, masyarakat menerima output yang tidak setara dengan sumber daya yang
telah dikeluarkan. Efek kumulatif ini menjelaskan mengapa pengukuran korupsi hanya melalui nilai uang
yang terbukti di pengadilan cenderung meremehkan biaya sosial. Dalam transformasi fiskal, hilirisasi,
energi, digitalisasi, pembangunan manusia, pemerintahan daerah, dan investasi strategis, misalnya, satu
keputusan yang bias dapat menghasilkan rentetan biaya pemeliharaan, keterlambatan manfaat, dan
hilangnya kepercayaan. Di sinilah Indonesia Emas 2045 dan institutional reform menjadi konsep penting
untuk membaca hubungan antara kekuasaan administratif dan efisiensi ekonomi.

Korupsi dan rent seeking juga menciptakan biaya kesempatan. Sumber daya yang digunakan untuk mencari
akses, memelihara hubungan, menyusun transaksi terselubung, atau mengatasi hambatan yang sengaja
diciptakan seharusnya dapat digunakan untuk riset, pelatihan pekerja, inovasi, perluasan kapasitas, atau
perbaikan mutu. Karena itu, kerugian pembangunan bukan hanya apa yang dicuri, tetapi juga apa yang tidak
pernah tercipta. Bila integritas perlu diposisikan sebagai infrastruktur kelembagaan yang menentukan
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efisiensi seluruh investasi pembangunan, maka masyarakat kehilangan dua kali: kehilangan sumber daya
publik dan kehilangan alternatif penggunaan yang lebih produktif. Kerangka policy coherence menuntut
pembuat kebijakan membandingkan hasil aktual dengan hasil yang secara wajar dapat dicapai dalam
sistem yang lebih berintegritas.

Dimensi distribusi sama pentingnya dengan dimensi efisiensi. Rente jarang tersebar secara acak; ia
cenderung mengalir kepada pihak yang memiliki informasi, jaringan, modal politik, atau kemampuan
menanggung biaya lobi. Sebaliknya, biaya sering disebarkan kepada pembayar pajak, konsumen, pekerja,
masyarakat lokal, atau generasi mendatang. Pola ini dapat mengubah ketimpangan ekonomi menjadi
ketimpangan politik karena kekayaan yang diperoleh dari rente kemudian dapat digunakan untuk
memperkuat akses terhadap keputusan berikutnya. Pada transformasi fiskal, hilirisasi, energi, digitalisasi,
pembangunan manusia, pemerintahan daerah, dan investasi strategis, mekanisme seperti ini dapat
membuat kebijakan terlihat netral secara formal tetapi menghasilkan manfaat yang sangat terkonsentrasi.
Karena itu, analisis public value perlu disandingkan dengan analisis keadilan distributif.

Ada pula persoalan informasi. Pejabat publik biasanya memiliki informasi tentang jadwal kebijakan,
spesifikasi proyek, perubahan regulasi, atau prioritas anggaran yang belum dimiliki masyarakat.
Perusahaan memiliki informasi teknis dan biaya yang mungkin tidak diketahui pemerintah. Ketimpangan
informasi tersebut normal dalam organisasi modern, tetapi menjadi berbahaya ketika dikombinasikan
dengan konflik kepentingan dan pengawasan lemah. reformasi yang terfragmentasi mudah dipatahkan oleh
perpindahan modus; karena itu diperlukan interoperabilitas data, koherensi aturan, pengawasan
independen, dan partisipasi masyarakat dapat disamarkan sebagai keputusan teknis yang sah. Oleh sebab
itu, transparansi bukan sekadar mempublikasikan dokumen, melainkan memastikan data tersedia pada
waktu yang tepat, dalam format yang dapat dianalisis, dan dapat dikaitkan dengan penanggung jawab
keputusan.

Reformasi yang efektif harus menghindari dua ekstrem. Ekstrem pertama adalah keyakinan bahwa
penambahan aturan selalu mengurangi korupsi. Aturan yang terlalu banyak justru dapat menciptakan titik
diskresi baru dan memperbesar nilai izin. Ekstrem kedua adalah deregulasi tanpa pengawasan, yang dapat
memindahkan rente dari birokrasi ke pelaku pasar dominan. Karena itu, menghubungkan target antikorupsi
dengan produktivitas, kualitas belanja, persaingan, pelayanan publik, dan kepercayaan. Prinsipnya adalah
mengurangi ruang transaksi tersembunyi sambil mempertahankan kemampuan negara melindungi
kepentingan publik. Regulasi yang baik harus sederhana untuk dipatuhi, sulit dimanipulasi, dapat diaudit,
dan memiliki mekanisme koreksi ketika keputusan salah.

Pendekatan pencegahan juga perlu memperhatikan desain organisasi. Pemisahan fungsi, rotasi pada
posisi berisiko, deklarasi konflik kepentingan, dokumentasi keputusan, dan audit berbasis data dapat
menurunkan peluang kolusi. Namun kontrol formal tidak akan efektif jika target organisasi mendorong
perilaku yang bertentangan. Sebagai contoh, target serapan anggaran yang terlalu menekankan kecepatan
tanpa kualitas dapat membuka ruang kompromi pengadaan; target investasi yang semata-mata kuantitatif
dapat mendorong kelonggaran evaluasi; target penerimaan yang tidak disertai akuntabilitas dapat
menciptakan tekanan transaksional. Karena itu, pengendalian integritas harus diintegrasikan dengan KPI
substantif, bukan ditempatkan sebagai lampiran administratif.

Peran kepemimpinan menentukan apakah sistem kontrol benar-benar bekerja. Pesan antikorupsi akan
kehilangan kredibilitas apabila pelanggaran oleh aktor berpengaruh diperlakukan berbeda dari pelanggaran
oleh pegawai biasa. Sebaliknya, organisasi membangun norma integritas ketika keputusan sulit dapat
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dijelaskan, konflik kepentingan dibuka, pelapor dilindungi, dan hasil audit ditindaklanjuti. Dalam konteks
transformasi fiskal, hilirisasi, energi, digitalisasi, pembangunan manusia, pemerintahan daerah, dan
investasi strategis, tone at the top harus diterjemahkan menjadi praktik pada level menengah dan
operasional. Dengan demikian, integritas menjadi bagian dari rutinitas pengambilan keputusan, bukan
sekadar slogan komunikasi.

Teknologi dapat memperkuat reformasi dengan mengurangi biaya observasi. Data transaksi, waktu proses,
pola tender, perubahan kontrak, penggunaan aset, dan hubungan kepemilikan dapat dianalisis untuk
menemukan anomali. Akan tetapi, digitalisasi tidak identik dengan integritas. Sistem elektronik dapat
menyembunyikan bias dalam kode, membatasi akses kompetitor, atau mempertahankan pengecualian
manual yang tidak transparan. Karena itu, penerapan teknologi dalam area transformasi fiskal, hilirisasi,
energi, digitalisasi, pembangunan manusia, pemerintahan daerah, dan investasi strategis harus didesain
dengan audit trail, kontrol akses, interoperabilitas, dan mekanisme pemeriksaan independen. Tujuannya
bukan mengganti penilaian manusia sepenuhnya, melainkan memperkecil ruang manipulasi dan
meningkatkan kemungkinan deteksi.

Pengalaman Indonesia juga mengingatkan bahwa reformasi antikorupsi berlangsung dalam ekonomi politik
nyata. Kelompok yang memperoleh rente memiliki sumber daya dan insentif untuk mempertahankan
aturan yang menguntungkan. Mereka dapat menggunakan argumen efisiensi, nasionalisme ekonomi,
perlindungan usaha, kebutuhan investasi, atau stabilitas untuk mempertahankan hak istimewa. Tidak
semua argumen tersebut keliru, tetapi kebijakan harus diuji melalui bukti: siapa penerima manfaatnya,
berapa lama dukungan diberikan, apa indikator kinerjanya, apakah ada pilihan yang lebih murah, dan
bagaimana mekanisme penghentiannya. Pertanyaan-pertanyaan ini mengubah diskusi dari niat kebijakan
menjadi akuntabilitas hasil.

Bagi dunia usaha, kepastian bahwa aturan berlaku setara sering lebih penting daripada sekadar sedikitnya
aturan. Sistem yang koruptif dapat tampak fleksibel karena hambatan dapat dinegosiasikan, tetapi
fleksibilitas semacam itu mahal dan tidak dapat diprediksi. Perusahaan baru dan UMKM biasanya paling
dirugikan karena mereka tidak memiliki jaringan atau skala untuk menyerap biaya transaksi. Akhirnya,
struktur pasar menjadi kurang dinamis, inovasi melambat, dan konsumen membayar harga lebih tinggi.
Oleh karena itu, upaya menghubungkan target antikorupsi dengan produktivitas, kualitas belanja,
persaingan, pelayanan publik, dan kepercayaan memiliki dimensi produktivitas: ia membantu
memindahkan kompetisi dari kedekatan menuju kemampuan menghasilkan nilai.

Implikasi paling penting adalah kebutuhan melihat keberhasilan antikorupsi melalui outcome
pembangunan. Penurunan jumlah keluhan, misalnya, belum tentu berarti integritas meningkat jika warga
menyerah melapor. Bertambahnya kasus penindakan dapat berarti penegakan lebih efektif, tetapi juga
dapat mencerminkan risiko yang tinggi. Demikian pula, skor persepsi perlu dibaca bersama data transaksi
dan kualitas layanan. Untuk tema ini, indikator yang relevan mencakup waktu layanan, jumlah penawar
efektif, variasi harga, mutu output, konsentrasi pemenang, frekuensi adendum, kepatuhan konflik
kepentingan, serta kepuasan pengguna. Kombinasi indikator memungkinkan pemerintah membedakan
antara kepatuhan administratif dan perbaikan substantif.

Pada akhirnya, integritas perlu diposisikan sebagai infrastruktur kelembagaan yang menentukan efisiensi
seluruhinvestasi pembangunan. Reformasi tidak selesai ketika sebuah prosedur didigitalisasi atau seorang
pelaku dihukum. Keberhasilan terjadi ketika struktur insentif berubah sehingga mencari rente menjadi lebih
mahal, lebih mudah terdeteksi, dan kurang menguntungkan dibanding bersaing melalui produktivitas.
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Untuk mencapai itu, menghubungkan target antikorupsi dengan produktivitas, kualitas belanja,
persaingan, pelayanan publik, dan kepercayaan. Hubungan antara integrity ecosystem, institutional
reform, dan public value perlu diperlakukan sebagai bagian dari arsitektur pembangunan. Integritas dengan
demikian bukan biaya tambahan yang menghambat pembangunan, melainkan investasi kelembagaan yang
menentukan berapa besar manfaatyang benar-benar dihasilkan dari setiap sumber daya publik dan privat.

Implikasi bagi Manajemen Pembangunan

Bagi manajemen pembangunan, tema ini menuntut perubahan dari pengendalian berbasis dokumen
menuju pengendalian berbasis risiko dan hasil. Dokumen yang lengkap tidak membuktikan bahwa
keputusan telah menghasilkan manfaat terbaik; ia hanya membuktikan bahwa jejak administratif tertentu
tersedia. Karena reformasi yang terfragmentasi mudah dipatahkan oleh perpindahan modus; karena itu
diperlukan interoperabilitas data, koherensi aturan, pengawasan independen, dan partisipasi masyarakat,
organisasi publik perlu mengidentifikasi titik keputusan yang memiliki kombinasi nilai ekonomi tinggi,
diskresi tinggi, kompetisi rendah, dan transparansi rendah. Titik-titik tersebut harus memperoleh
pengawasan lebih kuat dibanding transaksi rutin bernilai rendah. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip
materialitas dalam audit dan risk-based management: sumber daya pengawasan yang terbatas
ditempatkan pada lokasi yang potensi kerugiannya paling besar. Dalam transformasi fiskal, hilirisasi,
energi, digitalisasi, pembangunan manusia, pemerintahan daerah, dan investasi strategis, pengukuran
perlu menghubungkan kepatuhan prosedur dengan manfaat yang benar-benar diterima pengguna. Dengan
demikian, integritas tidak terpisah dari efektivitas program.

Organisasi juga perlu membangun matriks risiko integritas yang hidup. Variabelnya dapat mencakup
konsentrasi kewenangan, frekuensiinteraksi dengan pihak eksternal, nilai keputusan, jumlah pengecualian
prosedur, konsentrasi pemasok, perubahan kontrak, keluhan, rotasi pejabat, dan hubungan kepemilikan.
Matriks tersebut tidak boleh digunakan untuk menuduh individu, melainkan untuk memprioritaskan
kontrol. Konsep integrity ecosystem dan Indonesia Emas 2045 membantu menjelaskan mengapa
pengawasan yang seragam sering tidak efisien. Area dengan risiko rendah cukup diawasi melalui kontrol
otomatis, sedangkan area dengan risiko tinggi memerlukan review independen, pemisahan fungsi,
dokumentasi alasan keputusan, dan audit berkala.

Contoh Analitis dalam Konteks Indonesia

Bayangkan sebuah kebijakan pada area transformasi fiskal, hilirisasi, energi, digitalisasi, pembangunan
manusia, pemerintahan daerah, dan investasi strategis. Secara formal tujuan kebijakan dapat sangat baik:
mempercepat investasi, menyediakan layanan, atau membangun fasilitas. Namun apabila kriteria
penerima manfaat tidak transparan dan perubahan keputusan tidak didokumentasikan, nilai ekonomi dari
kebijakan itu dapat menjadi objek rent seeking. Pelaku yang memiliki akses lebih awal dapat menyesuaikan
strategi sebelum pesaing; pihak yang dekat dengan pengambil keputusan dapat mempengaruhi spesifikasi;
dan biaya yang timbul kemudian dibebankan kepada anggaran atau konsumen. Tidak setiap kejadian
seperti ini merupakan tindak pidana. Justru di situlah pentingnya konsep rent seeking: ia membantu
mendeteksi kerugian sosial yang dapat muncul sebelum atau di luar batas pembuktian pidana.

Sebaliknya, desain kebijakan dapat mengurangi rente tanpa mematikan diskresi yang diperlukan.
Pemerintah dapat mempublikasikan kriteria sebelum keputusan, membatasi perubahan setelah proses
berjalan, membuka data penerima manfaat, menerapkan mekanisme banding, dan mengevaluasi
outcome. Dalam area transformasi fiskal, hilirisasi, energi, digitalisasi, pembangunan manusia,
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pemerintahan daerah, dan investasi strategis, prinsip yang relevan adalah bahwa setiap privilege harus
memiliki tujuan publik yang eksplisit, ukuran kinerja, periode evaluasi, serta mekanisme penghentian. Ini
merupakan penerapan praktis dari menghubungkan target antikorupsi dengan produktivitas, kualitas
belanja, persaingan, pelayanan publik, dan kepercayaan. Dengan desain seperti itu, diskresi tetap tersedia
untuk menghadapi kondisi kompleks, tetapi alasan penggunaannya dapat diperiksa.

Arah Kebijakan

Arah kebijakan yang konsisten untuk tema ini adalah menghubungkan target antikorupsi dengan
produktivitas, kualitas belanja, persaingan, pelayanan publik, dan kepercayaan. Kebijakan tersebut perlu
diterjemahkan ke dalam empat lapis. Pertama, lapis aturan: definisi kewenangan, kriteria, batas
pengecualian, dan sanksi. Kedua, lapis proses: pemisahan fungsi, dokumentasi, transparansi, dan kontrol
digital. Ketiga, lapis manusia: merit system, kompetensi, remunerasi yang wajar, perlindungan pelapor, dan
kepemimpinan berintegritas. Keempat, lapis evaluasi: indikator outcome, audit independen, partisipasi
publik, dan koreksi kebijakan. Keempat lapis tersebut saling melengkapi. Aturan tanpa manusia yang
kompeten menjadi formalitas; digitalisasi tanpa evaluasi dapat mengotomatisasi keputusan yang buruk;
penindakan tanpa pencegahan dapat menghasilkan siklus kasus baru.

23. Sintesis: Dari Kerugian Keuangan Negara ke Total Social Cost of Corruption

Sintesis utama artikel ini adalah bahwa korupsi perlu dinilai melalui total social cost, bukan hanya nominal
yang hilang secara langsung. Kerangka tersebut dapat dibayangkan sebagai beberapa lapisan. Lapisan
pertama adalah transfer ilegal: uang atau aset berpindah kepada pelaku. Lapisan kedua adalah
pemborosan sumber daya untuk melakukan, menyembunyikan, dan mendeteksi korupsi. Lapisan ketiga
adalah inefisiensi keputusan: proyek yang salah, pemasok yang tidak kompeten, atau regulasi yang bias.
Lapisan keempat adalah dampak dinamis: investasi, inovasi, pembentukan perusahaan, dan produktivitas
yang tidak terjadi. Lapisan kelima adalah dampak distributif dan institusional: ketimpangan, kerusakan
kepercayaan, normalisasi perilaku oportunistik, dan berkurangnya kapasitas negara.

Dari sudut pandang ekonomi, transfer koruptif tertentu secara sempit dapat terlihat sebagai perpindahan
uang dari satu pihak ke pihak lain. Namun pendekatan semacam itu menyesatkan karena mengabaikan
perilaku yang dipicu oleh peluang transfer tersebut. Ketika rente tersedia, pelaku menghabiskan sumber
daya untuk memenangkan rente. Inilah intuisi klasik Tullock dan Krueger: biaya sosial dapat melebihi
jumlah transfer karena kompetisi memperebutkan privilege juga mengonsumsi sumber daya. Dalam
konteks modern, sumber daya itu berbentuk biaya lobi, biaya mempertahankan jaringan, penundaan
proyek, desain regulasi yang kompleks, litigasi, atau investasi pada kapasitas politik daripada kapasitas
produktif.

Kerangka total cost juga membantu menghindari perdebatan yang terlalu sempit tentang apakah korupsi
dapat 'mempercepat’ birokrasi. Literatur mengenai grease versus sand the wheels menunjukkan bahwa
dalam beberapa lingkungan, pembayaran informal mungkin mempercepat satu transaksi tertentu. Namun
pada tingkat sistem, keberadaan pembayaran tersebut menciptakan insentif untuk mempertahankan
bahkan memperbanyak hambatan agar nilai percepatan meningkat. Dengan kata lain, suap yang tampak
menyelesaikan red tape pada transaksi mikro dapat memperkuat red tape pada tingkat makro. Itulah
sebabnya reformasi harus menargetkan struktur yang menciptakan hambatan, bukan melegitimasi jalan
pintas.
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Dalam perencanaan nasional, total social cost dapat dioperasionalkan melalui evaluasi lintas indikator.
Proyek infrastruktur, misalnya, tidak hanya diperiksa berdasarkan kerugian audit, tetapi juga cost overrun,
time overrun, umur layanan, biaya pemeliharaan, keselamatan, dan jumlah pengguna. Sektor kesehatan
dapatdinilai dari harga pengadaan, utilisasi alat, stock-out, waktu tunggu, dan outcome pasien. Pendidikan
dapat dinilai melalui kehadiran, kualitas fasilitas, capaian belajar, dan distribusi manfaat. Pendekatan ini
membuat pemberantasan korupsi menjadi agenda manajemen kinerja yang konkret.

Kekuatan pendekatan tersebut terletak pada kemampuannya menghubungkan integritas dengan bahasa
yang dipahami pembuat kebijakan ekonomi: produktivitas, return on investment, efisiensi fiskal, biaya
modal, kompetisi, dan kualitas institusi. Jika sebuah reformasi integritas dapat mengurangi harga
pengadaan tanpa menurunkan mutu, mempercepat waktu izin secara sah, meningkatkan jumlah penawar,
atau memperpanjang umur infrastruktur, maka manfaatnya dapat dihitung sebagai dividend of integrity.
Dengan demikian, antikorupsi bukan hanya pengeluaran untuk pengawasan, melainkan investasi yang
menghasilkan pengembalian ekonomi dan sosial.

Kesimpulan dan Rekomendasi Strategis

Korupsi dan rent seeking pada akhirnya berbicara tentang cara masyarakat mengalokasikan kelangkaan,
kekuasaan, dan peluang. Ketika akses pada keputusan publik dapat dikonversi menjadi keuntungan privat
tanpa penciptaan nilai yang sebanding, pembangunan kehilangan efisiensi sekaligus keadilan. Anggaran
menjadi lebih mahal, investasi menjadi kurang produktif, kualitas layanan menurun, kompetisi terdistorsi,
dan kepercayaan publik melemah. Kerugian langsung yang dapat dihitung oleh auditor hanyalah satu
bagian dari total biaya. Opportunity cost, hilangnya inovasi, tertundanya investasi, kerusakan lingkungan,
serta penurunan kualitas modal manusia sering jauh lebih besar dan berlangsung lebih lama.

Bagi Indonesia, tantangan ini menjadi semakin penting karena agenda pembangunan ke depan
membutuhkan mobilisasi sumber daya yang sangat besar. Hilirisasi, transformasi energi, digitalisasi,
konektivitas, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta pembangunan kota dan daerah akan
menciptakan ribuan keputusan bernilai ekonomi tinggi. Tanpa integritas, semakin besar skala
pembangunan dapat berarti semakin besar pula ruang rente. Sebaliknya, dengan institusi yang mampu
menjaga kompetisi, transparansi, dan akuntabilitas, skala tersebut dapat menjadi sumber peningkatan
produktivitas nasional.

Strategi yang diperlukan adalah strategi ekosistem. Penindakan harus kuat, tetapi pencegahan harus
mengurangi peluang; birokrasi harus profesional, tetapi sistem politik juga harus transparan; digitalisasi
harus diperluas, tetapi algoritme dan data harus dapat diaudit; pengadaan harus kompetitif, tetapi
perencanaan proyek juga harus bebas dari kepentingan tersembunyi; masyarakat harus diberi akses
informasi, tetapi juga saluran yang aman untuk mengoreksi penyimpangan. Reformasi yang hanya berfokus
pada satu titik akan mendorong rente berpindah ke titik lain.

Karena itu, indikator keberhasilan yang paling bermakna bukan hanya berapa banyak pelaku yang dihukum,
melainkan apakah harga proyek menjadi lebih wajar, mutu infrastruktur meningkat, waktu layanan
menurun, jumlah peserta tender bertambah, investasi lebih kompetitif, ketimpangan akses berkurang,
lingkungan lebih terlindungi, dan kepercayaan publik meningkat. Dengan kata lain, antikorupsi harus
dihubungkan langsung dengan produktivitas dan kualitas pembangunan.

Indonesia Emas 2045 membutuhkan negara yang bukan hanya mampu membelanjakan lebih banyak,
tetapi mampu mengubah setiap rupiah menjadi nilai publik yang tinggi. Dalam kerangka tersebut, integritas

101



Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD | Korupsi, Rent Seeking, dan Biaya Pembangunan Indonesia

adalah bentuk modal nasional. la menurunkan biaya transaksi, memperkuat legitimasi, memperluas
persaingan, dan membuat investasi jangka panjang lebih rasional. Korupsi dan rent seeking sebaliknya
merupakan pajak tersembunyi atas masa depan: mereka memindahkan manfaat ke masa kini bagi
kelompok terbatas, sementara menyebarkan biaya kepada masyarakat dan generasi berikutnya.
Mengurangi pajak tersembunyi inilah salah satu agenda pembangunan paling strategis bagi Indonesia.

1. Mengintegrasikan indikator integritas ke dalam indikator kinerja pembangunan. Kementerian, lembaga,
pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD tidak cukup dinilai berdasarkan serapan serta output; perlu
indikator kompetisi, konflik kepentingan, konsentrasi vendor, perubahan kontrak, kualitas layanan, dan
tindak lanjut pengaduan.

2. Memperkuat transparansi sepanjang siklus kebijakan. Keterbukaan harus dimulai dari perencanaan,
justifikasi pilihan, penerima manfaat, kontrak, perubahan, pembayaran, sampai evaluasi outcome; bukan
hanya pada tahap tender.

3. Memperluas penggunaan beneficial ownership dan analisis jaringan. Data kepemilikan perlu
dihubungkan dengan pengadaan, konsesi, perizinan, bantuan, dan pembiayaan untuk mendeteksi konflik
kepentingan serta konsentrasi manfaat.

4. Menjadikan kompetisi sebagai instrumen antikorupsi. Regulasi perlu dievaluasi dari dampaknya
terhadap entry barrier, konsentrasi pasar, dan kesempatan bagi pemain baru serta UMKM.

5. Mereformasi pembiayaan politik dan konflik kepentingan. Transparansi sumber dana, kewajiban
pelaporan yang dapat diverifikasi, audit efektif, dan aturan pasca-jabatan penting untuk membatasi
pertukaran akses dengan dukungan politik.

6. Mengembangkan audit berbasis data dan Al secara bertanggung jawab. Analitik digunakan untuk risk
scoring dan prioritas pemeriksaan, dengan explainability, perlindungan privasi, audit model, serta human
oversight.

7. Memperkuat merit system dan profesionalisme birokrasi. Jabatan berisiko tinggi membutuhkan seleksi
kompetensi, rotasi yang masuk akal, perlindungan dari intervensi, serta konsekuensi konsisten atas konflik
kepentingan.

8. Melindungi whistleblower, jurnalisme investigatif, akademisi, dan partisipasi publik. Informasi eksternal
sering mengungkap pola yang tidak terlihat dari kontrol internal; perlindungan dari pembalasan adalah
bagian dari arsitektur deteksi.

9. Memperkuat evaluasi ex post. Proyek dan insentif strategis perlu dievaluasi setelah berjalan untuk
mengetahui siapa penerima manfaat aktual, berapa biaya bersih, dan apakah privilege masih diperlukan.

10. Membangun narasi antikorupsi sebagai agenda produktivitas dan keadilan. Integritas perlu dipahami
sebagai syarat agar pajak, utang, sumber daya alam, dan modal politik benar-benar berubah menjadi
kemampuan nasional.
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Glossarium

Beneficial ownership: Kepemilikan manfaat yang merujuk pada orang yang pada akhirnya memiliki,
mengendalikan, atau menerima manfaat ekonomi dari suatu badan hukum atau transaksi.

Bid rigging: Kolusi antarpeserta atau antara peserta dan pihak pengadaan untuk mengatur hasil tender.

Clientelism: Pertukaran dukungan politik dengan manfaat material atau akses tertentu secara
partikularistik.

Conflict of interest: Situasi ketika kepentingan pribadi, keluarga, bisnis, atau politik berpotensi
memengaruhi pelaksanaan tugas publik.

Corruption: Penyalahgunaan kekuasaan yang dipercayakan untuk keuntungan pribadi atau kelompok.

Cronyism: Pemberian keuntungan kepada kerabat, teman, atau jaringan dekat karena hubungan, bukan
merit.

Deadweight loss: Kehilangan kesejahteraan ekonomi karena alokasi sumber daya menyimpang dari
keadaan yang lebih efisien.

Discretion: Ruang pertimbangan yang dimiliki pejabat atau organisasi untuk memilih di antara beberapa
keputusan yang sah.

Economic rent: Pendapatan atau keuntungan di atas tingkat minimum yang dibutuhkan agar suatu faktor
tetap digunakan pada aktivitas tertentu.

Externality: Dampak suatu aktivitas terhadap pihak lain yang tidak sepenuhnya tercermin dalam harga
pasar.

Integrity system: Keseluruhan institusi, aturan, budaya, dan mekanisme pengawasan yang menjaga
perilaku berintegritas.

Kickback: Pembayaran kembali secara ilegal kepada pihak yang memfasilitasi kontrak atau keputusan.
Merit system: Sistem pengelolaan SDM berbasis kompetensi, kinerja, dan kualifikasi, bukan kedekatan.

Moral hazard: Perubahan perilaku menjadi lebih berisiko ketika sebagian konsekuensi ditanggung pihak
lain.

Open contracting: Pendekatan keterbukaan data dan proses sepanjang siklus kontrak publik.

Opportunity cost: Nilai alternatif terbaik yang dikorbankan ketika sumber daya digunakan untuk suatu
pilihan.

Patronage: Distribusi jabatan atau sumber daya kepada pendukung sebagai imbalan loyalitas.

Principal-agent problem: Masalah ketika agen memiliki informasi atau kepentingan berbeda dari pihak
yang memberinya mandat.

Regulatory capture: Kondisi ketika regulator atau proses regulasi secara sistematis lebih melayani
kepentingan pihak yang diatur daripada kepentingan publik.

Rent seeking: Penggunaan sumber daya untuk memperoleh atau mempertahankan keuntungan melalui
pengaruh atas aturan atau distribusi hak, bukan melalui penciptaan nilai produktif yang sebanding.

103



Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD | Korupsi, Rent Seeking, dan Biaya Pembangunan Indonesia

State capture: Pengaruh sistematis kepentingan privat terhadap pembentukan hukum, kebijakan, dan
institusi negara.

Transaction cost: Biaya untuk mencari informasi, bernegosiasi, membuat kontrak, memantau, dan
menegakkan pertukaran.

Value for money: Prinsip memperoleh kombinasi terbaik antara biaya, mutu, manfaat, dan risiko dalam
penggunaan sumber daya publik.

White elephant project: Proyek mahal yang manfaat sosial atau utilisasinya rendah dibanding biaya
pembangunan dan pemeliharaannya.
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